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ABSTRAK

Sri Rahayu, 2023. Dinamika Collaborative Governance dalam
Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bantaeng, dibimbing oleh: Dr.
Abdul Mahsyar, M.Si., dan Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Stunting termasuk salah satu masalah kesehatan masyarakat global
yang masih menjadi tantangan dunia sehingga masuk dalam salah satu
agenda SDGs yang harus segera di tangani. Pemerintah Indonesia
menetapkan target nasional yakni angka prevalensi stunting 14% pada
tahun 2024. Kajian penelitian ini akan membahas bentuk penanggulangan
stunting di Kabupaten Bantaeng dengan menerapkan teori dinamika
collaborative governance oleh Emerson, dkk (2012).

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan di lingkup Kabupaten
Bantaeng, di fokuskan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Jenis
penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe studi kasus. Informan penelitian
berjumlah sebelas orang yang berasal dari berbagai macam instansi
pemerintahan dan juga terdapat informan yang berasal dari organisasi
masyarakat. Data penelitian ini di dapatkan melalui observasi, wawancara,
dokumentasi, dan media review. Pengabsahan data dilakukan melalui
tringulasi sumber, teknik, dan waktu lalu dianalisis melalui teknik reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta dibantu dengan alat
analisis data yakni software Nvivo 12 plus.

Hasil penelitian menunjukkan proses keterlibatan berprinsip yang
dibangun oleh para stakeholder, dilakukan dengan membuka ruang
diskusi bersama untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di
masyarakat. Serta tidak adanya kepentingan individu dalam kolaborasi
yang dilaksanakan.

Bentuk motivasi bersama yang dilakukan oleh seluruh stakeholder
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng vyaitu dengan
membangun kepercayaan, rasa pengertian, dan membentuk perjanjian
kerja sama (MOU), namun belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh
pihak yang terlibat. Pelaksanaan kolaborasi juga belum bersifat
transparan. Sementara sumber daya manusia dalam kolaborasi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng telah cukup memadai
akan tetapi peran swasta dan lembaga masyarakat masih belum terlihat
secara signifikan.

Kapasitas bertindak bersama yang dibentuk oleh stakeholder
kolaborasi dengan membuat landasan hukum sebagai acuan dalam
mengambil tindakan, di dukung dengan pengetahuan stakeholder. Adapun
bentuk kepemimpinan dalam kolaborasi penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng yakni kepemimpinan kolektif.

Kata kunci : Collaborative Governance, Stunting
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ABSTRACT

Sri Rahayu, 2023. Dynamics of Collaborative Governance in Stunting
Merisgeroaa; i Bantaetig, Hageoeys: Shipenved: iy Abidal- Mty and Hj.
atmawati.

Stunting is one of the global public health problems that is still a world
challenge, so it is included in one of the SDGs agendas that must be addressed
immediately. The Indonesian government has set a national target, namely a
stunting prevalence rate of 14% by 2024. This research study will discuss forms of
stunting prevention in Bantaeng Regency by applying the dynamic theory of
collaborative governance by Emerson, et al (2012).

This research was carried out for two months in Bantaeng Regency, focusing
on the Bantaeng Regency Health Service. This type of research is qualitative with
a case study type. There were eleven research informants from various
government agencies and there were also informants from community
organizations. This research data was obtained through observation, interviews,
documentation, and media review. Data validation was carried out through
triangulation of sources, techniques and time and then analyzed through data
reduction techniques, data presentation and drawing conclusions, and assisted
with data analysis tools, namely Nvivo 12 plus software.

The research results show a principled engagement process built by
stakeholders, carried out by opening a space for joint discussion to identify
problems that exist in society. And there is no individual interest in the collaboration
being carried out.

The form of joint motivation carried out by all stunting prevention
stakeholders in Bantaeng Regency is by building trust, a sense of understanding,
and forming a cooperation agreement (MOU), but this is not yet fully known by all
parties involved. The implementation of_cotlaboration is also not yet transparent.
While human resources in collaboration to overcome stunting in Bantaeng
Regency are sufficient, the role of the private sector and community institutions is

still not visible significantly. '
The capacity to act together Is formed by collaborative stakeholders by
creating a legal basis as a reference in taking action, supported by stakeholder

knowledge. The form of leadership in collaboration to overcome stunting in
Bantaeng Regency is collective leadership.

Keywords : Collaborative Governance, Stunting
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat global
yang utama dan masih menjadi tantangan di dunia. Stunting memiliki
dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendeknya
adalah terganggunya perkembangan otak dan kognitif, gangguan pada
pertumbuhan fisik, serta gangguan pada metabolisme dalam tubuh.
Sementara dampak jangka panjangnya adalah penurunan prestasi belajar,
dan kemampuan kognitif, memiliki daya tahan tubuh yang rendah
mengakibatkan rentan terhadap penyakit, risiko obesitas, tinggi diabetes,
kelainan fungsi jantung dan pembuluh darah, stroke, kanker, dan kecacatan
pada fase tua. Paparan diatas menjelaskan bahwa stunting bukanlah
masalah sederhana melainkan sebuah ancaman terhadap kualitas sumber
daya manusia dan ancaman terhadap saya saing bangsa (Al Jawaldeh
dkk., 2020, hal. 2; Bogale dkk., 2018, hal. 2; Farianingsih, 2020, hal. 15; R.
Putri dkk., 2019, hal. 491; Tamir dkk., 2022, hal. 1; Thamrin dkk., 2021, hal.
153-154; Thurstans dkk., 2022, hal. 1).

Secara global, balita menderita stunting sebesar 144 juta jiwa (WHO,
2020). Mengetahui dampak stunting yang memiliki jangka panjang dan
harus segera ditangani, maka stunting dimasukkan dalam salah satu
agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tujuan kedua, yaitu “Mengakhiri



kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta
mempromosikan pertanian berkelanjutan”. Salah satu target dari program
SDGs adalah menurunkan prevalensi stunting dan wasting pada balita dan
mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030 (Gerhard,
2021, hal. 5; Indriyastuti & Kartono, 2022, hal. 60; Sustainable Development
Goals, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti program
Sustainable Development Goals (SDGs) yang diselenggarakan oleh PBB
pada tahun 2015. Secara global, terdapat 17 tujuan program Sustainable
Development Goals (SDGs). Untuk mencapai tujuan SDGs, Pemerintah
Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 59 tahun 2017 sebagai dasar
hukum untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Data World Health Organization (WHO) mengungkapkan bahwa
Indonesia masuk dalam kategori negara dengan prevalensi balita stunting
tertinggi di kawasan Asia Tenggara (Indriyastuti & Kartono, 2022, hal. 61;
Mirayanti dkk., 2022, hal. 91; Putu dkk., 2022, hal. 14). Sementara menurut
hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementrerian Kesehatan
prevalensi bayi yang mengalami stunting di Indonesia pada tahun 2021
sebanyak 24%. Artinya, hampir seperempat balita Indonesia mengalami
stunting pada tahun sebelumnya (Bayu, 2022).

Stunting merupakan salah satu masalah jangka panjang yang dapat
menentukan masa depan Indonesia sehingga menjadi program nasional

dan terus diprioritaskan hingga saat ini (Saufi, 2021, hal. 81). Melalui



Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pemerintah Indonesia tengah
berupaya melakukan percepatan penurunan stunting dengan target 14%
pada tahun 2024. Artinya, dalam jangka waktu satu tahun kedepan,
prevalensi stunting harus menurun sebesar 10,4%. Hal ini tentunya menjadi
tantangan oleh berbagai pihak untuk mencapainya (Salmon dkk., 2022, hal.
4).

Perpres Nomor 72 tahun 2021 menjelaskan bahwa proses akselerasi
pengurangan angka stunting dilaksanakan secara integratif, holistik, serta
berkualitas melalui pengorganisasian, sinkronisasi, serta adanya sinergitas
antar lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan sebagainya.

Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam
mengimplementasikan SDGs sekaligus menjawab tantangan tersebut,
yaitu dengan menerapkan multi tata kelola, dimana semua aktor dalam
masyarakat harus dilibatkan dalam proses implementasi (Cheng, 2020, hal.
502; Gerhard, 2021, hal. 5).

Lahirnya tuntutan dan permasalahan yang semakin kompleks di
masyarakat, sehingga pemerintah perlu melibatkan sektor lain dalam
proses pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi
permasalahan publik (Saida, 2022, hal. 86). Khususnya pelayanan publik
pada bidang kesehatan yang hingga saat ini masih didominasi oleh

pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Mahsyar, (2014, hal. 44).



Keberhasilan pelaksanaan suatu program ditentukan oleh keterlibatan
banyak pemangku kepentingan, seperti pihak pemerintah, swasta,
masyarakat, akademisi, media, organisasi masyarakat, dll. Hal ini dikenal
sebagai collaborative governance, merupakan salah satu pendekatan yang
paling populer digunakan dalam menyelesaikan masalah publik yang terkait
erat dengan infrastruktur kebijakan publik yang tidak memadai
(Candarmaweni & Rahayu, 2020, hal. 2; Halim, 2018, hal. 258).

Collaborative governance menurut Ansell & Gash, (2007, hal. 544)
adalah sejenis pengaturan yang mengatur banyak lembaga publik yang
melibatkan aktor diluar pemerintahan dalam melakukan pengambilan
keputusan secara resmi, bijaksana, menghasilkan kesepakatan bersama,
yang bertujuan melahirkan kebijakan publik serta mengatur program publik.

Dalam rangka pencapaian target di tahun 2024, pemerintah daerah
dengan gencar melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk menurunkan
angka prevalensi stunting pada masing-masing wilayahnya. Akan tetapi
sebagian besar pemerintah daerah belum berhasil menerapkan strategi
penekanan angka stunting. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian
terdahulu.

Candarmaweni & Rahayu, (2020, hal. 1) melakukan penelitian terkait
Collaborative Governance untuk mencapai pembangunan sosial SDGs.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang
dilaksanakan oleh Kabupaten Pandeglang dalam rangka pencegahan

stunting telah dilaksanakan sesuai aturan pemerintah pusat, akan tetapi



pengelolaannya masih lemah karena terjadi beberapa masalah dalam
pelaksanaannya. Juga belum mampu menunjukkan keberlanjutan program
serta belum menghasilkan dampak yang signifikan.

Searah dengan penelitian Candarmaweni & Rahayu, (2020, hal. 1).
Indriyastuti & Kartono, (2022, hal. 60) juga melakukan penelitian mengenai
implementasi program SDGs dalam penanganan stunting di Indonesia.
Menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum mampu mengelola
dengan baik permasalahan terkait kesehatan, beberapa diantaranya
minimnya alat kesehatan yang tersedia serta belum efisiennya regulasi
terkait Sustainable Development Goals (SDGS).

Sementara Oktarina dkk., (2022, hal. 12) melakukan penelitian
tentang inovasi penanganan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat,
menunjukkan Desa Ara telah melakukan mekanisme dan tata cara
penanganan stunting sesuai Peraturan Bupati Pidie dengan menerapkan
beberapa inovasi, akan tetapi inovasi tersebut belum dapat memberikan
hasil yang efektif karena kurangnya pengetahuan, rendahnya sumber daya
manusia, lemahnya dukungan dari pemerintah desa, adanya persepsi yang
salah mengenai pola hidup sehat dan bersih serta kondisi lingkungan yang
buruk.

Ketiga hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan
stunting belum dapat diterapkan dengan baik dibeberapa wilayah meskipun
telah melibatkan multi-aktor. Untuk itu diperlukan perhatian lebih dari

masing-masing pihak dalam melakukan dinamika collaborative



governance, karena masih ditemukan beberapa kendala dalam
penerapannya. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Saufi, (2021,
hal. 80) menunjukkan bahwa dinamika collaborative governance dalam
penanggulangan stunting di Provinsi Jawa Timur masih ditemui
kesenjangan yaitu, peran pemerintah yang masih dominan serta lamban
dalam mentrasformasikan kebijakan yang telah direncanakan pada aksi
daerah, kesepakatan institusi sebatas komitmen bersama, lemahnya aturan
hukum mengenai para stakeholder, kepemimpinan dalam kolaborasi yang
bersifat sentralistik dalam pengambilan keputusan serta lemahnya dalam
mengakomodir sumber daya dukungan luar.

Temuan yang sama diperlihatkan dari hasil penelitian yang dilakukan
oleh Bintari & Soleh, (2022, hal. 138)yang mengemukakan kolaborasi yang
dilakukan antar para stakeholder dalam Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM) di masa pandemi covid-19 di Indonesia
telah memenuhi komponen dinamika kolaborasi oleh Emerson, akan tetapi
masih terjadi masalah dalam pelaksanaannya yaitu belum adanya
pendampingan, pengawasan, serta motivasi dan aksi bersama yang
dilakukan oleh semua pihak stakeholder selama pandemi covid-19.

Dua hasil penelitian diatas memperlihatkan masih terjadinya
kesenjangan dinamika collaborative governance dalam suatu program.
Padahal yang seharusnya diharapkan dari pelaksanaan dinamika
collaborative governance yaitu terjadinya peningkatan kualitas program

serta mengalami perkembangan yang baik.



Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Dewi,
(2018, hal. 203) yang mengemukakan dinamika collaborative governance
dalam penanggulangan HIV & AIDS yang dilakukan oleh KPA, OPD, LSM,
dan WPA mengalami peningkatan kualitas serta perkembangan menuju
kondisi yang lebih baik. Hal ini dilihat dari tidak adanya pendominasian
peran, para aktor memiliki komitmen dalam mencapai tujuan bersama,
saling membangun kepercayaan, memiliki aturan dan batasan yang jelas,
dlil.

Dinamika collaborative governance merupakan perubahan yang
terjadi ketika melakukan kolaborasi yang dapat memberikan pengaruh
kepada seluruh aktor serta lingkungannya. Emerson dkk., (2012, hal. 6)
merumuskan konsep dinamika collaborative governance, yaitu: keterlibatan
berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak bersama.
Konsep tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui dinamika
collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng terbilang sukses dalam
menekan angka stunting di Kabupaten Bantaeng. Hal ini dilihat berdasarkan
data riset kesehatan daerah pada tahun 2018, Kabupaten Bantaeng masuk
dalam daerah terendah stunting yakni, sebesar 21% (BPS, 2019).

Pencapaian tersebut merupakan bentuk implementasi dari Peraturan
Bupati Bantaeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Konvergensi Program

Percepatan Stunting. Salah satu faktor pendukung dari percepatan



penanganan stunting di Kabupaten Bantaeng adalah penerapan
collaborative governance dalam membuat regulasi/kebijakan hingga
menciptakan inovasi pelayanan publik pendukung.

Beberapa inovasi pelayanan kesehatan yang dilahirkan dalam rangka
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng adalah: Bendera Saskia
(Satu Bendera Satu Sasaran KIA), Terminal Darah Puskesmas, Persalinan
Faskes Jemput Antar, PSC (Public Safety Center) 199, Sertifikat Imunisasi
Dasar Lengkap (IDL), Sertifikat ASI Ekslusif, Kader Kesehatan (Gizi, KIA,
Kesling) dll.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga membangun Gedung UPTD
Pusat Layanan Gizi Terpadu dalam rangka mengontrol sekaligus menjadi
pusat penanggulangan gizi kurang, gizi lebih, stunting, serta obesitas di
Kabupaten Bantaeng. UPTD tersebut dinaungi oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantaeng yang mengintegrasikan 10 Organisasi Perangkat
Daerah di dalamnya. Masing-masing OPD memiliki perwakilan sesuai
dengan potensi yang dimiliki dalam penanggulangan stunting.

Adapun sektor yang terlibat dalam penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng berasal dari pihak pemerintah, organisasi
masyarakat, dan swasta. Instansi pemerintahan yang terlibat diantaranya;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Bencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas
Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PMD, PP dan PA, Dinas

Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial, Dinas Pekerja Umum, Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perumahan, Kawasan,
Pemukiman, dan Pertahanan.

Adapun organisasi non pemerintah yang terlibat yaitu: TP PKK (Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Pengurus
Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantaeng, Pengurus Daerah Aisyiyah
Kabupaten Bantaeng, Pengurus Daerah Nahdatul Ulama Kabupaten
Bantaeng, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantaeng. Sementara pihak
swasta yang terlibat yakni PT. Huadi Nickel Alloy Kabupaten Bantaeng.

Sebagian besar OPD Kabupaten Bantaeng dilibatkan untuk
mengetahui perkembangan situasi yang ada di Kabupaten Bantaeng, juga
untuk mengetahui kebutuhan di lapangan. Dinas kesehatan selaku aktor
utama dalam penyelenggaraan penanggulangan stunting berperan sebagai
fasilitator dan koordinasi dalam bekerja sama dengan SKPD lain di tingkat
kabupaten. UPTD Penanggulangan Gizi Terpadu sebagai pemantau serta
pengendali penanganan stunting di Kabupaten Bantaeng. Dinas Ketahanan
Pangan berperan dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup.
Dinas Pendidikan berperan dalam penyelenggaraan konseling kesehatan
reproduksi kepada remaja ditingkat pendidikan menengah dan sederajat.
Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam pemenuhan kebutuhan pokok air
minum sehari-hari dan menyediakan pengolahan air limbah domestik.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam
peningkatan promosi pengasuhan 1000 HPK. Dinas Sosial berperan dalam

penyediaan data terpadu kesejahteraan sosial agar program berjalan tepat
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sasaran. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan
berperan dalam penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Dinas
Perikanan dan Kelautan bertugas memastikan produksi ikan tercukupi dan
mengajak kelompok sasaran untuk gemar makan ikan untuk mencukupi gizi
pada diri tiap individu.

Sementara peran dari organisasi masyarakat seperti TP PKK
berperan dalam mendampingi masyarakat secara langsung dilapangan
untuk memastikan masyarakat memahami stunting dan melakukan pola
hidup sehat. Sementara dari pihak swasta seperti PT. Huadi berperan
dalam bentuk pemberian dana bantuan untuk mendukung pelaksanaan
program.

Proses collaborative governance dalam penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng dilaksanakan dengan membentuk tim Percepatan
Penurunan Stunting Kabupaten Bantaeng yang melibatkan berbagai pihak
yang berasal dari pemerintah dan non-pemerintah. Pembentukan tim
dilakukan agar proses kerjasama dapat terorganisir dengan baik karena
tugas dan fungsinya lebih jelas dan di atur dalam SK Bupati Bantaeng No.
50 Tahun 2022.

Sebagaimana yang diharapkan, pelaksanaan collaborative
governance dapat membantu menekan angka prevalensi stunting di
Kabupaten Bantaeng tiap tahunnya, akan tetapi fakta dilapangan
menunjukkan hal berbeda. Berikut dijabarkan grafik prevalensi stunting di

Kabupaten Bantaeng dalam kurung waktu tiga tahun terakhir:
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PREVALENSI STUNTING KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020-2022
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2021 25,17% 41,85% 3,48% 29,41% 57,98% 5,26% 35,68% 5,98% 14,19%
2022 1,53% 23,92% 1,55% 3,04% 18,63% 1,74% 1,73% 4,74% 5,84%

Gambar 1.1 Prevalensi Stunting Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2022

Sumber: Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), (2022)

Grafik diatas menunjukkan bahwa angka stunting Kabupaten
Bantaeng selama tiga tahun terakhir belum stabil. Terlihat terjadi
peningkatan prevalensi stunting dari 11,04% di tahun 2020 menjadi 14,19%
pada tahun 2021, namun kembali terjadi penurunan menjadi 5,84% pada
tahun 2022. Meskipun angka tersebut terbilang cukup rendah dan berada
di bawah angka nasional dan provinsi, namun angka stunting Kabupaten
Bantaeng belum konsisten di tiap tahunnya

Hasil observasi yang dilaksanakan dilapangan dan dikuatkan dengan
hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantaeng mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi dalam rangka
melakukan program penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng
adalah kurangnya anggaran, dan masih adanya ego struktural dalam

proses kolaborasi yang dilaksanakan.
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Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka
penulis tertarik untuk mengetahui proses kolaborasi yang dilaksanakan
dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi stunting di
Kabupaten Bantaeng. Untuk itu, penulis menyusun judul penelitian
“Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting

di Kabupaten Bantaeng.”

B. Rumusan Masalah
Penjabaran permasalahan dalam latar belakang sebagaimana yang
telah dipaparkan diatas, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keterlibatan berprinsip dalam penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana bentuk motivasi bersama dalam penanggulangan stunting
di Kabupaten Bantaeng?
3. Bagaimana kapasitas bertindak bersama dalam penanggulangan

stunting di Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian
Searah dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka
tujuan penelitian ini, dikemukakan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui keterlibatan berprinsip dalam penanggulangan
stunting di Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui bentuk motivasi bersama dalam penanggulangan

stunting di Kabupaten Bantaeng.
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Untuk  mengetahui  kapasitas  bertindak  bersama  dalam

penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini juga memiliki manfaat terhdap berbagai pihak,

yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi ilmiah dalam
dunia pendidikan tinggi khususnya kajian ilmu administrasi publik untuk
mengembangkan teori yang lebih luas.

b. Temuan penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran ilmiah terhadap
penanggulangan stunting dengan menggunakan pendekatan
collaborative governance untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi pada
tempat yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Temuan dari penelitian ini akan melahirkan rekomendasi bagi
Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan collaborative
governance dalam penanggulangan stunting yang lebih baik untuk
mencapai pembangunan sosial SDGs.

b. Output dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi,

sumber informasi, serta mengelola data bagi peneliti lain yang akan

melakukan penelitian dalam lingkup yang sama.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang collaborative governance bidang penanggulangan
stunting telah beberapa kali dilakukan dengan berbagai macam sudut
pandang. Mulai dari sudut pandang ilmu administrasi publik, manajemen,
hingga kesehatan. Oleh karena itu, untuk memulai penelitian ini, penting
untuk mengamati beberapa kajian pustaka yang relevan dengan tema
penelitian ini. Hal ini penting untuk mengambil entry point penelitian,
memutuskan situasi penelitian serta perbedaan dengan penelitian
terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya adalah:

1. Saufi, (2021) melakukan penelitian berjudul “Dinamika Collaborative
Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi
Covid-19”, bertujuan untuk mengetahui gambaran dinamika
collaborative governance yang dilakukan dari berbagai pihak mengenai
penanggulangan stunting di Jawa Timur di tengah pandemi covid-19.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika collaborative
governance dalam penanggulangan stunting di Provinsi Jawa Timur
masih ditemui kesenjangan yaitu, peran pemerintah yang masih
dominan serta lamban dalam mentrasformasikan kebijakan yang telah
direncanakan pada aksi daerah, kesepakatan institusi sebatas
komitmen bersama, lemahnya aturan hukum mengenai para

stakeholder, kepemimpinan dalam kolaborasi yang bersifat sentralistik
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dalam pengambilan keputusan serta lemahnya dalam mengakomodir
sumber daya dukungan luar. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh Saufi, (2021) yaitu sama-sama
menggunakan fokus penelitian dinamika collaborative governance
dalam penanggulangan stunting, menggunakan metode penelitian
kualitatif, serta menggunakan teori dinamika collaborative governance
oleh Emerson (2012). Adapun perbedaannya terletak teori yang
digunakan, dimana penelitian yang dilakukan oleh Saufi, (2021) hanya
menggunakan satu teori, sementara penelitian ini selain menggunakan
teori dinamika collaborative governance. Perbedaan lainnya yaitu
penelitian ini menggunakan alat bantu Nvivo 12 plus dalam mengukur
hasil penelitian. Dan juga terletak pada lokus penelitian.

Bintari & Soleh, (2022) melakukan penelitian berjudul “Dynamics of
Collaborative Governance in Community-Based Integrated Children
Protection (PATBM) During the Covid-19 Pandemic in Indonesia”. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan antar para
stakeholder dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM) di masa pandemi covid-19 di Indonesia telah memenuhi
komponen dinamika kolaborasi oleh Emerson, akan tetapi masih terjadi
masalah dalam pelaksanaannya yaitu belum adanya pendampingan,
pengawasan, serta motivasi dan aksi bersama yang dilakukan oleh
semua pihak stakeholder selama pandemi covid-19. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Bintari & Soleh, (2022)



16

yaitu sama-sama mengkaji dinamika collaborative governance,
menggunakan metode penelitian kualitatif, serta menggunakan teori
dinamika collaborative governance oleh Emerson. Sementara
perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintari
& Soleh, (2022) terletak pada teori penelitian, dimana penelitian yang
dilakukan oleh Bintari & Soleh, (2022) hanya menggunakan satu teori,
sementara penelitian  ini  selain menggunakan teori dinamika
collaborative governance juga menggunakan metode. Perbedaan
lainnya yaitu penelitian ini menggunakan alat bantu Nvivo 12 plus dalam
mengukur hasil penelitian. Serta perbedaannya terletak pada lokus
penelitian.

Rahmawati & Dewi, (2018) melakukan penelitian berjudul “Dinamika
Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di
Kota Yogyakarta”, bertujuan untuk mengetahui dinamika collaborative
governance serta upaya Yyang dilakukan dalam meningkatkan
keberhasilan penanggulangan HIV & AIDS di Kota Yogyakarta. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dinamika collaborative governance
dalam penanggulangan HIV & AIDS yang dilakukan oleh KPA, OPD,
LSM, dan WPA mengalami peningkatan kualitas serta mengalami
perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal ini dilihat dari tidak adanya
pendominasian peran, para aktor memiliki komitmen dalam mencapai
tujuan bersama, saling membangun kepercayaan, memiliki aturan dan

batasan yang jelas, dll. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
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yang dilakukan oleh Rahmawati & (Dewi, 2018) terletak pada fokus
penelitian yaitu dinamika collaborative governance, dan metode
penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sementara perbedaan
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati &
(Dewi, 2018) terletak pada objek penelitian yang digunakan, dimana
penelitian Rahmawati & (Dewi, 2018) menggunakan HIV dan AIDS
sementara penelitian ini menggunakan penanggulangan stunting
sebagai objek kajian. Perbedaan lain terletak pada teori yang
digunakan, dimana penelitian Rahmawati & (Dewi, 2018)
menggunakan teori DeSeve (2007) sementara penelitian ini
menggunakan teori dinamika collaborative governance oleh Emerson,
dkk (2012). Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini menggunakan alat
bantu Nvivo 12 plus dalam mengukur hasil penelitian. Juga terletak
pada lokus penelitian.

Candarmaweni & Rahayu, (2020) melakukan penelitian berjudul
“Collaborative Governance to Achieve SDGs Social Development:
Preventing Stunting Lesson from Pandeglang”, bertujuan untuk
mendetesiskan peran collaborative governance dalam penanganan
stunting di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tata kelola kolaboratif dalam mencegah stunting di Kabupaten
Pandeglang telah dilaksanakan sesuai aturan pemerintah pusat, akan
tetapi pengelolaannya masih lemah karena terjadi beberapa masalah

dalam pelaksanaannya, juga belum mampu menunjukkan
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keberlanjutan program serta menghasilkan dampak yang signifikan.
Salah satu masalah yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya
(tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, serta anggaran). Lebih lanjut,
Candarmaweni & Rahayu, (2020) menyimpulkan bahwa program yang
dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang sekadar “formalisme” untuk
memenuhi persyaratan kinerja pemerintah pusat. Hal ini berdasarkan
masalalah yang telah ditemukan di lapangan. Output program berupa
laporan, namun outcome penanganan stunting di Kabupaten
Pandeglang tidak dapat di ukur dan tidak dapat dikatakan
berkelanjutan. Program-program yang dijalankan tiap OPD memiliki
target yang tidak saling terikat antara satu sama lain, sehingga kinerja
tim koordinasi penanggulangan stunting hanya dapat diukur melalui
kinerja dinas kesehatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang dilakukan oleh Candarmaweni & Rahayu, (2020) terletak pada
metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, fokus pembahasan
juga masing-masing membahas collaborative governance pada
program pencegahan stunting. Adapun perbedaannya terletak pada
lokus penelitian, menggunakan alat bantu Nvivo 12 plus dalam
mengukur hasil penelitian, serta teori yang digunakan.

Indriyastuti & Kartono, (2022) melakukan penelitian berjudul
“Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
Program on the Management of Stunting Cases in Indonesia”, bertujuan

untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pembangunan



19

kesehatan berkelanjutan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa
Pemerintah Indonesia belum mampu mengelola dengan baik
permasalahan terkait kesehatan, beberapa diantaranya minimnya alat
kesehatan yang tersedia serta belum efisiennya regulasi terkait
Sustainable Development Goals (SDGs). Persamaan penelitian ini
dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyastuti & Kartono, (2022)
terletak pada fokus pembahasan yakni penanganan stunting. Adapun
perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan,
dimana penelitian Indriyastuti & Kartono, (2022) menggunakan studi
kepustakaan dengan metode deskriptif, sementara penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Perbedaan
lainnya yaitu penelitian ini menggunakan alat bantu Nvivo 12 plus dalam
mengukur hasil penelitian, serta terletak pada lokus penelitian.

Oktarina dkk., (2022) melakukan penelitian berjudul “Innovation for
Handling Stunting Based on Community Empowerment in Gampong
Ara, Kembang Tanjong Sub-District, Pidie District, Aceh Province of
Indonesia”, bertujuan untuk menganalisis inovasi penanganan stunting
berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh
berdasarkan Peraturan Bupati Pidie nomor 77 Tahun 2017 tentang
pengurangan stunting dan faktor pendorong dan penghambatnya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Desa Ara telah melakukan mekanisme
dan tata cara penanganan stunting sesuai Peraturan Bupati Pidie

dengan menerapkan beberapa inovasi, diantaranya: pemanfaatan
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Rumo Gizi Gampong (RGG) sebagai pusat pemberdayaan masyarakat,
membangun relasi dengan memanfaatkan jejaring dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah, menghimpun dana yang didukung oleh
pemerintah dan masyarakat, serta adanya inisatif untuk mengatasi
kelemahan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitan. Akan
tetapi inovasi tersebut belum dapat memberikan hasil yang efektif
karena kurangnya pengetahuan, rendahnya sumber daya manusia,
lemahnya dukungan dari pemerintah desa, adanya persepsi yang salah
mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, serta kesehatan lingkungan
yang buruk. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan
oleh Oktarina dkk., (2022) terletak pada fokus penelitian, yaitu sama-
sama menggunakan fokus penelitian penanganan stunting. Juga sama-
sama menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kasus.
Adapun perbedaannya terletak pada lokus penelitian, teori yang
digunakan, serta penelitian ini menggunakan alat bantu Nvivo 12 plus
dalam mengukur hasil penelitian.

Azizah dkk., (2022) melakukan penelitian berjudul “Strategi Dinas
Kesehatan dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten
Buton Selatan”, bertujuan untuk strategi yang digunakan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Buton dalam menekan laju penderita stunting.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten
Buton telah menerapkan berbagai strategi untuk menekan laju

penderita stunting diantaranya, program Gerakan Masyarakat Hidup
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Sehat dan Gerakan Masyarakat Peduli Stunting. Selain itu, mereka
berupaya melakukan gerakan sosialisasi di masyarakat dengan
melibatkan semua stakeholder baik dari pemerintahan, masyarakat
hingga pendidikan. Juga Dinas Kesehatan menggunakan strategi
sumber daya dengan memaksimalkan sumber daya esensial yang
tersedia, baik berupa teknologi, keuangan, tenaga dan sebagainya.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah
dkk., (2022) terletak pada fokus penelitian yang membahas stretegi
penanganan stunting, serta sama-sama menggunakan metode
penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada penggunaan
teori, lokus penelitian, serta penelitian ini menggunakan alat bantu

Nvivo 12 plus dalam mengukur hasil penelitian.

Untuk memperjelas faktor persamaan dan perbedaan penelitian ini

dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel 1 tinjauan hasil

pen

elitian, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tinjauan Hasil Penelitian

Pandemi Covid-19

ditemui
kesenjangan yaitu,
peran pemerintah
yang masih
dominan serta
lamban dalam
mentrasformasikan
kebijakan yang

governance
oleh Emerson
(2012)

No Nama/Tah_un/JuduI Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
Penelitian

1. | Saufi (2021) : Dinamika e Fokus e Lokus
Dinamika collaborative penelitian penelitian
Collaborative governance dalam | e Metode e menggunakan
Governance dalam | penanggulangan penelitian alat bantu
Penanggulangan stunting di Provinsi | ¢ Teori dinamika Nvivo 12 plus
Stunting Ditengah Jawa Timur masih collaborative 12 plus
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telah direncanakan
pada aksi daerah,
kesepakatan
institusi sebatas
komitmen
bersama,
lemahnya aturan
hukum mengenai
para stakeholder,
kepemimpinan
dalam kolaborasi
yang bersifat
sentralistik dalam
pengambilan
keputusan serta
lemahnya dalam
mengakomodir
sumber daya
dukungan luar.

Bintari & Soleh Kolaborasi yang e Fokus e Lokus
(2022) : Dynamics dilakukan antar penelitian penelitian
of Collaborative para stakeholder dinamika e Menggunakan
Governance in dalam collaborative alat bantu
Community-Based Perlindungan Anak governance Nvivo 12 plus
Integrated Children | Terpadu Berbasis | ¢ Menggunakan 12 plus
Protection (PATBM) | Masyarakat metode e Teori yang
During the Covid-19 | (PATBM) di masa penelitian digunakan
Pandemic in pandemi covid-19 kualitatif
Indonesia di Indonesia telah e Menggunakan

memenuhi teori dinamika

komponen collaborative

dinamika governance

kolaborasi oleh oleh Emerson

Emerson, akan

tetapi masih terjadi

masalah dalam

pelaksanaannya

yaitu belum

adanya

pendampingan,

pengawasan, serta

motivasi dan aksi

bersama yang

dilakukan oleh

semua pihak

stakeholder

selama pandemi

covid-19.
Rahmawati & Dewi | Dinamika ¢ Fokus penelitian | e Lokus
(2018) Dinamika collaborative e Metode penelitian
Collaborative governance dalam penelitian e Menggunakan
Governance dalam | penanggulangan alat bantu

Penanggulangan

HIV & AIDS yang
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HIV dan AIDS di dilakukan oleh Nvivo 12 plus
Kota Yogyakarta KPA, OPD, LSM, 12 plus

dan WPA e Teori yang

mengalami digunakan

peningkatan

kualitas serta

mengalami

perkembangan ke

arah yang lebih

baik.
Candarmaweni & Collaborative Fokus o Lokus
Rahayu (2020) : governance dalam penelitian penelitian
Collaborative mencegah stunting Menggunakan [e Menggunakan
Governance to di Kabupaten metode alat bantu
achieve SDGs Pandeglang telah penelitian Nvivo 12 plus
Social dilaksanakan kualitatif 12 plus
Development: sesuai aturan Menggunakan |e Teori yang
Preventing Stunting | pemerintah pusat, teori digunakan
Lesson from akan tetapi collaborative
Pandeglang pengelolaannya governance

masih lemah menurut

karena terjadi Emerson &

beberapa masalah Nabatchi.

dalam

pelaksanaannya,

juga belum mampu

menunjukkan

keberlanjutan

program serta

menghasilkan

dampak yang

signifikan.
Indriyastuti & Pemerintah Fokus Penelitian | ¢ Metode
Kartono (2022) : Indonesia belum penelitian
Implementation of mampu mengelola e Lokus
the Sustainable dengan baik penelitian
Development Goals | permasalahan e Menggunakan
(SDGs) Program on | terkait kesehatan, alat bantu
the Management of | beberapa Nvivo 12 plus
Stunting Cases in diantaranya 12 plus
Indonesia. minimnya alat e Teori yang

kesehatan yang digunakan

tersedia serta

belum efisiennya

regulasi terkait

Sustainable

Development

Goals (SDGs).
Oktarina dkk., Desa Ara telah e Fokus e Lokus
(2022) : Innovation | melakukan penelitian penelitian
for Handling mekanisme dan ¢ Metode e Menggunakan
Stunting Based on tata cara penelitian alat bantu
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Community
Empowerment in
Gampong Ara,
Kembang Tanjong
Sub-District, Pidie
District, Aceh
Province of
Indonesia.

penanganan
stunting sesuai
Peraturan Bupati
Pidie dengan
menerapkan
beberapa inovasi,
diantaranya:
pemanfaatan
Rumo Gizi
Gampong (RGG)
sebagai pusat
pemberdayaan
masyarakat,
membangun relasi
dengan
memanfaatkan
jejaring dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintah,
menghimpun dana
yang didukung
oleh pemerintah
dan masyarakat,
serta adanya
inisatif untuk
mengatasi
kelemahan sumber
daya manusia
melalui
peningkatan
kapasitan. Akan
tetapi inovasi
tersebut belum
dapat memberikan
hasil yang efekitif.

Nvivo 12 plus
12 plus

e Teori yang
digunakan

Azizah dkk., (2022):
Strategi Dinas
Kesehatan dalam
Menekan Laju
Penderita Stunting
di Kabupaten Buton
Selatan.

Dinas Kesehatan
Kabupaten Buton
telah menerapkan
berbagai strategi
untuk menekan
laju penderita
stunting
diantaranya,
program Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat dan
Gerakan
Masyarakat Peduli
Stunting.

e Fokus
penelitian

e Metode
penelitian

e Lokus
penelitian

e Menggunakan
alat bantu
Nvivo 12 plus
12 plus

e Teori yang
digunakan

Sumber: Dikembangkan dari hasil penelitian terdahulu (2022)
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Adapun novelty (kebaruan) dari kajian ini jika disandingkan dengan
kajian sebelumnya yaitu belum ada penelitian yang membahas tentang
collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng dengan menggunakan teori dinamika collaborative governance
oleh Emerson sehingga dapat menjadi masukan sekaligus menjadi bahan

evaluasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

B. Konsep Dinamika Collaborative Governance
1. Pengertian Collaborative Governance

Collaborative governance menurut Ansell & Gash, (2007, hal. 544)
adalah sebuah sebuah pengaturan yang didalamnya mengatur satu atau
lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan pemangku
kepentingan “non-state” dalam proses pengambilan keputusan secara
formal, berarientasi konsensus dan deliberatif, bertujuan untuk membuat
atau menerapkan kebijakan publik serta mengelola program-program
publik.

Selanjutnya Agrawal dan Lemos dalam Astuti & Ratnawati, (2020, hal.
42) mengemukakan bahwa collaborative governance bukan hanya
berbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non
pemerintah, melainkan terbentuk juga dari adanya multi partner governance
yang terdiri dari sektor swasta, komunitas sipil dan masyarakat yang
terbangun atas sinergi dari peran pemangku kepentingan dan penyusunan

rencana yang bersifat “hybrid” layaknya kerja saja antar publik-privat-sosial.
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Pendapat diatas didukung oleh Purnomo dalam Salsabila & Sadayi,
(2022, hal. 28), yang mendefinisikan collaborative governance sebagai
suatu proses dan struktur publik dalam pengambilan keputusan dan
manajemen kebijakan yang melibatkan orang secara konstruktif di seluruh
Indonesia (badan publik, pemerintah, sipil dan swasta) dalam
melaksanakan tujuan publik.

Selanjutnya DeSeve dalam R. S. Astuti & Asmarasari, (2020, hal. 42)
menjelaskan collaborative governance sebagai sistem yang saling
terintegrasi  dengan hubungan yang dikelola, melintasi batas-batas
organisasi formal dan informal sesuai prinsip organisasi yang telah
mendefinisikan kesuksesan secara jelas.

Adapun Emerson, dkk dalam Arsandi, (2022, hal. 18) mendefinisikan
collaborative governance sebagai proses penyusunan kebijakan serta
pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, meliputi
pemerintah, publik, swasta, badan sipil untuk melaksanakan tujuan
bersama yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.

Sementara menurut Donahue dan Zeckhauser dalam Herlianti, (2022,
hal. 2022) mendefinisikan collaborative governance sebagai suatu kondisi
dimana pemerintah memenuhi tujuan publik berdasarkan kolaborasi antara
individu dan organisasi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa terdapat tiga
aspek penting dalam kolaborasi diantaranya: aktor, komitmen dan

keterbukaan.
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Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan
bahwa collaborative governance merupakan bentuk kerja sama yang
melibatkan banyak aktor berasal dari berbagai pihak (pemerintah, swasta,
masyarakat, dan lembaga lainnya) untuk mengambil keputusan dan
menetapkan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan bersama.

Collaborative governance menekan pada kerja sama antar aktor yang
terlibat yang tekanannya terdapat pada dialog serta sustainabilitas
koordinasi dan kooperasi (Amelia Novita, 2018, hal. 28). Pada prinsipnya
aktor kebijakan merupakan mereka yang selalu dan harus terlibat dalam
setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus
maupun sebagai kelompok penekan yang selalu aktif dan proaktif dalam
melakukan interaksi dan keterkaitan dalam konteks analisis kebijakan
(Rijal, dkk dalam Sururi, 2020, hal. 130).

Gray and Purdy dalam Sundqvist-Andberg & Akerman, (2022, hal. 2)
mengemukakan bahwa terdapat empat jenis motivasi pemangku
kepentingan saat terlibat dalam proses keloborasi diantaranya: (1)
berorientasi pada kompetensi, termasuk mendapatkan keahlian, kesadaran
terhadap masalah yang kompleks, dan mengidentifikasi masalah; (2)
berorientasi pada legitimasi, seperti membangun citra, reputasi, dan izin
sosial untuk beroperasi; (3) berorientasi pada sumber daya, mencakup
pengembangan kapasitas, mengamankan dana moneter, mendapatkan

akses dalam jaringan, dan menciptakan produk serta pasar yang inovatif;
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dan (4) berorientasi terhadap masyarakat yang memerlukan intensif untuk
mempengaryhi pengembangan kebijakan serta menanggapi masalah

terkait aktivisme lokal.

2. Dinamika Collaborative Governance

Forsyth dalam Mikwamba dkk., (2021, hal. 4-5) mendefinisikan
dinamika sebagai proses yang berpengaruh dalam kelompok seperti yang
terlihat dalam proses multi-aktor. Salah satu dinamika kolaborasi adalah
kapsitas untuk melakukan aksi secara kolektif. Kapasitas didefinisikan
sebagai “kumpulan elemen lintas fungsi yang bersatu untuk menciptakan
potensi dalam mengambil tindakan yang efektif.” Balagh dalam Bintari &
Soleh, (2022, hal. 150). Dapat disimpulkan bahwa dinamika merupakan
suatu perubahan yang memberikan pengaruh kepada lingkungan
sekitarnya. Jika dikaitkan dengan collaborative governance, maka dinamika
collaborative governance adalah sebuah bentuk perubahan yang terjadi
ketika melakukan kolaborasi yang dapat memberikan pengaruh kepada
seluruh aktor yang terlibat serta lingkungannya.

Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) dalam Mikwamba dkk., (2021,
hal. 142) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang
berulang. Dinamika kolaborasi merupakan bagian yang paling penting
dalam proses kolaborasi, karena pengungkapan seberapa baik
pelaksanaan kolaborasi ada pada dinamika yang memiliki tiga komponen,
diantaranya: keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk

bertindak bersama (R. S. Astuti dkk., 2020, hal. 82).
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1) Keterlibatan Berprinsip

Emerson, dkk dalam Mikwamba dkk., (2021, hal. 5) mendefinisikan
keterlibatan berprinsip sebagai cara para pemangku kepentingan dalam
bekerja sama antar lintas batas kelembagaan untuk mencapai tujuan
bersama. Hal ini merupakan titik awal dinamika kolaborasi yang melibatkan
aktor yang berbeda, sesuai dengan seperangkat nilai, minat, dan sikap
individu masing-masing disamping misi dan mandat organisasi yang
mereka wakili. Adapun cara dalam menggerakkan prinsip bersama seperti
dialog tatap muka atau melalui perantara teknologi yang di dalamnya
terdapat penegasan dalam tujuan bersama, pembentukan dan
pengembangan prinsip-prinsip bersama yang selalu diungkapkan oleh
aktor dalam berbagai prespekstif sehingga penyatuan prinsip merupakan
inti dari kegiatan ini. Hal ini mencakup empat elemen khusus, vyaitu:
penemuan, definisi, musyawarah, dan penentuan.
2) Motivasi Bersama

Motivasi bersama atau dikenal juga sebagai modal sosial. Hal ini
berkaitan dengan hubungan interpersonal diantara mitra jaringan. Motivasi
bersama dibutuhkan untuk mencapai konsensus diantara para pelaku dan
karenanya merupakan faktor penting dalam menilai kolaborasi dalam
platform inovasi. Dalam komponan ini mencakup empat elemen,
diantaranya: saling percaya, saling pengertian, legitimasi internal, dan

komitmen.
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3) Kapasitas untuk Bertindak Bersama

Kapasitas untuk bertindak bersama sebagai penciptaan pengaturan
tata kelola dan berbagai sumber daya yang membangun dasar dalam
mengambil tindakan kolaboratif. Kapasitas didefinisikan sebagai kumpulan
elemen lintas fungsi yang bersatu dalam menciptakan potensi untuk
mengambil tindakan yang efektif (Balagh dalam Bintari & Soleh, 2022, hal.
150). Pada elemen ini, Emerson dkk., (2012, hal. 14) memaparkan empat
elemen sosial yang mencakup didalamnya, yaitu: tata cara pengaturan
kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

Berikut dijabarkan secara detail tiga komponen kerangka teoritis oleh

Emerson dkk., (2012, him. 7):

Tabel 2. 2 Komponen Dinamika Collaborative Governance

No Komponen Elemen Keterangan
1 | Keterlibatan Mengidentifikasi kepentingan
berprinsip Penemuan bersama dan kepentingan individu,

keprihatinan serta nilai-nilai.
Melakukan Kklarifikasi, penyesuaian
tugas dan harapan.

Komunikasi yang beralasan:
percakapan yang sulit, bertanya dan
menjawab pertanyaan yang
menantang serta mengungkapkan
ketidaksepakatan secara jujur dan
harapan yang diharapkan.
Menetapkan keputusan prosedural
(misalnya  menetapkan  agenda,
menugaskan kelompok kerja) dan

Definisi

Pertimbangan

Penentuan menentukan  substantif (misalnya
mencapai  kesepakatan tentang
tindakan).

2 | Motivasi bersama Para pihak yang terlibat saling

membuktikan bahwa apa yang
mereka berikan masuk akal, dapat
diprediksi dan dapat diandalkan.

Kemampuan untuk memahami dan
menghormati posisi serta

Saling percaya

Saling pengertian
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kepentingan orang lain, bahkan ketika
seseorang mungkin tidak setuju.

Legitimasi internal

Proses kolaborasi harus
representatif, adil, transparans,
diterima, serta memungkinkan
dilakukan pemantauan dan saksi.

Proses kolaborasi memungkinkan
para aktor melintasi batas-batasan

kelembagaan

Komitmen organisasi, sektoral dan/atau yuridiksi
yang sebelumnya  memisahkan
mereka.

3 | Kapasitas untuk Tata cara Definisi yang jelas tentang peran,
bertindak engaturaa hubungan serta mengidentifikasi
bersama peng organisasi yang bertanggungjawab

untuk diimplementasikan.

Kepemimpinan

Mengambil inisiatif, ~memberikan
arahan.

Pengetahuan

Peningkatan kesadaran, generasi
baru, serta berbagai pengetahuan.

Sumber daya

Berbagi dan memanfaatkan sumber
daya yang langka seperti dana,
waktu, dan staf.

Sumber: Emerson dkk., (2012, him. 7)

Penelitian

ini

menggunakan

konsep dinamika collaborative

governance yang dikembangkan oleh (Emerson dkk., 2012). Peneliti

memilih konsep tersebut karena sesuai dengan fokus penelitian yaitu

dinamika collaborative governance, juga dilihat dari tiga komponen yang

diungkapan oleh Emerson, dkk (2012) sesuai dengan pelaksanaan

collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten

Bantaeng.

3. Prinsip Collaborative Governance

Seigler dalam Bila & Saputra, (2019, hal. 200); Kurniasih dkk., (2017,

hal. 3) mengemukakan delapan prinsip dalam pelaksanaan collaborative

governance, diantaranya:

a) Masyarakat harus dilibatkan dalam produksi barang publik

b) Masyarakat harus mampu memobilisasi aset dan sumber daya
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h)
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Memberdayakan masyarakat agar memiliki tenaga profesional dari
berbagai keahlian

Kebijakan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah publik
Kebijakan yang dibuat mengandung kemitraan kolaboratif yang
berkelanjutan

Kebijakan bersifat strategis

Kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mengubah kegunaan
kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat dan memecahkan
masalah publik

Kebijakan bersifat akuntabilitas

Model Prinsip Collaborative Governance

Ansell & Gash, (2007, him. 548) merumuskan model collaborative

governance menjadi empat variabel utama, yakni: (1) kondisi awal; (2)

desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif.
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Participatory Inclusiveness,
Institutional Design |/ Forum Exclusiveness, Clear
Ground Rules, Process
Transparencv

Starting Conditions

A\ 4

Power-Resource-
Knowledge
Asymmetries

Collaborative Process

Trust-Building ——J» Commitment to Process

- Mutual recognition of
interdependence

Incentives for and - Share Ownership of Process
Constraints on Face-to-Face Dialogue - Openness to Exploring Outcomes
Participation - Good Faith Negotiation Mutual Gains

T AN

Intermediate Outcomes <€——Shared Understanding

- “Small Wins” - Clear Mission
Prehistory of - Strategic Plans - Common Problem
Cooperation or Definition
Conflict (initial - Joint Fact-Finding - Identification of
trust level) Common Values
- 3

Facilitative Leadership
(including empowerment)

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance oleh Ansel & Gash

Sumber: Ansell & Gash, (2007, him. 550)

1) Kondisi Awal

Kondisi di awal dapat mempengaruhi sebelum kolaborasi itu terjadi,
dimana akan terjadi kondisi menjadi pendukung ataupun dapat
menghambat kerja sama antar pemangku kepentingan, dan antar
lembaga/organisasi dengan pemangku kepentingan. Dalam kondisi ini,
akan terjadi tiga variabel besar, yakni: ketidakseimbangan antara
pengaruh/kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan;
sejarah masa lalu yang terjadi, baik berupa kerja sama yang telah
dilaksanakan sebelumnya atau konflik yang pernah terjadi diantara
pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan serta kendala saat ikut

berpartisipasi dalam kolaborasi.



34

2) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan yaitu merujuk tentang bagaimana aturan dasar
dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah
legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang
ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main
ketika ikut berpartisipasi dalam kolaburasi, bagaimana forum yang
dibentuk, bagaimana bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta
bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3) Kepemimpinan

Dalam melakukan kolaborasi, sangat mungkin terjadi konflik atau
perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara
pemangku kepentingan. Namun disisi lain biasanya terdapat keinginan
yang besar pula bagi para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi,
maka disitulah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan
dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dalam diandalkan
sebagai mediator di dalam kolaborasi.

Pemimpin yang kuat akan dihormati dan dipercaya oleh semua
pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi
karena memungkinkan kolaborasi itu akan berhasil. Kepemimpinan yang
kuat ini biasanya berasal dari komunitas para pemangku kepentingan itu
sendiri.

Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan memlihara

aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog,
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dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Vangen dan Huxam dalam
(Ansell & Gash, 2007, him. 554) mengemukakan bahwa kepemimpinan
penting untuk merangkul, memberdayakan, dan melibatkan pemangku
kepentingan kemudian memobilisasi mereka untuk memajukan kolaborasi.

Pemimpin kolaboratif harus memiliki keterampilan untuk: (1)
mempromosikan partisipasi yang luas; (2) memastikan pengaruh dan
kontrol berbasis luas; (3) memfasilitasi produktivitas dinamika kelompok; (4)
memperluas ruang lingkup proses. Kolaborasi yang sukses juga dapat
menggunakan banyak pemimpin, secara formal dan informal, daripada
mengandalkan satu pemimpin (Bradford 1998; Lasker dan Weiss 2003
dalam Ansell & Gash, (2007, him. 554).
4) Proses Kolaboratif

Awal kolaborasi sangat sulit menentukan suatu proses yang akan
dimulai. Namun karena komunikasi adalah inti dari kolaborasi, maka Ansell
& Gash, 2007 (hal. 557-561) memulai dengan dialog tatap muka, dijelaskan
sebagai berikut:
a) Dialog tatap muka

Semua Collaborative Governance dibangun berdasarkan adanya
“‘dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog tersebut sebagai
sebuah proses yang berorientasi pada lahirnya konsensus/kesepakatan.
Dialog ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat dan peluang bersama
dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling

menguntungkan” dari para pemangku kepentingan jika melaksanakan
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kolaborasi. Ini merupakan inti dari proses membangun kepercayaan, saling
menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses
tersebut.
b) Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog.
Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan
diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun
kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan
membutuhkan komitmen yang tinggi.
c) Komitmen dalam proses kolaborasi

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi antara para
pemangku kepentingan yang memungkinkan akan meningkatkan komitmen
untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah
kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan
kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.
d) Pemahaman bersama

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu
mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang bisa dicapai.
Pemahaman bersama ini, yakni adanya tujuan bersama yang jelas, definisi
masalah yang akan dihadapi secara bersama juga sudah jelas dan
pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam

berkolaborasi.
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e) Hasil antara (pertengahan)

Kolaborasi memungkinkan berlanjut ketika hasil dari tujuan dan
keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata meskipun masih
kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi.
Hasil kecil (small wil) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun

kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

5. Pola Hubungan Aktor dalam Collaborative Governance

Terdapat tiga aktor yang memiliki pengaruh dalam tata kelola
pemerintahan, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Sementara
dalam collaborative governance, pemerintah tidak menjadi aktor tunggal
yang akan memonopoli penyelenggaraan pemerintah, tetapi membutuhkan
aktor lain yang terlibat untuk membantu menutupi keterbatasan
kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah (Bila & Saputra, 2019, hal. 198—
199).

Hubungan diantara aktor yang terlibat tidak terbatas pada satu arah
saja, namun juga terdapat timbal balik. Model komunikasi dan bentuk
kerjasama para aktor dalam collaborative governance, ditampilkan pada

gambar berikut:
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Pemerintah
e
Swasta Masyarakat

Gambar 2. 2 Aktor Collaborative Governance
Sumber: Abidin dalam Bila & Saputra, (2019, him. 199)

Terdapat tiga dimensi dalam collaborative governance, yakni: (1)
pencapaian sasaran klien, bertujuan meningkatkan sumber daya yang
dapat meningkatkan pelayanan. (2) peningkatan hubungan antar
organisasi, bertujuan mendapatkan manfaat secara kolektif dan potensi
kolaborasi organisasi. Hubungan antar organisasi yang baik memberikan
kesempatan dalam memecahkan masalah yang ada serta memberikan
jalan terhadap hubungan masa depan yang lebih baik. (3) pengembangan
organisasi, memberikan keuntungan besar secara langsung. Kolaborasi
yang baik dapat meningkatkan pengembangan organisasi, dengan
demikian dapat membantu dalam mencapai tujuan dan meningkatkan

kapasitas dalam bersaing (Junadi dalam Bila & Saputra, 2019, hal. 199).

6. Kriteria Keberhasilan Collaborative Governance
Ansel and Gash (Luh ni, 2019, hal. 2014; Sambodo, 2016, hal. 98)
memberikan enam kriteria dalam mewujudkan collaborative governance,

diantaranya:



39

a) Forum diinisiasi oleh badan publik

b) Peserta forum termasuk organisasi non pemerintah

c) Semua peserta tidak hanya memiliki peran saat konsultasi, melainkan
juga terlibat dalam pengambilan kebijakan

d) Forum merupakan rapat bersama yang bersifat formal

e) Forum yang dibentuk bertujuan mencari mufakat atas kebijakan

f) Fokus kolaborasi yang dilakukan adalah kebijakan dan manajemen
publik.

Sementara menurut Donauhue dalam R. S. Astuti dkk., 2020, him.
64—65, kriteria umum yang digunakan dalam menilai keberhasilan
kolaborasi lintas sektor, diantaranya:

a) Kondisi awal;
b) Memenuhi keinginan para anggota; dan
c) Menghasilkan kebijakan yang lebih baik sehingga menciptakan nilai

publik.

7. Faktor Penghambat Collaborative Governance

Government of Canada (R. S. Astuti dkk., 2020, him. 92-95),
mengemukakan faktor penghambat dalam kolaborasi ataupun partisipasi,
diantaranya:
1) Budaya

Salah satu penyebab kegagalan kolaborasi adalah adanya keinginan
budaya ketergantungan terhadap prosedur serta tidak berani mengambil

terobosan dan risiko. Ketergantungan terhadap prosedur secara berlebihan
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dapat menghambat kolaborasi serta tidak menimbulkan kemajuan dalam
peningkatan kualitas kolaborasi. Suatu kolaborasi dapat gagal akibat
mempertahankan konsep top-down, adanya dominasi dari pihak
pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan mentalitas
kerja. sama dan egalitarian sebagaimana persyaratan kolaborasi.
Selanjutnya, kolaborasi gagal diakibatkan tidak memandang pemangku
kepentingan lainnya sebagai hal utama, melainkan hanya didominasi oleh
pihak pemerintah melalui pendekatan top-down. Selain itu, kolaborasi gagal
diakibatkan kooptasi strategi pecah belah, yang lebih mengakomodasi
kepentingan kelompok yang pro kebijakan sementara mengabaikan
kelompok yang anti kebijakan pemerintah.
2) Institusi

Suatu kolaborasi dapat berjalan berdasarkan dari pihak pemerintah
saat melakukan kolaborasi cenderung menerapkan struktur hierarkis
terhadap institusi lain yang ikut terlibat dalam kolaborasi tersebut.
Sementara institusi yang terlalu ketat mengadopsi struktur vertikal,
akuntabilitas instnsi dan arah kebijakan yang bersifat vertikal tidak cocok
untuk kolaborasi, karena  suatu kolaborasi mengharuskan
pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dan non
pemerintah. Bahkan, meskipun pemerintah menggunakan sistem
demokrasi belum tentu cocok terhadap kolaborasi karena demokrasi
mensyaratkan tingkat proses dan derajat formalisme yang sangat besar

dibandingkan kemitraan horizontal.
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3) Politik

Suatu kolaborasi mengalami kegagalan akibat kurangnya inovasi para
pemimpin dalam mencapai tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif.
Kepemimpinan yang inovatif merupakan seorang pemimpin yang mampu
memperkenalkan berbagai macam nilai dan tujuan. Tujuan tersebut
menjadi inti pemerintahan kolaboratif serta menjadi inspirasi terhadap
agenda yang telah ditentukan sehingga mengarah pada pencapaian hasil
positif.

Sementara kolaborasi dapat terhambat ketika para pemimpin dari
kelompok yang berkolaborasi tidak memiliki inovatif untuk mencapai tujuan
politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik satu
sama lain. Juga adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui di
awal serta munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara
pemangku kepentingan termasuk kepentingan para pemimpin masing-

masing kelompok.

C. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)
1. Pengertian Sustainable Development Goals

Pada tahun 2015, Majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
mengadopsi tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa
disebut Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai rencana aksi
untuk mengubah dunia (manusia, planet dan kemakmuran) yang berusaha

memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang lebih besar
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pada tahun 2030 (Miola & Schiltz, 2019, hal. 1; Omer & Noguchi, 2020, hal.
1; Rosati & Faria, 2019, hal. 2)

SDGs hadir dalam rangka menggantikan Tujuan Pembangunan
Milenium (MDGs) yang mencakup 87 dan 21 target dari tahun 2000 hingga
2015. Dimana MDGs berfokus pada pemerintah negara berkembang.
Sementara SDGs bersifat global, berlaku untuk semua negara. Baik negara
maju ataupun berkembang meskipun tiap-tiap negara memiliki tantangan
yang berbeda. Baik dari sektor pemerintah, bisnis hingga organisasi non
pemerintah (Cernev & Fenner, 2020, hal. 2; Fei dkk., 2021, hal. 2).

SDGs untuk tahun 2015 hingga 2030, diadopsi melalui “transforming
our world: the 2030 agenda for sustainable development”. Didalamnya
mencakup strategi inklusif dunia, dari sudut pandang sosial, kelestarian
lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai target semua
SDGs, diperlukan bantuan dan kerja sama tim antara organisasi pemerintah
dan non-pemerintah yang diperuntukkan di seluruh dunia (Khoshnava dkk.,
2019, hal. 2; Raszkowski & Bartniczak, 2019, hal. 2).

Beberapa masalah yang dibahas dalam agenda SDGs 2030,
diantaranya masalah pembangunan lingkungan, ekonomi dan sosial,
seperti kesejahteraan dan gender, kemiskinan, kelaparan, kesetaraan
gender, pendidikan berkualitas, iklim, sanitasi, air, lingkungan, serta
perdamaian dan keadilan sosial (Omer & Noguchi, 2020, hal. 1). Agenda

2030 merupakan sebuah pendekatan yang kompleks dan multifaset,
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merupakan kerangka acuan untuk melestarikan nilai-nilai alam,

kemanusiaan, dan hak asasi manusia (Firoiu dkk., 2019, hal. 1).

Fungsi utama SDGs yakni untuk menjaga stabilitas dari aspek

ekonomi, sosial, dan lingkungan yang akan mendorong perubahan

universal menuju masa depan yang berkelanjutan. Kerangka SDGs

mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 232 indikator yang tidak diragukan

(Khoshnava dkk., 2019, hal. 4; Weymouth & Hartz-Karp, 2018, hal. 2).

2.

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan Dberkelanjutan terdiri dari beberapa tujuan yang

menyatu menjadi 3P, yakni pilar lingkungan, ekonomi dan sosial. Berikut

dijelaskan secara rinci tujuan SDGs, yaitu (Boto-Alvarez & Garcia-

Fernandez, 2020, hal. 3; Yu dkk., 2020, hal. 6 Ali dkk., 2018, him. 2) :

1.

2.

Tidak ada kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi harus inklusif untuk menyediakan lapangan
kerja secara merata dan berkelanjutan.

Tanpa rasa lapar

Sektor pangan dan pertanian harus menawarkan kunci solusi untuk
pembangunan, dan merupakan pusat pengentasan kelaparan dan
kemiskinan.

Kesehatan dan kesejahteraan yang baik

Memastikan kehidupan yang sehat serta mempromosikan
kesejahteraan kepada semua orang di segala usia untuk pembangunan

berkelanjutan.
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Pendidikan yang berkualitas

Memperoleh pendidikan yang berkualitas sebagai dasar untuk
meningkatkan kehidupan masyarakat  dan pembangunan
berkelanjutan.

Kesetaraan gender

Fondasi yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera, dan
berkelanjutan.

Air bersih dan sanitasi

Tersedianya air bersih yang dapat diakses untuk semua kalangan.
Energi yang terjangkau dan bersih

Energi merupakan pusat dari hampir setiap tantangan dan peluang
besar.

Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan menuntut masyarakat
dalam mendapatkan pekerjaan yang berkualitas.

Industri, inovasi dan infrastruktur

Industri, inovasi, dan infrastruktur sangat penting untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan.

Mengurangi ketidaksetaraan

Dalam rangka mengurangi ketimpangan, kebijakan harus bersifat
universal dalam prinsipnya, memperhatikan kebutuhan penduduk yang

kurang beruntung dan terpinggirkan.
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12.

13.

14.

15.
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Kota dan masyarakat yang berkelanjutan

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, perlu ada
masa depan. Dimana kota memberikan peluang bagi semua dengan
akses ke layanan dasar, energi, perumahan, transportasi dan lainnya.
Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab

Perusahaan manufaktur bertanggungjawab atas produksi komuditas
berkelanjutan, akantetapi masyarakat juga dituntut untuk berperan
sebagai konsumen yang berkelanjutan.

Aksi iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mempengaruhi
semua orang dimana saja, sehingga aksi iklim menjadi agenda poin
pertama di berbagai negara sebagai agen pembangunan
berkelanjutan.

Kehidupan di bawah air

Pengelolaan yang cermat atas pemanfaatan laut, samudera, dan
sumber daya kelautan merupakan ciri utama pada masa depan yang
berkelanjutan.

Kehidupan di darat

Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan,
memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi

lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
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16. Perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat
Akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang efektif
dan akuntabel di semua tingkatan.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

D. Stunting
1. Pengertian Stunting

Stunting didefinisikan sebagai gagal tumbuh pada anak usia dini yang
disebabkan kekurangan gizi kronis, sehingga anak memiliki tinggi badan
yang lebih rendah dibandingkan anak seusianya (Oktarina dkk., 2022, hal.
12; R. Putri dkk., 2019, hal. 490). Masalah gizi kronis terjadi akibat tidak
terpenuhinya asupan gizi dalam waktu yang lama, hal ini terjadi karena
asupan makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi (Hamdie dkk., 2020,
hal. 446; Tamir dkk., 2022, hal. 1).

Secara umum stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Beberapa faktor
penyebab balita mengalami stunting, adalah kondisi gizi ibu saat hamil,
kondisi sosial ekonomi keluarga, kesakitan pada bayi, hingga kurangnya
asupan gizi pada bayi. Faktor lain yang menyebabkan stunting adalah
pengaruh lingkungan berupa paparan asap rokok dan polusi (Ahmad dkk.,
2022, hal. 2; Anggraini & Romadona, 2020, hal. 281; Indriyastuti & Kartono,

2022, hal. 61; Laksono dkk., 2022; Rosalia dkk., 2022, hal. 128).
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Menurut penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
(Balitbangkes) Kementerian Kesehatan, stunting atau kerdil berimplikasi
nyata terhadap rendahnya prestasi pendidikan dan rendahnya pendapatan
saat dewasa. Studi lain yang diungkapkan oleh Cahyono dalam Azwar dkk.,
(2021, hal. 3) juga mengungkapkan bahwa stunting berdampak pada
penurunan IQ anak di Indonesia sebesar 10 sampai 15 poin. Rendahnya
prestasi akademik anak akan memperparah kemiskinan dalam jangka
panjang karena hal ini berpengaruh pada saat memasuki dunia kerja.

Dengan kata lain, stunting sebagai tragedi tersembunyi yang
dampaknya tidak hanya mempengaruhi rendahnya tingkat kecerdasan
tetapi juga morbiditas dan mortalitas pada anak, rendahnya kemampuan
intelektual dan kognitif, serta dapat menimbulkan masalah penyakit
degeneratif (Farianingsih, 2020, hal. 15; A. P. Putri & Rong, 2021, hal. 1;
Thurstans dkk., 2022, hal. 2).

Dampak jangka panjang dari stunting adalah pendeknya anak dalam
satu generasi. Pada anak perempuan, dampaknya akan terlihat pada saat
dewasa atau hamil. Wanita stunting berisiko mengalami keterbelakangan
atau retardasi pertumbuhan pada janinnya (Intra Uterine Growth
Retardation / IUGR) dan melahirkan bayi dengan berat badan rendah
(Thamrin dkk., 2021, hal. 154).

Stunting juga memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat,
diantaranya hilangnya potensi pertumbuhan fisik, gangguan kognitif,

berkurangnya kapasitas produktif, hilangnya produktivitas ekonomi dan
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biaya perawatan kesehatan terkait dengan kesehatan yang lebih buruk

dibandingkan individu yang terhambat (Al Jawaldeh dkk., 2020, hal. 2).

2. Kebijakan Penanggulangan Stunting

Pemerintah Indonesia tengah menunjukkan keseriusan serta
komitmennya dalam penanggulangan stunting dengan mengeluarkan
berbagai kebijakan serta regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi
dalam pengurangan prevalensi stunting di Indonesia, diantaranya (Latifa,

2018, hal. 5):

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025. Dalam hal ini pemerintah melalui program nasional “Akses
Universal Air Munum dan Sanitasi”. Pada tahun 2019, Indonesia
mampu menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak untuk
seluruh masyarakat Indonesia.

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-20109.
Mencanangkan penurunan prevalensi stunting hingga 28% dimana
keadaan awal tahun 2013 sebesar 32,9%.

3) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi tahun 2011-2015, di usulkan
oleh Bappenas pada tahun 2011 memuat program dan kegiatan, target
tahunan, indikator, dan alokasi anggaran indikatif dari berbagai sektor
yang terlibat dalam implementasi rencana aksi pangan dan gizi di
tingkat nasional.

4) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
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7

8)

9)

49

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air
Susu Ibu Ekslusif. Peraturan ini dibuat untuk menjamin pemenuhan hak
bayi untuk memperoleh ASI ekslusif hingga bayi berumur 6 bulan
dengan memerhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.
Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi. Perturan ini dibuat sebagai bentuk
tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi serta pengaruhnya
terhadap peningkatan status gizi masyarakat.

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 450 tahun 2004 tentang
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Ekslusif pada Bayi di Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara
Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu
Ibu.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (STBM), untuk memperkuat upaya perilaku
hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis
lingkungan,  meningkatkan =~ kemampuan  masyarakat, serta

meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar.

10) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya

Perbaikan Gizi.

11) Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi dalam Rangka

Seribu Hari Pertama kehidupan (Gerakan 100 HPK) pada tahun 2013.



50

Gerakan ini dianggap penting karena merupakan salah satu upaya
menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan
produkitif.

12) Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting.

Tahun 2018, kebijakan penanggulangan stunting dilakukan dengan
mempriotitaskan 160 kabupaten/kota dengan masing-masing 10 desa
untuk penanggulangan stunting yang dilakukan secara bertahap. Tahap |
yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan jumlah 100 kabupaten/kota
prioritas yang terdiri dari 10 desa di tiap kabupaten/kota, dengan total 1000
desa. Tahap |l dilaksanakan pada tahun 2019 terdiri dari 160
kabupaten/kota prioritas dengan total jumlah 600 desa. Tahap I
dilaksanakan pada tahun 2020, memperluas program dan kegiatan ke 390
kabupaten/kota. Tahap |Ill dilaksanakan pada tahun 2021 dengan
memperluas program dan kegiatan ke 514 kabupaten/kota untuk koordinasi
dan pelaksanaan pilar penanganan stunting.

Kementerian terkait diharuskan mengalokasikan program serta
kegiatannya pada 100 desa dan 10 kabupaten/kota yang menjadi prioritas
penanganan stunting. Adapun pihak terkait, diantaranya: Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian
Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Kesehatan, dan
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Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Latifa, 2018,

hal. 9).

3.

Kendala yang Dihadapi Dalam Upaya Penanggulangan Stunting

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputri &

Tumangger, (2019, hal. 8) menemukan kendala dalam penyelenggaraan

percepatan stunting, yakni sebagai berikut:

a)

b)

Berbagai program pencegahan yang dilakukan belum efektif.

Bentuk koordinasi dalam penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan
sensitif belum berjalan dengan optimal di semua tingkatan, baik dari
perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan dan pemantauan,
hingga evaluasi.

Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dan sumber dana belum
berjalan secara efektif dan efisien.

Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program.

Masih minimnya upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk
advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, kurang kreatif dan
inovatif dalam menciptakan program-program terkait penanggulangan
stunting sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat terserap secara
optimal.

Selain itu, masih banyak masalah yang ditemukan Saputri &

Tumangger, (2019, hal. 8-9) di lapangan, diantaranya:



a)

b)

d)

f)

9)
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Masih banyak masyarakat, terutama kaum ibu belum paham mengenai
stunting. Hal ini disebabkan masih minimnya sosialisasi (secara massif)
yang diberikan kepada para ibu mengenai faktor penyebab stunting,
dampak yang ditimbulkan hingga cara penanggulangannya.

Masih banyaknya stakeholder serta tenaga kesehatan yang belum
memiliki pemahaman yang baik mengenai stunting.

Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu.
Pemberian Program Makanan Tambahan (PMT) yang masih tidak tepat
sasaran serta jenis PMT yang rasanya tidak disenangi oleh ibu hamil
sehingga tidak dapat termanfaatkan dengan baik.

Belum adanya pengukuran tinggi badan di posyandu, menyebabkan
anak yang menderita stunting tidak dapat terdeteksi secara dini
sehingga tidak segera mendapatkan penanganan.

Percepatan penanggulangan stunting tidak hanya ditangani oleh
instansi Dinas Kesehatan saja, melainkan diperlukan kerja sama lintas
sektor dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, kerja
sama lintas sektor masih diniai kurang.

Adanya persepsi dari masyarakat bahwa stunting merupakan faktor
keturunan serta dianggap sebagai hal yang biasa merupakan salah
satu kendala dalam melakukan upaya percepatan penanggulangan

stunting.
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E. Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting
Pencapaian agenda 2030 tujuan pembangunan berkelanjutan, dalam
hal ini penurunan stunting, membutuhkan berbagai sektor dan aktor yang
akan bekerja sama secara terpadu dengan mengumpulkan sumber daya
keuangan, pengetahuan, dan keahlian (Prahastuti, 2020, hal. 57).
Bentuk sinergitas Multi-Aktor dan peran stakeholder dalam

penanggulangan stunting, dapat dilihat pada gambar berikut:

LEMBAGA SOSIAL
MEDIA MASSA ‘ KEMASYARAKATAN/CSOs DUNIA USAHA
Mempublikasikan informasi \ Pengembangan produk dan
yang mendukung program yang mendukung

pembangunan kesehatan
secara terus-menerus

(Berbagai informasi distribusi
sumber daya, penerapan CSR)
sesuai dasar hukum

I PENCEGAHAN 1

STUNTING
MITRA PEMBANGUNAN PARLEMEN

Memperkuat inisiasi,

) Menjalankan fungsi
kolaborasi, dan monev

legislatif
ORGANISASI PROFESI PENII)T;INI;I'AA:RPA:SAT BADAN-BADAN PBB
DAN AKADEMISI _ - Memperluas dan
Inisiator, Fasilitator, dan mengembangkan kegiatan
Think Tank Motivator serta fasilitasi pemerintah
untuk keberhasilan

Gambar 2. 3 Sinergitas Multi-Aktor dan Peran Stakeholder Dalam Penanggulangan Stunting
Sumber: Izwardy, (2019, hal. 10)
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F. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng yang melibatkan kerja sama antar tiga sektor, yakni pemerintah,
swasta, dan lembaga masyarakat.

Penelitian ini akan mengamati dinamika collaborative governance
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan
menggunakan teori yang dikemukakan oleh Emerson, dkk (2012) terdiri
dari: (1) Keterlibatan berprinsip; (2) Motivasi bersama; dan (3) Kapasitas
bertindak bersama.

Jika proses collaborative governance berjalan sesuai dengan teori
Emerson, dkk (2012), maka akan mencapai hasil yaitu penekanan jumlah
prevalensi stunting di Kabupaten Bantaeng. Dengan dekimian, akan
tercapai tujuan kedua dari pembangunan sosial SDGs di Kabupaten

Bantaeng.
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dirumuskan

skema kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu:

Penanggulangan Stunting di
Kabupaten Bantaeng

1

Pemerintah

— Swasta —

Lembaga
Masyarakat

4

A\ 4

+

Keterlibatan Berprinsip
e Penemuan
o Definisi
e Pertimbangan/Musyawarah
e Penentuan

Emerson, dkk (2012)

Motivasi Bersama

e Saling Percaya

¢ Saling Pengertian
e Legitimasi Internal
e Komitmen

Emerson, dkk (2012)

Kapasitas Bertindak Bersama

e Tata Cara Pengaturan
Kelembagaan

e Kepemimpinan

e Pengetahuan

e Sumber Daya

Emerson, dkk (2012)

1

Tercapainya poin 2 SDGs di
Kabupaten Bantaeng

Gambar 2. 4 Kerangka Pikir Penelitian

G. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas,

maka fokus penelitian ini adalah Dinamika Collaborative Governance dalam

penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng. Penulis mengambil

fokus penelitian ini karena stunting merupakan salah satu agenda

Sustainable Development Goals (SDGs), pada poin kedua yaitu tanpa rasa

lapar. Dimana pemerintah diharapkan agar mampu memberikan solusi

sekaligus sebagai pusat pengentasan kemiskinan. Untuk itu penelitian ini
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akan mengamati program penanggulangan stunting dari prespektif
administrasi publik, yaitu bagaimana kebijakan serta strategi yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam berkolaborasi pada
program penanggulangan stunting. Untuk mengamati hal tersebut, teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dinamika collaborative

governance oleh Emerson, dkk (2012).

H. Deskripsi Fokus

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah
dikemukakan, adapun deskripsi fokus pada penelitian ini dibahas, sebagai
berikut:

Dinamika collaborative governance yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah bagaimana bentuk perubahan yang terjadi setelah melakukan
kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menekan angka stunting di
Kabupaten Bantaeng. Perubahan dapat berbentuk penurunan angka
stunting, terealisasinya program, dan pemahaman masyarakat akan
pentingnya gizi anak.

Sementara stunting yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status
gizi berdasarkan indeks panjang badan atau tinggi badan anak menurut
umur. Berdasarkan data (WHO, 2009) tinggi badan yang ideal bagi anak
laki-laki, yakni: a) Usia 1 tahun : 72-78 cm; b) Usia 2 tahun : 82-92 cm; c)
Usia 3 tahun : 83-95 cm; d) Usia 4 tahun : 84-97 cm; dan e) Usia 5 tahun :
85-98 cm. Sementara tinggi badan yang ideal bagi anak perempuan

berdasarkan usia, yakni: a) Usia 1 tahun : 70-78 cm; b) Usia 2 tahun : 80-
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92 cm; ¢) Usia 3 tahun : 82-95 cm; d) Usia 4 tahun : 83-96 cm; dan e) Usia
5 tahun : 84-97 cm.

Dalam proses pengamatan, akan dilakukan dengan menggunakan
teori dinamika collaborative governance oleh Emerson dkk., (2012, hal. 6)
yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: (1) Keterlibatan berprinsip; (2) Motivasi
bersama; dan (3) Kapasitas bertindak bersama.

Keterlibatan berprinsip yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
bagaimana proses kerja sama yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat
pada program penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng untuk
mencapai tujuan yakni penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten
Bantaeng.

Motivasi bersama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
hubungan interpersonal diantara aktor yang terlibat pada program
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng.

Kapasitas untuk bertindak bersama yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat pada
program penanggulangan stunting dalam menciptakan aturan tata kelola
dan sumber daya untuk mengambil tindakan kolaboratif dalam menekan
angka stunting di Kabupaten Bantaeng.

Untuk memahami dengan jelas, berikut ditampilkan bagan detesis

fokus:



Tabel 2. 3 Tabel Deskrpsi Fokus Penelitian
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No | Dimensi .SUb . Def'.n'S' S.Ub Instrumen Alat Ukur Komponen
Dimensi Dimensi
1 | Keterlibatan | Penemuan Mengidentifikasi| Wawancara Pedoman a) Alasan
Berprinsip kepentingan mendalam wawancara stakeholder
bersama, dan FGD, terlibat
kepentingan Observasi observasi, | b) Masalah
individu, serta disertai stunting di
nilai-nilai dari data yang Kabupaten
tiap aktor yang pendukung Bantaeng
terlibat dalam
penanggulanga
n stunting di
Kabupaten
Bantaeng.

Definisi Para aktor Wawancara Pedoman a)Para aktor
yang terlibat mendalam wawancara yang terlibat
dalam dan FGD dan FGD dapat
penanggulang mendefinisika
an stunting di n stunting
Kabupaten dengan baik
Bantaeng b) Para aktor
dapat yang terlibat
melakukan dapat
klarifikasi, mengetahui
serta tindakan yang
penyesuaian akan
tugas dan dilakukan dari
harapan permasalahan
dalam yang muncul
bertindak di masyarakat
melakukan terkait
program yang stunting.
direncanakan.

Pertimbanga | Para aktor Wawancara Pedoman [a) Adanya ruang

n/ yang terlibat mendalam wawancara diskusi

Musyawarah | dalam dan FGD dan FGD bersama para
penanggulang aktor dalam
an stunting di memutuskan
Kabupaten program-
Bantaeng program yang
membuka akan
ruang untuk dijalankan.
bermusyawara b) Adanya umpan
h bersama. balik dari tiap

aktor dalam
diskusi

Penentuan Proses Wawancara | Pedoman |a) Tujuan
pengambilan mendalam wawancara | kolaborasi
keputusan dan FGD dan FGD yang dibangun
dalam b) Cara
menetapkan .
agenda, tugas pengambilan
masing- keputusan
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masing aktor,
serta tujuan

terhadap
prgram yang

dalam akan
E(ra%%arr?g:r;]ulang dilaksanakan
an stunting dalam
yang akan penanggulang
mereka an stunting di
jalankan. Kabupaten
Bantaeng
Motivasi Saling Para aktor Wawancara Pedoman a)Para aktor
Bersama Percaya yang terlibat mendalam wawancara yang terlibat
dalam dan FGD dan FGD memiliki
program kepercayaan
penanggulang satu sama lain.
an stunting di b) Para aktor
Kabupaten yang terlibat
Bantaeng dapat
dapat membuktikan
membuktikan bahwa mereka
bahwa apa telah
yang mereka melakukan
lakukan sesuai tugasnya
dengan sesuai dengan
prosedur yang aturan yang
berlaku serta telah
dapat ditetapkan
diandalkan. pada saat
diskusi.
Saling Kemampuan Wawancara | Pedoman [a) Para aktor
Pengertian masing- mendalam wawancara yang terlibat
masing aktor dan FGD dan FGD mendengarkan
yengeriiaat setiap masukan
g dari aktor lain
program 3
penanggulang meskipun
an stunting di bertentangan
Kabupaten dengan
Bantaeng pemahamanny
dapat a
glemahaml b) Para aktor
an .
menghormati yang terlibat
posisi serta dapat
kepentingan menghormati
orang lain. pemimpin yang
ditunjuk dalam
melakukan
proses
kolaborasi.
Legitimasi Proses Wawancara Pedoman a)Adanya
Internal kolaborasi mendalam wawancara keterbukaan
yang dan FGD dan FGD data dan
dilakukan informasi pada
dalam saat melakukan

menanggulang

kolaborasi.
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i stunting di b) Adilnya
Kabupaten pembagian
Bantaeng tugas dan
berjalan tanggung
secara jawab dari
transparan, masing-masing
representatif, aktor.
adil, dan c) Adanya
adanya pengawasan
pengawasan. dari dalam
pada saat
pelaksanaan
kolaborasi.
Komitmen Perjanjian Wawancara Pedoman |a) Adanya
untuk mendalam wawancara perjanjian
melakukan dan FGD dan FGD kerjasama
program yang dibentuk
penanggulang b) Bekerja
an stunting di dengan baik
Kabupaten sesuai tugas
Bantaeng dan tanggung
sesuai dengan jawab yang
kesepakatan telah
bersama para diberikan.
aktor yang
terlibat.
Kapasitas Tata Cara Tugas dan Wawancara Pedoman |a) Adanya
Untuk Pengaturan peran masing- | mendalam wawancara peraturan
Bertindak Kelembagaan | masing aktor dan FGD dan FGD pemerintah
Bersama yang terlibat daerah serta
dalam peraturan lain
penanggulang yang
an stunting di mendukung
Kabupaten dalam
Bantaeng. penanggulang
an stunting di
Kabupaten
Bantaeng.

b) Adanya
struktur
organisasi
dalam
penanggulang
an stunting di
Kabupaten
Bantaeng.

¢) Adanya
pembagian
tugas dan
tanggungjawa
b masing-

masing
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stakeholder
yang terlibat

angka stunting
di Kabupaten
Bantaeng.

c)

Kepemimpin | Peran, inisiatif, | Wawancara Pedoman a) Sikap
an serta pemberian| mendalam wawancara pemimpin
arahan dan FGD dan FGD dalam
pemimpin mengatasi
dalam masalah
memimpin dalam
proses proses
kolaborasi untuk kolaborasi
menanggulangi b) Adanya
stunting di tanggung
kabupaten jawab
Bantaeng. pemimpin
dalam
proses
kolaborasi.
Pengetahuan | Tingkat Wawancara | Pedoman |a) Pengetahuan
pengetahuan mendalam wawancara stakeholder
yang dimiliki dan FGD dan FGD tentang gizi
oleh para dan
aktor yang
terlibat dalam penanganan
hal percepatan stunting
penanganan b) Kemampuan
stunting di para aktor
Kabupaten dalam
Bantaeng. menjalankan
program
penanggulanga
n stunting yang
telah disusun.
Sumber Pemanfaatan Wawancara Pedoman |a) SDM yang
Daya sumber daya mendalam wawancara cukup dalam
(dana, waktu, dan FGD dan FGD penanggulang
SDM) dalam an stunting di
proses Kabupaten
kolaborasi Bantaeng
untuk b) Anggaran
penekanan yang tersedia

dalam
menjalankan
program
penanggulang
an stunting di
Kabupaten
Bantaeng
Alokasi waktu
dalam
penanggulang
an stunting di
Kabupaten
Bantaeng.

Sumber: Dikembangkan oleh penulis (2023)
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Hal ini berdasarkan tujuan penelitian yaitu mendapatkan
gambaran faktual mengenai strategi penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng sehingga jenis penelitian yang cocok adalah kualitatif
sebab mampu menarasikan data berbentuk kata dan kalimat sesuai fakta
dilapangan mengenai penanggulangan stunting.

Sementara penelitian ini menggunakan tipe studi kasus karena akan
berfokus mempelajari satu objek atau kasus, serta masalah yang ada
berupa angka stunting yang belum stabil membutuhkan analisis mendalam.
Untuk itu, output dari penelitian ini berupa pemecahan masalah yang ada,
sehingga penelitian ini tidak hanya pengumpulan data, melainkan juga

dilakukan aspek interpretasi dan analisis dari data yang didapatkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan, yakni 27 januari — 26
maret 2023 di daerah Kabupaten Bantaeng. Difokuskan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantaeng serta instansi terkait lainnya. Lokasi
penelitian ini ditentukan atas dasar: (1) Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantaeng merupakan instansi yang bertanggung jawab atas

penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng; (2) Kabupaten Bantaeng
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mampu menekan angka stunting; (3) Lokasi penelitian dipilih untuk
mengemat dana, waktu, serta kemudahan mengumpulkan data sebab

lokasi yang dipilih merupakan dekat dengan domisili peneliti.

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam
menentukan informan penelitian agar mendapatkan data yang
representatif. Jumlah informan dalam penelitian adalah 11 orang yang
berasal dari pemerintah dan organisasi non pemerintah. Berikut disebutkan
sejumlah informan penelitian:
a) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
b) UPTD Pusat Layanan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng
c) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Bantaeng
d) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
e) Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng
f) Dinas PMD, PP dan PA
g) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng
h) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng
i) Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan

j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yakni: data primer dan
data sekunder. Berikut dijelaskan secara rinci:
1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung
dari sumbernya yang belum di kelola. Cara yang digunakan peneliti dalam
mendapatkan data sekunder yaitu dengan melakukan observasi dan
wawancara mendalam di lokasi penelitian. Adapun bentuk data primer
berupa: rekaman dan catatan hasil wawancara bersama informan, hasil
observasi lapangan, dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti, dan data
mengenai informan penelitian.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah
tersedia dan telah diolah. Data sekunder dapat berupa laporan yang telah
diolah dan tersusun dalam arsip, seperti buku, jurnal, laporan, dil. Adapun
data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yakni rencana kerja
dinas kesehatan Kabupaten Bantaeng, sumber anggaran terkait cakupan
program, data angka prevalensi stunting di Indonesia, buku strategi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng, dan data lainnya yang

berkaitan dengan penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni:
Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Media Review. Berikut
dijelaskan secara rinci:
1. Observasi

Observasi dilakukan dalam rangka menyaring dan melengkapi data
yang tidak didapatkan pada saat wawancara. Dalam tahap ini, peneliti
melakukan pengamatan secara mendalam langsung di lapangan mengenai
proses collaborative governance dalam penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng.
2. Wawancara

Melakukan wawancara guna mendapatkan data primer mengenai
proses collaborative governance dalam penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng. Peneliti akan melakukan tanya jawab secara tatap
muka secara mendalam bersama informan yang telah ditentukan.
3. Dokumentasi

Metode ini digunakan agar mendapatkan data secara konkret dan
jelas mengenai proses collaborative governance dalam penanggulangan
stunting di Kabupaten Bantaeng. Jenis dokumentasi diantaranya adalah
persentase prevalensi stunting menurut kabupaten 5 tahun terakhir, strategi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng, rencana kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantaeng tahun 2022, desa/kelurahan lokus

intervensi stunting Kabupaten Bantaeng, dll.
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4. Media Review

Dalam penelitian ini akan dilakukan review mengenai berita yang
beredar di media online ataupun media cetak yang berkaitan dengan proses
collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng agar mendapatkan data riil untuk dibandingkan dengan data yang

didapatkan dari teknik lain.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya melakukan analisis
dengan teknik analisa kualitatif. Tahapan teknik yang dilakukan peneliti ini
sebagaimana dipaparkan Huberman dan Miles dalam (Sugiyono, 2013)
yaitu:
1. Reduksi Data

Akibat banyaknya data yang diperoleh dari lapangan, untuk itu tahap
pertama yang dilakukan peneliti adalah menyeleksi, merangkum,
menentukan prioritas dokumen, menetapkan pola dan tema, serta
mengatur data dengan baik agar dapat menghasilkan kesimpulan sesuai
dengan objek penelitian agar memudahkan mengumpulkan data
selanjutnya.
2. Penyajian Data

Pada tahapan ini dilakukan pengorganisasian informasi agar mudah
dipahami dan melakukan pengambilan tindakan serta penarikan
kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti akan menghubungkan serta

membandingkan semua jenis data yang telah dikumpulkan. Penyajian data
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ini berbentuk narasi singkat untuk mendetesiskan hubungan dari tiap
kategori serta menyajikan data berbentuk grafik atau bagan.
3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir ini akan dilakukan peninjauan terhadap data dan
informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian untuk memperoleh

kesimpulan yang absabh.

G. Keabsahan Data

Dokumen informasi atau data yang telah didapatkan, diusahakan
menciptakan hasil yang berkualitas sehingga validasi data memiliki peranan
penting dalam sebuah penelitian dalam rangka menyusun hasil penelitian.
Adapun cara yang dilakukan dalam memvalidasi data dengan melakukan
proses tringulasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Saebani & Sutisna (2018)
bahwa terdapat tiga teknik tringulasi, yakni:
1. Tringulasi Sumber

Teknik ini dilakukan untuk membandingkan data dengan cara
memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
Semisal membandingkan dokumen yang diperoleh dengan hasil
wawancara. Serta membandingkan hasil wawancara dari informan A
dengan hasil wawancara bersama informan B dan seterusnya. Penelitian
ini akan mengkaji proses collaborative governance dalam penanggulangan
stunting di Kabupaten Bantaeng. Peneliti akan membandingkan hasil
observasi, data yang diperoleh, wawancara, serta informasi yang

didapatkan dari media sosial.
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2. Tringulasi Teknik

Pada teknik ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan data dari
sumber yang sama namun memakai teknik yang berbeda agar dapat
menguji kredibilitas data. Semisal data yang didapatkan dari hasil observasi
akan dicek melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Jika hasil yang
didapatkan dari ketiga sumber tersebut berbeda, maka peneliti akan
berdiskusi kepada para informan untuk memastikan keabsahan data. Untuk
itu, peneliti akan menggunakan beragam teknik dalam mendapatkan
informasi collaborative governance dalam penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng sehingga dapat memastikan keakuratannya.
3. Tringulasi Waktu

Waktu memiliki peran penting dalam membuktikan kredibilitas data,
sebab data yang diperoleh pada hari ini belum tentu sama dengan data
yang didapatkan pada hari kemarin ataupun hari esok. Sehingga pada
penelitian ini, akan dilakukan pemeriksaan secara berkala dari berbagai
sumber dan dilakukan pada waktu serta cara yang berbeda agar

memperoleh data yang valid.

H. Alat Bantu Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan alat bantu software Nvivo 12 plus
untuk melakukan analisis data kualitatif. Software ini dipilih agar
memudahkan dalam memperoleh data yang berbentuk grafik, tabel, serta

diagram dengan melaksanakan koding dari sumber data penelitian.
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Nvivo 12 plus dapat menganalisis beragam sumber data, diantaranya:
sumber data eksternal dan internal, kerangka matriks, serta catatan-catatan
peneliti di lapangan. Sumber data eksternal (External source) yaitu materi
atau informasi yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan kedalam
software Nvivo 12 plus, berupa jurnal dan buku cetak. Sumber data internal
(Internal sources) berupa transkip dan rekaman wawancara, foto, video,
catatan dalam penelitian, data bases, dan tabel data survei. Catatan-
catatan peneliti (memos) berupa catatan peneliti pada saat melakukan
penelitian dilapangan. Sementara kerangka matriks (Framework Matrices)
berupa rangkuman observasi yang berkaitan dengan tema yang telah
dibuat dalam tabel matriks.

Data yang diperoleh melalui hasil wawancara akan diolah dengan
mengubah file audio (rekaman suara) menjadi teks. Dalam proses ini akan
membutuhkan waktu panjang sebab peneliti harus memahami dan
mencermati maksud informasi yang diucapkan informan saat dilakukan
wawancara.

Tahap selanjutnya adalah menginput data dengan cara memasukkan
transkip wawancara kedalam software Nvivo 12 plus. Setelah itu membuat
mid map sesuai masalah penelitian. Kemudian melakukan penggolongan
pertanyaan wawancara serta membentuk model yang menggambarkan
hubungan keterkaitan antar informan dengan masalah dalam penelitian.
Tahap akhir dari pengolahan data akan menampilkan bagan hasil penelitian

yang diperoleh pada software Nvivo 12 plus.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng atau yang di kenal dengan julukan “Butta Toa”
berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis, Kabupaten
Bantaeng terletak antara 5°21'13”-5°35’26” Lintang Selatan dan 119°51'42”
- 120°05'27” Bujur Timur. Sementara secara geografis terletak £120 km dari
arah selatan Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah daratan sebesar 395,85 km? yang
terbagi menjadi 8 wilayah kecamatan, 21 kelurahan dan terdapat 46 desa
yaitu: Kecamatan Bissappu terdiri dari 4 desa dan 7 kelurahan, Kecamatan
Uluere terdiri dari 6 desa, Kecamatan Sinoa terdiri dari 6 desa, Kecamatan
Bantaeng terdiri dari 8 kelurahan dan 1 desa, Kecamatan Eremerasa terdiri
dari 9 desa, Kecamatan Tompobulu terdiri dari 4 kelurahan dan 6 desa,
Kecamatan Pa’jukukang terdiri dari 10 desa, dan Kecamatan
Gantarangkeke terdiri dari 2 kelurahan dan 4 desa.

Hasil survei sensus penduduk pada tahun 2020 menyatakan
Kabupaten Bantaeng memiliki 197.886 jiwa penduduk dengan rincian
97.883 penduduk laki-laki dan 100.003 penduduk perempuan. Jumlah ini
mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 persen dibandingkan tahun

sebelumnya.
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Garis kemiskinan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020 terjadi
peningkatan menjadi Rp 340.890,00 per kapita dalam perbulan, sementara

persentase penduduk miskin menurut menjadi 8,95 persen (Bantaeng,

2022, hal. 86).
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Gambar 4. 1 Garis Kemiskinan di Kabupaten Bantaeng tahun 2013-2020
Sumber: (Bantaeng, 2022, hal. 89)

Pada tahun 2020 Kabupaten Bantaeng memiliki 2 rumah sakit, 11
klinik, 13 puskesmas, 242 posyandu, dan 35 praktek dokter/bidan.
Sementara terdapat 39 dokter umum, 36 dokter spesialis, dan 18 dokter gigi
yang bertugas di Kabupaten Bantaeng.

Berikut ditampilkan bagan fasilitas kesehatan berdasarkan kecamatan

di Kabupaten Bantaeng:

71
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Rumah

Praktik

Kecamatan Sakit | Puskesmas lgg::éi?;ii Posyandu do_kter/ ch')sllirc]aizse/s
Umum bidan

@ @ @) 4) () (6) ™
Bissappu 2 3 39 4 8
Uluere 1 1 17 - 4
Sinoa 1 19 - 4
Bantaeng 1 2 4 38 22 4
Eremerasa 2 30 1 5
Tompobulu 1 1 20 - 8
Pa’jukukang 2 1 38 8
Gantarangkeke 2 41 3

Bantaeng 2 13 9 242 35 44

Tabel 4. 1 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021
Sumber: BPS Bantaeng, (2022)

Adapun jumiah ibu hamil di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020

adalah 3.575 orang sementara terdapat 3.487 bayi yang lahir dan terdapat

130 bayi yang memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) (Bantaeng, 2022,

hal. 85). Berikut ditampilkan tabel jumlah bayi lahir, bayi dengan berat

badan lahir rendah, dan bergizi buruk di Kabupaten Bantaeng tahun 2016-

2021:
- . BBLR Gizi
N Lol Jumlah Dirujuk Buruk

(1) 2 (©) 4 ©)
2016 3.236 46 - -
2017 3.370 100 - -
2018 3.329 104 - -
2019 3.350 116 - -
2020 3.487 130 - -
2021 3.400 189 1 1

Tabel 4. 2 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi

Buruk di Kabupaten Bantaeng Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Bantaeng, (2022)
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Visi Kabupaten Bantaeng adalah “Terwujudnya masyarakat bantaeng
yang sejahtera lahir batin berorientasi pada kemajuan, keadilan,
kelestarian, dan keunggulan berbasis agama dan budaya lokal’. Dalam
rangka mewujudkan visi tersebut, maka Kabupaten Bantaeng memiliki misi
yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

2. Peningkatan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan
perluasan kesempatan kerja

3. Peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan
dan pelayanan sosial lainnya

4. Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur
yang berbasis kelestarian lingkungan

5. Mengoptimalkan pengembangan pertanian dan pemberdayaan
ekonomi kerakyatan

6. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng yang terletak di wilayah
sulawesi selatan adalah sebuah instansi yang memiliki tanggungjawab
terhadap kesehatan. Tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang
kesehatan, melakukan evaluasi dan pelaporan dalam bidang kesehatan,
juga melakukan pengadministrasian dinas kesehatan, serta melakukan

fungsi lain yang berkaitan dengan urusan kesehatan.
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Selain beberapa fungsi tadi, melalui Dinas Kesehatan termasuk
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyuluhan
kesehatan, misalnya penyuluhan hidup sehat dengan berolahraga, juga
kesehatan jiwa terhadap masyarakat beserta keluarga. Juga Dinas
Kesehatan memiliki tugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas
kesehatan pada wilayah kerjanya, baik yang ada di rumah sakit, apotek,
klinik, dokter, serta obat-obatan dan alat kesehatan.

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng adalah “Terwujudnya
masyarakat bantaeng yang sejahtera lahir bathin berorientasi pada
kemajuan, keadilan, kelestarian, dan keunggulan berbasis agama dan
budaya lokal” sementara Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
adalah “Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pelayanan
kesehatan dan pelayanan sosial serta pelayanan sosial lainnya”.

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng,
yaitu:

1) Kepala Dinas
2) Sekretaris

a. Sub Program Informasi dan Umum

b. Sub Keuangan Kepegawaian dan Umum
3) Bidan Pelayanan Sumber Daya dan Kesehatan

a. Seksi Pelayanan Kesehatan

b. Seksi Kefarmasian Alkes dan PKRT

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
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5)

6)

7)
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Bidan Kesehatan Masyarakat

a. Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

c. Seksi Kesling, Keskes dan Olahraga

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Seksi Surveylans dan Imunisasi

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penykit Menular

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM serta Kesehatan Jiwa
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Dinas ini
sebagai unsur pelaksana operasional dinas kesehatan kabupaten
bantaeng.

Kelompok Jabatan Fungsional



- Ihsanl . _

H. Iwan Setiawan, SKM, M.Kes

——

Muhammad Istiglal, S.E Rosmawati, SKM, M.Kes

H. Iwan Setiawan, SKM, M.Kes | dr. Armansyah, M.Kes | Apt. Mirna, S.Si

Iy

St. Nahajerah, SKM Hj. Hariani, S.Kep, Ns St. Nahajerah, SKM

Muliani, S.ST Ferawati, SKM Masniati, SKM, M.Kes

Hj. Hariani, S.Kep, Ns Arfan, SKM Apt. Habibi, S.Si

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng (2023)

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
mengemukakan bahwa masing-masing instansi pemerintah memiliki
kewajiban dalam menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN
sesuai analisis jabatan fungsional dan analisis beban kerja (ABK) yang
tergambarkan dalam peta jabatan.

Tujuan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng

adalah mendukung misi nomor tigas dari Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng dimana tujuannya adalah
“‘meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” yang menjadi dasar
penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada instansi Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Dengan mempertimbangkan tugas dan
fungsi Dinas Kesehatan, maka tujuan pembangunan kesehatan di
Kabupaten Bantaeng pada tahun 2029-2023 adalah: (1) Mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas; (2) Meningkatkan akses,
pemerataan dan kualitas pelayanan, kesehatan dan pelayanan sosial

lainnya; (3) Mewujudkan reformasi dan pelayanan publik.

B. Hasil Penelitian

Dinamika dalam proses kolaborasi merupakan hal yang paling penting
karena dinamika dapat menilai seberapa baik pelaksanaan kolaborasi yang
telah dilaksanakan. Untuk mengukur pelaksanaan collaborative
governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng dapat
dilihat sebagai berikut:
1. Keterlibatan Berprinsip Dalam Penanggulangan Stunting

Keterlibatan berprinsip diartikan sebagai cara pemangku kepentingan
(stakeholder) dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Misalnya dengan melaksanakan forum diskusi secara langsung ataupun
melalui perantara dengan memanfaatkan teknologi. Dalam menilai
pelaksanaan  keterlibatan  berprinsip pada proses kolaborasi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat berdasarkan

empat elemen sebagai berikut:
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a. Penemuan

Penemuan diartikan sebagai proses pengungkapan kepentingan
bersama dan kepentingan masing-masing individu dalam berkolaborasi.
Stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan stunting di Kabupaten

Bantaeng mengungkapkan beberapa alasan mereka ingin terlibat dalam

kolaborasi ini.
Indikator Keterlibatan Berprinsip - Penemuan
Tuntutan tugas dan tanggungjawab 58,01
N
Q
N
Q}Q
Q
5{0(\ Terikat dalam SK Bupati 41,00%
0% 6% 12% 18% 24% 30% 36% 42% 48% 54% 60%
Alasan Stakeholder Terlibat Kolaborasi

Gambar 4. 3 Crosstab Query Alasan Stakeholder Terlibat Kolaborasi
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo. Beberapa alasan
stakeholder ingin terlibat dalam kolaborasi adalah karena adanya tuntutan
tugas dan tanggungjawab serta terikat dalam SK Bupati Bantaeng.
Jawaban yang memiliki persentase tinggi adalah tuntutan tugas dan
tanggungjawab sebesar 58%, hasil ini diperoleh dari informan yang berasal
dari dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas

Perikanan dan Kelautan. Sementara beberapa informan lainnya menjawab
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karena terikat dalam SK Bupati yang memiliki persentase 41%. Data diatas
relevan dengan hasil wawancara bersama informan ML selaku Sub
Kordinator Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng:

“Karena tuntutan tugas dan tanggungjawab instansi kami dan telah
ditetapkan dalam SK Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan
Penurunan Stunting” (Hasil wawancara 02 Februari 2023).

Informan ML mengemukakan alasan keterlibatannya ikut
berkolaborasi dalam program penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng karena telah terikat oleh aturan, yakni SK Bupati Bantaeng No 50
tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang
menugaskan Dinas Kesehatan sebagai koordinator bidang pelayanan
intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam kolaborasi. Juga pada
Peraturan Bupati nomor 71 tahun 2019 tentang konvergensi program
percepatan pencegahan stunting, di dalamnya menjelaskan peranan dari
Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng. Dengan demikian pihak dari Dinas Kesehatan harus ikut dalam
kolaborasi karena program tersebut menyangkut kondisi kesehatan
masyarakat yang menjadi salah satu tugas utama dinas kesehatan. Dua
aturan yang dibahas diatas telah dilampirkan dalam lampiran tesis ini.

Pernyataan diatas sejalan dengan hasil wawancara bersama informan
FK selaku Penata Kependudukan Keluarga Berencana atau sebagai
sekretaris dalam TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) mengatakan:

“‘Kami di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
memiliki tupoksi yang berkaitan erat dengan stunting. Jadi selain
program yang ada pada TPPS, kami juga memiliki program-program



80

di luar TPPS berkaitan stunting karena hal tersebut merupakan tugas
dan tanggungjawab dinas kami”. (Hasil wawancara 23 Februari 2023).

Lebih lanjut, FK memaparkan beberapa program yang sedang
dijalankan oleh instansinya dalam hal penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng, sebagai berikut:

‘Kita ada kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) Kids Stunting
diperuntukkan kepada keluarga yang memiiki balita, di BKB diberikan
materi terkait pola asuh anak. Kemudian ada juga program kami
stunting kids siap hamil, yang diperuntukkan kepada calon pengantin.
Di sana mereka dibimbing, diberikan penyuluhan sebelum menikah.
Selain itu, kami juga ada aplikasi Elsimili (Elektronik Siap Nikah dan
Hamil) yang diperuntukkan oleh pasangan yang ingin menikah atau
baru menikah. Dalam aplikasi tersebut akan mengeluarkan sertifikat
yang menyimpulkan apakah pasangan tersebut berisiko stunting atau
tidak. Juga kami kami berkolaborasi bersama KUA, ketika terdapat
pasangan yang ingin menikah terlebih dahulu dilakukan bimbingan
perkawinan dan itu akan dibimbing bersama anggota kami untuk
mendapatkan materi bagaimana membentuk keluarga, bukan hanya
stuntingnya tapi juga keluarga berencana.” (Hasil wawancara 23
Februari 2023).

Informan FK menjelaskan keterlibannya ikut dalam kolaborasi yaitu
tugas dan adanya aturan yang mengikat. la juga menjelaskan beberapa
program yang sedang berjalan dalam rangka penurunan stunting. Salah
satunya Aplikasi Elsimili yang dibuat BKBBN sebagai bentuk penguatan
dalam menurunkan angka stunting. Aplikasi yang dimaksud dalam petikan

wawancara di atas, ditampilkan sebagai berikut:
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Gambar 4. 4 Aplikasi Elsimil
Sumber:desakaponan.com

Penjelasan diatas juga sejalan dengan peran instansi mereka yang
tertera dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 71 Tahun 2019, pada
pasal 20 menjelaskan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana adalah (1) meningkatkan promosi pengasuhan 1.000
HPK; (2) menyediakan akses pelayanan KB; (3) dan melakukan sosialisasi
pendewasaan usia perkawinan. Peraturan ini termuat dalam lampiran tesis.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa stakeholder
yang terlibat dalam kolaborasi tidak memiliki kepentingan individu
melainkan tuntutan tugas dan tanggungjawab serta terikat oleh aturan yang
dibuat.

Masing-masing stakeholder juga menemukan permasalahan di
masyarakat yang mengakibatkan angka stunting meningkat. Berikut

ditampilkan hasil visualisasi data dari software nvivo 12 plus:
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Keterlibatan Berprinsip - Penemuan
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Gambar 4. 5 Crosstab Query Masalah di Masyarakat
Sumber: Diolah oleh peneliti, (2023)

Data diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo. Adapun masalah yang
ditemukan oleh stakeholder di masyarakat yang menyebabkan angka
stunting tinggi adalah: adanya hoax yang beredar di masyarakat, adanya
persepsi yang salah di masyarakat mengenai stunting, keadaan ekonomi
keluarga yang tidak mampu, kurangnya pengetahuan masyarakat
mengenai kebutuhan gizi pada tubuh manusia, pola asuh anak yang kurang
diperhatikan, kondisi lingkungan yang tidak terawat, serta sulitnya
penerapan penanggulangan stunting di masyarakat. Masalah yang
dominan di Kabupaten Bantaeng adalah tingkat pengetahuan tentang gizi
yang masih rendah dan pola asuh anak, hal ini berdasarkan penjelasan dari
beberapa informan.

Berikut ditampilkan hasil wawancara bersama informan AB selaku
Analis Perencana Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten

Bantaeng mengatakan:
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“‘Masalahnya ada di pemahaman masyarakat yang masih konservatif
terkait stunting, kompleksitas mpasi yang diberikan kepada anak,
mereka juga tidak paham mengenai pemenuhan gizi pada anak untuk
mendukung pertumbuhannya, juga sulitnya penerapan
penanggulangan stunting di masyarakat karena sebagian besar ibu
yang diberi tablet tambah darah tidak meminum suplemen tersebut”
(Hasil wawancara 23 februari 2023).

Informan AB menjelaskan tingkat pemahaman masyarakat terhadap
pemenuhan gizi dalam tubuh yang masih rendah sehingga tidak
memperhatikan kualitas mpasi yang diberikan kepada anak. Masyarakat
juga belum mengetahui bahaya dari stunting sehingga seringkali abai
terhadap suplemen yang diberikan petugas.

Pernyataan diatas sejalan dengan hasil wawancara bersama informan
Al selaku Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng,
mengatakan:

“Masalahnya disini adalah masyarakat belum tau cara makan sehat.
Mereka lebih senang makan makanan cepat saji atau instan
dibandingkan makanan sehat dengan cara memasak makanan
sendiri. Juga mereka merasa makanan instan sebagai gaya hidup
dibandingkan makanan sehat seperti sayur”. (Hasil wawancara 24
februari 2023).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang
menjadi penyebab tingginya angka stunting di masyarakat karena
disebabkan pola hidup masyarakat yang tidak sehat, mereka lebih memilih
makanan cepat saji dibandingkan makanan sehat serta tidak mengetahui
mengenai kebutuhan gizi yang harus dipenuhi pada tubuh anak dan
masyarakat masih enggan mengkonsumsi tablet tambah darah yang telah

diberikan oleh petugas sehingga penanggulangan stunting sedikit
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terhambat karena masyarakat belum memiliki bisa mensupport program
pemerintah secara maksimal.

Mengacu pada pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
stakeholder yang berkolaborasi dalam penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng tidak memiliki kepentingan individu melainkan karena
tugas dan tanggungjawab masing-masing. Mereka juga mampu
mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan demikian
sub indikator penemuan dalam kolaborasi terpenuhi.

b. Definisi

Definisi yang dimaksud adalah melaksanakan Kklarifikasi, serta
penyesuaian tugas dan harapan masing-masing stakeholder yang terlibat.
Para stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi mampu mendefinisikan
stunting dengan baik, hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis data

melalui software Nvivo sebagai berikut:

Keterlibatan Berprinsip - Definisi

////; - r
70% o Wy Pl A AR
63% //

Keterlibatan Berprinsip

Pengetahuan Tentang Stunting
w
w
=

Baik Cukup Sangat Baik

Gambar 4. 6 Crosstab Query Masalah di Masyarakat
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)
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Gambar diatas menjelaskan bahwa terdapat 7 informan atau 63%
stakeholder yang memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai
stunting, sementara terdapat 1 informan atau 9% stakeholder yang memiliki
pemahaman baik mengenai stunting dan terdapat 3 informan atau 27%
stakeholder yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai stunting.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara bersama informan Al
selaku sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng
menjelaskan:

“Stunting itu adalah proses gagal tumbuhnya anak diakibatkan mal
nutrisi. Jadi persoalan mal nutrisi berarti kekurangan gizi, kekurangan
gizi bukan berarti tidak ada bahan makanan, belum tentu tidak ada
bahan makanan, boleh juga karena kurang pengetahuan mengola
tentang makanan itu sendiri. Berangkat dari sini kita sudah
memberikan sosialisasi dengan menggunakan bahasa sederhana.
Kita bilang kalau ada anak-anak yang terlambat masa
pertumbuhannya, tubuhnya pendek, memiliki keterlambatan dalam
berpikir, hati-hati karena bisa jadi itu stunting. Untuk mencegah hal
tersebut, anaknya diberikan makanan bergizi” (Hasil wawancara 24
februari 2023).

Selain itu informan AM selaku Kepala UPTD Pusat Layanan Gizi
Terpadu Kabupaten Bantaeng juga menjelaskan dengan baik mengenai
stunting, berikut ditampilkan petikan wawancara:

“Stunting dan gizi buruk itu berbeda, stunting di ukur berdasarkan
tinggi badan perumur sedangkan gizi buruk berdasarkan berat badan
perumur. Jadi sejak dini stunting sudah bisa di deteksi. Misalnya jika
bayi lahir kurang dari 48 cm maka itu termasuk stunting” (Hasil
wawancara 19 Januari 2023).
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Lebih lanjut, informan AM menambahkan penjelasan mengenai cara
mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, berikut ditampilkan
petikan wawancara:

“Dilihat dari masalah yang ada, jika masalahnya karena kurang
pengetahuan mengenai pemenuhan asupan gizi dalam tubuh, hal ini
memerlukan penyuluhan atau sosialisasi kepada ibu-ibu yang sedang
hamil atau memiliki balita. Atau misal masalahnya adalah faktor
ekonomi keluarga yang kurang mampu, maka akan diserahkan ke
dinas sosial untuk diberikan bantuan” (Hasil wawancara 19 Januari
2023).

Berdasarkan dari penjelasan diatas, diketahui sebagian besar
stakeholder memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai stunting
sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan
demikian sub indikator definisi telah terpenuhi.

c. Pertimbangan

Pertimbangan yang dimaksud adalah forum diskusi bersama sehingga
semua stakeholder bisa mengeluarkan pendapatnya. Proses kolaborasi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng seringkali mengadakan
forum diskusi bersama para stakeholder yang terlibat. Hal ini disimpulkan
berdasarkan hasil olahan data dari software Nvivo. Berikut hasil visualisasi

data:
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Keterlibatan Berprinsip - Pertimbangan

Tidak ada, semua sudah masuk tindakan

o

Tersedia ruang diskusi

0% 9%  18% 27% 36% 45% 54% 63% 72% 81% 90%

Ruang Diskusi

Gambar 4. 7 Crosstab Query Ruang Diskusi
Sumber : Diolah peneliti (2023)

Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo 12 plus. Diatas
menjelaskan bahwa terdapat satu informan yang menjawab bahwa sudah
tidak dilaksanakan forum diskusi karena langsung masuk aksi. Sementara
informan lainnya yang berjumlah 10 informan mengungkapkan bahwa
tersedia ruang diskusi bagi para stakeholder untuk membahas program-
program yang akan mereka jalankan.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara bersama informan AB selaku
Analis Perencana Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten
Bantaeng mengatakan:

‘Kami punya agenda rembuk stunting tingkat kabupaten yang
dilaksanakan tiap tahunnya. Agenda tersebut akan mempertemukan
kami bersama para stakeholder yang terlibat untuk membahas strategi
selanjutnya. Untuk tahun ini akan dilaksanakan juga rembuk stunting
di tingkat kecamatan hingga desa sebagai forum diskusi kepada lebih
banyak pihak lagi. Semua elemen masyarakat dilibatkan agar dapat
mengajukan aspirasinya, mengajukan usulan, temuan dilapangan,
hingga persamaan persepsi” (Hasil wawancara 23 Februari 2023).
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Informan AB menjelaskan proses kolaborasi penanggulangan stunting
di Kabupaten Bantaeng dengan menjalankan delapan aksi konvergensi
stunting tiap tahunnya. Setiap tahapan aksi yang dilakukan diadakan
pertemuan bersama para stakeholder. Hingga saat ini telah berjalan sampai
aksi tiga yakni rembuk stunting yang baru saja dilaksanakan pada 27 april

2023, berikut ditampilkan dokumentasi kegiatan rembuk stunting:

Gambar 4. 8 Dokumentasi Kegiatan Rembuk Stunting
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng (2023)

Sementara berikut ditampilkan delapan aksi konvergensi stunting

yang dimaksud :
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Gambar 4. 9 Delapan Aksi Konvergensi Stunting
Buku Panduan Program Konvergensi Stunting (2018)
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Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa para stakeholder

yang terlibat dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng

sering membuka ruang diskusi bersama hal ini dilihat dari rencana aksi

yang akan dilakukan tiap tahunnya.

Proses diskusi yang dilaksanakan berjalan secara damai dan sesuai

dengan prosedur yang berlaku. Hal ini berdasarkan hasil olahan data Nvivo

12 plus. Berikut ditampilkan hasil visualisasi:
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Keterlibatan Berprinsip - Pertimbangan

Berjalan sesuai prosedur yang berlaku

Berjalan secara damai 30,00%

0% 7% 14% 21% 28% 35% 42% 49% 56% 63% 70%

Proses Diskusi

Gambar 4. 10 Crosstab Query Proses Diskusi
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo 12 plus. Gambar diatas
mengungkapkan proses diskusi yang dilaksanakan bersama seluruh
stakeholder berjalan secara damai dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Hal ini berarti tidak pernah terjadi masalah atau cek cok dalam diskusi.
Meskipun terdapat kesalahpahaman diantara stakeholder semuanya
segera diatasi. Sebagaimana hasil wawancara bersama informan FK
selaku sekretariat pelaksana TPPS Kab. Bantaeng :

“Tiap pertemuan telah ditentukan topik yang akan dibahas sehingga
masing-masing instansi menyiapkan dokumen laporan hasil program
kerja masing-masing termasuk temuan di lapangan. Masalah-masalah
itu akan di diskusikan secara bersama-sama untuk mendapatkan
solusi. Jadi selama ini proses diskusi yang berlangsung berjalan
secara damai, meskipun terkadang terdapat perselisihan atau
ketidaksepahaman antar stakeholder namun hal tersebut dapat
segera diatasi” (Hasil wawancara 23 Februari 2023).
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Pernyataan diatas senada dengan hasil wawancara bersama
informan AB selaku Analis Perencana Pengendalian dan Evaluasi
Bappeda:

“Sejauh ini diskusi yang telah kami laksanakan berjalan secara damai
dan sesuai prosedur yang berlaku karena tiap pertemuan telah
ditentukan topik pembahasan sehingga masing-masing OPD
menyiapkan data untuk dibahas. Jikalaupun terjadi perbedaan data
antar OPD, maka pada saat itu akan diberikan solusi terkait masalah
yang ada” (Hasil wawancara 23 Februari 2023).

Mengacu pada pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
diskusi yang dilaksanakan bersama para stakeholder yang terlibat berjalan
baik sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak terjadi perdebatan atau
cek cok karena masalah yang ada segera ditangani dengan baik. Dengan
demikian sub indikator pertimbangan terpenuhi karena terdapat forum

diskusi bersama dan para stakeholder dapat mengeluarkan pendapatnya.

d. Penentuan
Penentuan yang dimaksud merupakan tindakan pengambilan
keputusan terhadap tujuan kolaborasi yang diputuskan secara bersama-

sama. Berikut ditampilkan hasil analisis data melalui software Nvivo 12 plus:
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Keterlibatan Berprinsip - Penentuan

Pemda

Keputusan ada pada Dinas Kesehatan 18,00%

Diputuskan oleh Ketua TPPS 18,00%

Berdasarkan musyawarah 36,00%

Berdasarkan instansi masing-masing 18,00%

0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 40%

Proses Pengambilan Keputusan

Gambar 4. 11 Crosstab Query Proses Pengambilan Keputusan
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo 12 plus. Gambar diatas
menjelaskan bahwa sebagian besar informan menjawab pengambilan
keputusan diambil berdasarkan musyawarah, sementara ada juga informan
yang mengatakan bahwa pengambilan keputusan oleh ketua TPPS, Dinas
Kesehatan, Instansi masing-masing, dan pemerintah daerah. Akan tetapi
secara fakta pengambilan keputusan dalam kolaborasi dilakukan
berdasarkan musyarah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara
bersama informan AM selaku kepala UPTD Pusat Layanan Gizi Terpadu
Kabupaten Bantaeng, menyatakan:

“Proses pengambilan keputusan ketika ada kegiatan itu dilakukan
berdasarkan kesepakatan bersama dalam forum” (Hasil wawancara
19 Januari 2023).

Pernyataan diatas diperkuat dengan hasil wawancara bersama

informan AB selaku selaku Analis Perencana Pengendalian dan Evaluasi

Bappeda, mengatakan:
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“Keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama dalam forum
disukusi” (Hasil wawancara 23 Februari 2023).

Beberapa hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses
pengambilan keputusan dalam kolaborasi dilakukan berdasarkan
musyawarah bersama stakeholder yang terlibat. Dengan demikian sub
indikator penentuan terpenuhi karena sesuai dengan penjelasan di awal
yaitu keputusan diambil berdasarkan musyawarah.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan proses
keterlibatan berprinsip dalam kolaborasi penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan pengungkapan kepentingan dari
masing-masing stakeholders, selanjutnya dilakukan pendefinisian dimana
stakeholder mampu memahami kondisi stunting di Kabupaten Bantaeng,
kemudian dilaksanakan forum diskusi bersama, dan adanya pengambilan

keputusan berdasarkan musyawarah.

2. Motivasi Bersama dalam Penanggulangan Stunting

Motivasi bersama berkaitan dengan hubungan interpersonal antar
pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi. Untuk mengukur
motivasi bersama dalam kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng dapat dilihat berdasarkan empat elemen sebagai berikut:
a. Saling Percaya

Sikap saling percaya merupakan salah satu peran penting dalam
menyukseskan kolaborasi sebab tanpa adanya rasa percaya diantara

stakeholder akan menimbulkan kecurigaan yang nantinya menimbulkan



94

masalah. Untuk menghasilkan rasa percaya itu diperlukan usaha secara
berkelanjutan agar dapat mengetahui karakteristik satu sama lain hingga
adanya pembuktian agar layak untuk di percaya.

Hasil wawancara bersama informan IS selaku Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
menjelaskan :

“‘Masing-masing stakeholder telah menjalankan tugasnya dengan
baik, hal ini dibuktikan dengan penurunan angka prevalensi stunting
di Kabupaten Bantaeng” (Hasil wawancara 02 Februari 2023).

Penjelasan diatas juga didukung oleh hasil wawancara bersama
informan SR selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Dinas PMD PPPA Kabupaten Bantaeng, mengatakan:

‘Para stakeholder telah berkomitmen menurunkan angka stunting
dengan melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing
sehingga kami percaya dengan mereka” (Hasil wawancara 02
Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para
stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi memiliki rasa saling percaya
karena mereka menilai stakeholder yang terlibat telah menjalankan
tugasnya dengan baik.

b. Saling Pengertian

Saling pengertian yang dimaksud adalah para stakeholder memiliki
rasa saling mengerti dan menghargai perbedaan yang ada. Saling
pengertian ini seringkali dipengaruhi berdasarkan kepercayaan yang

terbentuk dalam kolaborasi.
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Berikut ditampilkan hasil analisis data yang diperoleh melalui software

Nvivo 12 plus:

Motivasi Bersama - Saling Pengertian

Saling menghargai

Menyelesaikan dengan musyawarah 72,00%

0% 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80%

Sikap Stakeholder Terhadap Perbedaan Pendapat

Gambar 4. 12 Crosstab Query Sikap Stakeholder Terhadap Perbedaan Pendapat
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo 12 plus. Berdasarkan
gambar diatas, mengungkapkan sikap stakeholder terhadap perbedaan
pendapat yakni sebagian besar informan yang menjawab para stakeholder
enyelesaikan masalah dengan musyawarah dan sebagian kecil informan
menjawab bahwa stakeholder saling menghargai ketika terjadi perbedaan
pendapat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama informan ML selaku
Sub Koordinator Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng,
mengatakan:

“Perbedaan pendapat pasti ada, tetapi dalam berkolaborasi terdapat
ketua tim yang memimpin maka mereka yang mengambil sikap ketika
terdapat perdebatan siantara stakeholder. Biasanya ketua tim yang
mengambil sikap berdasarkan dari hasil musyawarah bersama” (Hasil
wawancara 02 februari 2023).
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Pernyataan diatas juga senada dengan hasil wawancara yang
dilakukan bersama informan SR selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Dinas PMD PPPA Kabupaten Bantaeng,
menyatakan:

“Sesuai kejadian kemarin ketika terjadi perbedaan pendapat itu
diselesaikan pada saat itu juga di dalam forum” (Hasil wawancara 02
Februari 2023).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan
bahwa stakeholder dalam kolaborasi penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng memiliki sikap saling pengertian sehingga kolaborasi

yang dilaksanakan berjalan dengan damai dan lancar.

c. Legitimasi Internal

Legitimasi internal dapat diartikan sebagai adanya pengakuan dari
pihak internal dalam kolaborasi, seperti para stakeholder kredibel atau
dapat dipercaya ketika melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, juga
kolaborasi berjalan secara transparan, representatif, adil, dan adanya
pengawasan. Hal ini saling berhubungan dengan dua komponen di atas
yakni saling percaya dan saling pengertian.

Berikut ditampilkan hasil analisis data yang diolah dari software Nvivo

12 plus:
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Motivasi Bersama - Legitimasi Internal

Belum dilakukan pengawasan

Ada pengawasan

0% 9% 18% 27% 36% 45% 54% 63% 72% 81% 90%

Pengawasan

Gambar 4. 13 Crosstab Query Pengawasan
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo 12 plus. Gambar diatas
merupakan jabaran jawaban dari pertanyaan bentuk pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan pada saat melakukan kolaborasi pelaksanaan
stunting di Kabupaten Bantaeng. Hasilnya, sembilan orang informan
mengatakan bahwa terdapat pengawasan sementara informan lainnya
mengatakan belum dilakukan pengawasan.

Meskipun dikatakan bahwa terdapat pengawasan, akan tetapi
beberapa informan belum mengetahui betul aktor yang melakukan
pengawasan pada saat kolaborasi karena dilihat dari jawaban informan
yang bervariasi.

Informan AM selaku Kepala UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu
Kabupaten Bantaeng mengatakan:

‘Kalau pengawasan pada saat melaksanakan kegiatan belum
dilakukan, tetapi tiap akhir tahun dilakukan evaluasi kinerja masing-
masing OPD” (Hasil wawancara 19 Januari 2023).
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Informan AM mengatakan bahwa belum ada pengawasan yang
dilakukan, namun tiap tahun kinerja mereka dievaluasi.

Sementara sebagian besar informan mengetahui aktor yang
melakukan pengawasan, diantaranya informan Al selaku Sekretaris Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng mengatakan:

“Koordinator kegiatan itu Bappeda. Tiap triwulan mereka melaporkan
progres kegiatan para stakeholder. Jika terdapat program yang belum
jalan maka akan diberikan teguran. Jadi pengawasannya di sini
adalah pimpinan langsung” (Hasil wawancara 24 Februari 2023).

Sesmentara informan IS selaku Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng mengatakan:

“‘Pengawasan dilakukan oleh inspektorat daerah. Kalau puskesmas
diawasi oleh Dinas Kesehatan” (Hasil wawancara 02 Februari 2023).

Selanjutnya AB selaku Analis Perencana Pengendalian dan Evaluasi
Bappeda, mengatakan:

“‘Kami (Bappeda) yang melakukan tanggung jawab dalam mengawasi
semua instansi yang terlibat dalam kolaborasi ”(Hasil wawancara 23
Februari 2023).

Dalam Perbup No. 71 tahun 2019 tentang konvergensi program
percepatan penurunan stunting dalam bab VIII menjelaskan, pengawasan
dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh bupati yang akan dilakukan
pengawasan paling sedikit dua kali dalam setahun.

Berdasarkan penjelasan diatas melalui hasil wawancara disertai
dengan pengamatan dari data sekunder maka, dapat disimpulkan bahwa
belum ada tim yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari

masing-masing stakeholder yang terlibat. Hal ini berdasarkan hasil
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wawancara dimana hampir semua informan memiliki jawaban yang
berbeda-beda.

Pelaksanaan kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng belum sepenuhnya bersifat transparan. Meskipun mereka
memiliki grup whatsapp sebagai bentuk komunikasi via online dan
tersedianya aplikasi web monitoring sebagai fasilitas kepada stakeholder
untuk memantau data, akan tetapi semua program-program kerja masing-

masing stakeholder belum bisa di akses atau diketahui masyarakat.

d. Komitmen
Komitmen merupakan sebuah perjanjian dalam melaksanakan
kolaborasi antar stakeholder. Berikut ditampilkan hasil analisis oalh data

dari software Nvivo 12 plus:

Motivasi Bersama - Komitmen

Tertuang dalam SK TPPS d
Rembuk stunting

Dilihat dari tugas dan fungsi
Qé Berdasarkan program kerja

Adanya perjanjian kerja sama 33,00%

0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 40%

Bentuk Komitmen

Gambar 4. 14 Crosstab Query Bentuk Komitmen
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo 12 plus. Gambar diatas

menjelaskan bahwa bentuk komitmen para stakeholder yang terlibat adalah
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dibuatnya perjanjian kerja sama semacam MOU. Selain itu terdapat aturan
yang mengikat masing-masing stakeholder untuk berkolaborasi. Hal ini juga
sesuai dengan hasil wawancara bersama informan SD selaku ketua TP
PKK Kabupaten Bantaeng, mengatakan:

‘“Ada MOU yang melibatkan semua OPD dan di support oleh
prokopimda kapolres dan ketua DPR” (Hasil wawancara 24 Januari
2023).

Hal diatas juga senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh
informan SR selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Dinas PMD PPPA Kabupaten Bantaeng, mengatakan:

“‘Sudah ada MOU dengan 13 OPD di Kabupaten Bantaeng” (Hasil
wawancara 02 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa
bentuk komitmen dari semua stakeholder yang terlibat yakni adanya MOU
yang dibuat agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan
baik. Berikut ditampilkan dokumentasi MOU dalam kolaborasi

penaggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng:
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Gambar 4. 15 Bentuk Komitmen Stakeholder
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng (2023)
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Berdasarkan dokumentasi MOU pada gambar diatas, diketahui
terdapat 68 stakeholder yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting
di Kabupaten Bantaeng, akan tetapi tersebut tidak berbentuk dokumen fisik
yang menjelaskan secara lengkap bentuk kerja sama mereka.

Meskipun telah dilakukan penandatanganan, namun masih terdapat
beberapa stakeholder yang belum mengetahui hal tersebut. salah satu
penyebabnya karena MOU tersebut tidak berbentuk dokumen fisik. Hal ini
buktikan dengan hasil wawancara bersama informan MS selaku Kepala
Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan
Petanahan mengatakan:

“Kalau di sini kabupaten saya kurang tau kalau pernah membentuk
MOU yah, tapi mungkin MOU antara pemerintah provinsi dan
kabupaten ada” (Hasil wawancara 24 Februari 2023).

Informan IS selaku PIt. Sekretaris Dinas Kesehatan mengungkapkan
hal yang sama, yakni:

“Tidak ada MOU, itu kan di bawah koordinator langsung yaitu bapak
wakil bupati. Juga ada regulasi yang dibuat “Surat Edaran Bupati
terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting” (Hasil wawancara 02
Februari 2023).

Meskipun masih ada beberapa stakeholder yang belum mengetahui
terkait MOU yang telah dibuat, akan tetapi mereka tetap berkomitmen untuk
bersama-sama melakukan percepatan penurunan stunting sebagaimana
tujuan dari kolaborasi yang dibentuk. Hal ini diketahui berdasarkan hasil
wawancara yang menyatakan komitmen dari masing-masing stakeholder

yang terlibat. Salah satunya informan AB selaku Analis Perencana
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Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Bantaeng juga mengemukakan
bentuk komitmen yang dibangun dalam kolaborasi, yakni:

“‘Komitmen, sebenarnya kita itu kan sudah ter-SK kan yah jadi semua
stakeholder yang terlibat itu masing-masing terikat dengan tanggung
jawab. Dan yang kedua juga kita punya surat edaran permendagri
nomor 400 tahun 2022 terkait dengan pemetaan program kegiatan
dan sub kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting.
Jadi ada beberapa dinas yang sudah terikat karena SK Bupati sifatnya
mengikat” (Hasil wawancara 23 Februari 2023).

Informan lainnya mengungkapkan bahwa bentuk komitmen mereka
yaitu perjanjian kerja sama dan SK Bupati tentang Pembentukan Tim
Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bantaeng karena di
dalamnya telah menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder
yang telibat.

Berdasarkan pemaparan diatas, menjelaskan bentuk motivasi
bersama yang dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam melakukan
kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng yaitu dengan
membangun kepercayaan dan rasa pengertian diantara stakeholder yang
terlibat, membangun komitmen dengan membentuk perjanjian kerja sama
(MOU), serta adanya pengawasan sehingga para stakeholder dapat

bekerja dengan tenang sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

3. Kapasitas Bertindak Bersama dalam Penanggulangan Stunting
Kapasitas bertindak bersama sebagai bentuk menciptakan peraturan
tata kelola dan sumber daya yang ada sebagai dasar untuk mengambil

tindakan kolaboratif. Untuk menilai bentuk kapasitas melakukan tindakan
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bersama dalam kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng, dapat di nilai berdasarkan beberapa hal berikut:
a. Tata Cara Pengaturan Kelembagaan

Tata cara pengaturan kelembagaan yang dimaksud di sini adalah
mengenai aturan-aturan umum, prosedur kegiatan, serta aturan dalam
mengambil keputusan yang dilaksanakan melalui kesepakatan bersama
dalam wadah formal dan informal.

Hasil analisis Nvivo mengemukakan beberapa landasan hukum yang
digunakan stakeholder dalam berkolaborasi. Berikut ditampilkan hasil

analisis olah data dengan software Nvivo 12 plus :

Kapasitas Bertindak Bersama - Tata Cara Pengaturan Kelembagaan

SK Bupati Bantaeng No 50 tentang Pembentukan...

Perpres No. 72 tahun 2021

Peraturan Kemenkes

Peraturan Bupati Bantaeng No 71 tahun 2019

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Landasan Hukum

Gambar 4. 16 Crosstab Query Landasan Hukum
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar diatas menjelaskan, kolaborasi penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng memiliki beberapa landasan hukum, yaitu: SK Bupati
Bantaeng No. 50 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan
Penurunan Stunting Kabupaten Bantaeng, Peraturan Bupati Bantaeng

Nomor 71 tahun 2019 Tentang Konvergensi Program Percepatan
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Pencegahan Stunting. Isinya menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan
tangggungjawab masing-masing stakeholder termasuk struktur organisasi
kolaborasi. Juga berpacu pada Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Kesehatan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama informan AM selaku
Kepala UPTD Pusat Layanan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng,
mengatakan:

‘Landasan hukum kami SK Bupati tentang Pembentukan TPPS dan
Peraturan Bupati No. 71 tahun 2019” (Hasil wawancara 19 Januari
2023).

Hal diatas senada dengan hasil wawancara bersama informan FK
selaku sekretariat pelaksana TPPS Kabupaten Bantaeng, mengatakan:

‘Kami ada SK Bupati tentang pembentukan TPPS yang mencakup
tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa” (Hasil wawancara 23 Februari
2023).

Dengan landasan hukum tersebut sehingga masing-masing
stakeolder mengetahui peran dan tanggungjawab masing-masing
stakeholder yang terlibat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara
bersama para informan, diantaranya informan SR selaku Kabid
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PMD PPPA
Kabupaten Bantaeng, mengatakan:

“Peran kami di Dinas PMD PPPA yaitu memberikan dukungan kepada
kepala desa dan lurah agar menganggarkan kegiatan stunting di
melalui alokasi dana desa masing-masing daerahnya” (Hasil
wawancara 02 Februari 2023).
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Selanjutnya informan Al selaku Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bantaeng mengemukakan perannya dalam Kkolaborasi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng, yakni:

“‘Menerapkan pola makanan sehat di masyarakat dengan cara
memanfaatkan pekarangan. Kita mengajari masyarakat cara
menanam. Kita ajak untuk menyiapkan makanan sehat, khususnya
sayur-sayuran di pekarangan rumah masing-masing. Karena jika
sayuran sudah ada di pekarangan rumah, kita bisa secara langsung
mengambilnya ketika ingin memasak, tidak perlu repot keluar rumah
dan mengeluarkan uang” (Hasil wawancara 24 Februari 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
kolaborasi yang dilakukan dalam rangka penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng telah memiliki pengaturan kelembagaan yang baik
karena telah memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi acuan
mereka dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Akan tetapi peran
program kegiatan masih di dominasi oleh pihak pemerintah sehingga
program kerja belum berjalan dengan baik. Juga belum adanya dokumen
mengenali daftar program kolaborasi yang akan mereka laksanakan dalam
kurung waktu satu tahun.

b. Kepemimpinan

Pemimpin memiliki peranan yang penting dalam proses kolaborasi
sebab ia sebagai fasilitator dan mediator dalam kolaborasi, pihak yang
menginisiasi pertemuan serta melakukan advokasi kepada stakeholder
yang terlibat hingga kepada publik, serta menginisiasi pertemuan formal

dan non formal.
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Bentuk kepemimpinan dalam kolaborasi penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng adalah kepemimpinan kolektif. Artinya semua
stakeholder memiliki tugas yang berbeda tetapi berada pada posisi yang
sama, tidak ada yang berada di atas ataupun di bawah. Namun terdapat
koordinator atau ketua tim dalam pelaksanaan kolaborasi.

Koordinator kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng adalah wakil bupati bantaeng selaku Ketua Tim Pelaksana TPPS
(Tim Percepatan Penurunan Stunting) Kabupaten Bantaeng. Ketua
Pelaksana TPPS bertugas dalam mengkoordinasikan dan memastikan
pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam rangka mencapai
target penurunan stunting kabupaten. Hal ini sebagai mana tertera dalam
SK Bupati Bantaeng Nomor 50 tentang Pembentukan Tim Percepatan
Penurunan Stunting.

Hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh informan Al selaku
sekertaris dinas ketahanan pangan, menyatakan:

“Yang bertindak sebagai pemimpin sekaligus mengambil keputusan
adalah masing-masing stakeholder karena kita sedang berkolaborasi
jadi tiap masalah buakn hanya berpihak pada satu dinas” (Hasil
wawancara 24 Februari 2023).

Hal ini juga senada dengan yang di ungkapkan oleh informan ML
selaku sub koordinator kesga dan gizi dinas kesehatan bantaeng:

“Setiap kegiatan memiliki aturan dalam pelaksanaannya, misalnya
pada saat rembuk stunting ada beberapa poin yang harus disepakati
bersama semua stakeholder. Kita samakan persepsi terlebih dahulu
bahwa inilah yang menjadi fokus atau prioritas kita. Setelah itu
masing-masing dinas menjalankan program yang telah disepakati.
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Jadi semua perwakilan stakeholder menjadi pemimpin dalam
dinasnya” (Hasil wawancara 02 februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bentuk
kepemimpinan dalam kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng yakni kepemimpinan kolektif. Artinya semua stakeholder memiliki
tugas yang berbeda tetapi berada pada posisi yang sama, tidak ada yang
berada di atas ataupun di bawah. Meskipun terdapat ketua tim yang
tugasnya sebagai koordinator dalam mengarahkan sekaligus penanggung
jawab kolaborasi agar berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis yang diolah melalui software Nvivo 12 plus,
mengungkapkan beberapa sikap ketua tim selaku koordinator kolaborasi,

diantaranya:

Kapasitas Bertindak Bersama - Kepemimpinan

Memecahkan masalah dalam forum I

Memberikan teguran terhadap stakeholder yang I...

Memberikan peringatan dan pendampingan

0% 6% 12% 18% 24% 30% 36% 42% 48% 54% 60%

Sikap Pemimpian

Gambar 4. 17 Crosstab Query Kepemimpinan
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo 12 plus. Gambar diatas

mengemukakan sikap ketua tim ketika terjadi masalah dalam forum segera
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menyelesaikannya pada saat itu juga. Sementara ketika terdapat
stakeholder yang lalai dalam menjalankan tugasnya akan ditegur langsung
oleh ketua tim untuk diberikan pengarahan serta pendampingan dalam
melakukan tugasnya.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara bersama informan AA selaku
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mengatakan:

“‘Biasanya kita di tegur langsung untuk dapat melaksanakan tugas.
Biasanya ada evaluasi pertiwulan itu, minimal tiga bulan sekali untuk
melihat sampai dimana kinerja OPD itu yang di berikan tanggung
jawab” (Hasil wawancara 23 Februari 2023).

Hal diatas juga senada dengan hasil wawancara bersama informan
AB selaku Analis Perencana Pengendalian dan Evaluasi Bappeda
Kabupaten Bantaeng, menjelaskan:

“Bapak responsif, bertanggung jawab, beliau peka terhadap apa yang
terjadi di lapangan, dan selalu memberikan motivasi-motivasi kepada
petugas-petugas yang ada di lapangan. Karena jujur menangani
stunting kan berat, tidak bisa cuma di berikan tablet tambah darah
stunting selesai, tidak. Jadi itu harus terus berjalan dan itu tugas berat,
makanya pembangunan moral dari pimpinan juga sangat penting.
Yang kedua juga terkait degan kepekaan beliau terhadap insentif-
insentif terhadap petugas yang ada dilapangan juga sudah
mencukupi. Walaupun misalnya, kita akui belum mencukupi untuk
kebutuhan sehari-hari karena keterbatasan anggaran tapi beliau
selalu mendorong agar pemberian sarana, karena salah satu
komunitas KPM itu di berikan sarana HP misalnya terkait dengan
pengisian datanya, diberikan kartu data. Jadi intinya beliau punya
tanggung jawab besar terhadap penanganan stunting” (Hasil
wawancara 23 Februari 2023).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketua tim kolaborasi selalu

memantau kinerja stakeholder yang terlibat serta memberikan arahan
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terkait pelaksanaan tugas masing-masing. Hal ini berdasarkan hasil
wawancara bersama informan ML selaku Sub Koordinator Kesga dan Gizi
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, mengatakan:

“Pak wakil senantiasa memberikan motivasi dalam rapat-rapat kepada
semua stakeholder supaya bisa saling berkolaborasi untuk
menurunkan angka stunting di Kabupaten Bantaeng, ia seringkali
memberi arahan kepada tiap OPD yang terlibat” (Hasil wawancara 02
Februari 2023).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, dapat diketahui
bahwa ketua tim memiliki sikap tanggungjawab dalam pelaksanaan
kolaborasi penurunan stunting. Hal ini dilihat dari adanya inisiasi dari
pemimpin untuk terus memantau pergerakan dari setiap stakeholder yang
terlibat. Cukup tegas dalam memberikan peringatan kepada stakeholder
yang lalai sehingga masalah segera teratasi. Serta selalu memberikan
motivasi kepada anggotanya pada tiap pertemuan diskusi agar mereka
selalu bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

c. Pengetahuan

Pengetahuan dalam kolaborasi yaitu segala informasi yang
dibutuhkan oleh stakeholder untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi.
Berdasarkan hasil olahan data melalui software Nvivo 12 plus, diketahui
kapasitas pengetahuan dari masing-masing aktor yang terlibat. Berikut

ditampilkan visualisasi data Nvivo:
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Kapasitas Bertindak Bersama - Pengetahuan

Sangat Baik

Cukup

&
& Baik

& 0% 6% 12% 18% 24% 30% 36% 42% 48% 54% 60%

Pengetahuan mengenai stunting

Gambar 4. 18 Crosstab Query Pengetahuan
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo 12 plus. Data di atas
menjelaskan bahwa sebagian besar stakeholder yang terlibat telah memiliki
pengetahuan yang baik mengenai stunting. Hal ini juga dibuktikan dengan
hasil wawancara bersama informan MS selaku Kepala Bidang Pemukiman
Dinas Perumahan, Kawasan, Pemikiman, dan Pertanahan Kabupaten
Bantaeng mengutarakan dampak yang dihasilkan dari stunting, yaitu:

“‘Anak menjadi kurus, tubuhnya pendek, atau kerdil. Itu semua terjadi
karena banyak faktor. Dimulai dari pola asuh ibu, lingkungan yang
kumuh, juga faktor sosial” (Hasil Penelitian 24 Februari 2023).

Informan Al selaku Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan juga
menjelaskan mengenai stunting, yakni:

“Jadi stunting itu artinya proses gagal tumbuhnya anak diakibatkan
karena mal nutrisi. Jadi persoalan mal nutrisi berarti kekurangan gizi,
kekurangan gizi bukan berarti tidak ada bahan makanan, belum tentu
tidak ada bahan makanan, boleh juga karena kurang pengetahuan
mengola tentang makanan itu sendiri’ (Hasil wawancara 24 Februari
2023).
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Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa
stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi penanggulangan stunting telah

memiliki pengetahuan yang baik mengenai stunting.

d. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu sarana dalam kegiatan
kolaborasi sehingga pengalokasian sumber daya penting untuk
dilaksanakan agar dapat bermanfaat sesuai kegunaannya. Sumber daya
yang dimaksud adalah: Dana finansial, pembagian waktu dan peran,
dukungan teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, sumber daya
manusia, dll.

Berikut ditampilkan hasil analisis olahan data melalui software Nvivo

12 plus:
Kapasitas Bertindak Bersama - Sumber Daya
Swasta
DAUD
P
APBN & E, ":'
& AKA AN
&
5'3& APBD
&
%G@
Q{tf;\@" Alokasi Dana Desa
@ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Sumber Anggaran

Gambar 4. 19 Crosstab Query Sumber Daya Anggaran
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan

menggunakan fitur crosstab pada software nvivo 12 plus. Berdasarkan
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gambar diatas, diketahui dana yang digunakan dalam melakukan
kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng berasal dari
APBD, APBN, Alokasi Dana Desa, DAUD, dan juga sponsior dari pihak
swasta. Akan tetapi sumber utama anggaran dalam pelaksanan kolaborasi
ini berasal dari APBD. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh
informan informan ML selaku Sub Koordinator Kesga dan Gizi Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantaeng mengatakan:

‘Kalau sekarang itu dari APBD saja untuk di Dinas. Kalau di
puskesmas ada dari dana daud pusat yaitu anggaran pemberian
makanan tambahan. Sementara kalau pengadaan susu itu dari
daerah. Dan biskuit balita dan ibu hamil pengadaan dari pusat” (Hasil
wawancara 02 Februari 2023).

Informan ML menjelaskan bahwa sumber anggaran yang digunakan
dalam berkolaborasi berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah) hal ini sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati
Bantaeng Nomor 71 tahun 2019, pada BAB VII menyatakan bahwa
penganggaran kegiatan bersumber dari APBD dan sumber lain.

Hal ini juga terdapat pada buku (Panduan Konvergensi
Penanggulangan Stunting (2018), hal. 57) yang menjelaskan sumber
pembiayaan dalam penanggulangan stunting berasal dari dana desa
(APBDesa), dana kabupaten/kota (APBD), dana provinsi (APBD Provinsi),
dana kementerian/lembaga (APBN), ataupun pendapatan lain yang sah.

Meskipun sumber anggaran yang di dapatkan berasal dari banyak
pihak akan tetapi anggaran yang dibutuhkan belum cukup untuk

menjalankan semua program yang telah dirancang. Hal ini diungkapkan
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oleh informan AM selaku Kepala UPTD Pusat Layanan Gizi Terpadu
Kabupaten Bantaeng, mengatakan:

“Anggaran berasal dari APBD. Anggaran ini sebenarnya yang menjadi
hambatan dari program yang akan dilakukan. Banyak program yang
telah dirancang namun karena keterbatasan biaya membuat beberapa
program terhambat” (Hasil wawancara 19 Januari 2023).

Hal ini juga senada dengan skema pembiayaan pemerintah dalam
penanggulangan stunting yang termuat dalam buku Panduan Konvergensi
Program Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting, berikut di tampilkan

alur pembiayaan:

Kamantes an’ ~moaga
Mendanal He wanar g2
O et kel

Masuk dalam
AFED

Alcked Diahin Desa

Gambar 4. 20 Sumber Pembiayaan Pemerintah untuk Pencegahan Stunting
Sumber: TNP2K RI, (2018)
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Gambar diatas merupakan skema pembiayaan pemerintah dalam
upaya pencegahan stunting yang berasal dari dana desa (APBDesa), dana
kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), dana provinsi (APBD Provinsi),
dana kementerian/lembaga (APBN), ataupun pendapatan lainnya yang sah
seperti donatur dari pihak swasta, dll.

Meskipun sumber biaya berasal dari banyak pihak, akan tetapi dana
yang digunakan dalam pelaksanaan program kolaborasi penanggulangan
stunting di Kabupaten Bantaeng masih terbatas sementara mereka telah
membuat beragam program inovasi akan tetapi belum dapat terealisasikan
dengan baik karena anggaran belum memadai.

Sementara untuk sumber daya manusia dalam pelaksanaan
kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng, dapat dilihat
berdasarkan hasil analisis data melalui software Nvivo 12 plus, sebagai

berikut:

Kapasitas Bertindak Bersama - Sumber Daya

Cukup

Belum cukup

0% 9% 18% 27% 36% 45% 54% 63% 72% 81% 90%

SDM

Gambar 4. 21 Crosstab Query Sumber Daya Manusia
Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)
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Gambar diatas merupakan analisis hasil wawancara dengan
menggunakan fitur crosstab pada software nvivo 12 plus. Data diatas
mengungkpkan bahwa sumber daya manusia dalam kolaborasi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng telah cukup dalam
mengatasi masalah stunting. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh
infroman IS selaku Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
menyatakan:

“Saya rasa cukup jika dilihat dengan model intervensi saat ini, karena
semua telah terlibat dalam percepatan penurunan stunting baik dari
pihak pemerintah, swasta, lembaga masyarakat telah berperan
penting” (Hasil wawancara 02 Februari 2023).

Hal senada dengan yang diungkapkan oleh informan SR selaku Kabid
Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Dinas PMD PPPA Kabupaten
Bantaeng menyatakan:

‘Saya rasa cukup karena dari semua stakeholder itu sudah
berkomitmen untuk mengurangi stunting yang ada di kabupaten
Bantaeng ini dibuktikan dengan turunnya angka stunting di Bantaeng”
(Hasil wawancara 02 Februari 2023).

Meskipun jumlah sumber daya manusia dalam kolaborasi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng telah cukup memadai,
akan tetapi masih perlu penambahan aktor lain sebagaimana yang
diungkapkan oleh informan AA selaku Kepala Bidang Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan menyatakan:

“Kalau dibilang cukup ya tidak cukup karena masih ada yang belum
terlibat. Makin banyak stakeholder yang terlibat tambah bagus
penanggulangan stuntingnya” (Hasil wawancara 23 Februari 2023).
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Informan FK selaku Sekertaris Pelaksana TPPS Kabupaten Bantaeng
juga mengusulkan penambahan stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi
penanggulangan stunting, berikut petikan wawancaranya:

“Untuk saat ini cukup menurut saya karena semua pihak sudah ada di
dalamnya, semua stakeholder telah terlibat. Cuma seharusnya sih dari
pihak swasta ada CSRnya, itu mungkin bisa masuk ke percepatan
penurunan stunting” (Hasil wawancara 23 Februari 2023).

Hingga saat ini telah banyak stakeholder yang turut terlibat dalam
kolaborasi baik dari pihak pemerintah, swasta, dan lembaga non
pemerintah akan tetapi peran yang dominan adalah dari pemerintah.
Sementara dari pihak swasta belum menunjukkan perannya secara
signifikan. Sama halnya dengan lembaga non pemerintahan yang belum
turut terlibat secara aktif. Hal ini dapat dinilai berdasarkan hasil wawancara
bersama informan IS selaku Pit. Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantaeng, menyatakan:

“‘Kalau dari swasta ada dalam bentuk bantuan CSR, di luar
pemerintahan seperti bank, baznas. Perusahaan dalam bentuk
bantuan seperti PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Pendidikan
juga ada tapi belum resmi, yaitu Unhas tapi belum dibentuk MoU
khusus untuk stunting” (Hasil wawancara 02 Februari 2023).

Hal senada diungkapkan oleh informan AM selaku Kepala UPTD
Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng, yaitu:

“Swasta ada, tapi belum terlibat secara aktif. Tapi diundang kalau
pertemuan. Termasuk media juga ada, biasanya kita undang media
kalau ada pertemuan. juga coba kita lihat ada berita-berita yang
beredar di media. Termasuk organisasi masyarakat ada, aisiyah ada,
majelis ulama ada, pengurus daerah nahdatul ulama, muhammadiyah
ada namun belum terlibat secara aktif’ (Hasil wawancara 19 Januari
2023).



117

Berdasarkan pemaparan diatas, diketahui sumber daya manusia
dalam kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng cukup
memadai akan tetapi masih diperlukan keterlibatan aktif dari pihak swasta
dalam kolaborasi tersebut, terlebih adanya keterbatasan anggaran
sehingga peran swasta diharapkan bisa meminimalisir kendala tersebut.
Juga keterlibatan lembaga pendidikan yang belum nampak dalam
kolaborasi ini, sebagaimana penjelasan Informan FK selaku Sekertaris
TPPS Kabupaten Bantaeng, menyatakan:

“Sejauh ini setau saya kalau lembaga pendidikan yah saya belum
melihat di SK TPPS, tapi entahlah kalau ada dengan yang dinas lain
yah. Misalnya kan kesehatan mungkin, ke sekolah-sekolah mungkin
untuk aksi-aksi gizinya kan saya tidak tahu. Tapi kalau untuk kami
belum ada untuk itu” (Hasil wawancara 23 Februari 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas menyatakan keterlibatan
lembaga pendidikan dalam kolaborasi penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng belum terlihat secara signifikan. Padahal keterlibatan
lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam kolaborasi penanggulangan
stunting karena salah satu masalahnya bersumber dari minimnya
pengetahuan orang tua dalam pemenuhan nutrisi pada tubuh anak,
pengetahuan dalam pola asuh anak, serta pengetahuan terkait stunting
sehingga lembaga pendidikan seharusnya ikut berperan penting dalam
memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait hal tersebut.

Meskipun dalam SK Bupati Bantaeng No 50 tentang Pembentukan

Tim Percepatan Penurunan Stunting menyatakan peran dalam
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penanggulangan stunting, akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan tidak
ditemukan peran dari pihak swasta, lembaga masyarakat secara aktif.
Hingga saat ini masih di dominasi oleh pihak pemerintah. Hal ini juga
dibuktikan dengan tidak adanya informasi yang beredar di sosial media
mengenai peran stakeholder pihak swasta dan lembaga masyarakat.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan kapasitas
bertindak bersama yang dibentuk oleh stakeholders kolaborasi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng yakni membuat landasan
hukum sebagai acuan dalam mengambil tindakan, di dukung dengan
pengetahuan stakeholders dan peran ketua tim dalam membimbing
anggota agar dapat bersama-sama bertindak sesuai dengan kapasitasnya
masing-masing. Serta pemanfaatan sumber daya yang ada.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dikemukakan
diatas, menghasilkan temuan bahwa collaborative governance dalam
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng dilaksanakan sesuai
dengan teori Dinamika Collaborative Governance oleh Emerson, dkk.

Berikut dijabarkan peran dan program masing-masing stakeholder

yang terlibat dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng:

Tabel 4. 3
Peran dan tanggungjawab stakeholder dalam penanggulangan stunting
di Kabupaten Bantaeng

Instansi Program Stunting Peran

Dinas Kesehatan 1. Intervensi langsung seperti biskuit, | a. Melakukan koordinasi dan

Kab. Bantaeng susu dan PMT (Pemberian bekerjasama dengan SKPD
Makanan Tambahan) untuk balita lain ditingkat Kabupaten
dan ibu hamil, kemudian kita utamanya kegiatan yang
lakukan penyuluhan. berurusan dengan SKPD

2. Melakukan intervensi prioritas lain;

kepada ibu hamil seperti pemberian
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10.

11.

makanan tambahan bagi ibu hamil
dari kelompok  miskin, dan
suplementasi tablet tambah darah.
Melakukan intervensi pendukung
kepada ibu hamil seperti pemberian
suplementasi kalsium dan
pemeriksaan kehamilan

Melakukan intervensi prioritas
sesuai kondisi kepada ibu hamil
yakni perlindungan dari malari dan
Pencegahan HIV.

Melakukan intervensi prioritas
kepada ibu menyusui dan anak usia
1-23 bulan yakni promosi dan
konseling menyusui, Promosi dan
konseling pemberian makan bayi
dan anak (PMBA), Tata laksana gizi
buruk akut, Pemberian makanan
tambahan pemulihan bagi anak gizi
kurang akut, Pemantauan dan
promosi pertumbuhan

Melakukan intervensi pendukung
kepada ibu menyusui dan anak usia
1-23 bulan yakni pemberian,
Suplementasi kapsul vitamin A,
Suplementasi taburia, Imunisasi,
Suplementasi zinc untuk
pengobatan diare, Manajemen
terpadu balita sakit (MTBS).
Melakukan intervensi prioritas
sesuai kondisi kepada ibu
menyusui dan anak usia 1-23 bulan
yakni Pencegahan kecacingan
Melakukan intervensi prioritas
kepada remaja putri dan wanita
usia subur yakni pemberian
suplemen tablet tambah darah
Melakukan intervensi prioritas
kepada anak usia 24-59 bulan
yakni tata laksana gizi buruk akut,
Pemberian makanan tambahan
pemulihan bagi anak gizi kurang
akut, Pemantauan dan promosi
pertumbuhan.

Melakukan intervensi pendukung
kepada anak usia 24-59 bulan
yakni pemberian Suplementasi
kapsul vitamin A, Suplementasi
taburia, Suplementasi zinc untuk
pengobatan diare, Manajemen
terpadu balita sakit (MTBS)
Melakukan intervensi prioritas
sesuai kondisi kepada anak usia
24-59 bulan yakni Pencegahan
kecacingan.

b. Mengawal usulan rencana
program/kegiatan terkait
pencegahan Stunting
masuk dalam Rencana
Pembangunan Daerabh;

¢. Mendorong munculnya riset
di masyarakat terkait
dengan pelacakan akar
masalah Stunting;

d. Meningkatkan  Sosialisasi
Kebijakan pencegahan
Stunting kepada
masyarakat dan pemangku
kepentingan;

e. Pembinaan kepada UPT

kesehatan dalam
peningkatan status gizi dan
pengetahuan gizi
masyarakat;

f. Melaksanakan strategi

promosi kesehatan;

g. Mendorong kebijakan di
daerah terkait  strategi
komunikasi perubahan
perilaku;

h. Mengembangkan sistem
survailans gizi lokal disertai
deteksi kasus dan rujukan
yang akurat cepat dan
memadai;

i. Pemberian suplemen gizi
pada ibu hamil dan balita;

j- Menyediakan PMT bagi ibu
hamil Kurang Energi Kronik
(KEK) dan balita
kekurangan gizi;

k. Meningkatkan  pelayanan
persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan;

|. Berkoordinasi dengan Dinas
Pekerjaan Umum dalam
pelaksanaan program
STBM,;

m. Melaksanakan pemantauan
dan evaluasi hasil akhir
rencana sebagai dasar
mengukur capaian kinerja.

UPTD Pusat

Layanan Gizi
Terpadu Kab.
Bantaeng

1. Melakukan intervensi terhadap

penurunan kasus gizimasyarakat
secara terintegrasi

2. Menyediakan alat pengukur tinggi

badan, alat pengukur panjang badan
pada posyandu, puskesmas, dan
poskesdes.

Sebagai pusat intervensi
spesifik terhadap kasus gizi
masyarakat.
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3. Melakukan kunjungan rumah
terhadap balita gizi kurang dan ibu
hamil KEK yang memerlukan tindak
lanjut  berdasarkan rekomendasi
dokter bekerjasama dengan PKK
desa dan Puskesmas wilayah
setempat.

Tim Penggerak
Pemberdayaan dan
Kesejahteraan
Keluarga Kab.
Bantaeng

Melakukan penyuluhan kepada
masyarakat mengenai pemenuhan gizi
yang seimbang dalam tubuh.

Mengintensifkan posyandu.

Dinas Pengendalian

Peningkatan  promosi  pengasuhan

Meningkatkan promosi

Penduduk dan 1.000 HPK. Pengasuhan 1.000 (seribu)
Keluarga HPK;
Berencana Menyediakan akses
pelayanan KB;
Melakukan Sosialisasi
Pendewasaan Usia
Perkawinan.
Dinas Sosial Kab. 1. Family Development Sesion (FDS) Menfasilitasi penyediaan
Bantaeng pada PKH Data Terpadu
2. KPM vyang mendapatkan bantuan Kesejahteraan Sosial
sosial pangan (DTKS) dalam  rangka
mendukung penurunan

stunting pada masuarakat
miskin;

Mengoptimalkan ~ Bantuan
Sosial Pangan (BSP) dan
PKH melalui kegiatan
Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga
(P2K2) dalam rangka
peningkatan pengetahuani,
penerima manfaat tentang
kesehatan, gizi, pendidikan
dan pengasuhan anak;
Mengoptimalkan
pencegahan stunting.

Dinas PMD, PP dan
PA

Sosialisasi gizi seimbang, ASI,
pembatasan GGL, kesehatan
reproduksi, dan bahaya merokok bagi
anak dan keluarga

Menugaskan pendamping
desa untuk memantau
pelaksanaan rembuk
stunting desa;

Berkoordinasi dengan
BAPPEDA untuk
memastikan

program/kegiatan, indikator,
pendanaan dan  lokasi
terkait dengan pencegahan
stunting sudah konvergen
dan  diakomodir  dalam
Rencana Kerja
Pembangunan Desa dan
sesuai dengan kebijakan;

Memantau hasil rembuk
stunting yang telah
disepakati dalam bentuk
program/kegiatan, tepat
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kelompok sasaran dan
lokasi desa, dimuat dalam
RKPD;

d. Mengawal usulan rencana
program/kegiatan terkait
pencegahan stunting masuk

dalam rencana
pembangunan  kabupaten
atau desa, dibawah
koordinasi BAPPEDA,

e. Pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat
desa berkoordinasi dengan

SKPD lainnya;

f. Penguatan pemerintah desa
dan kelembagaan
masyarakat desa;

g. Mendorong dan
memfasilitasi desa
menerbitkan regulasi
tentang Penanganan
Stunting.

Dinas Perikanan
dan Kelautan Kab.

Pemasaran dan promosi hasil kelautan
dan perikanan

Penguatan regulasi mengenai
label dan iklan pangan.

Bantaeng

Dinas Ketahanan [L. Menyusun rencana program/kegiatan, |a. Kegiatan sosialisasi
Pangan Kab. indikator, pendanaan, dan lokasi konsumsi pangan beragam,
Bantaeng untuk pencegahan stunting untuk di bergizi seimbang dan aman;

bahas dalam rembuk stunting, seperti:

e Kegiatan penyuluhan pemberian
makanan  tambahan berbasis
pangan lokal.

e Pengembangan kawasan mandiri
pangan dan/atau Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL) secara
berkelanjutan.

e Pembinaan terhadap kelompok tani,
nelayan, peternak, dan kelompok

lainnya.
e Program/kegiatan lainnya yang
relevan dengan penguatan

ketahanan pangan dan gizi, seperti

pembagian bibit kepada kelompok
tani.
Mengawal usulan rencana

program/kegiatan terkait pencegahan
stunting masuk dalam rencana
pembangunan daerah, di bawah
koordinasi Bappeda.

b. Pengembangan KRPL
melalui opimalisasi
pemanfaatan = pekarangan
sebagai sumber pangan
keluarga,;

c. Pemantapan sistem
kewaspadaan pangan dan
gizi;

d. Pengembangn difersifikasi
pangan berbasis pangan

lokal;

e. Pengembangan sistem
keamanan dan mutu
pelayanan;

f. Pengembangan cadangan
pangan;

g. Pengembangan distribusi
pangan;

h. Sosialisasi penaganan
pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian.

Dinas Perumahan,
Kawasan,
Pemukiman dan
Pertanahan

Pembentukan  kelompok  swadaya
masyarakat pada permukiman kumuh.

a. Memfasilitasi  penyediaan
rumah layak huni bagi
keluarga miskin yang tidak
mempunyai rumah;

b. Memfasilitasi  penyediaan
rumah layak huni bagi
masyarakat yang terdampak
pada pembangunan
pemerintah;
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. Memfasilitasi penyediaan air

bersih dan sanitasi dasar
pada fasilitas umum dan
kawasan pemukiman.

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Menyusun dan mensosialisasikan
kebijakan daerah yang mendukung
upaya pencegahan stunting.
Mengawal konsistensi
program/kegiatan, indikator, dan
lokasi dalam KUA/PPAS dengan
RKPD.

Berkoordinasi dengan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) dalam
memverifikasi kesesuaian
program/kegiatan, indikator, dan
lokasi dalam rancangan dokumen
penggunaan anggaran (DPA) OPD
dengan RKPD/Renja OPD.
Melakukan koordinasi dengan
OPD dalam merumuskan usulan
desa terkait dengan intervensi gizi
spesifik dan gizi sensitif, untuk
disesuaikan dengan kewenangan
kabupaten/kota.

Berkoordinasi dengan Sekretariat
Daerah (Setda) untuk
mempersiapkan pelaksanaan
rembuk stunting pada forum lintas
OPD dengan melibatkan OPD
provinsi, pemerintahan desa,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), dan perwakilan unsur
masyarakat.

Mengkoordinir penyiapan proposal
pengajuan DAK oleh OPD terkait.
Memastikan program/kegiatan,
indikator, pendanaan, dan lokasi
dalam rancangan rencana kerja
(Renja) OPD terkait dengan
pencegahan stunting, sudah
sesuai dengan peraturan bupati/
walikota tentang RKPD, pada saat
evaluasi rancangan akhir renja
OPD.

. mengawal

. menyusun dan

mensosialisasikan
kebijakan  daerah  yang
mendukung upaya
pencegahan Stunting;
konsistensi
Program/kegiatan indikator
dan lokasi dalam
KUA/PPAS dengan RKPD;
berkoordinasi dengan
Pengelola Keuangan
Daerah  (BPKD) dalam
memverifikasi  kesesuaian
program/kegiatan, indikator
dan lokasi dan rancangan
DPA OPD dengan
RKPD/Rencana Kerja OPD;
melakukan koordinasi
dengan Perangkat Daerah
dalam merumuskan usulan
Desa terkait intervensi gizi
spesifik dan gizi sensitif
untuk disesuaikan dengan

kewenangan kabupaten
kota;
. berkoordinasi dengan

Sekretaris Daerah (Setda)
untuk mempersiapkan
Rembuk  Stunting pada
Forum Lintas SKPD dengan
melibatkan SKPD provinsi,
pemerintahan desa, DPRD
dan Perwakilan unsur
masyarakat;

mengkoordinir  penyiapan
proposal pengajuan DAK,
oleh SKPD terkait;

. memastikan

program/kegiatan, indikator,
pendanaan dan lokasi
dalam rancangan rencana
kerja SKPD terkait
pencegahan Stunting;

. mengkoordinasikan

pelaksanaan aksi
Konvergensi/Aksi Integrasi;
berkoordinasi dengan SKPD
yang mempunyai lingkup
tugas dan fungsi dalam

bidang komunikasi,
informasi dan statistik dalam
peningkatan sistem

manajemen data stunting;

berkoordinasi dengan SKPD
dalam pengawasan dan
pemantauan Pelaksanaan
Kegiatan, serta perumusan
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strategi pemecahan
masalah;

k. berkoordinasi dengan SKPD
terkait dalam penyusunan
laporan hasil capaian kinerja
pencegahan stunting pada
tingkat kabupaten dan desa.

Sumber : Diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui masing-masing stakeholder
telah memiliki program dalam penanggulangan stunting di Kabupaten

Bantaeng.

C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Keterlibatan Berprinsip dalam Kolaborasi Penanggulangan
Stunting di Kabupaten Bantaeng

Hasil penelitian mengungkapkan proses keterlibatan berprinsip di
antara stakeholder yang berkolaborasi dalam penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan membuka ruang diskusi bersama
untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga
mereka memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai stunting agar
mampu melaksanakan tugasnya sesuai prosedur.

Proses diskusi yang dilaksanakan berjalan baik sesuai dengan
prosedur yang berlaku dan tidak terjadi perdebatan atau cek cok karena
masalah yang ada segera ditangani dengan baik, juga keputusan
dilaksnakan berdasarkan musyawarah bersama para stakeholder.

Para stakeholder yang terlibat tidak memiliki kepentingan individu
melainkan karena tugas dan tanggungjawab masing-masing yang terikat

dalam SK Bupati Bantaeng No. 50 tahun 2022. Dalam artian stakeholder
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memiliki komitmen dalam kolaborasi penanggulangan stunting yang
termuat dalam SK Bupati.

Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan
oleh (Saufi, 2021) yang mengatakan bahwa keterlibatan stakeholder tidak
terlepas dari proses dialog antar aktor dan komitmen yang dibangun. Ruang
diskusi di inisiasi oleh pemerintah dapat membuka ruang untuk

menyampaikan gagasan dan ide.

2. Motivasi Bersama dalam Kolaborasi Penanggulangan Stunting di
Kabupaten Bantaeng

Bentuk motivasi bersama yang dilakukan oleh seluruh stakeholder
dalam melakukan kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng yaitu dengan membangun kepercayaan dan rasa pengertian
diantara stakeholders. Serta membentuk perjanjian kerja sama (MOU)
bersama stakeholder, namun MOU tersebut belum diketahui oleh seluruh
pihak yang terlibat.

Pelaksanaan kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng belum sepenuhnya bersifat transparan. Meskipun mereka
memiliki grup whatsapp sebagai bentuk komunikasi via online dan
tersedianya aplikasi web monitoring sebagai fasilitas kepada stakeholder
untuk memantau data, akan tetapi semua program-program kerja masing-
masing stakeholder belum bisa di akses atau diketahui masyarakat. Serta
belum adanya tim yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari

masing-masing stakeholder yang terlibat.
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Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bintari
& Soleh, (2022) yang mengatakan kolaborasi yang dilakukan oleh
stakeholder Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di
Indonesia masih terjadi masalah dalam pelaksanaannya yaitu belum
adanya pendampingan, pengawasan serta motivasi bersama yang
dilakukan oleh semua pihak stakeholder.

Sementara Emerson dkk., (2012) menjelaskan bahwa motivasi
bersama dibutuhkan untuk mencapai konsensus diantara para pelaku
sehingga hal ini merupakan faktor penting menilai kolaborasi dalam
platform inovasi. Untuk itu, proses kolaborasi penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng diperlukan transparansi dalam pelaksanaan tugas
masing-masing stakeholder agar semua stakeholder memiliki tingkat

motivasi yang lebih tinggi untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

3. Kapasitas Bertindak Bersama dalam Kolaborasi Penanggulangan
Stunting di Kabupaten Bantaeng

Hasil penelitian mengungkapkan beberapa landasan hukum yang
mengatur pelaksanaan kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng diantaranya: SK Bupati Bantaeng Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bantaeng,
dan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 71 tahun 2019 Tentang
Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Stunting. Aturan tersebut
sepenuhnya mengikat hampir seluruh dinas di Kabupaten Bantaeng,

beberapa organisasi non pemerintahan, kelompok masyarakat hingga
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pihak swasta, akan tetapi peran program kegiatan masih di dominasi oleh
pihak pemerintah sehingga program kerja belum berjalan dengan baik.
Juga belum adanya dokumen mengenai daftar program kolaborasi yang
akan mereka laksanakan dalam kurung waktu satu tahun.

Hasil ini senada dengan temuan Saufi, (2021) yang mengungkapkan
peran pemerintah yang masih dominan dalam kolaborasi penanggulangan
stunting dan lambannya dalam mentransformasikan kebijakan yang ada di
rencana aksi daerah.

Sementara kepemimpinan dalam kolaborasi penanggulangan stunting
di Kabupaten Bantaeng berbentuk kepemimpinan kolektif. Artinya semua
stakeholder memiliki tugas yang berbeda tetapi berada pada posisi yang
sama, tidak ada yang berada di atas ataupun di bawah. Meskipun terdapat
ketua tim yang tugasnya sebagai koordinator dalam mengarahkan
sekaligus penanggung jawab kolaborasi agar berjalan denga baik.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Luh ni, (2019, hal. 205)
yang mengatakan bahwa pemahaman kepemimpinan dalam kolaborasi
diarahkan kepada kepemimpinan kolektif, yakni semua stakeholder yang
terlibat berstatus pemimpin tanpa terkecuali.

Pengetahuan harus dimiliki oleh setiap stakeholder yang terlibat
dalam pembagian tugas berdasarkan intervensi gizi spesifik dan gizi
sensitif. Berdarkan hasil penelitian menyatakan stakeholder yang terlibat
dalam kolaborasi penanggulangan stunting di kabupaten bantaeng telah

memiliki pengetahuan yang baik mengenai stunting.
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Sementara sumber daya manusia dalam kolaborasi penanggulangan
stunting di Kabupaten Bantaeng telah cukup memadai akan tetapi peran
swasta dan lembaga masyarakat masih belum terlihat secara signifikan.
Meskipun dalam SK Bupati Bantaeng No 50 tentang Pembentukan Tim
Percepatan  Penurunan  Stunting  menyatakan  peran  dalam
penanggulangan stunting, akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan tidak
ditemukan peran dari pihak swasta, lembaga masyarakat secara aktif.
Hingga saat ini masih di dominasi oleh pihak pemerintah. Hal ini juga
dibuktikan dengan tidak adanya informasi yang beredar di sosial media
mengenai peran stakeholder pihak swasta dan lembaga masyarakat.

Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saufi,
(2021) yang mengungkapkan pemerintah begitu dominan dalam
mengimplementasikan program intervensi gizi spesifik dan sensitif serta
kurang melibatkan organisasi masyarakat.

Untuk itu, proses kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng memerlukan peningkatan keterlibatan stakeholder non

pemerintah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Proses keterlibatan berprinsip di antara stakeholder yang berkolaborasi
dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng dilakukan
dengan membuka ruang diskusi bersama untuk mengidentifikasi
permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga mereka memiliki
tingkat pemahaman yang baik mengenai stunting agar mampu
melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. Serta tidak adanya
kepentingan individu dalam kolaborasi yang dilaksanakan.

2. Bentuk motivasi bersama yang dilakukan oleh seluruh stakeholder
dalam melakukan kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng yaitu dengan membangun kepercayaan dan rasa pengertian
diantara stakeholder. Membentuk perjanjian kerja sama (MOU)
bersama stakeholder, namun MOU tersebut belum diketahui oleh
seluruh pihak yang terlibat. Serta pelaksanaan kolaborasi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya
bersifat transparan. Sementara sumber daya manusia dalam kolaborasi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng telah cukup memadai
akan tetapi peran swasta dan lembaga masyarakat masih belum terlihat

secara signifikan.
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3. Kapasitas bertindak bersama yang dibentuk oleh stakeholders
kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng yakni
membuat landasan hukum sebagai acuan dalam mengambil tindakan,
di dukung dengan pengetahuan stakeholders yang cukup baik
mengenai stunting. Adapun bentuk kepemimpinan dalam kolaborasi
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng yakni kepemimpinan

kolektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan maka
peneliti mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat
meningkatkan pelaksanaan collaborative governance dalam
penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng, beberapa saran tersebut
antara lain:

1. Perlunya dilakukan pemenuhan kualitas dan kapasitas SDM,
kecukupan anggaran serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
program penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng.

2. Peningkatan keterlibatan stakeholder non pemerintah untuk mencapai
tujuan kolaborasi yakni penurunan angka stunting di Kabupaten
Bantaeng.

3. Adanya transparansi yang dilakukan seluruh stakeholders ketika
melaksanakan program-program penanggulangan stunting agar dapat

meningkatkan rasa saling percaya di antara stakeholder.
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LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI PENELITIAN

Data Prevalensi Stunting Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 - 2022

STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN e-PPGBM
KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2018
Jumlah Stunting Wasting Underweight
No Puskesmas S Balita
Balita \Giokurl~ami | % | omi | % | i | %
1 |BISSAPPU 1851 22 2 9,09 0 0 1 4,55
2 |LOKA 758 19 5’ 15,79 0 0 5 26,32
3 |SINOA 933 188 58 30,85 oL 3,72 20 10,64
4 |KOTA 1841 28 10 3571 2 7,14 10 35,71
5 |LASEPANG 930 184 39 21,20 39 21,20 44 23,91
6 |ULUGALUNG 934 12 0 0,00 1 8,33 2 16,67
7 |PABENTENGANG 661 10 2 20,00 0 0 4 40,00
8 |BANYORANG 1144 115 43 37,39 0 0 11 9,57
9 |KASSI-KASSI 1070 15 5 33,33 3 20,00 6 40,00
10 |BARUGA 1217 25 11 | 44,00 4 16,00 9 36,00
11 |DAMPANG 868 7 3 42,86 0 0 3 42,86
12 |MOTI 1046 325 28 8,62 10 3,08 13 4,00
13 |CAMPAGALOE 681 11 4 36,36 4 36,36 2 18,18
JUMLAH 13934 961 208 21,64 70 7,28 130 13,53
Mengetahui :
Kabid Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Kesga & Gizi
ABDUL YID, SKM,M.Kes AMIRULLAH, SKM, M.Kes
NIP. 19650516 198603 1 017 NIP. 19671208 198903 1 012

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng (2023)
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TAHUN 2019

Stunting Wasting Underweight

jumlah

No Puskesmas Sazaren, balita
Balita diukur Iml % Iml % Jml %
1 |BISSAPPU 2139 33,33 0 0 0 0,00
2 |CAMPAGALOE 787 7 0,00 3 42,8571 1 14,29
3 |LOKA 876 5 1 20,00 0 0,00 4 80,00
4 |SINOA 1078 112 20 17,86 8 7,14 9 8,04
5 |KOTA 2128 50 12 24,00 0 0,00 7 14,00
6 |LASEPANG 1075 302 70 23,18 27 8,94 37 12,25
7 |ULUGALUNG 1080 393 86 21,88 11 3 53 13,49
8 |PABENTENGANG 764 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
9 |BANYORANG 1322 74 26 35,14 10 13,51 21 28,38
10 |DAMPANG 1003 177 36 20,34 3 4,52 22 12,43
11 |MOTI 1209 329 0,91 7 2 8 2,43
12 |KASSI-KASSI 1237 3 0,00 1 33,33 0,00
13 |BARUGA 1407 32 6,25 0 0,00 12,50
JUMLAH 16105 1493 259 1735 75 5,02 166 11,12

Mengetahui :

Kabid Kesehatan Masyarakat

YID, SKM,M.Kes

NIP. 19650516 198603 1 017

Sumber : Dinas Kesehatan Kab

Ke

la Seksi Kesga & Gizi

LLAH, SKM, M.Kes

NIP. 19671208 198903 1 012

. Bantaeng (2023)
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TAHUN 2020

jumlah Stunting Wasting Underweight

No Puskesmas Sasaran balita

Balita diukur Jml % Jml % Jml %
1 |BISSAPPU 2121 242 43 17,77 45 18,595 44 18,18
2 |CAMPAGALOE 781 283 51 18,02 66 23,3216 40 14,13
3 |LOKA 869 336 143 42,56 32 9,52 160 47,62
4 |SINOA 1069 1030 43 4,17 26 2,52 60 5,83
5 |KOTA 2110 733 22 3,00 4 0,55 9 1,23
6 |LASEPANG 1066 771 254 32,94 71 9,21 225 29,18
7 |ULUGALUNG 1071 1132 236 20,85 18 2 117 10,34
8 |PABENTENGANG 758 512 49 9,57 15 3 13 2,54
9 |BANYORANG 1310 1217 114 7 31 2,55 67 5,51
10 |DAMPANG 995 871 33 3,79 10 115 30 3,44
11 |MOTI 1200 1166 14 1,20 14 1 20 1,72
12 |KASSI-KASSI 1227 937 29 3,09 88 9,39 54 5,76
13 |BARUGA 1395 650 60 9.8 45 6,92 89 13,69
JUMLAH 15972 9880 1091 11,04 465 4,71 928 9,39
Mengetahui :

Kabid Kesehatan

ABDUL YID, SKM,M.Kes
NIP. 19650516 198603 1 017

Sumber : Dinas Kesehatan Kab

. Bantaeng (2023)

la Seksi Kesga & Gizi

NIP. 19671208 198903 1 012
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TAHUN 2021

jumlah Stunting Wasting Underweight

No Puskesmas Sesaran 'balrta

Balita dlukur Iml % Jml % Jml %
1 |Bissappu 1816 1155 228| 19,74 7 0,61 231 | 20,00
2 |Campagaloe 669 644 35| 5,43 11 1,71 16 2,48
3 |Loka 744 712 298| 41,85 49 6,88 161 | 22,61
4 |Sinoa 916 891 31| 3,48 10 1,12 24 2,69
5 |Kota 1807 1882 271 1,43 23 1,22 14 0,74
6 |Lasepang 913 840 235| 27,98 31 3,69 110 | 13,10
7 |Ulugalung 917 917 190| 20,72 11 1,20 94 10,25
8 |Pa'bentengang 650 569 212| 37,26 73 12,83 | 119 | 2091
9 |Labbo 1122 1178 62| 5,26 28 2,38 41 3,48
10 |Kassi-Kassi 1051 724 13| 1,80 12 1,66 22 3,04
11 |Baruga 1194 1092 370| 33,88 69 6,32 136 | 12,45
12 |Moti 1029 931 18] 1,93 5 0,54 21 2,26
13 |Dampang 853 815 33| 4,05 11 1,35 24 2,94
JUMLAH 13681 12350 1752 14,19 340 2,75 1013 8,20
Mengetahui :

Kabid Kesehatan

Kegala Seksi Kesga & Gizi

ABDUL YID, SKM,M.Kes
NIP. 19650516 198603 1 017

NIP. 19671208 198903 1 012

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng (2023)
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TAHUN 2022

jumlah Stunting Wasting Underweight

No Puskesmas Hasann balita

Balita ik Jml % Jml % Jml %
1 |[BISSAPPU 1802 1722 10 0,58 13 0,75 20 1,16
2 |CAMPAGALOE 564 657 34 5,18 15 2,28 26 3,96
3 |LOKA 738 893 228 25,53 38 4,26 111 12,43
4 [sINOA 910 966 15 1,55 15 1,55 23 2,38
5 [kOTA 1793 1824 16 0,88 8 0,44 ] 0,00
6 |LASEPANG 305 941 51 5,42 32 3,40 62 6,59
7 |ULUGALUNG 910 975 178 18,26 12 1,23 87 8,92
8 |PABENTENGANG 546 600 117 19,50 34 5,67 96 16,00
9 |LABBO 1114 1178 26 221 5 0,42 17 1,44
10 |KASSI-KASSI 1045 985 7 0,71 36 3,65 43 4,37
11 |BARUGA 1185 1250 99 7,92 20 1,60 35 2,80
12 |MOTI 1021 1039 12 1,15 3 0,29 18 1,73
13 |DAMPANG 845 779 14 1,80 5 0,64 13 1,67
JUMLAH 13578 13809 | 807 5,84 236 1,71 551 3,99
Mengetahui :

Kabjd Kesehatan Masyarakat

H.IWAN SETIAWAN, SKM, M.KES
NIP. 19740604 199403 1 006

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng (2023)

Sub Koordinator Kesga & Gizi

f

NiotIANI, 5.5T

NIP.19750921 200312 2 004
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Peraturan Bupati Bantaeng No. 71 tahun 2019 Tentang Konvergensi
Program Percepatan Pencegahan Stunting

BUFPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

HKONVERGENSI PROGEAM PERCEPATAN PENCEGAHAN
STUNTING

BUPATI BANTAENG

Menimbang : a. bahwa prevalensi stunting pada balita di Kabupaten masih
tinggi, schingoa dapat menghambat upaya peningkatan
kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas Sumber
Daya Manusia;

b. bahwa kejadian stunting disebabkan cleh falctor yang
multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi
buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anal: balita, untuk
itu perlu dilalalkan upaya penanganan stunting melala
intervensi yang paling menentukan pada Seribu Hari
Pertama Kehidupan (HFK] dengan melibatkan berbagai
pemanglm kepentingan terkait;

c. bahwa dalam rangla optimalizasi pencegahan dan
penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bantaeng
secara efeltif, efesien, terkeoordinasi dan terpadu yang
melibatkan berbagai pemanglu kepentingan terkait, perlu
dibuat peraturan tengenai konwvergensi  program

percepatan Pencegahan Stunting;



Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud

pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati, tentang Kenvergensi  Program
Percepatan Pencegahan Stunting;

. Undang-Undang Nomeor 29 Tahun 13959 tentang

Pembentukan Daersh-Daerah Tingkat I Di Sulawesi
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 135% Nomor
74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Noemor
1822

» Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesshatan

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200% Nomor
1444 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tfentang

Pembentulkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor © Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara ERepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4424];

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian Air Susu Ibu Eksldusif ([Lembaran Negara
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10.

11

13,

13.

14.

15.

16.

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
Peraturan Pemerintah MNomor 66 Tahun 2014 tentang
Kezehatan Linglungan (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Wegara Republik Indonesia Nomor 5570);

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan Eelompok EKerja
Cperazional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
Peraturan Menteri Pertanian Nomeor 4 Tahun 2010 tentang
SBistem Kewaspadasn Pangan dan Gizi (Berita Nepgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 63 Tahun 2010
tentang Pedoman Penanggulangan Gangpuan Akibat
Kekurangan Yodium di Dasrah (Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2010 Nomor 675);

Peraturan Menteri Kezehatan Nomor 155 / Menkes / Per /
I,/ 2010 tentang Pengpunaan Kartu hMenuju Sehat [KMS)
Bagi Balita;

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di
Pos Pelayanan Terpadu;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 §/ Menkes [ Per
J X1/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilalu Hidup
Bersih dan Sehat [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomer 755);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012
tentang Bahan Tambahan Pangan [Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2012 Nomor 757);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan
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18.

19

20.

21.

22

24,

25.

Pesantren (Berita Negara Republik Indeonesia Tahun 2013
Nomor 163);

_Peraturan Lenteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga
Gizi (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
477);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013
tentang Angla Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia
|Berita MNegara Republile Indonesia Tahun 2013 Nemor
1438);

. Peraturan Menteri Kezehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Sanitaszi Total BEerbasziz Maszyarakat ([Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

Peraturan Menteri Kezehatan Nomor 23 Tahun 2014
tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 967);
Peraturan Menteri Kezehatan Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak [Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 825);

Peraturan Menteri Kezehatan Nomor 283 Tahun 2014
tentang Pedoman  Pelaksanaan Program  Jaminan
Kezchatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor B74);

_Peraturan Lenteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014

tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik
Indeoneszia Tahun 2014 Nomer 1110);

Peraturan MMenteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014
tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia
Subur dan Ibu Hamil [(Berita Negara Fepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1840 ;

Peraturan Menteri Keszehatan Nomor 21 Tahun 2015
tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Analk Balita
dan Ibu MNifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 441]);
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26 Peraturan Menteri Kesshatan Nomor 74 Tahun 2015

29,

30

31.

32,

tentang Upayva Kesehatan dan Pencegahan Penyalkit (Berita
Negara Fepublik Indonesia Tahun Nomor 1775);

.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tshun 2016

tentang Penyelengparaan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1123);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produlk Hukum Daerah (Berita
Negara Republilt Indonesia Tabun 2015 Nomor 20346]
sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Wegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 80 Tahun
2015 tentang Pembentulkan Produk Hulkum Daerzh (Berita
Hegara Republik Indonesia Tahut 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tabhun 2016
tentang Standar Produk Suplementasi Gizi [Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 358);

.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionsl

JBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pedoman Umuimn Pelaksansan
Geralan Masyarakat Hidup Sehat [Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1505];

Peraturan Menteri Keuangan Nomor &1 Tahun 2019
tentangy Pedoman Pengounaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa untuk Mendulung Pelaksanaan Kegiatan
Intervensi Pencegahan Stunting Terintegraszi (Berita Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dasrah [Lembaran Dasrah Kabupaten Bantaeng Tahun
2016 MNomeor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bantaeng Nomor §);
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33 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomeor 1 Tahun
2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok [Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Neomeoer 1);

34. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Pemberian Air Susu ibu Eksklusif pada bayi di Kabupaten
Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015
Nomor 34).

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HKONVERGENSI
FPROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

BAE I
EKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalkeud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dasrah sebagai
unsur penyelengrara Pemerintahan yang memimpin pelalesansan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ctonom.

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewsan
Perwaldlan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Stunting atau sering dizebut kerdil atau pendek adalah kondisi
gagal tumbuh padsa analk di bawah usia lima tahun (balita) aldbat
kekurangan gizi kronik dan infelesi berulang pada 1.000 (zeribu)
HFPE.

6. Gerakan Masyarakat Hidup S3ehat yang selanjutnya disingkat
GERMAS adalah zuatu tindakan yang sistematizs dan terencana
vang dilakulkan bersama-zama oleh selwuh komponen bangza
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10.

Il

14,

dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilalou sehat
unituk meningkatlzan kualitas hidup.

Komunikasi Perubahan Perilalou Masyarakat adalah komunikasi
yang mengrunakan berbagai saluran pendekatan sistematiz dan
intersletif untuk menyampaikan pesan berdasarkan keadasn
masyarakat (dengan memanfaatkan penelitian konsumen),
termasulk pembuat kebijakan, petugas dan keluarga.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disigkat SKPD
adalah Peranglat Daerah vyang menyelengparalan  urisan
Pemerintahan Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

Dewanl Perwalilan Ralkyat Daerah yang sclanjutnya disinghkat
DPRD adalah Dewan Perwaldlan Raloyat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar MNegara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Badan perencanaan pembangunan Daerab yang selanjutnya
disingltat BAFPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang
bertangpung jawab terhadap pelakeansan tugas dan fungsi
perencanaan pemangunan di Daerah Provinei, Kabupaten atan
lota

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dizebut
APED, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwalkilan Ralkyat Daerah.

.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang =elanjutnya

dizebut REencana Kerja Pemerintah Daerah ([REKPD], adalah
dokumen perencanasan Daerah untuk periode 1 (satu] tahun.

.Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya dizebut PMD,
FP dan PA, adalah unsur pelalksans Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.
Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD,
merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
gejak lahir sampai dengan usia & (enam) tahun yang dilalulkan
melalui pemberian perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

311



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS]) yang selanjutnya disinglkat KUA-PPAS adalah
dolumen anggaran yang dibuat oleh Sekretariz Daerah sebagai
pedoman dalam penyusunan APBD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya dizinglkat
REKPD adalah dolumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun
Kawasan Fumah Pangan Lestarni yang selanjutnya disinglat KRPL
adalah =sebuah lkonsep linglungan perumahan penduduls atau
suatu linglungan aktivitas/tempat tinggal kelompok masyarakat
yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atan lahan
sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingea dapat
dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dalam
memenuhi kebutuhan gizi warga setempat.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana cperasional pada dinas di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bantaeng.

Dokumen Pelakeanaan Anggaran yang selanjutnya disinglat DPA
adalah dolumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang disunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengruna anggaran.

Dana Alcksasi Khusus yang selanjutnya disinglat DAK adalah
alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Provinsi/Kabupaten,/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai
kepiatan khusus yang memipakan urusan Pemerintah Daerah dan
sesual dengan prioritas nasional.

Pemberian Makanan Tambahan yang selanjutnya disingkat PMT
adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentulk
kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung
lainnya dengan memperhatiltan aspek mutu dan keamanan
pangan serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan
SASAran.

Ussha Kecil Menengah yang selanjutnya disinglat UKM adalah
Sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memilild
keltayasn bersih paling banyak dua ratus juta rupiah tidalk
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
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23,

24,

26.

27

28.

29,

30.

Bahan Berbahaya dan Beracun yang szelanjutnya disingkat B3
adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat,
konsentrasi, dan/atan jumlahnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merisak
lingkungan hidup, dan/atan membahayakan lingkungan hidup,
kezehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan malkhlulk hidup
lain.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun vang selanjutnya dizebut
LE3 adalah =iza suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung

B3.

5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disinglkat SNI adalah

satu-zatunya standar yang berlalu secara nasional di Indonesia.
Badan Penyelenggara Jatminan Sosial yang selanjutnya disingkat
BEJS adalah badan, hukum -« yang dibentuk - untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial.

.Jaminan Kesehatan Nasional yvang selanjutnya disinglat JKI¥

adalah merupakan bagian dari sistem jaminan =osial nasional
[5J3N) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme
asuransi kesehatan sosial  yvang bersifat wajib  (mandatory)
berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2004,

Program keluarha Harapan vang selanjutnya disinglat PKH adalah
prograin penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan
kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan
ketentuan yang telah ditetaplan.

Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disinglkat KPM
adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah
deza untuk bekerja membantu pemerintah  desa dalam
memfasilitasi masyarakat desa  dalam merencanalan,
melaksanakan dan mengawasi pembanpunan sumber daya
manusia di Desa.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga vang selanjutnya
disingkat P2K2 adalah proses belmjar secara terstruktur untuk
memperkuat terjadi perubahan perilaln pada kader pembangunan

Matsia.
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31.

32.

34,

35.

36.

38.

39.

40.

Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah geralean
untuk membentul keluarga yang =sehat dan =ejahters dengan
membatasi kelahiran.

Bantuan Pangan Non Tunai yvang selanjutnya disingkat BPNT
adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberilcan kepada
kader pembangunan manusia setip bulannya melalui mekanizme
akun elektronik yang dipunakan hanya untuk membeli pangan di

E-Warofng.

3. Transfer ke Dasrah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat

TEDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasilkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan
Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah
dizerakan kepads Daerah dan De=za

Kawazan Tanpa Fokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah
kawasan yang ditetaplan sebagai kawaszan tanpa asap rclok.
Kader Kesehatan Gizi adalah kader kesehatan (masyarakat) yang
berfungsi sebagai promotor pizi di masyarakat yang di bentul oleh
puzkesmas.

Stunting adalah masalah gizi kronis yang dizebabksan oleh azupan
gizi yang kurang dalam walttu yang lama umumnya karena
asupan makanan yarng tidak sesuai kebutuhan gizi.

7.Bawah Lima Tahun atau sering disingkat sebagai BALITA

merupakan salah satu periode usia manusia zetelah bayi dengan
rentang usia dimulai dari dua sampai dengan lima tahun, atau
biaza digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan.
Konvergensi Stunting adalah suatu upaya intervensi penanganan
stunting yang terkoordinasi, terpadu mencalup intervensi gizi
sfesifilr dan intervensi gizi sensitif

Seribu Hari Pertama Kehidupan yvang selanjutnya disingkat 1.000
|zeribu) HPE adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai
seorang anak berusia dua tahun.

Intervensi Gizi Spesifikk adalah intervensi yang di tujultan kepada
anak Seribu Hari Pertama Kehidupan [HPE), pads umumnys
dilakukan oleh sektor kezehatan, dan bersifat jangka pendelk.
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41.

43

44,

45,

44,

45.

Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui
berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan
sasaran masyarakat wmum.

Upaya perbaikan pgizi adalah kegiatan dan/atau seangkaian
kegiatan wang dilakuksan secara terpadu, terinteprasi dan
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status
gizi masyarakat dalatn bentult uapaya promotif, preventif, luratif
maupun rehabilitatif yang dilalubkan cleh Pemerintah Daerah
Kabupaten dan/atau masyvaraloat.

3. 8urveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus

menerus yvang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek
penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebabnya dalam suatu
masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan
penanggulangan.

Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelazkan suatu
penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi zel tubuh
yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara
lain: disbetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler,
dizlipidemia gagal ginjal dan sebagainya.

Tenaga gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidilean formal
gizi, minimal lnlusan Diploma I Gizi yang memilild sertifileat
pelatihan gizi tertentu.

Petugas gizi adalah Tenaga Gizi atau orang vang peduli gizi yang
bekerja di sarana pelayanan kesehatan.

7. Posyandu adalah salah satu bentul upaya kesehatan bersumber

daya masyarakat yang dikelola dan dizelenggarakan dari, oleh dan
untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
kezehatan, gpuna memberdayakan masyarakat dan memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam mempercleh pelayanan
kezehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian
ibu dan bayi

Air Susu Ibu yang selanjutnys dizebut ASI adalah cairan hidup
yang mengandung zel-zel darah putih, imuneoglebuling, enzim dan
hormoen, =erta protein =pesifile dan =zat-zat gizi lainnys yang

diperlulkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak
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49_ AS] Ekslusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi 0 — & bulan
tanpa makanan lain.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN MAKSUD
Bagian Kesatn

ABAS
Pasal 2
A=zas penurunan stunting yaitu -
a. Bertindalk cepat dan alourat;
b. Penpuatan Kelembagaan dan kerja sama;
Almntabilitas;
d. Transparansi
Bagian Kedua
TJUAN
Pasal 3
Upaya pencegahan dan penurunan stunting bertujuan  untulk
meninglatlan statns pizi masyaralat dan kualitas sumber daya
maAnusia.
Bagian Hetiga
MAKSUD
Pasal 4
Upaya pencegahan dan penurunan stunting dimaksudkan untulk
meningleatlan mutu gizi perseorangan. keluarga dan masyaralat
melali :
a. Perbaikan pola konsumsi makanan;
b. Perbaikan perilaln =zadar gizi melalni pendekatan Geralan
Masyarakat Peduli Gizi;
c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesual dengan
kemajuan ilmu dan telenelogt;
d. Peningkatan sizstem kewaspadaan pangan dan gizi; dan
e. Membudayalan GERLAS.
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BAB III
PILAR, RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Bagian Kesatn
FILAR
Pasal 5
Aksi berzama dan terobosan untuk pencegahan dan penurnan
stunting dilaloukan melalui beberapa pilar vang meliputi:
a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
b. kampanye dengan fokus pada pemshaman, perubahan perilaku,
komitmen politik dan akuntabilitas;
c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, dasrah
dan masyaralat;
d. mendorong kebdjakan nutritional food securify, dan

e. pemantauan dan evaluasi

Bagian Kedna
RUANG LINGKUP
Pasal 6
Ruang linglkup upaya pencegahan dan penurunan stunting berkaitan
dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi giz sensitif.

Bagian Ketiga
SASARAN
Pasal 7
(1) Sasaran kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, meliputi:
a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
b. Sasaran untuk intervensi giz sensitif;
(2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Thu hamil;
b. Ibu menyuswi dan ansk dibawah usia 0 - 23 bulan;
c. Remaja dan wanita usia subur;
d. Anak usia 24— 59 bulan.
|3) Sasaran untulk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.
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BAB IV
HEGIATAN
Pasal 8

(1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu  hamil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2] huruf a, meliputi -

2

(3

a.

om0

Bl om

e
'

m.

il.

Memberilkan maksnan tambshan pada ibu hamil untulk
mengatasi kekurangan energl dan protein kronis;

. Memberiltan Tambahan Makanan Pemulihan Bagi Balita gizi

kurang/ burals;

Pemerikzaan Kehamilan;

Suplementasi Kapsul Vitamin A;

Suplemen calsim;

Suplementasi Finc untuk pengobatan diare;
Mengatasi kelurangan zat besi dan asam folat;
Mengatasi kelurangan iodium;

Menangpulangi kecacingan pada ibu hamil;
Pencehagan HIV, Sifilizs, Hepatitiz B;

. Melindungi ibu hamil dari malaria;

Promosi konzeling menyusui, konseling pemberian Malianan
Eayi dan Anak [FMBA];

Pemantauan dan Promosi Pertumbuhan;

Manajemen Terpadu Balita Salit.

Kepiatan intervensi gizi spesifik dengan dengan =saszaran ibu
menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 7 ayat (2] huruf b, meliputi

a.

b.

Mendorong inisiasi menyusy dind (IMD); dan
Mendorong pemberian ASI Elsklusif.

Kepiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan
anslk usia 6 - 23 bulan sebagimana dimakeud dalam Pasal 7 ayat
(2) huraf ¢, meliputi :

a.

Mendorong melanjutlzan pemberian AST hingga usia 23 bulan
didampingi olsh pemberian makanan pendamping ASI
(ME-ASI);

Menyediakan cbat cacing;

. Menyediakan suplementasi zink;
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e.

f.

=

. Melakukan fortifilkasi zat besi kedalam makanan;

Memberikan perlindungan terhadap malaria;
Memberikan imunisasi lengleap; dan
Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

(4] Kegiatan Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat wmum
sebagimana dimalksud dalam Pasal 7 ayat (3] meliputi:

[ ]

=

B thom

-

[

=]

. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;

Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan KB;

. Menyediakan JEKN;

Alkzes bantuan Uang tunai untuk PEH;
Penyebarluazan informasi melalui media;
Penyediaan konseling perubahan perilalou antar pribadi;

.. Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;

Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, Promosi
Stimulai anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang
anak;

Penyediaan konseling reprodulesi untuk remaja;

- Menyediakan BPNT bagi keluarga kurang mampu;

Alkses Fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terign,
minyak goreng);

. Akses Kegiatan KREPL;
. Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangam;

o. Menggalaklan kampanye pencegahan pernikahan usia anal.

EABV
PENDEHKATAN
Bagian Hesatu

EEMANDIRIAN EELUARGA

Pasal 9

(1) Dalam upaya pencegahan stunting dilakukan strategi edulkasi

kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.

(2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilalukan terkait upaya promotif dan preventif melalui
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intervensi perubahan perilal individu dan masyaralkat, serta yang

menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.

i3) Kemandirian keluargpa sebagaimana dimalkesud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk
mengenali menilai dan melalukan tindalkan secara mandiri yang

didampingi oleh tenaga kezehatan dan community provider, secara

berkala dan terintegrasi.

(4] Kemandirian keluarga sebagaimana dimalkeud pada ayat (1] dapat

dilihat dari berbagad indikator, yang meliputi :

a.

Sgjauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan
gizi;

Sejauh  mana keluarpa mengetahni  apakah  angpota
keluarganya mengalami masalsh kezehatan dan gizi;

Keluarga mengetahui apa yang harus dilalikan; dan

HKeluarga memanfastkan dan berupaya mengakses pelayanan
keezehatan yang dizediakan.

Bagian Hedua
GERAEAN SERIBEU HARI FERTAMA KEHIDUPAN
Pasal 10

(1) Gerakan 1.000 (seribu) HPK merupakan komitmen bersama antara
pemerintah daerah dan masyaraltat sebagai geraksan partisipasi

untuk percepatan penurunan stunting;
2) Gerakan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) melalw

penggalangan partizipasi dan kepedulian para pemanghku

kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap

kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama

kehidupannya;
i3) Geralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak=analkan dalam
bentuk antara lain meliputi :

a.

Penandatanganan pakta integritas oleh pemerintah daerah,
masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;

. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal

mauput informal;

. Kampanye di berbagai media;
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d. Pemberian penghargasn bagi masyarakat peduli pencegahan
stunting; dan
e. Kegiatan-lkegiatan lain yang mendulnng
4] Gerakan =ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng;
5] Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam
rencana strategis Dinas dan didulung anggaran DPA Dinas.

Bagian Ketiga
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
Pasal 11

(1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penurunan stunting
dilalukan GERMAS.

(2) GEEMAS s=ebagaimana dimsaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif
masalah stunting serta meningkatkan produltivitas masyaralkat.

[3) GERMAS sebagmimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan
melalai :

a Peninglatan aktivitas fisik;

b. Peningkatan perilalu hidup sehat;

c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyalit;

e. Peninglkatan kualitas linglungan; dan

f Peninglatan edulkasi hidup sehat.

4] GEEMAS sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyelkan
oleh Dinas Kezehatah dan seluruh Peranglkat Daerah terutama
untulk pencegahan stunting.

Pasal 12
Setiap orang berkewajiban melaksanalkan upaya penuruanss stunting
baik pada Instansi Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Masyaralcat
dan Keluarga
Pasal 13
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam -
a menyuszun dan mensozializasikan kebijakan daerah  yang

mendulung upaya pencegahan Stunting;
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. mengawal keonsistensi Program/kegiatan indikator dan lokasi

dalam KUA/PPAS dengan RKPD;

. berkoordinasi dengan Pengelola Keuangan Daerah (BEPKD) dalam

memverifiltazi kesesnaian program (kepiatan, indikator dan lokasi
dan rancangan DFA OFD dengan REKFPD/Rencana Kerja OFD;

. melakukan koordinasi dengan Perangkat Dasrah dalam

merumuskan usulan Desza terlait intervensi gizi speesifilt dan gizi
sensitif untuk disesuaikan dengan kewenangan kabupaten kota;

. berkoordinasi dengan  Selretarizs  Dasrah  (Setda] untuk

mempersiapkan Rembuk. Stunting pada Forum Lintas SKPD
dengan melibatkan SKPD provinsi, pemerintahan desa, DPRD dan
Perwalcilan unsur masyarakat;

menglkoordinir petiyiapan proposal pengajuan DAK, oleh SKPD
terlait;

memastilan prograum /kepiatan, indilkator, pendanaan dan lokasi
dalam rancangsan rencana kerja SKPD terkait pencegahan

Stunting;

. mengkoordinasikan pelaltsanaan alei Konvergensi/Alkesi Integrasi;

berkoordinasi dengan SKPD yvang mempunyai linglup tugas dan
fungsi dalam bidang komunikasi, informasi dan statistik dalam
peningkatan sistem manajemen data stunting;

berkoordinasi dengan SKPD dalam pengawasan dan pemantausn
Pelaksanaan Kegiatan, serta perumusan strategi pemecahsan
masalah;

berkoordinasi dengan S3KPD terkait dalam penyusunan laporan
hasil capaian kinerja pencegahan stunting pada tinglkat kabupaten
dan desa.

Pasal 14

Badan Pengelola Keuangan Daerah berperan dalam:

a.

Memfasilitasi tersedianya kebijjakan teknis perencanaan keuangan
SKPD/Badan vang terkait konvergensi percepatan pencegahan
stunting;

Memberikan dulungan tekmis pengelolaan keuangan terkait
Konvergensi percepatan pencegahan stunting;
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Melaksanakan pemantauan, evaluasi pengelolaan keuangan
terkait konvergensi percepatan pencegahan stunting;

Memberikan pembinaan tekniz pemanfaatan dans konvergensi
percepatan pencegahan stunting.

Pas=al 15

Dinas Kesehatan berperan dalam:

a.

Melslmulan koordinasi dan bekerjasarma dengan SEPD  lain
ditingkat Kabupaten utamanys kegiatan yvang berurusan dengsn
SKFPD lain;

. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan

Stunting masuk dalam Eencans Pembangunan Dasrah;
Mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengsn
pelacakan alear masalah Stunting;

. Meningkatkan Sosializazi Kebijaltan pencegahan Stunting kepada

masyarakat dan pemanglou kepentingan;

. Pembinaan kepada UPT kesehatan dalam peningkatan status gizi

dan pengetahuan gizi masyaralkat;

Melak=analzan strategi promosi lezehatan;

Mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi
perubahan perilaku;

. Mengembanglan sistem survailans gizi lokal disertad detelesi kazus

dan rujulan yang akurat cepat dan memadai;

Pemberian suplemen gizi pada ibu hamil dan balita;

Menyediakan PMT bagi ibu hamil Kurang Energil Kronik (KEK) dan
balita kekurangan gizi;

. Meningkatkan pelayanan persalinan di  fasilitas  pelayanan

kezchatan;
Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan
program STEM;

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana

sebagal dasar mengukur capaian kinerja.
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Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam:

a.

Berlcoordinasi  dengan pihak  terkait untul  bersama-sama
memprolasi penanganan pencegahan stunting.

Menyusun rencana program/kegiatan  pemenuhan  untuk
kebutuhan pokeok air minum sehari-hari, dan menyediakan
pengolahan air limbah domestilk zebagai =zalah satn intervensi
sensitif terhadap penekanan stunting;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan

kegiatan dan pemanfastan sarana air minum dan sanitasi

Pasal 17

Dinas Pendidikan berperan dalam:

a.

Berkoordinazi dengan Dinasz PMD, FP dan PA bagi peninghatan
kompotensi pendidilt PAUD yang berorientaszi Gizi;

Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam memastikan
penyyelenggaraan konseling kesshatan reproduksi kepada remaja
ditinglat Pendidilean Menengah dan sederajat.

Pasal 18

Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam:

a.

poo

o

=y

B oo

Kepatan =sosializsei konsumsi pangan beragam  bergizi seimbang
dan aman;

Pengembangan KRPL melalui opimalizazi pemanfaatan pekarangan
sebagai sumber pangan keluarga;

Pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

Pengembangn difersifikasi pangan berbasis pangan lokal;
Pengembangan sistem keamanan dan mutu pelayanan;
Pengembangan cadangan pangan;

Pengembangan distribusi pangan;

Sosializasi penaganan pasca panen dan  pengeolahan  hasil
pertanian.
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Pasal 19

Dinas PMD, PP dan PA berperan dalam:

a.

Menugazkan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan
rembul stunting desa;

Berkoordinasi dengan BAPPEDA untuk memastikan
program kegiatan, indilcator, pendanasn dan lokasi terkait dengan
pencegahan stunting sudah konvergen dan diakomodir dalam
Rencana Kerja Pembangunan Desa dan sesua dengan kebijakan;
Memantau hasil rembul stunting yang telah disepalati dalam
bentuk program/kegiatan, tepat lkelompol saszaran dan lokasi
deza, dimuat dalam REPD;

Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan
stunting masuk dalam rencana pembangunan kabupaten atau
deza, dibawah koordinasi BAPFEDA;

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi
dengan SKPD lainnya;

Penpuatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa;
Mendorong dan memfasilitasi desa menerbitkan regulasi tentang

Penanganan Stunting.

Pasal 20

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana berperan
dalam:

.
.

C.

Meninglkatkan promosi Pengasuhan 1.000 (zeribu) HPK;
Menyedialan alczes pelayanan KB;
Melakulkan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan.

Pasal 21

Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan dalam:

a.

Meningkatkan pengetahuan pemuda/pemudi dan guru olahraga
tentang Stunting:

. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya tentang

stunting dan 1.000 [zeribu) HPE;
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Mendorong secara optimal pelibatan OCrganisasi Kemasyaralkatan
Pemuda (CKP| pada tingkat deza/Kelurahan;

Menderong dan memotivaszi ibu-ibu hamil menguluti senam hamil;

e, Melibatlkan pemuda pernudi dalam kampanye stunting.

Pasal 22

Dinas Pertanian berperan dalam:

a.

Meninglatkan produksi buah, sayuran dan tanaman obat dalam
daerah yang ramsh lingkungan;

. Mendorong peternakan rumah tangga, tanaman holtilultura, dan

tanaman tahunan;

Kelembagaan usaha tani secara berkelompole

Pasal 23

Dinas Perumahan, Kawsasan Pemulkiman dan Pertanahan berperan
dalam:

Memfasilitasi penyediaan numah Iayals huni bagi keluarga miskin
yvang tidak mempunyai rumah;

. Memfasilitasi penyediaan rumah layalk huni bagi masyarakat yang

terdampalk pada pembangunan pemerintah;

. Memfas=ilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada

fasilitas umum dan kawazan pemukiman.

Pasal 24

Dinas Perhubungan berperan dalam:

a.

b.

Mendorong terbulanya akses transpotrasi bagi daerah terpencil;
Mendeorong lkonektifitas antarmoda trasportasi bagi daerah yang
sulit dijangkan.
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Pas=al 25

Dinas Komunikasi, Informatika dan perzandian berperan dalam:

a.

Melakukan diseminasi informatika layanan masyarakat terkait
Konvergensi Stunting;

. Mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk

menszozializasikan kebijakan Stunting;
Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijalan

stunting.

Pasal 26

Dinas lingkungan hidup berperan dalam :

a.

Mengendalikan penicemaran air dan tanah;

b. Melakukan pengawasan penggunasn bahan belias tambang limbah

B2 dan LB2 dan bahan berbahaya dan beracun dilokas:
penambangan yang berdampalr pada kesehatan linglungan;
Mendorong masyaralat untul membansun dan memanfaatian
bank =zampah dari sumber sampah melalni pemilaban dengan
syatem 3R (reduse, reuse, recycle) untul mengurangi timbunan
sampah;

- Mendorong kemitraan lingllungan dengan melibatlan Lembaga

Swadaya Masyarakat [LSM|, Lingkungan, Desa/Helurahan, dan
Camat dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas
lingleungan;

Mendorong kepedulian masyaralat untuk linglungan bebas polusi
termasulk pelusi rolol;

Mendorong masyarakat dan lembaga swasta, pemerintah untuk
melalulan pengurangan penggunaan air kemasan dan bahan
plastilc.

Paszal 27

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berperan dalam:

a.

Meninglkatlan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan
produk tembaltau, minuman berallkohol, dan bashan berbahaya
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vang sering dizalah gunakan dalam pangan, barang dalam keadaan
terbunglus;

. Meninglkatlan pengawazan terhadap produlksi pemasaran dan

perdaganganproduk makanan dan minuman yang berstandar SNI;

c. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat;

- Meninglkatlan lualitas dan desain produl pangan yang =sehat

untuk di komsumsi;
Meningkatkan pengawasan terhadap produk makanan yang
kadaluarsa.

Pasal 28

Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja berperan dalam:

a.

Meningkatltan pengawasan proses produksi industri olshan
EELLEELY

. Melaksanakan pengawasan mutu produk industri olahan pangan;

Meningkatlkan pengawasan terhadap wajib SNI;

- Mendorong dan mengarahkan peruzahaan untuk melalulan

pemerikzaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja zecara

reguler;
Mendorong dan memfasilita=i perusahan untuk menyedialan

SArana fUang mMenyus.

Pasal 29

Dinas Soszial berperan dalam:

a.

Menfasilitasi penyediaan Data Terpadu Kesejahterzsan Sosial
(DTKS) dalam rangka mendulung penurunan stunting pada
masuarakat mizkin;

Mengoptimalkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan PKH melalui
kepiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluargs [P2K2)
dalam rangka peningkatan pengetahuani, penerima manfaat
tentang kesehatan, gizi pendidilan dan pengasuhan anals;
Mengoptimalltan pencegshan stunting.
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Pasal 30

Kementerian Agama berperan dalam:

a.

Melaksanalan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong
perilalon hidup sehat dan peningkatan Status Gizi Calon Penganting
Memperkuat fungsi Pos Kesshatan Pesantren dan UKS/Madrasah;
Meningkatkan pembinaan Keluarga sakinah.

Pasal 31

BPJS Kezehatan berperan dalam peninglkatan pelayanan promotif dan

preventif bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Masional termasuk
upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Pasal 32

Camat berperan dalam:

=

Koordinasi intervensi pencegahan stunting dipimpin cleh camat
selalu koordinator wilayah;

Camnat melaloultan pertemusat secara berkala dengan aparat
tinglat leecamatan tinglkat desa dan masyarakat untuk membahas
perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan stunting;
Memberikan dulangan dalam melaksanalkan pemantauan
verifikazi data dan melakulkan pendampingan pelaksanasn
ditingleat de=a.

Pa=al 33

Pemerintah Desa berperan dalam:

a.

Mensosialisasikan lebyjakan pencegahan stunting kepada
masyarakat;

Melalcultan pendataan terhadap kelompek sasaran, permasalahan
terkait stunting, calupan pelayanan dasar kepada masyaralat,
kondisi penyediaan pelayanan dan sebagainya;

Pembentulkan dan pengembangan rumah desa sehat (RD3) zebagai
sekretariat bersama vang berfungsi untult ruang belajar bersama,
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penggalian aspirasi, aktualizasi budaya, aktivitas kemasyarakatan,
alses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan,
pendidilran dan sosial;

Menyelenggarakan rembuk stunting dess;

Tersusunnya rencana aksi pencegahan stunting di desa dan
daerah;

Menyiapkan kader pembangunan manusia (KPM) dan pelalon desa
lainnya yang terkait dengan pencegahan stunting;

Meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan
pengasuhan, penyuluhan pada hidup =zehat pada PAUD, dan
lainnya dalam upaya pencegahan stunting;

Meninglatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi
gizi sensitif sesuai dengan kewenangannys;

Meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat
melalmi pelatihan yang dilaksanaltan oleh pemerintabh maupun
lembaga non pemerintah lainnya;

Pemantauan pelakzanaan program/kegiatan pencegahan stunting
serta pengizian dan pelaporan scorcared deza kepada SKPD terkait;
Melakulkan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegghan stunting,
mengulur capadan kinerja desa, dan melaporkan kepada
bupati/wali kota melalui camat;

Melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar
penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan stunting

tahun berikutnya.

m. Membuat regulasi terkait pencegahan stunting.

Bagian Keempat
GERAKAN MASYARAKAT PEDULI GIZI

Pasal 34

(1) Masyarakat memilili kezempatan untuk berperan seluas-luasnya

dalam mewwjudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan
masyarakat melalui program Geralkan Masyarakat Peduli Gizi;
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i2) Dalam rangka pencegshan dan penuranan stunting dan
intervensinya, masyarakat melalui program Gerslian Masyarakat
Peduli Gizi berpartisipasi dalam pemanfaatan pekarangan untuk
sumber gizi;

i3] Membentult kader kesehatan gizi di Desa/Kelurshan dari
kelompok pemuda pemudi yang difasilitasi oleh puskesmas;

4] Dalam rangka promosi dan rumusan stunting dan intervensi,
kader kesehatan gizi berperan dalam perbaikan sadsr pgizi
penyuluhan untulk perbaikan;

I5) Pemerintah daerah membina, mendorong dan menggeraklcan
swadaya masyarakat di bidang perbaikan gizi dan pencegahan
stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil puna;

&) Mendorong =zetiap leluarga memanfaatican Pelkarangannya dengan
menanain sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman obat yang

BAB VI

PENAJAMAN SASARAN, INDIEATOR EKINEER.JA, DAN MANFAAT
Bagian Kesatu
Penajaman Sasaran Wilayah Pencegahan Stunting
Pazal 35
(1] Dalain upaya pencegahan stunting dilalukan penajaman sasaran
wilayah intervensi
(2] Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana
dimak=ud pada ayat (1) didazarkan pertimbangan vang meliputi:
a. Tingginyva angka kejadian stunting;
b. Perlunya efisiensi sumberdaya;
c. Lebih foltus pada implementasi dan efektivitas percepatan
penurunan stunting;
d. Pengulkuran target pencapaian yvang lebih terkendali; dan
e. Dapat dijadikan dasar perluasan sasaran pencegahan stunting,
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Bagiaan Kedua
INDIKATOR KINERJA
Pasal 36

(1) Indikator kinerja dari upaya pencegahan stunting harus teralour;
(2) Indikator kinerja datri setiap peranglat daersh yang terlibat dalam
program pencegahsn stunting, harus mengacu pada target
penurunan prevalensi stunting;
(3) Target penurunan prevelensi stunting harus tercapad = 20 % (dua
puluh perseratus).
Bagian Hetiga
MANFAAT

Pasal 37

Manfaat dari upaya pencegahan stunting yaitu melahirkan generasi
yang zehat dan cerdas, serta diharapkan berdampals pada penuranan
anglka kemiskinan.

BAB VII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 38

1) Perangkat Daerah/Kepala Desa/Lurah terkait menyusun
perencanaan dan penganggaran untulk mendukung Stunting
sezuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

(2] Penyusun rencanan kegiatan sebagaimana dimakesud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh BAPPEDA;

i3] Penganggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada syat (2] dapat
bersumber dari APED dan sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4] Penganggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada syat (3] dapat
bersumber dari TKDD Yang merupakan bagian dari belanja Negara
vang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
MNegara lkepada Daerah dan Desza dalam rangka mendanai



pelaltzanaan uruszan yang telah dizershkan kepada Daerah dan
De=za;

(5) TEDD untuk mendukung pelaksanasn Kegiatan pencegashan
stunting sebagaimana dimalksud pada ayat (4) terdiri dari:
a. Dana Alokas=i Khusus Fizik;
b. Dana Alokas=i Khusus Nonfizik; dan

c. Dana Desa.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 39

(1) Bupati melaiui Sekertaris Daerah melakukan pembinasn dan
pengawasan penyelenggaraan konvergensi Pencegahan Stunting;
(2} Perubahan dan Pengawasan penyelengparaan Implementasi

Konwvergensi pencegahan stunting dilaloukan kegiatan Monitoring

dan Evaluasi paling sedikit 2 [dua) kali dalsen setahun;

i3] Pelakzaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) dan ayat (2] dilaksanalkan cleh Tim yang ditetaploan
oleh bupati;

(4] Perangkat Daerah menyampaikan laporan  pelaksanaan
Implementasi konvergensi Pencegahan Stunting kepada Bupati
melalui BAPFEDA;

(5) BAPPEDA merekapitulasi laporan tersebut untuk disampailkan
Kepada Gubernur Sulawesi Selatan;

(&) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5]
didaszarkan pada indikator:

a. Keberhasilan  pelaksanaan  Implementasi — Konvergensi
Pencegahan Stunting sebagaimana tertuang dalam Dokumen
Pencegahan Stunting Kabupaten Bantaeng;

b. Realizsa=zi anggaran termasuk bersumber Transfer ke Daerah
dan Dana Desa;

c. Pencpsdan target output; dan

d. Dampalk dan manfaat pelalczanaan kegiatan
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Keputusan Bupati Bantaeng Tentang Pembentukan Tim Percepatan
Penurunan Stunting Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATML

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 050/9//.i [2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANTAENG
BUPATI BANTENG,

Blenimbaiig

Mengingat

i

bahwa dalam rangkamewuj 'sumberdnyamanusia

pembangunan berkelanjutan,
penurunan stunting,

bahwa percepatan penurunan
secara  holisfik, mtegrauf, dar
koordinasi,” - “sinergi, dan s
kementerian /lembaga, Pem
Pemerintah Daerah Kabupaten,
pemangku kepentingan;

bahwa Kabupaten Bantaeng mnierupakan salah satu
Kabupaten Lokus Fokus Interverisi Penurunan Stunting
Terintegrasi Tahun 2022 sesuai desga Keputusan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
lO/MPPN/HK/02/2021
bahwa berdasarkan pertimbangan jsebagaimana dimaksud
pada hurufa, huruf b dan huruf ¢, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang Tim [Percepatan Penurunan
Stunting di Kabupatcn Dantacny,

Undang - Undang Nomor 29 |[Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tinglat Il di Sulawesi;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiongl;

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 009 tentang Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja|
Undang-Undang Nomor 18 tahun{2012 tentang Pangan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Stunting  dilaksanakan
bedmalnaa melalui
i di antara
2 Daerah  Provinsi,
Pemerintah Desa, dan




10.
11,

12

13.

14,

15.

16,

17.

18,

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Pemerintahan Daerah, scbagaima
kali, terakhir dengan Undang-U
2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Administrasi Pemerintahan, se

2014 tentang
telah diubah beberapa
ang Nomor 11 Tahun

2014 tentang
imana telah diubah

dengan Undang - Undang Nomor |11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 8
Pelaporan Keuangan dan Kinerja 11}
Peraturan Pemerintah . Nomor 33
Pemberian Air Susu Ibu Ekskiusif;
Peraturan Pemerintah Nomor 11
Ketahanan Pangan dan (izi;
Peraturan Pemenintah Nomor 13
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Preslden Nomor $9
Pelaksanaan  Pencapaian

Tahun 2006 tentang
stansi Pemerintah,

Tahun 2012 tentang
. _Tahun 2015 tentang
Tahun 2019 tentang

Tahun 2017 tentang

‘l’*fuan Pembangunan

Berkelanjutan;
Peraturan Presiden Nomor 72 |Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting,

Peraturan  Menteri - Kesehathin  Nomor 2269/
Menkes/Per/X1/2011 . fertang |Pedoman Pembinaan
Perilaku Hidup Bersih.dan Sehat;

Peraturan Menteri Kesehatan Npmor 65 Tahun 2013
tentang Pedoman  Pelaksan dan  Pembinaan
Pemberdayaan Masyarakat Bidang [Ke hatan;

Peraturan Menteri Kesehatan or 39 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyelenggar Program Indonesia
Sehat dengn Pendekatan Keluarga

Peraturan Menteri Peren Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Peren.
Nasional Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Badan Kependudukan
Nasional Nomor 12 Tahun 2021

an  Pembangunan
henttmg Rencana Aksi

n Keluarga Berencana
tentang Rencana Aksi

Nasional Percepatan Penurunan Afgka Stunting Indonesia

Tahun 2021-2024;

Menteri Perencanaan Pembanggnan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangu
10/MPPN/HK/02/2021 tentang
Kabupaten/Kota Lokasi Fokus
Stunting Terintegrasi Tahun 2022;

nan Nasional Nomor
Penetapan Perluasan
Intervensi Penurunan

336



22,

23.

Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

L

Peraturan Daerah Kabupaten

taeng Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantaeng Nomor 1 Tahun 2
Pembangunan Jangka Menengah
2023;

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor,
Konvergensi Program Percepatan P

., Peraturan Presiden Nomor 72

Percepatan Pepurunan Stunting,

Percepatan Pencegahan Stunting
2021; '

19 tentang Rencana
Daerah Tahun 2018 -

71 Tahun 2019 tentang
tncegahan Stunting,

Tahun 2021 tentang

. Pernyataan-Komifmen Bupati Bantheng untuk pelaksanaan

pada tanggal 07 Juni

_&unnng (TPPS) di

Tim Percepatan “Penurunan St

mdmdanpemndmnamhdasi

(TP-PKK]).

Pembagian peran TPPS kabupate

Percepatan Penurunan Stunti
sebagaimana tercantum dalam

pelaksana yang dikoordinasikan

Kecamatan, adapun tugas Sekret:

berikut :

a) momborikan
administrasi penyelenggaraan
Stunting;

b) melaksanakan fungsi koordingsi
rangka  melaporkan  perkern

penyelenggaraan percepatan pe:
¢} melaksanakan tugas lain

pelaksana dalam percepatan pes

Tim Percepatan Penurunan Stu
kepada Bupati Bantaeng.
Segala biaya yang

duliungan  substa

dikeluar

- dalam pelaksanaan
y tingkat kabupaten,
an [l Keputusan ini.

|Pe; atan Penurunan

antu oleh Sekretariat

lh Sekretaris pelaksana
dan dibantu oleh Tim Percepats

Penurunan Stunting
iat Pelaksana sebagai

] oi, daul
percepatan penurunan

Lehais,

Tim Pelaksana dalam
bangan  pelaksanaan
urunan Stunting;
ang mendukung tugas
urunan Stunting.
ting bertanggungjawab

Kan

sebagai  akibat

ditetapkannya Keputusan ini di &ankm pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

upaten Bantaeng.
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LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR . TAHUN 2022

TANGGGAL

TENTANG : PEMBENTUKAN
TIM PERCEPATAN
PENURUNAN
STUNTING
KABUPATEN
BANTAENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

I. Tim Pengarah
1. Ketua

2. Anggota

KABUPATEN BANTAENG

Bt Banins
: Forum Koordinasi Pinipinan ?ncrah Kabupaten
Baniaeng

1. Ketua : Wakil Bupati '

2. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Dacrah Kﬁbu ten Bantaeng
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng
3. Ketua Tim Penggerak| Pemberdayaan dan

Kesejahter@an Keluarga Kébupaten Bantaeng

3. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendatian Pgnduduk dan Keluarga

Berencana-Kabupaten Bantadng
111, Bidang-Bidang :

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan In nsi Sensitif;
Koordinator ' Kepala Dinas Kesehatan Kabgpaten Bantaeng
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng:

, 2. Kepala Dinas PMD, Pembefdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng,

3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bantaeng;

4. Kepala Dinas Pertkanan ¢ Kelautan Kabupaten
Bantacng:

5. Kepala Dinas Pekerjaan | Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bantaefg:

6. Kepala Dinas Perumahg Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bantaeng:

7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng,

8. Kepala Dinas KependuduKan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantaeng;

9, Direktur Rumah Sakit Umum Prof, Dr. Anwar
Makkatutu Kabupaten Bahtaeng;

10. Direktur RSUD Banyorang Kabupaten Bantaeng;

11. Kepala Bidang Kesehatan Masyvarakat Dinas
Keschatan Kabupaten Bantaeng;

12. Kepala Bidang Pencegalian dan Pengendalian

Penyakit Kabupaten Bantaeng;



2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampinga
Koordinator

Anggota

13.

14

15:

10.

17,

12,

13.

14.

15
16.

17.

. Kepala Bidang Pengend

‘ Kepﬂa Bidang Keseha

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Non Formal Dikbud Kabupaten Bantaeng;

E:n Penduduk Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Kabupaten Bantaeng;

Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantaeng;

Keluarga;
ié Penduduk dan

1 Masvarakat Dinas
Kcseilatan Kabupnmn :“‘
Kepala  Bidang
Pgnynlnhandanhngge

Banmmg
Kepala Bidang Kesejahteraan
Kabupaten Bantaeng,
dan Peningkatan

Kapasitas Dinas Pemberddyaan Masvarakat Desa,

Bantaeng;

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Bantaeng;

Koordinator Tlm Pendarpping Keluarga Dinas
Keluarga Brencana.

gnan dan Kesejahteraan
Keluarga Dinas Pengengalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
Pengurus Daerah Muhdmmadiyah Kabupaten
Bantaeng;
Pengurus Daerah Nahddtul Ulama Kabupaten
Bantaeng,
Pengurus Daerah Aisyiyal Kabupaten Bantaeng;

Pengurus Daerah Muslimat Nahdatul Ulama
Kabupaten Bantaeng;
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantaeng,
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3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencand
: Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng,
: 1. Kepala Badan Pengelolag

Koordinator
Anggota

Koordinator
Anggota

Keuangan Daerah
Kabupaten Bantaeng;

2. Kepala Bidang Perencandan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan| Daerah Kabupaten
Bantaeng;

3. Direktur PT. Huadi Ni¢kel Alloy Kabupaten
Bantaeng;

4, Kepala Bidang Ekonomi,
ke“ila)ahan Bappeda Kabupaten Bantaeng:

5, Kepaia ﬁidxng Pengelglaan Perikanan dan
Bndxdgya KabupamenBan heng;
KepalaBa@an Hukum Setg al\abupaten Bantaeng;

Perempuan dan

SDA Infrastruktur dan

.Bﬂﬂm
8. Kepala Bidang Cipta Karya|Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng;
9. Kepala Bidang Dinas Pefumahan dan Kawasan
Permukiman  dan gtanahan  Kabupaten

Bantaeng;.

10. Kepala Bldang Hortikullura Dinas Pertanian
Kabupdten, Bantaeng;

11, Kepala -Bidang Pemerintghan Desa Dinas PMD
PPPA Kabupaten Bantaeng

12, Kepala Bidang Kesehalan Masyakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Baritaeng;

13. Kepala Bidang Ketersediaah dan Distribusi Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng;

14, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng,

15, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantaeng:

16. Koordinator Tim Ahli Pendg

2. Kepala Bidang Penelitie
Bappeda Kabupaten Bantge
3. Kepala Bidang Kelemba
Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, PPPA Kabupaten Ba
4. Kepala Bidang Keseha
Kesehatan Kabupaten

1 Masyarakat Dinas
arjtaeng;
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o

3

4.
5.

9.

10.

11.

Sclnmrls ‘Badan Penge
Kelwﬂbmnmnlh
Sekretaris BAPPEDA Kabu
‘Sekretaris Dinas Kesehats

. Mardiah Muttalib, 3893

. Israwati Aminah, 8.Sos.,

Kepala Bidang Statis
Telekomunikasi Dinas
Statistik dan Persandian;
Kepala Bidang Pengelolaar]
Kependudukan Dinas
Pencatatan Sipil;

Kepala Bidang Pe

'Sekrctarls Tim

Swadaya Masyarakat)

Perencanal;
Suryadi, S.Sos., MM
Perencana);

pendalian
Penyuluhan dan Penggeraka
Penduduk,d_gn KB Kabupa

,  Komunikasi dan
omunikasi Informasi

Informasi Administrasi
Kependudukan dan

Penduduk
Dinas Pengendalian

(F\mgmmal F%nggezak
(Pejabat Fungsional

Fungsional

(Pejabat

Ade Reyhan Salman, SLTP {Analis Perencana

Bappedah
Fahmi Kurniawan, S.S0s.,
Penata Kependudukan d

MM (Pejabat Fungsional
KB}

342



2. memastikan pelaknnaanpeningimtmzhmtas

LAMPIRAN 11 : KEPUTUBAN BUPATI BANTAENG

NOMOR - TAHUN 2022

TANGG $

TENTAN ¢ PEMBENTUKAN
TIM PERCEPATAN
PENURUNAN
STUNTING
KABUPATEN
BANTAENG

TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN |[STUNTING
KABUPATEN BANTAENG.

. mengoordinasikan, mensinkronisasikan; dan memastikan pelaksanaan
kebijakan, program dan kegiatan percepatan pehurunan stunting antar
organisasi ‘perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan
pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupajen;
agaan dan sumber
atan, hingga tingkat
penurunan stunting,
dengan pemangku

daya manusia di tiogkat kabupaten, keca
desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepa
. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraz

tingkat kabupaten;
5 mcrumuskan dan memfaaahtasr pelaksanaan ma

hmm ﬁnglmt desa/kcluralw
; mengoondmaukan pemari(am!nfdan evaluasi p !enggmmn pevtepatan

Penmh 1 (satu) kali dalam 1 {satu) buhn atau aewaktu-wakm apablla
diperlukan.
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LAMPIRAN 11T : KEPUTUSA
NOMOR

TANGGGAL :

TENTANG

N BUPATI BANTAENG
; TAHUN 2022

T

: PEMBENTUKAN
TIM PERCEPATAN
PENURUNAN
STUNTING
KABUPATEN
BANTAENG

PERAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN F‘I“UITTNG

KABUPATEN BANTAENG.

1. Ketua Pelaksana
Ketua Pelaksana berttigas mengoordinasikan dan memastikan
pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting
penurunan Stunting kabupaten, melalui:

a)

b) Merumuskan strategi dan kebijakan

d) Mewakili TPPS untuk membuat persetujus

a)

b} Membantu Ketua Pelaksana dalam men

. Sekretaris Pelaksana
Sekretaris Pelaksana bertugas:

Mengoordinasikan dan mengendalikan pelakds

Percepatan Penurunan stunting di tingkat ke
desa/kelurahan;

seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan P
mencapai target yang telah ditetapkan;

efisiensi dan efektifitas organisasi;

pihak lain setelah mendapatkan kesepakata
tingkat kabupaten;

tahun atau sewaktu-waktu apabila diperfukams.
. Wakil Kerua Pelaksana
Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana

kebijakan dalam pelaksanaan program kerja
penurunan stunting kabupaten dalam me
ditetapkan,

intuk mencapai target

naan seluruh kegiatan
paten, kecamatan dan

sgnaan program kerja di

urunan stunting dalam

pabila berhalangan;

laksanaan percepatan
japai larget yang telah

a) Membuat dan mengesahkan keputusan dan Kcbijakan bersama-sama

b)

c)

d)

e}

r o=

Ketua dalam bidang administrasi dan
kabupaten;

Mengoordinasikan penyelenggaran di bidan
kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan mel
bidang dan antar kelembagaan;

Merumuskan dan mengusulkan peraturan d
di bidang administrasi dan tata kerja u
organisasi;

Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktif
dibidang administrasi dan tata kerja, serta m
Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja in
bidang;

Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kab
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

penyeleggaraan TPPS

administrasi dan tata
kukan koordinasi antar

ketentuan organisasi
k menjadi kebijakan

fitas TPPS kabupaten
nghadiri rapat-rapat;
mal organisasi antar

1paten;
Ketua Pelaksana sesuai
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4, Bidang - Bidang :

4.1

4.2

4.3

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik |dan Sensitif. Bidang

Pelayanan  Intervensi  Spesifik da Sensitif  bertugas

mengoordinasikan proses rujukan pe!aya an dan pendampingan

terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan
baik di tingkat kabupaten vang dllaksan ¢en melalui fungsi:

aj Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme
pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko
stunting, mengacu pada strategi nasipnal dan rencana aksi
nasional percepatan penurunan stunting;

b) Mengoordinasikan surveilans keluargh berisiko stunting di
kabupaten;

¢] Mengoordinasikan dan memastikan berfjalannya pendampingan
bagi keluarga berisiko stunting di kabupaten;

d) Mengoordinasikan dan memas|ikan terlaksananya
pendampingan bagi kelompok sasaran) percepatan penurunan
stunting di kabupaten;

e} Melakukan rapat internal Bidang Pelayhnan Intervensi Spesifik
dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satj) bulan atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampin gan Keluarga Bidang

Perubahan Perilaku dan Pendampingdn Keluarga bertugas

meningkatkan kesadaran publik dan jme w. g perubahan
pu'ilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting di
tingkat kabupaten yang dilakukan

a) memfasilitasi dan mengawaj penyusurian strategi komunikasi

perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten
sehagai acuan untuk mengadvokasi pemjerintah desa/kelurahan
dan melakukan komunikasi, informhsi dan edukasi bagi
kelompok sasaran;

b} melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan
stunting di kabupaten secara berkelanjutan;

c) mengembangkan kapasitas kelompok gasaran dan pendukung
komunikasi perubahan perilaku, melplui penyediaan materi
komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialispsi, dan lain sebagainva;

d} memfasilitasi komunikasi antar prbadi sesuai konteks
kelompok sasaran di kabupaten: dan

e] Melakukan rapat internal Bidang Pdrubahan Perilaku dan
Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dglam 1 (satu) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan,

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perengse

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan [Perencanaan bertugas

mengoordinasikan dan memastikan terlakbananya koordinasi dan

konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan
stunting di tingkat kabupaten yang dilaksapakan melalui:

a) mengoordinasikan, menyinla'onisassl;tn, dan memastikan
pelaksanaan kebijakan, program kegiatan percepatan
penurunan stunting antar organisasi |perangkat daerah dan
Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus
stunting,
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4.4

bj

c)
d)

e)

g

Bidang Data, Pemantauan, Bvaluasi dan ho g
.&dang Datn, Pemamauan, Evaluui dan nowle

a)

b)
c)

dj

mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan)
aksi konvergensi di kabupaten;
melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten;
memfasilitasi pembentukan TPPS di fingkat kecamatan dan
desa/kelurahan;

mengoordinasikan dan  memfasili
peningkatan kapasitas kepada organ
kabupaten, pemerintah kecamatan,
pemangku kepentingan terkait kebij , program, dan kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan percepa penurunan stunfing,
menyelenggarakan kerjasama dan kemifraan dengan pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan [percepatan penurunan
stunting di tingkat kabupaten;
melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan
Perencanaan 1 {satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-
waktu apabua diperlukan.

si pembinaan dan
i perangkat daerah
merintah desa, dan

melaksax;akan pengumpulan dan pengola \ te
percepatan penurunan stammg dari b erbagai sumber, antara
lain dari data BPS, data kementerian/Jen i

ad_a di kabupaw_n/ kota, seperti e-HDW
terkait percepatan penurunan stunting;
mengumpulkan dan mengolah data ki
dikabupaten;

melakukan pengelolaan pengetahuan ya
mendukung percepatan penurunan st

an sumber data lainnya
uarga berisiko stunting

g dibutuhkan untuk

melaksanakan audit stunting di kabupaten;
melakukan pernantauan dan evaluasi dijtingkat kabupaten /kota
dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan

mengacu pada -indikator kinerja  cdpaian operasionalisasi
Percepatan penurunan stunting pada| strategi nasional dan
rencana aksi nasional;
menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim
pengarah kabupaten,

346



347

Dokumentasi Pelaksanaan Program Kolaborasi dalam
Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bantaeng

Kegiatan posyandu
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Pemeriksaan kehamilan di Puskesmas
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DIAGRAM PRODUKSI LAHAN
DEMPLOT DARI KELOMPOK

Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng
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Dokumentasi Kegiatan UPT Gizi Kab. Bantaeng

Rembuk Stunting bersama seluruh stakeholder tahun 2022
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AN TIM PENDAMPING KELUARGA (IFR)
~ SE-KABUPATEN BANTAENG

7.y dan

B LAUNCHING

. “DASHAT”

APUR SEHAT ATASI STUNTING )

EMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT
PUNG KELUARGA BERKUALITAS
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Senin uli 2022 .
Balai Kive Bantaeng 'Q"

BKKBN menggelar Pembekalan Tim Pendamping Keluarga (TPK) se
Kabupaten Bantaeng dan launching Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat)
tahun 2022

Bantaeny

Dig msAgURgkEp kan. untuk mandukong tujdgR tersebut, dibutuhkan
I} penguatar ke JRLK O mg K& dan Pamberdayaan Kampung KB

Launching DASHAT di Kampung g ron o S § M 1
KB, BKKBN Sinergikan Data Untuk
Tekan Stunting:di Bantaeng

Kepala Perwakilan 8adch “egbpaivoukandan Heluarga Bergngon
Nasional (BKKBN) Provins | & -
mengokul Eantaeng term as.

pembentukan tm percepy ta

PENC \NANGAN KA N

HUMAS
BANTAENG
073

Launching DASHAT tahun 2023
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!

]

&/

KABUPATE : ‘

Program BKKBN Provinsi Sulsel bersama Anggota komisi IX DPR RI
melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program
Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bantaeng tahun 2022
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Kegiatan Sosialisasi Pentingnya Makanan Bergizi dirangkaikan dengan
pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang (25/01/2023)
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Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama Bapak H. lwan Setiawan selaku Plt. Sekretaris
Dinas Kesehatan Bantaeng / Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan Bantaeng

Wawancara bersama Ibu Mulyani, S.ST selaku Sub Kordinator Kesga dan
Gizi Dinas Kesehatan Kabupten Bantaeng



355

Wawancara bersama Bapak Amirullah, SKM, M.Kes selaku Kepala UPTD
Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kab. Bantaeng

Wawancara bersama Ibu Hj. Sri Dewi Yanti, S.Sos, M,Si selaku Ketua Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Bantaeng
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Wawancara bersama Ibu Siti Ramlah, S.E, MM selaku Kabid
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PMD dan
PPPA Kab. Bantaeng

Wawancara Bersama Bapak Fahmi Kurniawan, S.Sos., MM selaku
sekretariat pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting
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Wawancara Bersama Bapak Anugrah Budiyanto selaku Analis Perencana
Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantaeng

Wawancara Bersama Bapak Aidil Akbar, S.Sos selaku Kepala Bidang
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Bantaeng
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Wawancara Bersama Ibu Drs. Siti Aminah selaku Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng

Wawancara Bersama Ibu Amriani selaku Sekertaris Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Bantaeng
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Wawancara Bersama Bapak Muhammad Sukri selaku Kepala Bidang
Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan



LAMPIRAN 3. INSTRUMEN PENELITIAN

Lembar Validasi Pedoman Wawancara

Lembar Validasi Instrumen 1 (Pedoman Wawancara)

A. Identitas Validator

Nama
Bidang
Email

No. Hp

: Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Keahlian : Administrasi Publik

: abdulmahsyar@unismubh.ac.id

: 081524264500

B. Petunjuk Pengisian Validasi

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen

validitas yang akan digunakan dalam menilai instrumen penelitian yang berjudul

“Dinamika Coflaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten

Bantaeng”. Dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Kepada Bapak/Tbu berkenan memberikan skor dengan cara memberi tanda cheklist (V)
pada kolom yang telah disesuaikan dengan kriteria:

Sangat sesuai 4
Sesuai 53
Tidak sesuai 70
Sangat tidak sesuai 21

2. Jika Bapak/Tbu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Tbu memberikan
butir revisi pada bagian saran dan kritik pada lembar yang telah disediakan.

C. Validasi Instrumen

lokus intervensi penurunan stunting?

Jawaban
No Indikator O Em Saran/Masukan |
KETERLIBATAN BERPRINSIP '
|, | Bagaimana kondisi stunting di Kabupaten B |
Bnntueng?
o | Apayang menyebabkan terjadinya stunting |
di Kabupaten Bantaeng?
Mengapa angka prevalensi stunting di —
3. | Kabupaten Bantaeng tidak stabil tiap
tahunnya?
Berapa angka prevalensi stunting di
4. | Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020,
2021, dan 20227
5 Desa/kelurahan mana yang menjadi lokasi 1
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Dacrah mana yang memiliki tingkat
stunting tertinggi?

Fasilitas apa yang dibutuhkan bagi ibu hamil
dalam memenuhi kebutuhan gizi? Apakah
fasilitas tersebut telah terpenuhi?

Fasilitas apa yang dibutuhkan bagi ibu
menyusi dalam memenuhi kebutuhan gizi?
Apakah fasilitas tersebut telah terpenuhi?

Fasilitas apa yang dibutuhkan bagi bayi usia
(0-23 bulan) dalam memenuhi kebutuhan
gizi? Apakah fasilitas tersebut telah
terpenuhi?

Bagaimana pandangan masyarakat
mengenai stunting?

Bagaimana pola hidup masyarakat dalam
pemenuhan gizi?

Apa saja masalah yang terjadi di
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
gizi?

Mengapa masalah itu dapat terjadi?

Apa yang dimaksud dengan stunting?

15.

Apa saja dampak yang dihasilkan dari
stunting?

16.

Bagaimana cara penanganan stunting?

17.

Bagaimana cara mengatasi masalah yang
ada mengenai pemenuhan gizi?,

Bagaimana cara mengubah pola pikir
masyarakat tentang stunting?

19.

Apa saja upaya yang dilakukan dalam
menekan angka stunting?

20.

Seberapa sering dilakukan diskusi atau
dialog tatap muka bersama para aktor yang
terlibat untuk membahas masalah stunting
di Kabupaten Bantaeng?

21.

Apa saja pokok pembahasan pada saat
melakukan diskusi?

22

Kesepakatan apa yang dihasilkan saat
dilakukannya dialog tatap muka bersama
para aktor yang terlibat?

23,

Apakah dilakukan pertemuan kepada
masyarakat pada saat membahas fnsalah
stunting sebelum mengambil kebijakan?




Apakah disediakan fasilitas kepada
masyarakat ketika ingin melakukan
pengaduan terkait masalah stunting?

25.

Bagaimana tingkat pemahaman para aktor
saat forum diskusi berlangsung, apakah
terjadi umpan balik?

26.

Apakah ada umpan balik dari masyarakat
pada saat dilakukan diskusi bersama?

27,

Secara umum apa yang menjadi tujuan dari
kolaborasi yang dilakukan?

Mengapa anda ingin terlibat dalam
kolaborasi ini, apakah ada kepentingan

lain?

Apakah anda memiliki hak dalam

mengambil keputusan terkait program
penanganan stunting?

Apa kewajiban anda dalam proses:
penentuan kebijakan yang dilakukan dalam
penanganan stunting?

3L

Bagaimana proses pengambilan keputusan
yang dilakukan untuk menentukan program
yang akan dilaksanakan?

32.

Apakah pengambilan kepustusan dilakukan
secara cepat?

33.

Apakah dalam pengambilan keputusa
sering terjadi perbedaan pendapat?
Bagaimana mengatasinya jika hal itu
terjadi?

MOTIVASI BERSAMA

Apakah para aktor yang terlibat dapat
membuktikan bahwa apa yang mereka
usulkan dalam rapat sesuai dengan fakta
yang ada di lapangan?

Apakah anda setuju dengan pendapat dari
para aktor yang terlibat?

Apakah aktor yang memberikan pendapat
dalam rapat sesuai dengan apa yang mereka
kerjakan di luar forum?

Apakah para aktor yang terlibat melakukan
tindakan yang ia katakan?

Apakah anda percaya terhadap sikap dari
para aktor yang terlibat?

Bagaimana bentuk kepercayaan antar
aktor? Apakah mereka asaling percaya akan
informasi-informasi yang diberikan dari
aktor lain?
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Apakah semua aktor yang terlibat

menjalankan tugasnya sesuai aturan yang
berlaku?

Bagaimana proses diskusi yang seringkali

dilakukan, apakah berjalan dengan damai?

Bagaimana sikap dari aktor yang memiliki
perbedaan pendapat dengan aktor lain,
apakah ia berusaha menerima pendapat
tersebut?

Apakah para aktor dapat menghormati
pimpinan?

Bagaimana sikap para aktor yang terlibat
ketika usulannya tidak di terima oleh
pimpinan?

Bagaimana sikap pemimpin ketika terdapat
aktor yang tidak setuju dengan usulan dari
| Pemimpin?

Bagaimana gaya kepemimpinan yang
dilakukan oleh ketua dalam melakukan
kolaborasi?

Bagaimana tindakan pemimpin Jjika
terdapat aktor yang lalai terhadap tugas dan
tanggungjawabnya?

Apakah data yang di dapatkan di lapangan
dapat diakses oleh seluruh masyarakat?

Apakah informasi terkait pelaksanaan
kolaborasi dapat diketahui dengan mudah?

Bagaimana akses informasi bagi seluruh
aktor yang terlibat?

Bagaimana proses kolaborasi yang
dilakukan dalam penanganan stunting di
Kabupaten Bantaeng?

Apakah kolaborasi yang dilakukan sesuai
dengan tujuan kolaborasi?

20

Bagaimana bentuk pembagian tugas yang
diberikan pada saat kolaborasi?

21.

Apakah pemberian tugas dan
tanggungjawab yang diberikan sesuai
dengan keahlian dari aktor yang terlibat?

22,

Apakah ada pengawasan pada saat aktor
melakukan tugasnya? Siapa yang
mengawasi?

23.

Bagaimana komitmen tiap aktor dalam
mencapai tujuan kolaborasi?

24.

Apakah masing-masing aktor dapat
melakukan tanggungjawabnya sesuai

dengan kesepakatan yang telah dibuat?

[ o
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[ 25.

o

[26. Egaimana kiner:ia yangTilalEIérFleh

27.

-
<

e

bk
X
1.

Bagaimana proses langgun.gjmary;{ng
anda lakukan dalam program penanganan
stunting di Kabupaten Bant vl

Skt b
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masing-masing aktorA yang terlibat?

Apakah masing-masing aktor yaﬁerlibat
telah bekerja sesuai dengan tugas dan
tanggungiawabnya?

| Bagaimana peran para aktor yﬁg terlibat,

apakah mereka berusaha untuk memberikan
yang tertiaik?

Apakah adé;ﬂarmhﬂnnmﬁng

* | proaktif dalam mewujudkan tujuan
| kolaborasi? - =
KAPASITAS UNTUK BERTINDAK BERSAMA

Apa saja aturan yang mengatur mengenai |

penanggulangan stunting di Kabupaten

) mamacng‘?

5 J Bagaimana standar prosedur atau SOP

dalam penanggulangan stunting?

‘ 3. . Bagaimana proses pembentukan aturan

tersebut? (peraturan pemda jika ada)

4.

Bagaimana aturan main dalam kolaborasi,
apakah terdapat nilai-nilai dan batasan

perilaku yang ditetapkan?

Apakah terdapat perjanjian kerjasama
secara resmi (Mou), kalau belum apakah
ada penandatanganan pakta integritas dari
para aktor?

Apakah dibentuk penyusunan struktur
organisasi dalam penanganan stunting di
Kabupaten Bantaeng?

Bagaimana proses koordinasi yang
dilakukan?

Siapa yang bertanggungjawab atas proses
kolaborasi yang dilakukan?

Apa yang menjadi tugas anda dalam

program penanggulangan stunting di
Kabupaten Bantaeng?

1.

12.

—mmpin tim dalam

Apa saja hak dan kewajiban anda pada saat
berkolaborasi pada program
penanggulangan stunting dj Kabupaten
Bantaeng?

i

| ;
| penanggulangan stunting?

Apakah pemimpin telah menjalankan

perannya dengan baik?




[ Bagaimana inisiatil yang dilakyjan

pemimpin dalam membuat

sebuah
ngrlm?

Bagaimana sikap pemim

Pin ketika terjag;

kendala pada saaf melakukan ko aborasi?

Apa saja yang menjadi
yang anda dalam proses kolaborasio
(pemimpin)

Apakah pemim

pin bertan i
dalam melak SR

pemimpin d

. sanakan tugasnyq?
Bagaimana

4 Proses pengambifan keputusan
yang dilakukan pemimpin? Apakah

dilakukan ' dengan cara musyawarah?
Apakah setiap

P keputusan yang diambil oleh
apat diterima oleh semua aktor?
|"Apakah keputie oo

Pakah keputusan yang dilakukan oleh

PEMimpin sesuaj dengan kondisi yang ada?

20. | Apakah semua aktor yang terlibat mem ik
| Pengetahuan yang baik mengenai gizi?
21. | Bagaimana keterampilan yang dilakukan
oleh para aktor yang terlibat?

22.

Apakah para aktor yang terlibat memiliki
kemampuan yang baik dalam menjalankan
Pprogram penanganan stunting?

23.

Berapa jumlah aktor yang terlibat dalam
penanganan stunting di Kabupaten
Bantaeng?, siapa saja?

24.

Apakah SDM saat ini telah memadai untuk
melakukan berbagai program yang telah
dirumuskan?

25.

i kan dalam
Berapa anggaran yang dibutuh
melakukan berbagai program penanganan
stunting?

dilakukan dalam penanganan stunting?

27.

tersedia telah cukup
Apakah anggaran yang te!
dalam melakuka berbagai program

penanganan stunting?

28.

29.

Fasilitas apa saja ymgs‘?:lwm dalam
program penanganan

i lama waktu yang dibutuhkan untuk

menangani stunting di Kabupaten
Bantaeng?

365



366

Kesimpulan instrumen ini dinyatakan (lingkari salah satu)
@ Layak digunakan tanpa revisi

2. Layak digunakan dengan revisi

3. Tidak layak digunakan

* Validator internal adalah pembimbing tesis
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Lembar Validasi Instrumen 2 (Pedoman Wawancara)

A. ldentitas Validator

Nama : Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
Bidang Keahlian : Administrasi Publik
Email : fatmawati@unismuh.ac.id
No. Hp : 085355577791

B. Petunjuk Pengisian Validasi
Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen
validitas yang akan digunakan dalam menilai instrumen penelitian yang berjudul
“Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten
Bantaeng™. Dengan petunjuk sebagai berikut:
1. Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan skor dengan cara memberi tanda cheklist (V)
pada kolom yang telah disesuaikan dengan kriteria:

Sangat sesuai 04
Sesuai 33
Tidak sesuai 2
Sangat tidak sesuai =il

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Tbu memberikan
butir revisi pada bagian saran dan kritik pada lembar yang telah disediakan.

C. Validasi Instrumen

Jawaban ]
No Indikator Saran/Masukan
1 | 2 | 3 i 4
KETERLIBATAN BERPRINSIP
| | Bagaimana kondisi stunting di Kabupaten ]
" | Bantaeng?

> Apa yang menyebabkan terjadinya stunting
" | di Kabupaten Bantaeng?

Mengapa angka prevalensi stunting di

3. | Kabupaten Bantaeng tidak stabil tiap
tahunnya?

Berapa angka prevalensi stunting di

4. | Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020,
2021, dan 20227

Desa/kelurahan mana yang menjadi lokasi
Jokus intervensi penurunan stunting?




6. | Dacrah mana yang memiliki tingkat

!it_\.n_nling tertinggi?

Fasilitas apa yang dibutuhkan bagi ibu hamil
dalam memenuhi kebutuhan gizi? Apakah

| fasilitas tersebut telah terpenuhi?

Faii'ﬁhgiéﬁaAyiang dibutuhkan b;gl ibu
menyusi dalam memenuhi kebutuhan gizi?
Apakah fasilitas tersebut telah terpenuhi?

Fasilitas apa yang dibutuhkan bagi bayi usia
(0-23 bulan) dalam memenuhi kebutuhan
Rizi?  Apakah fasilitas tersebut telah

terpenuhi? oS
,_ﬁ—;*fl,. Bl ——
Bngaimanu-pmmh‘n masyarakat

mengenai stunting?

Bagaimana pola hidup masyarakat datam
pemenuhan gizi?

—

Apa saja masalah yang terjadi di
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
gizi?

14'7 ll'jai' ohdA

_|porgehde by Sl

Mengapa masalah it dapat terjadi?

Apa yang dimaksud dengan stunting?

Apa saja dampak yang dihasilkan dari
stunting?

Bagaimana cara penanganan stunting?

Bagaimana cara mengatasi masalah yang
ada mengenai pemenuhan gizi?

Bagaimana cara mengubah pola pikir
masyarakat tentang stunting?

Apa saja upaya yang dilakukan dalam
menekan angka stunting?

Seberapa sering dilakukan diskusi atau
dialog tatap muka bersama para aktor yang
terlibat untuk membahas masalah stunting
di Kabupaten Bantaeng?

21,

Apa saja pokok pembahasan pada saat
melakukan diskusi?

-4

Kesepakatan apa yang dihasilkan saat
dilakukannya dialog tatap muka bersama
para aktor yang terlibat?

23.

Apakah dilakukan pertemuan kepada
masyarakat pada saat membahas masalah

stunting sebelum mengambil kebijakan?
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[ Apakal disediakan faslias hopada

i hﬁaﬁﬁ—_ﬂg—_km pemahaman para aktor
saat forum diskusi berlangsung, apakah
toffadi umpan balik? HHy [l ben 4L

masyarakat ketika ingin melakukan
duan terkait lah ing?
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Apakah ada umpan balik dari masYarikat
pada saat dilakukan diskusi bersama?

Secara umum apa yang menjadi tujuan dari
kolaborasi yang dilakukan?

28.

29.

Mengapa anda ingin terlibat dalam
kolaborasi ini, apakah ada kepentingan
lain?

Apakah anda memiliki hak dalam
mengambil keputusan terkait program
penanganan stunting?

30.

Apa kewajiban anda dalam proses
penentuan kebijakan yang dilakukan dalam
penanganan stunting?

31,

Bagaimana proses pengambilan keputusan
yang dilakukan untuk menentukan program
yang akan dilaksanakan?

32.

Apakah pengambilan kepustusan dilakukan

33,

sering terjadi perbedaan pendapat?
Bagaimana mengatasinya jika hal ity
terjadi?

MOTIVASI BEF

aktor yang terlibadapat ;')
membuktikan bahwa apa yang mereka
usulkan dalam rapat sesuai dengan fakta
yang ada di lapangan?

Apuhhandasetujudenynpmdapndﬂs
para aktor yang terlibar? _ PYErS o

Apakah aktor yang memberikan i
dnlunnpumuaidmg;nmyangmueka
kerjakan di luar forum?

Apakah para aktor yang terlibat melakukan
tindakan yang ia katakan?

Apakah anda percaya terhadap sikap dari
para aktor yang terlibat?

6.

aktor lain?

Bagaimana bentuk kepercayaan antar
aktor? Apakah mereka asaling percaya akan
informasi-informasi yang diberikan dari

[ ___.aL_,__,VJ. SR |/ S| S




Apakah semua aktor v
" mznj ;:ns::\nu: aktor yang terlibat
N vyerhku" uysnya Sesuai aturan yang

8. | Bagaimana proses diskusi yang seringkali

9. Perbeda.an pendapat dengan aktor lain,
apakah ia berusaha menerima pendapat

| temebur

|| pimpinan?

. i ketika usulannya tidak di terima oleh

pi_mpinan'?

——y %l&?kﬂ 2pakah berjalan dengan damai?
Agaimana sikap dari aktor yang memiliki

10. | Apakah para aktor dapat menghormati |

Bagaimana sikap para aktor yang terlibat |

4

pemimpin?

| Bagaimana sikap pemimpin ketika terdapat
‘ 12. | aktor yang tidak setuju dengan usulan dari

| S
[ | Bagaimana gaya kepemimpinan yang

| 13. | dilakukan oleh ketua dalam melakukan
1 kolaborasi?

Bagaimana tindakan pemimpin jika

tanggungjawabnya?

14. | terdapat aktor yang lalai terhadap tugas dan

dapat diakses oleh seluruh masyarakat?

15. | Apakah data yang di dapatkan di lapangan

16. | Apakah informasi terkait pelaksanaan

kolaborasi dapat diketahui dengan mudah?

| ™

7. Bagaimana akses informasi bagi seluruh
aktor yang terlibat?

Bagaimana proses kolaborasi yang
18. | dilakukan dalam penanganan stunting di
Kabupaten Bantaeng?

Apakah kolaborasi yang dilakukan sesuai
dengan tujuan kolaborasi?

o0 | Bagaimana bentuk pembagian tugas yang
diberikan pada saat kolaborasi?

Apakah pemberian tugas dan

21. | tanggungjawab yang diberikan sesuai
dengan keahlian dari aktor yang terlibat?
Apakah ada pengawasan pada saat aktor
22. | melakukan tugasnya? Siapa yang
mengawasi?

Bagaimana komitmen tiap aktor dalam
mencapai tujuan kolaborasi?

Apakah masing-masing aktor dapat
24. | melakukan tanggungjawabnya sesuai
dengan kesepakatan yang telah dibuat?

23
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25.

Bagaimana proses tanggungjawab yang
anda lakukan dalam program penanganan
stunting di Kabupaten Bantaeng?

26,

Bag'nimam kinerja yang dilakukan oleh
masing-masing aktor yang terlibat?

27.

Apakah masing-masing aktor yang terlibat
telah bekerja sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya?

28.

L

Bagaimana peran para aktor yang terlibat,
apakah mereka berusaha untuk memberikan

yang terbaik? -]

29.

1.

Apakah ada pihak-pibak yang kurang
proaktif dalam mewujudkan tujuan
kolaborasi?

ASIIARTITTIR T

Apa saja aturan yang mengatur mengenai
penanggulangan stunting di Kabupaten
Bantaeng?

Bagaimana standar prosedur atau SOP
dalam penanggulangan stunting?

T |

e . W N I I
KAPASITAS UNTUK BERTINDAK BERSAM:‘_______T

3

Bagaimana proses pembentukan aturan
tersebut? (peraturan pemda jika ada)

Bagaimana aturan main dalam kolaborasi,
apakah terdapat nilai-nilai dan batasan
perilaku yang ditetapkan?

Apakah terdapat perjanjian kerjasama
secara resmi (Mou), kalau belum apakah
ada penandatanganan pakia integritas dari

Kabupaten Bantaeng?

Bagaimana proses koordinasi yang
dilakukan? A A (rlabldar

Siapa yang bertanggungjawab atas proses
kolaborasi yang dilakukan?

Kabupaten Bantaeng?

Apa saja hak dan kewajiban anda pada gl
berkolaborasi pada program
Bantaeng?

Apa saja peran pemimpin tim dalam
penanggulangan stunting?

Apakah pemimpin telah menjalankan

perannya dengan baik?
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3 Bﬂul'imtfnn inisiatif yang dilakukan [T |
* | Pemimpin dalam membuat sehuah X

| program?
14, | Bagaimana sikap pemimpin ketika terjadi
L] km‘_‘{ pada sant melakukan kolaborasi?
s Apa saja yang menjadi tanggung jawab

* | Yang anda dalam proses kolaborasi?

|| (pemimpin) = -
16. | Apakah pemimpin bertanggungjawab ‘
.| dalam " melaksanakan tugasnya? ) B ————
Bagaimana | blbs;s;)engamhi‘lanikep‘ﬁlusan |
yang dilakukan pemimpin? Apakah i
_| dilakukan dengan cara musyawarah? ‘
18. | Apakah setiap keputusan yang diambil oleh ‘
| pemimpin dapat diterima oleh semua aktor?
19. | Apakah keputusan yang dilakukan oleh
_pemimpin sesuai dengan kondisi yang ada?
20. | Apakah semua aktor yang terlibat memiliki
pengetahuan yang baik mengenai gizi? —
21. | Bagaimana keterampilan yang dilakukan
oleh para aktor yang terlibat? ‘
Apakah para aktor yang terlibat memiliki
22" kemampuan yang baik dalam menjalankan
Program penanganan stunting?
Berapa jumlah aktor yang terlibat dalam
23. penanganan stunting di Kabupaten
Bantaeng?, siapa saja? _
Apakah SDM saat ini telah memadai untuk
24. | melakukan berbagai program yang telah
dirumuskan?

Berapa anggaran yang dibutuhkan dalam
25. | melakukan berbagai program penanganan
stunting?
26, | Dari mana sumber anggaran yang akan

~ | dilakukan dalam penanganan stunting? =
Apakah anggaran yang tersedia telah cukup
27. | dalam melakuka berbagai program
58, | Fasilitas apa saja yang dibutuhkan dalam
program penanganan stunting?

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
29. | menangani stunting di Kabupaten
Bantaeng?

17.
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Lembar Validasi Pedoman Observasi

LEMBAR VALIDASI OBSERVASI 1

A. Identitas Validator

Nama : Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
Bidang Keahlian : Administrasi Publik

Email : abdulmahsyar@unismuh.ac.id
No. Hp : 081524264500

B. Petunjuk Pengisian Validasi
Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen
validitas yang akan digunakan dalam menilai instrumen penelitian yang berjudul
“Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten
Bantaeng”. Dengan petunjuk sebagai berikut:
1. Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan skor dengan cara memberi tanda cheklist (V)
pada kolom yang telah disesuaikan dengan kriteria:

Sangat Baik 14
Baik =3
Cukup 2
Buruk 51

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Ibu memberikan
butir revisi pada bagian saran dan kritik pada lembar yang telah disediakan.

C. Validasi Instrumen

No Aspek Penilaian Jawaban |

1| Petunjuk observasi dinyatakan dengan jelas

2 | Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas
Indikator yang diamati sudah mencakup semua aspek  E—

yang dibutuhkan dalam penelitian RL
A Aspek pengamatan pada lembar pedoman observasi | | 1 —
sudah dibuat dengan benar

| 5 | Bahasa yang digunakan komunikatif I
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LEMBAR VALIDASI OBSERVASI 2

A. Identitas Validator

Nama : Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
Bidang Keahlian : Administrasi Publik
Email : fatmawati@unismuh.ac.id
No. Hp : 085355577791

B. Petunjuk Pengisian Validasi
Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen

validitas yang akan digunakan dalam.menilai instrumen penelitian yang berjudul

“Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten

Bantaeng”. Dengan petunjuk sebagai berikut:

I. Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan skor dengan caramemberi tanda cheklist (V)
pada kolom yang telah disesuaikan dengan kriteria:

Sangat Baik  : 4
Baik 13
Cukup 2
Buruk il

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Ibu memberikan
butir revisi pada bagian saran dan kritik pada lembar yang telah disediakan.

C. Validasi Instrumen

Jawaban
1 2 3 4

No Aspek Penilaian

1 | Petunjuk observasi dinyatakan dengan jelas

2 | Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas
Indikator yang diamati sudah mencakup semua aspek

? yang dibutuhkan dalam penelitian
4 Aspek pengamatan pada lembar pedoman observasi
sudah dibuat dengan benar

5 | Bahasa yang digunakan komunikatif
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D. Komentar dan Saran

O’"""“‘* leprabrn am‘tg%wudw\
5?1-«l.uJ,u|Lv— " stear ,Qmam_ ,”b___ l"‘lf“”’“
_______ M*yv—s}m%/

Kesimpulan instrumen ini dinyatakan ( lingkari salah satu):
1. Layak digunakan tanpa revisi

ayak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan

*) Validator internal adalah pembimbing tesis

Makassar, [b Januari 2023
Validator,

fi

Dr. awati, MLSi



Lembar Validasi Pedoman Dokmentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

Untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggukan
dokumentasi yang memuat hal-hal berikut:

| Ne Dokumentasi yang
l Dibutuhkan
Presentase Prevalensi Stunting

| | Kabupaten Bantaeng 5 tahun

‘ terakhir T —

" | Desa/kelurahan lokus L

2 ‘ intervensi stunting Kabupaten
Bantaeng

- Srategi penanggulangan

3 | stunting di Kabupaten

Bantagag

4 \ Visi Misi Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantaeng |

Struktur Organisasi dan Tata

5 | Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantaeng

Rencana kerja Dinas

6 | Kesehatan Kabupaten |

Bantaeng tahun 2022

Jenis Dokumen Keterangan

Mol / Dokumen kerjasama

7 | antar akior penanggulangan
stunting

Struktur Organisasi Tim

§ | Percepatan Pepurunan Stunting
Kabupaien Bantaeng

Struktur Organisasi UPTD

| 9 | Pusat Penanggulangan Gizi

Terpadu Kabupaten Bantaeng |

Rancangan Program
Penanggulangan Stunting

Kabupaten Bantaeng Dalam
| Angka 2022

‘ 12 | Dokumentasi Kegiatan

fh. T'r"l**"“’i“'v

LAbrmy
iy
‘1 1 Ad2 .
.‘5.'1.1-""[“"‘"""\ = 9""\-4—.;11:-‘
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LEMBAR VALIDASI DOKUMENTASI |

A. Identitas Validator

Nama : Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
Bidang Keahlian : Administrasi Publik

Email . abdulmahsyar@unismuh.ac.id
No. Hp : 081524264500

B. Petunjuk Pengisian Validasi
Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen
validitas yang akan digunakan dalam menilai_instrumen penelitian yang berjudul
“Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten
Bantaeng”. Dengan petunjuk sebagai berikut:
1. Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan skor dengan cara memberi tanda cheklist ( V)
pada kolom yang telah disesuaikan dengan Kriteria:

Sangat Baik = :4
Baik 9
Cukup 2
Buruk 21

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Ibu memberikan
butir revisi pada bagian saran dan kritik pada lembar yang telah disediakan.

C. Validasi Instrumen

Jawaban
1 2 Tl 4

No Aspek Penilaian

1 | Petunjuk dokumentasi dinyatakan dengan jelas \

2 | Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas
Indikator yang diamati sudah mencakup semua aspek
yang dibutuhkan dalam penelitian

Aspek pengamatan pada lembar pedoman dokumentasi
sudah dibuat dengan benar

5 | Bahasa yang digunakan komunikatif

L1 1 [ |
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p. Komentar dan Saran

Kesimpulan instrumen ini dinyatakan (lingkari salah satu).
(T) Layak digunakan tanpa revisi

2. Layak digunakan dengan revisi

3. Tidak layak digunakan

*) Validator internal adalah pembimbing tesis

Makassar, 17 Januari 2023
Validator,

Dr. Abdul Mahsyay! M.Si



A,

LEMBAR VALIDASI DOKUMENTASI 2

Identitas Validator

Nama : Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
Bidang Keahlian : Administrasi Publik
Email : fatmawati@unismuh.ac.id
No. Hp : 085355577791

Petunjuk Pengisian Validasi
Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen
validitas yang akan digunakan dalam menilai instrumen penelitian yang berjudul
“Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten
Bantaeng”, Dengan petunjuk sebagai berikut:
1. Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan skor dengan cara memberi tanda cheklist (¥)
pada kolom yang telah disesuaikan dengan kriteria:

Sangat Baik  : 4
Baik K
Cukup )
Buruk 3l

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Ibu memberikan
butir revisi pada bagian saran dan kritik pada lembar yang telah disediakan.

C. Validasi Instrumen

Jawaban
1 . 13 4

No Aspek Penilaian s

1 | Petunjuk dokumentasi dinyatakan dengan jelas

2 | Pemyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas
3 Indikator yang diamati sudah mencakup semua aspek
yang dibutuhkan dalam penelitian

4 | Aspek pengamatan pada lembar pedoman dokumentasi T
sudah dibuat dengan benar

5 | Bahasa yang digunakan komunikatif
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y

D. Komentar dan Saran

Kesimpulan instrumen ini dinyatakan (lingkari salah satu):

1. Layak digunakan tanpa revisi

Layak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan

*) Validator internal adalah pembimbing tesis

Makassar, IL Januari 2023
Validator,

Dr. tmawati, M.SI



HASIL WAWANCARA 1

Nama Informan : H. Iwan Setiawan

Umur : 48 Tahun
Pendidikan  : S2
Jabatan : PIt. Sekertaris Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng / Kepala Bidang
Kesejahteraan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng
Hari/Tanggal : Kamis, 2 Februari 2023
Waktu 1 11.05 Wita
Tempat : Ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng
No Pertanyaan Hasil Wawancara

Bagaimana pengetahuan
masyarakat mengenai stunting?
(1.1.d)

Masih banyak persepsi di masyarakat yang
menganggap bahwa stunting itu penyakit
padahal stunting itu adalah akibat gangguan gizi
yang kronis ditandai dengan tumbuh kembang
anak. Jadi masyarakat bilang anak saya tidak
sakit kenapa di bilang stunting.

Apa saja dampak yang dirasakan
oleh masyarakat dengan adanya
keluarga yang mengalami
stunting? (1.2.b), (3.3.a)

Mereka tidak memperhatikan dampak yang
ditimbulkan oleh stunting karena menganggap
stunting itu hal yang wajar karena secara fisik
anak mereka sehat.

Masalah apa saja yang terjadi di
masyrakat sehingga
mengalami stunting? (1.1.a)

anak-anak

Itu tadi, adanya persepsi masyarakat yang salah
mengenai stunting.

Upaya apa yang dilakukan dalam
mengatasi
1.2.0)

masalah  tersebut?

Melakukan penyuluhan-penyuluhan  kepada
masyarakat terkait dengan apa itu stunting.

Data  stunting, tahun 2020:
11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa
angka tersebut tidak stabil, dalam
artian kadang naik kadang turun?
(1.2.a)

Iya, tapi ini sudah mengalami penurunan di
tahun 2022. Mengapa tinggi di awal-awal itu
karena tidak 100 persen balita yang ditimbang
jadi faktor pembaginya agak tinggi. Tapi kita
sudah 100 persen dilayani dan diukur.
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Bagaimana proses kolaborasi yang
dilakukan =~ Pemerintah ~ Kab.
Bantaeng percepatan
penurunan stunting?

dalam

Di Bantaeng itu terbentuk Tim Percepatan
Penurunan Stunting yang diketuai oleh pak
wakil bupati. Struktur tersebut dibentuk oleh
kementerian jadi semua wakil bupati ditunjuk
menjadi ketua tim di daerahnya masing-masing.
Jadi kita selalu berkoordinasi keberbagai lintas
sektor.

Siapa yang bertanggung jawab
dalam proses kolaborasi yang
dilakukan di Kab. Bantaeng,
apakah ada tim khusus yang
dibentuk? (3.1.c)

Yang bertanggung jawab Wakil Bupati. Dia
yang melakukan koordinasi kepada seluruh
OPD yang terlibat baik anggaran maupun
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Siapa yang mengambil keputusan
dalam menentukan program yang
akan dijalankan
penanggulangan stunting? (1.4.c)

dalam

Wakil Bupati yang mengambil keputusan dalam
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Apa perbedaan peran dan fungsi
UPTD Gizi
Percepatan Penurunan Stunting
(PPS) Kab. Bantaeng?

antara dan Tim

UPTD Gizi sebagai teknis dalam melakukan
intervensi spesifik. Termasuk Dinas kesehatan
dan jaringannya.
Sementara intervensi sensitif yaitu OPD lain
termasuk Dinas Pertanian, Dinas Catatan Sipil,
Dinas Sosial, dll.

10

Apakah disediakan ruang diskusi
bersama para stakeholder yang
terlibat dalam membahas program
tersebut? (1.3.a)

Iya, minimal sekali dalam jangka waktu tiga
bulan. Malah kita ada yang namanya aksi 1
sampai 8 yang masing-masing memiliki
tanggungjawab.

11

Bagaimana proses diskusi yang
dilakukan?,  apakah
dengan damai? (1.3.b)

berjalan

Iya kami berdiskusi sesuai dengan prosedur dan
agenda yang telah ditentukan.

12

Mengapa anda ingin terlibat
ini? apakah

sekadar pemenuhan tugas dari

dalam kolaborasi

atasan atau ada hal yang lain?
(1.1.c)

Karena tugas dan tanggung jawab kami, dan
juga terdapat regulasi yang mengatur hal ini.

2/5
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13

Apakah ada landasan hukum yang
dibentuk
jalanannya kolaborasi? (3.1.a)

untuk mengatur

Perpres No 71 tahun 2021

14

Apakah ada MoU atau perjanjian
kerjasama dengan
stakeholder? (3.1.b)

para

Tidak ada, di bawah koordinator langsung yaitu
bapak wakil bupati. Juga ada regulasi yang
dibuat “Surat Edaran Bupati terkait dengan
Percepatan Penurunan Stunting”

15

Bagaimana bentuk komitmen
yang  dilakukan para
stakeholder yang terlibat dalam

dari

kolaborasi?

Komitmen kita di aksi 3 ada rembuk stunting
keluar komitmen bersama dalam rangka
percepatan penurunan stunting di Kabupaten
Bantaeng. Ada beberapa poin penting.

16

Siapa saja aktor yang terlibat
dalam kolaborasi? Apakah ada
dari  pihak swasta, lembaga
pendidikan, dan media? Apa saja

perannya?

Kalau dari swasta ada dalam bentuk bantuan
CSR, di luar pemerintahan seperti bank, baznas.
Perusahaan dalam bentuk bantuan seperti PMT
(Pemberian Makanan Tambahan).

Pendidikan juga ada tapi belum resmi, yaitu
Unhas tapi belum dibentuk MoU khusus untuk
stunting.

17

Menurut anda, apakah jumlah
SDM / stakeholder yang saat ini
terlibat
mencapat tujuan kolaborasi yang
telah ditetapkan? (3.4.a)

telah memadai untuk

Saya rasa cukup jika dilihat dengan model
intervensi saat ini, karena semua telah terlibat
dalam percepatan penurunan stunting baik dari
pihak pemerintah, swasta, lembaga masyarakat
telah berperan penting.

Tapi karena keterbatasan anggaran sehingga kita
jalan saja.

18

Apa saja peran dan tanggung
jawab anda dalam kolaborasi ini?
(3.1.d)

Dinas kesehatan lebih banyak dalam penyediaan
data stunting dan intervensi spesifiknya.

19

Fasilitas apa saja yang disedikan
oleh (instansi anda / berbagai
stakeholder) dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng? (3.4.c)

Kita berikan intervensi langsung seperti biskuit,
susu dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)
untuk balita dan ibu hamil, kemudian kita
lakukan penyuluhan.
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Program apa yang dijalankan oleh

20 | instansi anda dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng?
21 Siapa yang menjadi target sasaran | Balita, ibu hamil, remaja putri untuk tablet
pada program tersebut? tambah darah dan calon pengantin.
Bagaimana kinerja para
stakeholder yang terlibat?
Apakah — mereka  menjalankan
22 tugasnya sesuai prosedur? Iya sudah
atau ada pihak yang kurang
proaktif  dalam  menjalankan
tugasnya? (2.1_)
Apakzh “m‘asing-mas%ng Iya, kami percaya terhadap stakeholder yang
23 | stakeholder memiliki rasa saling | terlibat karena mereka melakukan tugasnya
percaya  diantara  stakeholder | sesuai tanggungjawab yang diberikan.
lainnya yang terlibat? (2.1_)
24 Apakah pernah terjadi |
misskomunikasi ketika melakukan | Tidak pernah
kolaborasi?
Apakah pernah terjadi masalah
dalam proses kolaborai yang | Kendala kadang-kadang tapi kecil. Semuanya
25 | tengah dijalankan? bersatu dalam proses percepatan penurunan
Kalau boleh tau Masalah apa saia stunting. Semua stakeholder termasuk TNI dan
e PASYL bolri yang ikut terlibat.
dan bagaimana cara
mengatasinya?
Bagaimana sikap stakeholder jika
memiliki perbedaan  pendapat . . .
26 .o Itu kalau diskusi dengan rembuk yang dilakukan
ﬂ?;iiz Stai(;?l?;derr:ltﬂéhégfl l;ail; oleh pak wakil bupati selaku ketua PPS.
(2.2.b)
Apakah ada pengawasan yang
27 dilakukan pada saat | Dilakukan pengawasan oleh inspektorat daerah.
masing-masing stakeholder | Kalau puskesmas diawasi oleh dinas kesehatan.

melakukan tugasnya? (2.3.d)
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Berapa lama  waktu  yang '
28 | ditetapkan untuk mencapai target Target kita tahun 2024 sama dengan target
3 0,
penurunan  stunting di  Kab. nasional 14 %.
Bantaeng? (3.4.d)
Dari mana sumber anggaran yang
29 digunakan  dalam  melakukan )
penanggulangan  stunting  di Dari APBD dan APBN
Kabupaten Bantaeng? Apakah
dana tersebut mencukupi? (3.4.b)
Bagaimana gaya kepemimpinan
30 | yang diterapkan oleh ketua tim | pak wakil akan menengur para stakeholder jika
dalam melakukan kolaborasi? | mereka lalai dalam mengerjakan tugasnya.
3.a)
Bagaimana sikap pemimpin jik? Mencari jalan terbaik, mencari solusi, win win
31 | terdapat stakeholder yang lalai | solution yang bisa memperbaiki dan tujuannya
dalam menjalankan tugas dan | adalah peningkatan layanan kepada masyarakat.
tanggung jawabnya?
Bagaimana bentuk motivasi yang Dengan melakukan rapat-rapat koordinasi setiap
32 | diberikan kepada para stakeholder

agar mereka dalam

menjalankan tugasnya?

semangat

saat,  bahkan  permasalahan-permasalahan
stunting di lapangan.
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HASIL WAWANCARA 2

Nama Informan : Mulyani, S.ST

Umur

Pendidikan
Jabatan

Hari/Tanggal

Waktu

Tempat

: 47 Tahun
: D4

: Kamis, 02 Februari 2023
: 10.00 Wita

: Sub Koordinator Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng

: Ruangan Sub Koordinator Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng

Pertanyaan

Hasil Wawancara

Bagaimana pengetahuan
masyarakat mengenai stunting?
(1.1.d)

Kalau pengetahuan masyarakat itu sebenarnya
sudah bervariasi. Mereka sudah familiar dengan
kata stunting, Cuma yang mereka belum paham
betul faktor penyebab stunting, penanganannya.
Seperti yang kita ketahui bahwa stunting itu
tidak terjadi dalam jangka waktu yang singkat
tetapi mulai dari sejak hamil, itu yang mereka
belum pahami. Masyarakat berpikir bahwa
penanganannya bisa instan. Artinya ketika kita
lakukan intervensi, mereka bilang mengapa
tidak berubah, mengapa lama. Mereka tidak
memahami bahwa semuanya butuh proses.
Makanya kita lebih fokus untuk pencegahannya.
Jika  sudah  menjadi = stunting, tentu
penanganannya akan memerlukan waktu dan
biaya yang lebih banyak.

Apa saja dampak yang dirasakan
oleh masyarakat dengan adanya
keluarga yang mengalami
stunting? (1.2.b), (3.3.a)

Tentunya stunting memiliki banyak dampak
yaitu tingkat kemiskinan semakin bertambah,
juga berpengaruh terhadap kesehatan anak, dan
tumbuh kembang anak.

Masalah apa saja yang terjadi di
masyrakat sehingga anak-anak

mengalami stunting? (1.1.a)

Sebagian besar masyarakat sudah paham
mengenai stunting, tapi untuk penerapan
penanggulangan stunting masih susah. Kadang
kurang patuh, ada rasa bosan. Kemauan ada
tetapi mereka tidak  berupaya  untuk
menyelesaikannya. Juga mereka seringkali
bergantung kepada pemerintah.

Mereka menginginkan anak yang cerdas tetapi
orang tuanya tidak mau berupaya untuk hidup
sehat. Juga berpengaruh kepada pola asuh, dan
sudah banyak makanan instan yang tersedia.
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Upaya apa yang dilakukan dalam

Kami telah melakukan edukasi kepada
masyarakat untuk melakukan beberapa hal akan

mengatasi  masalah  tersebut? | tetapi mereka seringkali merasa berat untuk
(1.2.c) melakukan pencegahannya.
Data  stunting, tahun 2020:

11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa
angka tersebut tidak stabil, dalam
artian kadang naik kadang turun?
(1.2.a)

Hal ini karena alat yang kemarin di gunakan
belum terstandar. Misalnya alat di posyandu
kemarin belum terstandar kemudian tenaganya
juga belum terlatith menggunkan alat yang
sesuai standar.

Bagaimana proses kolaborasi

yang dilakukan Pemerintah Kab.
Bantaeng

dalam  percepatan

penurunan stunting?

Kalau di sini itu ada beberapa OPD yang
terlibat. Kalau di sini itu ketuanya pak Wakil
Bupati, koordinator itu kepala dinas KB,
kemudian sekretaris itu kepala dinas kesehatan,
kemudian ada dinas ketahanan pangan sebagai
anggota, kemudian juga PKK, Pertanian, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial,
dll. Mereka semua yang terlibat masing-masing
memiliki peran. Karena stunting merupakan
masalah yang kompleks. Bukan hanya asupan
gizinya semata, ada kalanya karena faktor
lingkungannya dimana rumahnya yang tidak
layak huni miasalnya lantai rumahnya hanya
tanah schingga Dinas Perumahan juga ikut
terlibat untuk membenahi rumahnya. Karena
seperti yang kita ketahui kalau lantai tanah akan
berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan
bayinya. PDAM juga ikut terlibat, bagaimana
penyediaan konsumsi air bersih bagi keluarga
balita.

Juga ada dari pihak swasta yang turut terlibat itu
dari Huadi berupa dana bantuan, juga tahun
kemarin ada sponsor dari sarihusada dalam
bentuk susu, biaya pertemuan, snack dan
makanan pada pertemuan evaluasi stunting.
Dari PT. Kalbe Farma berupa susu, juga ada
Indofood berupa bubur bayi.

Siapa yang bertanggung jawab
dalam proses yang
dilakukan di Kab. Bantaeng,
apakah ada tim khusus yang
dibentuk? (3.1.c)

kolaborasi

Bapak wakil bupati

217
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Siapa yang mengambil keputusan

Kalau rembuk stunting ada beberapa poin atau
tahapan yang harus disepakati jadi ini
tergantung kesepakatan dengan peserta. Tapi

8 | dalam menentukan program yang | ada kriteria-kriteria yang menjadi prioritas
akan dijalankan dalam | untuk disamakan persepsi bahwa inilah yang
penanggulangan stunting? (I.4.c) | menjadi sasaran kita dan apa yang akan kita

laksanakan.

Peran dan fungsi UPTD Gizi itu sebagai tempat

rujukan. Misalnya ada ibu hamil yang terdeteksi

di desa atau puskesmas kemudian kita rujuk ke
Apa perbedaan peran dan fungsi | UPTD Gizi karena di sana ada juga pelayanan
antara UPTD Gizi dan Tim | dokter anak, fisioterapi, dokter gizi, juga

? Percepatan Penurunan Stunting ]sjebeg.amya tertdapat bebe;'ipa kOPD yalr)lgbstand

i sana tapi mungkin karena beberapa
(PPS) Kab. Bantacng? stibukan lain jadi mireka tidak stand br;
Sehingga ketika ada ibu hamil yang memiliki
masalah gizi akan terfokus dan dapat ditangani
dengan cepat.
Iya, setelah ada data maka dilakukan analisis
Apakah disediakan ruang diskusi | terhadap data yang masuk. Kami melakukan

10 | bersama para stakeholder yang | delapan program aksi yang dilakukan dalam tiap
terlibat dalam membahas program | tahun.
tersebut? (1.3.a)

Selama ini proses diskusi yang kami lakukan
berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur
. ) . yang ditetapkan. Karena dalam tiap forum

11 Bagaimana proses diskusi yang | giskusi telah ditentukan kriteria-kriteria untuk
dilakukan?,  apakah  berjalan | memutuskan sebuah program sehingga diambil
dengan damai? (1.3.b) suara terbanyak ketika melakukan keputusan

tentunya dengan melihat beberapa
pertimbangan.
Mengapa anda ingin terlibat
dalam kolaborasi ini? apakah | Tentunya karena tuntutan tugas yang telah
12 | sekadar pemenuhan tugas dari ditetapkan dalam SK TPPS dan juga dalam
. instansi sehingga kami melakukan sesuai
atasan atau ada hal yang lain? o 1B
dengan arahan yang telah diberikan.
(1.1.c)
13 Apakah ada landasan hukum yang

dibentuk
jalanannya kolaborasi? (3.1.a)

untuk mengatur

Ada SK TPPS
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14

Apakah ada MoU atau perjanjian

kerjasama dengan para Ada juga
stakeholder? (3.1.b)
Komitmennya itu kita menentukan sasaran,
kemudian kita analisis bahwa kemungkinan
penyebabnya itu karena ini makanya kita
berkolaborasi  untuk  turun  kelapangan
Bagaimana bentuk komitmen | bersama-sama melakukan intervensi. Misalnya
15 | yang dilakukan dari  para dalam satu sasaran itu yang bern.lasala.h karena
stakeholder yang terlibat dalam pola asuhnya, ketersediaan air minumnya,
. karena imunisasinya, karena terserang penyakit,
kolaborasi? . .
atau karena administrasi kependudukannya yang
tidak lengkap maka kita koordinasi dengan
instansi yang terkait untuk turun bersama-sama
melakukan intervensi.
Kalau TPPS belum ada pihak swasta yang
. . . terlibat. Tapi kalau di organisasi masyarakat
Siapa saja aktO.r yang terlibat sudah ada PKK.
dalam  kolaborasi? Apakah ada | 54, sponsor dari sarihusada dalam bentuk susu,
16 | dari pihak swasta, lembaga

pendidikan, dan media? Apa saja
perannya?

biaya pertemuan, snack dan makanan pada
pertemuan evaluasi stunting.

PT. Kalbe Farma berupa susu

Indofood berupa bubur bayi

Huadi dalam bentuk dana bantuan.

Menurut anda,
SDM / stakeholder yang saat ini

apakah jumlah

Kalau kolaborasinya sudah ada tapi perannya
yang belum terintegrasi dengan baik. Artinya
kami sama-sama turun tapi biasanya tidak

17 | terlibat telah memadai untuk | prosdus artinya mereka biasanya punya sasaran
mencapat tujuan kolaborasi yang te.rsediri serpentara kita punya sasaran tersediri:
. Biasanya tidak bersamaan dalam turun di
telah ditetapkan? (3.4.a) .
lapangan karena juga keterbatasan dana.
18 | Apa saja peran dan tanggung | Kalau peran Dinas Keschatan cukup banyak.

jawab anda dalam kolaborasi ini?
(3.1.d)

Pertama itu penyediaan data karena kita ada
tenaga gizi di lapangan yang melakukan
pengukuran antropometri, dari situ kita sudah
melakukan screening kalau ibu atau bayi balita
ini rentang terjadinya stunting. Setelah itu kita
rujuk ke UPT, kemudian ada rekomendasi dari
UPT lalu di pantau kembali. Disamping itu juga
dilakukan intervensi yaitu pemberian makanan
tambahan, pemberian zat mikro, tambahan
multivitamin. Jadi perannya Dinas Kesehatan itu
menscreening, menemukan balita, merujuk ke
UPT, kemudian melakukan pemantauan dan
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intervensi gizi sasaran. Disamping itu juga
berkolaborasi dengan instansi lain yang terkait.

19

Fasilitas apa saja yang disedikan
oleh (instansi anda / berbagai
stakeholder) dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng? (3.4.c)

Kalau kita di Dinas kesehatan itu Pemberian
makanan tambahan, pemberian imunisasi bagi
mereka yang belum lengkap imunisasinya,
pemberian susu bagi ibu hamil yang KEK dan
ibu nifas KEK.

20

Program apa yang dijalankan oleh

instansi anda dalam
penanggulangan stunting di Kab.

Bantaeng?

21

Siapa yang menjadi target sasaran
pada program tersebut?

Kalau kita sekarang itu remaja putri, calon
pengantin, ibu hamil, ibu nifas, bayi/balita.

22

Bagaimana kinerja
stakeholder yang terlibat?
Apakah  mereka  menjalankan
tugasnya sesuai prosedur?

atau ada pihak yang kurang
proaktif ~ dalam  menjalankan
tugasnya? (2.1_)

para

Semua stakeholder telah menjalankan peran dan
tugasnya masing-masing, akantetapi kadangkala
sinergitas diantara stakeholder yang tidak
berjalan  dengan  baik. Artinya banyak
stakeholder yang turun sendiri.

23

Apakah
stakeholder memiliki rasa saling
percaya stakeholder
lainnya yang terlibat? (2.1_)

masing-masing

diantara

Untuk kepercayaan, kami percaya kepada semua
stakeholder yang terlibat untuk menjalankan
tugasnya masing-masing karena sejauh ini
mereka telah menjalankan perannya dengan
baik.

24

Apakah
misskomunikasi ketika melakukan

pernah terjadi

kolaborasi?

Tidak sampai miskomunikasi karena kita selalu
berkomunikasi tapi kadang waktunya yang tidak
punya kesempatan untuk pemantauan sasaran
sehingga tidak terintegrasi.

25

Apakah pernah terjadi masalah
dalam proses kolaborai yang
tengah dijalankan?

Kalau boleh tau Masalah apa
dan cara

saja bagaimana

Kalau kendala banyak. Khususnya kita di Dinas
Kesehatan, adakalanya kita anjurkan untuk
mengkonsumsi susu tetapi mereka tidak
melakukan hal tersebut dengan alasan lupa,
rasanya yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Kalau balita dianjurkan untuk melakukan
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mengatasinya?

pemeriksaan tetapi ibunya yang ogah-ogahan,
terlalu jauh, lama waktunya, mereka seringkali

tidak siap.
Termasuk kendalanya juga yaitu keterbatasan
anggaran mengenai penyediaan makanan

tambahan. Kemudian kendala kita juga biasanya
proses pengadaannya terlambat sehingga tidak
berkesinambungan dalam pemberian makanan
tambahan karena kita biasanya mendapat tender
sementara  perusahaannya ada  kendala
sementara kita sudah membutuhkan.

Bagaimana sikap stakeholder jika

Yang namanya perbedaan pendapat itu pasti
ada. Tapi kan dalam kolaborasi ini ada yang
menjadi ketua, koordinator maka merekalah
yang mengambil sikap agar terdapat satu kata.

26 glemlhkl perbedaan' pendapat Kemudian pihak lain memberikan masukan,
engan stakeholder lain? Apakah ’ i
. ., | sementara yang menggarahkan itu ketua, wakil
mereka saling menghormati? . o
(2.2.h) kfztua. dan koordmat.or supaya persepsi ini sama.
kita juga menghadirkan narasumber dari luar
supaya bisa mendapatkan masukan. Termasuk
ahli gizi kemarin ada dari unhas.
Kalau kita dari dinas kesehatan tetap melakukan
Apakah ada pengawasan yang | penoawasan ke petugas-petugas gizi yang ada di
27 dilakukan pada saat | puskesmas, juga turun ke posyandu untuk
masing-masing stakeholder | melakukan pemantauan bagaimana mereka
melakukan tugasnya? (2.3.d) melakukan pengukuran, dan juga mengevaluasi
intervensi yang dilaksanakan.
Kalau target Kabupaten Bantaeng sama dengan
Berapa lama  waktu  yang | terget nasional di tahun 2023 targetnya 14%.
g | ditetapkan untuk mencapai target Sementara posisinya sekarang masih 22,2
penurunan  stunting di  Kab. | persen pada tahun ini yang di rilis oleh SSG.
Bantaeng? (3.4.d) Sementara EPGM sudah capai target.
Dari mana sumber anggaran yang Kalau sekarang itu dari APBD saja untuk di
digunakan  dalam  melakukan Dinas. Kalau di puskesmas ada dari dana daud
29 | penanggulangan  stunting  di pusat yaitu anggaran pemberian makan.an
tambahan. Sementara kalau pengadaan susu itu
Kabupaten  Bantaeng? Apakah | ari daerah. Dan biskuit balita dan ibu hamil
dana tersebut mencukupi? (3.4.b) pengadaan dari pusat.
Bagaimana gaya kepemimpinan | Pak wakil senantiasa memberikan himbauan
30 | vang diterapkan oleh ketua tim kepada semua stakeholder supaya bisa saling

dalam melakukan kolaborasi?

(.a)

berkolaborasi dalam menuurunkan angka
stunting di Kabupaten Bantaeng, ia seringkali
memberi arahan kepada tiap OPD yang terlibat.
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31

Bagaimana sikap pemimpin jika
terdapat stakeholder yang lalai
dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya?

Bapak wakil memberikan arahan, dan
memberikan teguran supaya para stakeholder
melaksanakan ~ tugasnya  sesuai  dengan
tupoksinya.

32

Bagaimana bentuk motivasi yang
diberikan kepada para stakeholder
agar
menjalankan tugasnya?

mereka semangat dalam

Kalau untuk memotivasi kita memberikan
edukasi  bagaimana  faktor-faktor  yang
determinan  terhadap terjadinya  stunting,
kemudian dampak yang bisa terjadi apabila
penanganan stunting ini, kemudian advokasi
kepada pemangku kepentingan yakni pak wakil
bupati selaku ketua agar bisa menggerakkan
para OPD lain karena kalau hanya kita yang
berbicara sesama OPD tidak terlalu berdampak,
makanya kita lakukan advokasi kepada pak
sekda, pak wakil, dan bupati untuk
menggerakkan mereka.

717
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Begini kalau soal stunting biasanya itu
masyarakat taunya yang paling banyak itu gizi
buruk. Pokoknya dia gizi buruk yang tinggal
tulang. Tapi kalau stunting, pada dasarnya
masyarakat itu belum mengerti betul. Kan
stunting itu di ukur dari tinggi badan perumur.
Kalau gizi buruk itu kan berat badan perumur.
Jadi kalau stunting itu mengukurnya itu kan
harus diukur baru di tau, jadi orang stunting itu
boleh jadi dia lari-lari kesana kemari (kelihatan
sehat) tapi kan kita bandingkan umurnya dan
tingginya, dia pendek. Dan itulah yang
membutuhkan pemahaman.

Jadi stunting itu sebenarnya sejak lahir sudah
masyarakat mengenai stunting? bisa di deteksi. Kalau misalnya anak lahir itu
(1.1.d) kurang dari 48 cm dia lahir, itu sudah termasuk
stunting. Kan istilah stunting itu sebenarnya
pendek berdasarkan umur tapi ini juga sebagian
masyarakat bahkan keilmuan masih kontradiksi.
Ada yang mengatakan bahwa stunting itu nanti
pada saat ada gangguan otak. Sedangkan yang
dipakai oleh kemenkes yang penting pendek
sudah stunting. Jadi ada pengukurannya
memang, ada permenkesnya. Di permekes itu
bisa dilihat bagaimana sebenarnya itu stunting.
Kalau dia lahir dengan umur 0 bulan dengan
tinggi kurang dari 48 cm sudah stunting. Jadi
masyarakat masih butuh pemahaman.

Bagaimana pengetahuan

pueisiapun 1uoy ajdosd au Jo 1oy




Apa saja dampak yang dirasakan
oleh masyarakat dengan adanya
keluarga yang mengalami
stunting? (1.2.b), (3.3.a)

Dampaknya itu pada kesehatan anak, ia lebih
rentan terkena penyakit, juga mempengaruhi
postur tubuh anak. Akan kelihatan lebih pendek
dibandingkan anak lain yang berumur sama.

Masalah apa saja yang terjadi di
masyarakat schingga anak-anak
mengalami stunting? (1.1.a)

Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Dimulai
dari polah asuh anak, kebiasaan ibu ketika
hamil, lingkungan, pengetahuan ibu tentang
asupan gizi, juga biasa karena faktor tingkat
pendidikan.

Upaya apa yang dilakukan dalam

mengatasi  masalah  tersebut?

(1.2.¢)

Tentunya dilihat dari masalahnya dulu, kalau
misalnya itu karena kurangnya pemahaman ibu
tentang asupan gizi tadi ya tentu dilakukan
penyuluhan terhadap ibu-ibu yang memiliki
balita atau ibu hamil. Kalau misalnya karena
faktor miskin, mereka tidak dapat memebeli
makanan yang memenuhi gizi kita serahkan ke
dinas sosial untuk dilakukan pemberian
bantuan.

Data  stunting, tahun 2020:
11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa
angka tersebut tidak stabil, dalam
artian kadang naik kadang turun?
(1.2.a)

Ada beberapa hal terjadinya perbedaan data itu,
pertama itu faktor manusia mengumpulkan data.
Sebab setiap itu penelitian, kadang yang
mengumpulkan data itu berbeda. Ada yang
sudah di latih dan ada yang tidak di latih. Ada
memang yang sudah dilatih sampai ahli, ada
juga yang dilatih sekadarnya. Misalnya kader,
tidak dilatih khusus untuk mengumulkan data.
Ia hanya di ajar menimbang, di ajar untuk
mengukur tinggi badan itu dia tidak berdasarkan
kaidah-kaidah keilmuan.

Kemudian alat, kemudian instrumen-instrumen
pengukuran yang mungkin tidak sama.

kemdian  faktor lingkungan pada saat
pengukuran ikut mempengaruhi, kalau misalnya
kita sudah di buru target, beda itu kalau kita di
buru dan tidak di buru target mengumpulkan
data.

Dan boleh jadi juga karena faktor sosial
ekonomi yang pada saat pengukuran, bisa jadi
pada saat pengukuran itu musim kemarau, dIl.
Banyak hal sebenarnya, orangnya, alat yang di
pakai, instrumen, waktunya. Banyak hal.
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Jadi konvergensi stunting ini kan dibawah
koordinasi kan ketua timnya itu pak wakil
bupati. Itu ada SK Bupati yang mengikat kita
semua (stakeholder). SK itu ada masing-masing

penanggung  jawab, ada namanya tim
. . | penanggungjawab aksi 1, aksi 2 siapa
Bagaimana  proses  kolaborasi penanggungjawab. Jadi setiap aksi ada
6 | yang dilakukan Pemerintah Kab. | pertemuannya. Jadi semua dilibatkan. Misalnya
Bantaeng  dalam  percepatan | penanggungjawab aksi satu, analisis situasi,
penurunan stunting? semua yang terlibat itu diundang semua
termasuk  dalam  Tim PPS  (Percepatan
Penurunan Stunting) itu di undang semua.
Demikian juga pada aksi 2, siapa instansi
terkait, mereka semua di undang pada saat
pertemuan itu.
Siapa yang bertanggung jawab | Ya, ada tim khusus yang di bentuk, itu namanya
dalam proses kolaborasi yang | Tim Percepatan Penurunan S.tupting yang di
7 | dilakukan di Kab. Bantaeng, ketl'lal oleh wak1-1 bupa.tl. Tim ini ada namanya
. aksi 1 sampai aksi 8, dalam aksi itu
apakah ada tim khusus yang . . .
. masing-masing ada penanggungjawab
dibentuk? (3.1.c) kegiatannya.
Setiap kegiatan yang dilakukan itu, sering kali
Siapa yang mengambil keputusan pengambilan keputusannya berdasarkan
8 | dalam menentukan program yang | Kesepakatan bersama dalam forum. Karena kan
. ada juga aturan-aturan dalam memutuskan
akan dijalankan dalam keputusan tentang program yang akan
penanggulangan stunting? (1.4.c) dilaksanakan.
UPTD Gizi di sini kan merupakan inovasi yang
dibentuk dalam rangka pelayanan gizi terpadu,
Apa perbedaan peran dan fungsi Jiadi tugasnya itu melayagi masyarakaf secara
- > angsung yang mengalami masalah gizi. Jadi
g | antara UPTD  Gizi dan  Tim | gisini sebagai pusat layanan aduan masalah
Percepatan  Penurunan Stunting | stunting, kemudian masalah itu nantinya akan
(PPS) Kab. Bantaeng? diserahkan kepada OPD terkait untuk di
selesaikan masalahnya.
Sementara tim PPS di sini sebagai tim yang
terstrukur untuk melakukan kerja sama.
Apakah disediakan ruang diskusi ¥ya ada, karena ini.kan begini. Setiap kegiat?n
itu ada penanggungjawabnya. Kalau pertama itu
|o | bersama para stakeholder yang | ity harus kumpul dulu (diskusi), setelah itu

terlibat dalam membahas program
tersebut? (1.3.a)

mereka kembali melatih seusai dengan tanggung
jawabnya. Harus rapat terlebih dahulu mengenai
apa yang harus di lakukan.
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11

Bagaimana proses diskusi yang
dilakukan?,  apakah
dengan damai? (1.3.b)

berjalan

Jadi setelah kita mengumpulkan data kita
sosialisasikan kepada semua stakeholder yang
hadir. Ternyata ini di desa ini ada sebegini kita
punya stunting. Itu by name by address. Jadi
setiap diskusi di sampaikan dimana masalahnya.
BKKBN juga begitu, dimana keluarga yang
berisiko. Di desa ini sekian banyaknya. Jadi
misalnya ada keluarga beresiko, kita ukur juga
di sana apakah ada stuntingnya atau bagaimana.
Kalau ada, dan itu keluarga miskin maka akan
di bantu oleh Dinas Sosial. Itu namanya
kovergen. Data itu saling terkait, sechingga setiap
siklus itu harus ketemu dengan semua anggota

tim  PPS. Setelah itu baru  mereka
masing-masing  kelapangan untuk  melatih
kader-kadernya yang turun langsung ke
lapangan.

Setiap  diskusi yang dilakukan berjalan
sebagaimana semestinya, berjalan secara damai.

12

Mengapa anda

dalam kolaborasi
sekadar pemenuhan tugas dari
atasan atau ada hal yang lain?

(1.1.c)

ingin terlibat
ini? apakah

Tentunya kami sebagai UPTD dari Dinas
Keschatan memiliki peran penting dalam
penanggulangan stunting ini, jadi selain tugas
yang ada pada SK, kami juga memiliki tanggung
jawab dalam mengatasi masalah keschatan yang
ada di masyarakat karena sebagaimana janji
kami sebagai tenaga kesehatan adalah melayani
masalah kesehatan masyarakat.

13

Apakah ada landasan hukum yang
dibentuk
jalanannya kolaborasi? (3.1.a)

untuk mengatur

SK TPPS, dan Perbup No. 71 tahun 2019

14

Apakah ada MoU atau perjanjian
kerjasama dengan para
stakeholder? (3.1.b)

Iya ada MoU yang di buat bersama stakeholder
terkait.

15

Bagaimana bentuk komitmen
yang  dilakukan para
stakeholder yang terlibat dalam

dari

kolaborasi?

Komitmennya itu, selain terikat oleh SK Bupati
dan MoU yang di buat diantara berbagai pihak
stakeholder.
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16

Siapa saja aktor yang terlibat
dalam kolaborasi? Apakah ada
swasta, lembaga
pendidikan, dan media? Apa saja

dari  pihak

perannya?

Swasta ada, tapi belum terlibat secara aktif.
Tapi diundang kalau pertemuan. Termasuk
media juga ada, biasanya kita undang media
kalau ada pertemuan. juga coba kita lihat ada
berita-berita yang beredar di media.

Termasuk organisasi masyarakat ada, aisyiah
ada, majelis ulama ada, pengurus daerah
nahdatul ulama, muhammadiyah ada namun
belum terlibat secara aktif.

Menurut anda, apakah jumlah
SDM / stakeholder yang saat ini

Ya, saya rasa dengan banyaknya stakeholder
yang terlibat saat ini telah cukup dan mampu

17 | terlibat telah memadai untuk | menanggulangi penurunan stunting di Kab.
mencapat tujuan kolaborasi yang | Bantaeng.
telah ditetapkan? (3.4.a)
Kalau kami di sini itu, melayani masyarakat
secara langsung karena di sini ada ruang untuk
dokter gizi yang akan memantau kesehatan
) anak, juga ada beberapa OPD yang akan sigap
Apa saja peran dan tanggung | membantu ketika ada masalah. Kemudian juga
18 | jawab anda dalam kolaborasi ini? | scbagai ~wadah atau  perantara  untuk
(3.1.d) menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya ada
laporan yang masuk mengenai masyarakat
terkena stunting karena rumahnya yang tidak
layak huni maka kami teruskan kepada dinas
perumahan untuk ditindak lanjuti.
Kalau kita di posyandu, puskesmas, poskesdes
Fasilitas apa saja yang disedikan menyediakan .alat pengukur tinggi badan, alat
: ) ) pengukur panjang badan. Kan beda yah, kalau
19 oleh (instansi anda / berbagai pengukur tinggi badan itu diatas begini, kalau
stakeholder) dalam panjang badan itu lebar begini. Misalnya kan
penanggulangan stunting di Kab. | bayi tidak mungkin di ukur tinggi badannya,
Bantaeng? (3.4.c) tinggi badan namanya itu. Kemudian KMS
(Kartu Menuju Sehat).
Program apa yang dijalankan oleh
20 | instansi anda dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng?
51 | Siapa yang menjadi target sasaran | Target kami itu dimulai dari ibu hamil, balita,

pada program tersebut?

remaja puteri
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Bagaimana kinerja para | Jadi sebenarnya bukan kapasitas saya sebagai
stakeholder yang terlibat? penilai, tapi berdasarkan kondisi yang ada, kan
Apakah  mereka  menjalankan | kita bentuk satu grup wa yang berhubungan
22 tugasnya sesuai prosedur? dengan penanganan stunting ini, ternyata kita
atau ada pihak yang kurang | punya laporan-laporan yang ada, yang diminta
proaktif  dalam  menjalankan | ke pusat terhadap konvergensi stunting ini
tugasnya? (2.1_) lancar, itu berarti semua bekerja dengan baik.
. . Kalau kami diantara stakeholder percaya dengan
Apakah MasINg-masing | stakeholder lain karena tiap masalah yang ada
23 | stakeholder memiliki rasa saling | ity di berikan kepada ahlinya masing-masing
percaya  diantara  stakeholder | untuk di tangani dan selama ini mereka telah
lainnya yang terlibat? (2.1_) melakukan itu.
| Kalau misskomunikasi itu tidak pernah terjadi,
94 | Apakah pernah tetjadi | karena sering kali diadakan pertemuan dimana
misskomunikasi ketika melakukan | pertemuan itu di jelaskan tugas dan tanggung
kolaborasi? jawabnya.
Apakah pernah terjadi masalah | Kalau yang namanya masalah pasti pernah
dalam proses kolaborai yang | terjadi, tetapi sampai saat ini hal itu dapat
25 | tengah dijalankan? diatasi. Salah satu masalahnya itu kare:na
Kalau boleh tau Masalah apa kurangnya dana untgk melakukgn . setiap
. . program yang telah dirancang. Jadi biasanya
saja  dan  bagaimana  cara program itu tidak berjalan sesuai target.
mengatasinya?
Bagaimana sikap stakeholder jika
memiliki perbedaan pendapat | Kami berusaha untuk bersikap memahami
26 dengan stakeholder lain? Apakah | stakeholder lain, agar tidak sampai terjadi
mereka saling menghormati? | pertentangan.
(2.2.b)
Kalau pengawasan pada saat melakukan
Apakah ada pengawasan yang | \eoiatan belum ada di lakukan, tetapi tiap akhir
57 | dilakukan pada saat | tahun itu dilakukan evaluasi kinerja. Dari situ
masing-masing stakeholder | akan ketahuan kinerja dari semua stakeholder,
melakukan tugasnya? (2.3.d) apa saja yang kurang dan masih perlu di
perbaiki.
Secara umum lingkup kabupaten mengikuti
Berapa  lama  waktu  yang target nasional yaitu 14% pada tahun 2024.
28 | ditetapkan untuk mencapai target | Sementara target dalam kolaborasi itu belum
penurunan  stunting di  Kab. | ditetapkan secara terperincih, masih mengikuti
Bantaeng? (3.4.d) target di tiap instansi masing-masing.
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29

Dari mana sumber anggaran yang
digunakan
penanggulangan

dalam  melakukan
stunting  di
Apakah
dana tersebut mencukupi? (3.4.b)

Kabupaten Bantaeng?

Berasal dari APBD. Anggaran ini sebenarnya
yang menjadi hambatan dari program yang akan
dilakukan. Banyak program yang telah
dirancang namun karena keterbatasan biaya
membuat beberapa program terhambat.

30

Bagaimana gaya kepemimpinan
yang diterapkan oleh ketua tim
dalam  melakukan

(3.a)

kolaborasi?

Sejauh  ini pemimpin cukup tegas dalam
memimpin tim penanggulangan stunting, pak
wakil itu sering kali memberikan arahan untuk
bekerja semaksimal mungkin dalam rangka
percepatan penurunan stunting di Kab. Bantaeng
agar memenuhi target angka stunting.

31

Bagaimana sikap pemimpin jika
terdapat stakeholder yang lalai
dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya?

Ya, memberikan peringatan dan pendampingan
agar mereka dapat menjalankan tugasnya
dengan baik.

32

Bagaimana bentuk motivasi yang
diberikan kepada para stakeholder
agar
menjalankan tugasnya?

mereka semangat dalam

Pada saat pertemuan itu sering kali
penanggungjawab memberikan arahan hingga
motivasi kepada seluruh stakeholder untuk
bersemangat melakukan tugas dan
tanggungjawabnya.
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HASIL WAWANCARA 4

Nama Informan : Siti Ramlah, S.E, MM

Umur

: 49 Tahun

Pendidikan  :S2

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PMD PPPA
Kab. Bantaeng
Hari/Tanggal : Kamis, 02 februari 2023
Waktu :10.30 wita
Tempat : Kantor Dinas PMD PPPA Kab. Bantaeng
No Pertanyaan Hasil Wawancara

Bagaimana pengetahuan
masyarakat mengenai stunting?
(1.1.d)

Kalau stunting itu, hampir semua masyarakat
paham mengenai stunting .sudah tau karena kita
mulai dari komponen ketua tim penggerak PKK
kabupaten, kecamatan, desa, lurah itu hampir
tiap bulan kita rapat koordinasi dan ada
kader-kader yang di bawa melalui posyandu
karena di posyandu itu ada lima kader, terus ada
lagi kader KPMnya, ada lagi penyuluh KB. Itu
yang memberikan pencerahan atau
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Apa saja dampak yang dirasakan

Dampak yang ada itu adalah terganggunya

masyrakat sehingga

mengalami stunting? (1.1.a)

2 |oleh masyarakat dengan adanya | kesehatan anak, badan yang tidak cukup ideal,
keluarga yang mengalami | serta tinggi badan yang tidak normal.
stunting? (1.2.b), (3.3.a)
Kalau yang saya temui kemarin di Kecamatan
Uluere, kadang ada orang tua yang menganggap
sepele mengenai gizi. Salah satunya makanan
cepat saji seperti indomie padahal paling di
Masalah apa saja yang terjadi di larang sekali maksudnya bukan tidak bisa tetapi
3 anak-anak ada jeda waktunya, setidaknya satu kali sebulan.

Tapi mereka tidak memanfaatkan
tanaman-tanaman yang ada di sekeliling
misalnya sayuran yang mudah di dapatkan.
Mereka lebih ke makanan yang cepat saji. Dan
biasa itu kalau musim kemarau, dia beli dalam
jumlah banyak padahal tidak bisa.
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Upaya apa yang dilakukan dalam

Kami terus berupanya melakukan penyuluhan

fusuag] Fupony

4 mengatasi masalah  tersebut? pencegahan stunting di masyarakat mengenai
(1.2.0) pentingnya pemenuhan gizi bagi tubuh.
Data  stunting, tahun 2020:
11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
5 | tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa Salah satunya faktor alat yang digunakan
angka tersebut tidak stabil, dalam berbeda-beda.
artian kadang naik kadang turun?
(1.2.a)
Bagaimana proses ‘kolaborasi Kami di Kabupaten Bantaeng terbangun tim
6 |yang dilakukan Pemerintah Kab. percepatan penurunan = stunting yang akan
Bantaeng  dalam  percepatan | berkoordinasi kepada seuruh OPD
penurunan stunting?
Siapa yang bertanggung jawab
dalam proses kolaborasi yang
7 | dilakukan di Kab. Bantaeng Bapak wakil Bupati Bantaecng sebagai Ketua
apakah ada tim Khusus yang’ Tim Percepatan Penanggulangan Stunting
dibentuk? (3.1.c)
Siapa yang mengambil keputusan
8 | dalam menentukan program yang Bappeda, Dinas Kesehatan, dan KB karena
akan dijalankan dalam mereka yang berperan penting di dalamnya.
penanggulangan stunting? (1.4.c)
Apa perbedaan peran dan fungsi
g | antara UPTD  Gizi dan Tim | UpTD Gizi itu sebagai pusat rujukan sekaligus
Percepatan Penurunan Stunting | memantau kondisi nutrisi anak
(PPS) Kab. Bantaeng?
10 Iya hampir tiap bulannya, karena kami memiliki

Apakah disediakan ruang diskusi
bersama para stakeholder yang
terlibat dalam membahas program
tersebut? (1.3.a)

grup WA untuk pembahasan program-program
penanggulangan stunting, jadi jika terdapat
temuan masalah mengenai stunting maka akan
dilakukan diskusi secepatnya.
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Dalam tiap minggu di laporkan perkembangan
mengenai  program  kegiatan yang telah
dilaksanakan dalam penanggulangan stunting.

11

Bagaimana proses diskusi yang
dilakukan?,  apakah
dengan damai? (1.3.b)

berjalan

Pada saat kami melakukan diskusi kemarin itu
semuanya berjalan dengan damai karena telah di
tetapkan sebelumnya rangkaian acara dan sistem
pengambilan keputusan yang akan di buat.

12

terlibat
ini? apakah

Mengapa anda ingin
dalam kolaborasi
sekadar pemenuhan tugas dari
atasan atau ada hal yang lain?

(1.1c)

Kami terlibat dalam kolaborasi ini karena
memang tugas dan tanggung jawab kami
sebagai Dinas PMD dan PPPA, kemudian juga
adanya surat perintah tugas dari atasan.

13

Apakah ada landasan hukum yang
dibentuk
jalanannya kolaborasi? (3.1.a)

untuk mengatur

Sudah ada landasan hukum yang di buat

14

Apakah ada MoU atau perjanjian
kerjasama dengan para
stakeholder? (3.1.5)

Ada

15

Bagaimana bentuk komitmen
yang  dilakukan para
stakeholder yang terlibat dalam
kolaborasi?

dari

Sudah ada Membentuk MOU dengan 13 OPD
kemudian lahirlah pusat penanganan gizi
terpadu di Lumpangang.

16

Siapa saja aktor yang terlibat
dalam kolaborasi? Apakah ada
dari  pihak
pendidikan, dan media? Apa saja
perannya?

swasta, lembaga

Kalau swasta itu dari Huadi yaitu bantuan
makanan tambahan
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Menurut anda,
SDM / stakeholder yang saat ini

apakah jumlah

Saya rasa cukup karena dari semua stakeholder
itu insyaallah sudah berkomitmen untuk

17 | terlibat telah memadai untuk | mengurangi stunting yang ada di kabupaten
mencapat tujuan kolaborasi yang | Bantaeng ini dibuktikan dengan turunnya angka
telah ditetapkan? (3.4.a) stunting di Bantaeng.

) Peran kami di Dinas PMD PPPA itu
Apa saja peran dan tanggung | memberikan dukungan kepada kepala desa dan

18 | jawab anda dalam kolaborasi ini? | lurah agar menganggarkan kegiatan stunting di

(3.1.d) melalui alokasi dana desa masing-masing
daerahnya.

Fasilitas apa saja yang disedikan Program kami itu memberikan pelatihan kepada

) ) ) KPM, kepada kader gizi, kader PKK bagaimana

19 oleh (instansi anda / berbagai terkait layanan yang ada di posyandu mengenai
stakeholder) dalam gizi dan stunting tersebut. Itu kami lakukan di
penanggulangan stunting di Kab. | bulan desember tahun lalu, yaitu memberikan
Bantaeng? (3.4.c) pelatihan penguatan kapasitas kepada kader.

Program kami itu memberikan pelatihan kepada
Program apa yang dija]ankan oleh | KPM, kepada kader giZi, kader PKK bagaimana

20 | instansi anda dalam | terkait layanan yang ada di posyandu mengenai
penanggulangan stunting di Kab. gizi dan stunting tersebut. Itu kami lakukap di
Bantaeng? bulag desember tahun lal.u, yaitu memberikan

’ pelatihan penguatan kapasitas kepada kader.
Untuk Dinas PPPA itu semua Kepala desa dan
51 | Siapa yang menjadi target sasaran | kelurahan. Itu semua sudah tertarget karena
pada program tersebut? sudah dibicarakan pada saat melakukan rembuk
stunting.
Bagaimana kinerja para
stakeholder yang terlibat?
» Apakah  mereka  menjalankan | lya mereka sudah  berkomitmen untuk

tugasnya sesuai prosedur?

atau ada pihak yang kurang
proaktif ~ dalam  menjalankan
tugasnya? (2.1_)

mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai
dengan tupoksinya.

4/6

P

fusuag] Fupony

SO0 UGNF2IG 1 P PUE IUSILISMOCLT uawiosy,

1210 ueynuawad Buelusy venyebuad Biubuemy

Bupunig puBlisispup SeH 800

A

STIPED Md 'SP LOILINU ‘P 0) Bulmen jo uoisiaoig

BIQRITAR S LIOC] LCISSNISID

yfnousy

Amgaaead ||am e

uanslaedng gsiay |

samlee Bunums o) pipng o) suein pue speay sbig)s o oddng spaard

SHGSUdSEY PUE SaNNG JO SpUeag

Lol vebuap poddnsusy|

UeLEIn Sy Lep esap 2jedsy

g

g pE 40 #Es BUNUNS ayl 5| p202 10y 1eie) oy

poadsa) (e

aseagip 0] 2|qelaUN

AUUNILULIOD BUY U) YIRS NG 13NpUD;

Buiunls UeLnanuag ueiedanmsg whiy yniuagds

aul) fuliom g

2001 LIS

sfiar-ams,

w40 yimoal [exsfyd Byl uo aausny)|

anjag

SUONNIEL) AluruLn

spLng e A 40 unEt) Y

[oURISISSE puB Bumiem aplacid

pawicy

4A



Apakah masing-masing
23 | stakeholder memiliki rasa saling Iya karena mereka~telah menjalankan tugas
percaya  diantara  stakeholder sesuai dengan tupoksinya
lainnya yang terlibat? (2.1_)
24 Apakah pernah terjadi |
misskomunikasi ketika melakukan | TidaK
kolaborasi?
Apakah pernah terjadi masalah
dalam proses kolaborai yang
25 tengah dijalankan? .
Kalau boleh tau Masalah apa Tidak pernah
saja  dan  bagaimana  cara
mengatasinya?
E;%;l ﬁﬁfina ;L:l(r?)i ;;Z];ehogngig; Sesuai kejadian kemarin itu meskipun terjadi
26 dengan stakeholder lain? Apakah perbedaan pendapat dalam forum tapi dapat
mercka  salin men.hormat"’ diselesaikan dengan baik pada saat itu juga.
(2.2.h) J & v (Saling menghargai)
Apakah ada pengawasan yang | Kalau kami melakukan pengawasan merumus
dilakukan ada saat | kepada bagaimana kepala desa menganggarkan
27 P atau tidak karena jika kepala desa tidak
masing-masing stakeholder ] 3
menganggarkan maka tidak di ACC untuk
melakukan tugasnya? (2.3.d) rancangannya.
B.erapa lama  waktu ) Yang | yvang kami tahu di tahun 2023 ini stunting harus
28 | ditetapkan untuk mencapai target | mencapai sampai 19%. Untuk tahun 2024 sudah
penurunan  stunting di  Kab. | harus 14% sesuai dengan target nasional.
Bantaeng? (3.4.d)
Dari mana sumber anggaran yang
29 digunakan  dalam  melakukan | Ajokasi Dana Desa, juga biasa ada bantuan dari
penanggulangan  stunting  di | provinsi
Kabupaten Bantaeng? Apakah

dana tersebut mencukupi? (3.4.b)
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Bagaimana gaya kepemimpinan

Sejauh ini bapak wakil bupati dengan tegas

30 | yang diterapkan oleh ketua tim | memberikan  peringatan  kepada  semua
dalam melakukan kolaborasi? | stekacholder ~ketika mereka lalai dalam
3.a) mengerjakan tugasnya.

Bagaimana sikap pemimpin jika

31 | terdapat stakeholder yang lalai | Memberikan peringatan
dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya?

Bagaimana bentuk motivasi yang Kalau bentuk motivasi kemarin itu kami di

32 | diberikan kepada para stakeholder | mensupport dengan program. Salah satu nya itu

agar mereka dalam

menjalankan tugasnya?

semangat

misalnya dari provinsi kita di support dengan
bantuan.
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Jabatan : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Bantaeng
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Waktu :01.45 wita
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No Pertanyaan Hasil Wawancara

Kalau bicara pemahaman stunting di masyarakat
Bagaimana pengetahuan sekarang itu kurang lebih masih di wilayah
abu-abu di karenakan informasi hoax itu juga
mengurai makna mengenai apa itu stunting.
Sekitar 70:30 lah.

masyarakat mengenai stunting?
(1.1.d)

Kalau berbicara upaya stunting itu bukan bicara
satu sektor saja tapi juga lintas sektor yang
masuk dalam masalah itu. Setelah melihat
kondisi langsung dilapangan mengapa anak ini
dikatakan stunting itu ada pendalaman penyebab
apa yang real dari segi intervensi sensitifitas dan
spesifiknya baru ada penanganan lebih lanjut.
Stunting tidak harus berbicara melulu mengenai
gizi tetapi ada intervensi sensitifitas misalnya
mungkin polah asuh, mungkin penggunaan alat
KB, mungkin kondisi sosial ekonomi, itulah
2 |oleh masyarakat dengan adanya yang menjadikan kolaborasi dengan lintas
keluarga yang mengalami | sektor. Itu dilihat dulu apa yang menjadi poin
stunting? (1.2.b), (3.3.a) utama dari masalah stunting yang melimpah.
Stunting tidak selamanya tentang gizi, kenapa
orang orang tua tidak paham bagaimana
menjaga asupan gizi di 1000 hari pertama
kehamilan. Kenapa bisa terjadi stunting, karena
mungkin anaknya hamil di luar kandungan
berarti terjadi pola asuh yang salah (pola asuh
anak remaja) itu semua melibatkan berbagai
unsur jadi tidak harus satu intervensi OPD saja.

Apa saja dampak yang dirasakan

Bupunls puBlisispup) SEH A8In0s




Masalah apa saja yang terjadi di
masyarakat sehingga anak-anak
mengalami stunting? (1.1.a)

Masalah yang saat ini sering terjadi di
masyarakat itu tadi, masih maraknya hoax yang
beredar di masyarakat mengenai stunting.
Misalnya ada masyarakat yang mengira bahwa
stunting itu faktor keturunan, kemudian ada juga
pantangan beberapa makanan untuk ibu hamil.

Upaya apa yang dilakukan dalam

Untuk mengatasi hal tersebut tentunya
masyarakat ~memerlukan  edukasi  secara
mendalam mengenai stunting, bagaimana pola
hidup sehat, cara penanganan stunting dan

mengatasi  masalah  tersebut? .
(1.2.0) bentuk  pencegahan  stunting  khususnya
- lingkungan masyarakat.
Tidak, jadi di 2018 grafik stunting itu sekitar
o . .
Data stunting, tahun  2020: 24% setiap tahun mengalami penurunan.

11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa
angka tersebut tidak stabil, dalam
artian kadang naik kadang turun?
(1.2.a)

sekarang kisarannya ada di bawah 20%. data
terakhir berdasarkan data by name by address
artinya data real. Jadi penanganan stunting itu
secara general di Bantaeng itu sebenarnya sudah
termasuk penanganan yang massif dengan
kolaborasi lintas OPD dan tentunya pelibatan
masyarakat, pak camat, pak desa.

Bagaimana proses kolaborasi
yang dilakukan Pemerintah Kab.
Bantaeng  dalam  percepatan

penurunan stunting?

Kalau proses kolaborasi itu tadi, tergantung
dulu, apa kondisi yang dialami oleh masyarakat.
misalnya kondisi karena dirumahnya saluran
irigasi atau airnya yang kurang baik atau
tercemar maka melibatkan Dinas PUPR, apabila
ternyata kondisi ekonomi tidak ada pekerjaan
misalnya maka kita masukkan di Dinas
Koperasi untuk pemenuhan kebutuhan pelaku
usaha, memantik jiwa-jiwa enterprenuernya itu
ada di Koperasi. Kalau ternyata rumahnya tidak
layak berarti ada pelibatan bedah rumah dari
Dinas Sosial. Kalau ternyata mereka punya
lahan tapi tidak punya bibit, ada pelibatan Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi semua
terlibat tergantung situasi yang ada. Penaganan
ini mulai dari tingkat RT.

Siapa yang bertanggung jawab
dalam proses yang
dilakukan di Kab. Bantaeng,
apakah ada tim khusus yang
dibentuk? (3.1.c)

kolaborasi

Pusat koordinasinya ada di Penanggulangan Gizi
Terpadu. Di situ ada masalah stunting yang di
temukan di desa, kelurahan mengirim ke
puskesmas, puskesmas mengiring ke rumah
sakit, rumah sakit mengiring ke penanggulangan
gizi terpadu. Di sanalah yang melakukan
tindakan dan edukasi dan semua itu gratis.
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Siapa yang mengambil keputusan

8 | dalam menentukan program yang Seb?namya pt.emda.l, tetap bupati sebagai penentu
akan dijalankan dalam kebijakan tertinggi.
penanggulangan stunting? (1.4.c)

Apa perbedaan peran dan fungsi | UPTD Gizi sebagai garis koordinasi dalam

9 antara UPTD Gizi dan Tim | melakukan kglaborasi. )
Percepatan Penurunan Stunting SeTintira Tim PerceplataC? Penulftuna}r)lpsstulclltuzlg
(PPS) Kab. Bantacng? melibatkan semuanya, leading sektor ada di

kesehatan.
Sebenarnya sudah tidak masuk dalam tataran
L . . h atau diskusi k dah ad
Apakah disediakan ruang diskusi [usyawafal @an CISUSL <o ol
penanggulangan gizi terpadu. Di situlah

10 beréama para stakeholder yang | husatnya kolaborasi. Ada masuk kasus, langsung
terlibat dalam membahas program | melibatkan dinas-dinas yang terkait dengan
tersebut? (1.3.a) kasus itu. Tidak ada lagi musyawarah, semua

sudah masuk tindakan.

1 Bagaimana proses diskusi yang
dilakukan?, apakah  berjalan |~
dengan damai? (1.3.b)

Mengapa anda ingin terlibat

dalam  kolaborasi  ini? apakah Karena ini merupakan salah satu kewajiban kita
12| sekadar pemenuhan tugas dari | yntuk memberikan pelayanan yang terbaik

atasan atau ada hal yang lain? | kepada masyarakat

(1.1.¢)

;3 Apakah ada landasan hukum yang | Ada perbup nya, tetapi tanya ke Pemda karena
dibentuk untuk mengatur 1?)'1 bukan r%nah s.a%/a. N A TTVIDL
jalanannya kolaborasi? (3. 1.) (Peraturan Bupati bantaeng no. 71 tahun )

14 Apakah ada MoU atau perjanjian )
kerjasama dengan para Ada MoU yang di buat
stakeholder? (3.1.5)
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15

Bagaimana bentuk komitmen
yang  dilakukan para
stakeholder yang terlibat dalam

dari

kolaborasi?

Ada MoU yang melibatkan semua OPD yang
menaungi dan di support oleh prokopimda
kapolres dan ketua DPR.

16

Siapa saja aktor yang terlibat
dalam kolaborasi? Apakah ada
pihak
pendidikan, dan media? Apa saja
perannya?

dari swasta, lembaga

Setau saya ada dari pihak swasta tapi mereka
tidak termasuk dalam garis koordinasi di pusat
penanggulangan itu, mereka adalah support dari
luar, mungkin seperti penggunaan DPD
penggunaan CSR nya, mungkin Huadi dengan
pemakaian CSRnya.

17

Menurut anda, apakah jumlah
SDM / stakeholder yang saat ini
terlibat
mencapat tujuan kolaborasi yang
telah ditetapkan? (3.4.a)

telah memadai untuk

Kalau tidak memadai berarti tidak ada
penurunan grafik.

cukup

18

Apa saja peran dan tanggung
jawab anda dalam kolaborasi ini?
(3.1.d)

Posisi  TP-PKK  sebagai
memberikan motivasi, memberikan
kepada masyarakat dan informasi
pemerintah daerah sehingga
penanganan-penanganan berkelanjutan.

pemberdayaan,
edukasi
kepada

ada

19

Fasilitas apa saja yang disedikan
oleh (instansi anda / berbagai
stakeholder) dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng? (3.4.¢)

Sperti yang saya katakan tadi PKK memberikan
fasilitas berupa penyuluhan kepada masyarakat,
bagaimana mendekati masyarakat agar mereka
paham dengan pemenuhan gizi yang seimbang
dalam tubuh

20

Program apa yang dijalankan oleh

instansi anda dalam
penanggulangan stunting di Kab.

Bantaeng?

fusuag] Fupony

4/6

SuB @R AlLIES DU WBS ) UDNEZINOO)

148G SR uepeling

uuebuad uoes uep nd eBlewa) ey ng eleg

Juwabeuepy uanuiny pamifs o) @ua)

SLOREIONSR O

Iepalag Bued xeay eiuspy

SHEM o

FLUNIULIOD BUY U YIRS NG 13NpuU;y

Bupunig puBlisispup SeH 800

AU 8] O] YIESNG LNPLeT

Adnluwon sy Bugesnps pue 'Bugesious Bungmoda g

uanslaedng gsiay |

NEdY
Jady
Ao

SOLDEW uoNeU oD BULNE WBUISIo R Spladid

anelaowsag

GLO? unyel |2 opy Guseluey nedng Ws

[oURISISSE puB Bumiem aplacid

SH)NGSUdSEY PUE SaNNQ JO SpUeag

uawssifie yoleistous o wag) pasibe ue 512y

aul) Buliom e

poadsa) (e

now

anjag

JuB a0l e

yfnousy

g pE 40 #Es BUNUNS ayl 5| p202 10y 1eie) oy

pawny

4A



Siapa yang menjadi target sasaran

Sasarannya tentunya dimulai dari remaja,
bagaimana memberikan edukasi seks agar
mereka bisa menjaga diri untuk terhindar dari
pernikahan dini melibatkan orang tua, tokoh
masyarakat. Terus ada penanganan calon ibu
hamil yang program hamil, ibu hamil di 1000

pada program tersebut? hari p‘ert.amz‘i kehamilan, ibu yang menyusui
sampai di usia dua tahun.
Kan ada pre, ada kondisi, ada setelah. Stunting
itu kan baru di tahu setelah dua tahun usia anak.
Jadi stunting itu tidak bisa diobati Cuma bisa
dicegah di seribu hari pertama kehamilan
dengan pemenuhan asupan gizi.
Bagaimana kinerja para
stakeholder yang terlibat?
Apakah  mereka  menjalankan | Semua stakeholder telah bekerja sesuai dengan
22 tugasnya sesuai prosedur? kapasitasnya, jadi tidak ada yang tumpang
atau ada pihak yang kurang | tindih.
proaktif  dalam  menjalankan
tugasnya? (2.1_)
Apakah masing-masing . oy
23 | stakeholder memiliki rasa saling Iya, tiap stakeholde? memiliki rasa percaya
percaya  diantara  stakeholder kepada stakeholder {afl
lainnya yang terlibat? (2.1_)
24 Apakah pernah terjadi |
misskomunikasi ketika melakukan | 11dak pernah
kolaborasi?
Apakah pernah terjadi masalah
dalam p roses kolaborai yang Kalau masalah, tidak pernah pernah. Meskipun
25 tengah dijalankan? sesekali terjadi perbedaan pendapat tetapi hal
Kalau boleh tau Masalah apa |itu tidak menjadi masalah yang dapat
saja dan  bagaimana  cara | menghambat kolaborasi ini.
mengatasinya?
Bagaimana sikap stakeholder jika
26 memiliki ~_ perbedaan ~ pendapat Mereka tetap saling menghargai, karena

dengan stakeholder lain? Apakah
mereka saling menghormati?
(2.2.b)

perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar.
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Apakah ada pengawasan yang

Iya ada pengawasan, karena tiap akhir tahun

27 dilakukan pada saat | juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja semua
masing-masing stakeholder | stakeholder yang terlibat dan yang bertugas itu
melakukan tugasnya? (2.3.d) Bappeda.

Berapa lama  waktu  yang ) _
28 | ditetapkan untuk mencapai target Sesuai dengan target pusat yaitu 14% pada
. . tahun 2024
penurunan  stunting di  Kab.
Bantaeng? (3.4.d)
Parl mana sumber anggaran yang Sumber anggarannya ada dari APBD, APBN,

29 digunakan  dalam m.elakukar? dan swasta
penanggulangan  stunting  di | juga ada dana dari Pusat serta dari beberapa
Kabupaten Bantaeng? Apakah | stakeholder pihak swasta yang turut terlibat
dana tersebut mencukupi? (3.4.b)

Bagaimana gaya kepemimpinan N ]
yang diterapkan oleh ketua tim | G3ya kepemimpinan yang di terapkan

30 .o | dekomratis karena setiap keputusan yang

dalam melakukan kolaborasi? | . y

dilakukan berdasarkan dari suara terbanyak
3.a)
Bagaimana sikap pemimpin jiké Memberikan pengarahan dengan bijak kepada

31 | terdapat stakeholder yang lalai | gtakeholder yang lalai agar tidak mengulangi
dalam menjalankan tugas dan | kesalahan yang sama.
tanggung jawabnya?

Bagaimana bentuk motivasi yang | gepk motivasi yang dilakukan yaitu dengan

32 | diberikan kepada para stakeholder

agar mereka semangat dalam

menjalankan tugasnya?

memberikan apresiasi kepada stakeholder yang
bekerja secara tepat dan efisien.
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HASIL WAWANCARA 6

Nama Informan : Fahmi Kurniawan, S.Sos., M.M

Umur : 38 Tahun
Pendidikan  :S2
Jabatan : Penata Kependudukan Keluarga Berencana / Sekretariat Pelaksana TPPS
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu : 14.05 wita
Tempat : Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
No Pertanyaan Hasil Wawancara

Bagaimana pengetahuan
masyarakat mengenai stunting?
(1.1.d)

Kalau pandangan kami melihat masyarakat
langsung di lapangan belum sepenuhnya
mengerti, kalaupun ada yang mengerti stunting
biasanya itu dia identikkan dengan pendek
padahalkan tidak seperti itu.

Apa saja dampak yang dirasakan
oleh masyarakat dengan adanya
keluarga yang mengalami
stunting? (1.2.b), (3.3.a)

Kalau menurut saya, dampaknya itu karena
sebenarnya kan stunting itu istilah baru jadi
banyak menimbulkan persepsi di masyarakat.
kalau kami melihat ada memang yang
terdampak itu mungkin saja kayak masyarakat
menjadi malu tapi ada juga yang menganggap
bahwa itu bukan penyakit tapi itu faktor
keturunan / faktor genetik jadi dampaknya
secara sosial di masyarakat itu tadi mungkin ada
yang merasa malu dengan keluarganya yang
terdampak itu aplagi kan identik juga dengan
gizi buruk dan pendek.

Masalah apa saja yang terjadi di
masyrakat
mengalami stunting? (1.1.a)

sehingga anak-anak

Jadi kita melirik ke BKBN yah, dimana
indikator yang mempengaruhi stunting itu kan
sanitasi. Kita kan tahu sanitasi yang ada di
masyarakat terutama di pedesaan belum
mengerti tentang PHBN (04:28) itu sanitasinya
buruk, kemudian sumber air minumnya juga
tidak sehat itu yang lebih banyak. Kalau khusus
bantaeng itu banyak pernikahan di bawah umur
yang sebenarnya belum siap siap menikah dan
mengasuh anak tapi akhirnya harus menikah dan
melahirkan  schingga terjadi  kasus-kasus
stunting itu.

fusuag] Fupony

WEE | UEIFIEaY udnanpEy Bunung

dnausy wawdopaaa Apweq sppo) e Guliey

poadsa) (e

Sddl MG Ul usnm E1|
Wefisy syl o sained Ag punog

sdH oo Bunusied

uanslaedng gsiay |

Amgaaead ||am e

SWEYS 51 8Iay)

ueyisizgey ebelusw Bueny

paldadza se 10U BUIIGM SIBPIDLBNEIS [EISATS 218 S1ay ]

SOLDEW uoNeU oD BULNE WBUISIo R Spladid

Buiunls UeLnanuag ueiedanmsg whiy yniuagds

AUUNILULIOD BUY U) YIRS NG 13NpUD;

Sdd 1 vegnLstag Bueiue fuseueq nedng uesnmndsy

BIQRITAR S LIOC] LCISSNISID

Juafiay syl o a21da0] syl ul punog

yfinous oy

SHEA o

SUONILISL) ALuruLnD

sa5e0 ) Bupuadsan U yang

anjag

g pE 40 #Es BUNUNS ayl 5| p202 10y 1eie) oy

Sunugy u Buloousaanar

sfiar-ams,

fue Lus auay)

sfiar-ams,

pueisiapun Luog ajdosd au Jo 150

uuebuad uoles uep nd elewa) ey ng eleg

N84

1A



Upaya apa yang dilakukan dalam

Kalau BKKBN kita lebih ke pencegahan karena
stunting kan tidak bisa diobati tapi bisa di
cegah, jadi kita banyak sosialisasi. Kemudian
yang ranahnya BKKBN misalnya pendewasaan
usia perkawinan, kemudian sosialisasi stunting
itu sendiri di posyandu, kelas-kelas ibu hamil itu
yang dilakukan oleh kita karena kita berada di
bagian penyuluhan, kalau gizinya kan dinas
kesehatan.

mengatasi  masalah  tersebut?
1.2.c)
Data  stunting, tahun 2020:

11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa
angka tersebut tidak stabil, dalam
artian kadang naik kadang turun?
(1.2.a)

Kalau kami melihatnya kan angka stunting itu
diukur melalui survei status gizi (SSGI) jadi
yang namanya survei itukan pengambilan
sampelnya tidak tetap, jadi setiap tahun kan
biasa sampelnya beda-beda kalau menurut saya
itu, karena diambil menurut survei makanya
bisa saja angkanya tidak satbil karena kan
harusnya terjadi peningkatan atau penurunan
secara terus menerus. Tapi karena ini survei,
misalnya tahun ini saya menjadi sampel belum
tentu tahun depan saya kembali menjadi sampel.

Bagaimana proses kolaborasi
yang dilakukan Pemerintah Kab.
Bantaeng  dalam  percepatan

penurunan stunting?

Kolaborasi yang selama ini kita lakukan melalui
TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)
dimana semua stakeholder baik dari pemerintah,
swasta dan ada juga dari organisasi masyarakat
yang terlibat itu semua menyatu dalam TPPS itu
dan itu sudah melalui tahap-tahapan sehingga
diharapkan bisa memberikan dampak yang
positif terhadap percepatan penurunan stunting
di Kab. Bantaeng.

Siapa yang bertanggung jawab
dalam proses yang
dilakukan di Kab. Bantaeng,
apakah ada tim khusus yang
dibentuk? (3.1.c¢)

kolaborasi

Selaku ketua TPPS itu wakil bupati. tetap
pengarah atau pembina itu Bupati, jadi kalau
penanggung jawab tetap pemerintah kabupaten
(Bupati) sebenarnya cuman pelaksananya itu
wakil bupati sebagai ketua tim.

Siapa yang mengambil keputusan
dalam menentukan program yang
akan

dijalankan dalam

penanggulangan stunting? (1.4.c)

Yang mengambil keputusan itu ketua tim rapat
koordinasi pada saat dilakukan rapat koordinasi
tetapi berdasarkan musyawarah bersama semua
stakeholder yang terlibat.
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Apa perbedaan peran dan fungsi
UPTD Gizi
Percepatan Penurunan Stunting
(PPS) Kab. Bantaeng?

antara dan Tim

Tahun lalu kan BKKBN yang ditunjuk menjadi
ketua pelaksana percepatan penurunan stunting
di Indonesia. Berarti kan turunannya kami
sebagai dinas KB di daerah tapi disisi lain TPPS
Kabupaten itu kan diketuai oleh wakil bupati
meskipun sekertarisnya itu memang Dinas KB.
Selain kita terlibat dalam aksi konvergensi atau
kolaborasi yah jadi kan semua dinas terlibat
kerja sama-sama, dievaluasi sama-sama tapi
disisi lain kita juga punya program khusus.
Kalau program khusus kita mengenai stunting
itu kita punya Tim Pendamping Keluarga (TPK)
yang dibuat tiga tahun terakhir itu bertugas
mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko
stunting di desa. Jadi ada program khusus yang
real (nyata) kita punya itu ini TPK.

10

Apakah disediakan ruang diskusi
bersama para stakeholder yang
terlibat dalam membahas program
tersebut? (1.3.a)

Iya sering, kan memang di TPPS itu ada
memang tahapannya. Ada delapan aksi kalau
tidak salah jadi mulai aksi 1, aksi 2, aksi 3 ada
semua. Jadi itu harus melibatkan semua dinas
dan itu sudah jalan. Dan untuk 2023 kita baru
mulai lagi, kemungkinan bulan 3 atau bulan 4
baru mulai lagi aksinya karena kalau kita di
derah bulan-bulan begini belum ada dana.

11

Bagaimana proses diskusi yang
dilakukan?,  apakah
dengan damai? (1.3.b)

berjalan

Selama ini sering kali dilakukan diskusi
bersama beberapa instansi terkait, tiap
pertemuan itu telah ditentukan topik yang akan
dibahas, juga kami dari instansi telah
menyiapkan bahan laporan dari hasil program
kami juga melaporkan kejadian/temuan kami di
lapangan. Masalah-masalah itu didiskusikan
secara  bersama-sama  bertujuan  untuk
mendapatkan solusi dan memutuskan fokus dari
program yang akan dilaksanakan kedepannya.
Jadi selama ini diskusi berjalan secara damai,
meskipun ada perselisithan namun itu dapat
segera diatasi pada saat forum itu juga.

12

terlibat
ini? apakah
sekadar pemenuhan tugas dari
atasan atau ada hal yang lain?
(1.1.¢)

Mengapa anda ingin

dalam kolaborasi

Tentunya selain dari SK bupati yang mengikat
kami, juga kami di Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Bencana memiliki
tupoksi yang berkaitan erat dengan stunting.
Jadi selain program yang ada pada TPPS juga
kami ada program-program di luar TPPS yang
berkaitan dengan penanggulangan stunting
karena memang dek itu salah satu tupoksi kami
di sini.

Tuntuntan tugas dan tanggungjawab
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13

Apakah ada landasan hukum yang
dibentuk
jalanannya kolaborasi? (3.1.a)

untuk mengatur

Kalau di derah SK TPPS ada, SK Bupati yah.
Kemudian SK Tim Pendamping Keluarga (TPK)
juga ada di kami. Untuk perbup stunting itu
peran desa sementara di rancang oleh PMD
kalau tidak salah. Tapi kita lebih ke SK SK
Bupati dek, itu sampai ke tingkat Desa. Jadi SK
TPPS itu sampai ke tingkat desa karena SK
TPPS itu ada tingkat Kabupaten, Kecamatan,
dan Desa juga ada.

14

Apakah ada MoU atau perjanjian
kerjasama dengan para
stakeholder? (3.1.5)

Tidak ada perjanjian kerjasama. Mungkin kalau
di pusat ada tapi di dalam SK TPPS itu kan
sudah ada semua jadi kita anggap bahwa lewat
SK itu telah dilakukan kerjasama, jadi nda perlu
lagi dilakukan perjanjian kerja sama.

15

Bagaimana bentuk komitmen
yang  dilakukan
stakeholder yang terlibat dalam
kolaborasi?

dari  para

Itu lagi kembali, bahwa bentuk komitmen itu
kan di tertuang dalam TPPS itu ada beberapa
bidang yah. Jadi misalnya Dinas KB itu masuk
dalam bidang apa, Dinas Kesehatan mungkin
lebih ke Aksinya terkait dengan kesehatan,
kemudian ada bidang data mungkin statistik
atau kominfo. Itu sebagai bentuk bentuk
komitmen di dalam aksi-aksi itu nantinya. Jadi
kita itu kerja bersama-sama memang, nda bisa
memang kalau kesehatan sendiri, KB sendiri
seperti itu bentuk komitmennya ya di tuangkan
dalam delapan aksi-aksi konvergensi.

Sama juga di TPK kami kan, di Tim
Pendamping Keluarga itu saya kira bentuk
komitmen juga dan kerjasama lintas sektor
karena di TPK itu ada kader KB, kader PKK dan
Bidan jadi ada tiga orang kan. Nah itu yang
kami punya di BBKBN, TPK (Tim Pendamping
Keluarga).

16

Siapa saja aktor yang terlibat
dalam kolaborasi? Apakah ada
lembaga
pendidikan, dan media? Apa saja

dari  pihak  swasta,

perannya?

Sejauh ini setau saya kalau lembaga pendidikan
yah saya belum melihat di SK TPPS, tapi
entahlah kalau ada dengan yang dinas lain yah.
Misalnya kan  kesehatan mungkin, ke
sekolah-sekolah mungkin untuk aksi-aksi
gizinya kan saya tidak tahu. Tapi kalau untuk
kami belum ada untuk itu. Tapi seharusnya ada.
(Swasta, organisasi masyarakat)

17

Menurut anda, apakah jumlah
SDM / stakeholder yang saat ini
terlibat
mencapat tujuan kolaborasi yang

telah ditetapkan? (3.4.a)

telah memadai untuk

Untuk saat ini cukup menurut saya karena
semua pihak sudah ada di dalamnya, semua
stakeholder telah terlibat. Cuma itu tadi yang di
tanyakan sebelumnya itu lebih di perkuat.
Seharusnya sih dari pihak swasta ada CSRnya
itu  mungkin bisa masuk ke percepatan
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penurunan stunting. Tapi entahlah siapa tau ada
juga program khususnya itu kita nda tahu.

18

Apa saja peran dan tanggung
jawab anda dalam kolaborasi ini?
(3.1.d)

Kalau kami Dinas Pengendalian Penduduk dan
KB di sini itu berperan dalam hal pengasuhan
1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), mulai
sejak hamil/bayi dalam kandungan sampai bayi
lahir berusia 2 tahun itu harus di berikan
edukasi kepada para ibu-ibu mengenai pola asuh
anak mereka agar memenuhi kebutuhan gizi
anaknya termasuk pada saat hamil agar si ibu
makan makanan bergizi.

Termasuk kepada catin (calon pengantin) untuk
diedukasi sebelum mereka menikah, bagaimana
cara mendidik anak, hingga mengajak mereka
untuk KB apalagi sekarang ini banyak
anak-anak yang menikah di usia dini, di sini
juga ikut mempengaruhi terjadinya stunting.

19

Fasilitas apa saja yang disedikan
oleh (instansi anda / berbagai
stakeholder) dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng? (3.4.c)

Fasilitas yang disediakan kita ada kelompok
BKB namanya Membentuk Kelompok Bina
Keluarga Balita dan disitu ada BKB Kids
stunting namanya, jadi ceritanya BKB ini kan
untuk keluarga yang punya balita kan yang
diberikan materi-materi terkait peningkatan pola
asuh anak dan itu ada sarananya. Kemudian ada
juga stunting kids siap hamil. Jadi untuk
catin-catin (calon pengantin) itu kan Kkita
dampingi mereka, kita berikan penyuluhan
sebelum menikah. Misalnya kita calon
pengantin, kan calon pengantin itu kan pada saat
mendaftarkan ada Bimwinnya (bimbingan
perkawinan) kan, nah KB juga itu masuk di situ
memberikan misalnya apalagi sekarang sudah
ada aplikasi. Misalnya kita mau menikah dek,
kita harus dulu di dampingi oleh TPK (Tim
Pendamping Keluarga) yang saya maksud tadi,
ada aplikasi Elsimili (Elektronik Siap Nikah dan
Hamil) nah itu akan kelihatan, berapa HB ta
harus periksa dulu di bidan atau dokter, tekanan
darah, kemudian lingkar lengan atas seperti itu,
itu nanti akan mengeluarkan serifikat berisiko
atau tidak. Kalau laki-laki, misalnya calon
suamita merokok itu otomatis berisiko karena
itu menurut hasil penelitian, merokok itu
termasuk faktor yang bisa menyebabkan anak
bisa stunting. Itu tadi yang dibawa ke KUA dan
dilakukanlah bimbingan perkawinan yang orang
KB ada disana, bagaimana membentuk
keluarga, bukan hanya stuntingnya tapi keluarga
berencannya juga. Membangun keluarga, seperti
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itu. Jadi sarananya banyak kita. Termasuk ada
aplikasi siap nikah dan hamil.

Program apa yang dijalankan oleh

20 | instansi anda dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng?
Siapa yang menjadi target sasaran Kalau l.(ami' yang pertama itu catin (galon
21 0 pengantin), ibu hamil, ibu pasca persalinan,
pada program tersebut? anak balita 0-59 bulan. Itu sasaran kita.
Kalau kita melihat ada memang stakeholder
sesuai yang diharapkan karena memang
tupoksinya kan, kemudian ada memang yang
Bagaimana kinerja para | masih kurang dimana banyak kendala disini
stakeholder yang terlibat? karena memang setiap stakeholder kan punya
Apakah  mereka  menjalankan | program masing-masing, nah menyatukannya itu
22 tugasnya sesuai prosedur? agak.. kan ada ego scktoral jadi masing-masing
atau ada pihak yang kurang | dinas/stakeholder punya progam sendiri, punya
proaktif ~ dalam  menjalankan | sasaran sendiri jadi itu yang bisa menjadi
tugasnya? (2.1_) kendala dalam menyatukan komitmen dalam
mengintervensi sasaran.
(Terdapat beberapa stakeholder bekerja tidak
sesuai yang diharapkan)
Ya Percaya, kalau meneurut kami termasuk saya
sendiri menaruh kepercayaan terhadap semua
Apakah masing-masing | OPD / stakeholder lain dalam menurunkan
23 | stakeholder memiliki rasa saling | @ngka stunting karena pembagian tugas yang
. diberikan itu semuanya sesuai dengan
percaya  diantara  stakeholder 1 . : :
. . kemampuan dan tupoksi dari masing-masing
lainnya yang terlibat? (2.1_) OPD tinggal bagaimana menjalankan tugasnya
dengan maksimal.
Kalau sampai miss komunikasi itu tidak pernah,
| karena kan seringkali dilakukan
24 Apakah pernah terjadi | pertemuan-pertemuan minimal itu tiga bulan
misskomunikasi ketika melakukan | sekali, di situ sering dijelaskan terkait
kolaborasi? masalah-masalah yang ada juga peran dan
tanggungjawab dari para OPD lain.
25 Kalau masalah pastinya ada, tetapi jika masalah

Apakah pernah terjadi masalah
kolaborai yang
tengah dijalankan?

dalam proses

Kalau boleh tau Masalah apa

saja  dan  bagaimana  cara

itu langsung segera di atasi karena kami sering
di pantau perkembangannya jadi jika terdapat
masalah sesegera mungkin untuk di selesaikan
baik di dalam forum ataupun di luar.

6/9
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mengatasinya?

26

Bagaimana sikap stakeholder jika
memiliki perbedaan pendapat
dengan stakeholder lain? Apakah
mereka  saling menghormati?
(2.2.b)

Perbedaan pendapat itu sudah pasti ada.
Kembali lagi tadi peran TPPS apalagi ketua
pelaksana TPPS kan wakil bupati, kemudian ada
juga Bappeda selaku koordinator. Dari
stakeholder itu tentunya dibicarakanlah, dicari
jalan keluarnya bagaimana. Kan semua masalah
pasti ada solusinya, kembali lagi tadi bahwa ego
struktural itu memang ada, nah peran TPPS
inilah yang menyatukan itu semua. Misalnya
begini, kalau di BKN kan menyentuh
keluarganya misalnya. Keluarga yang berisiko,
bahkan sebelum dia menikah saja kita intervensi
terus dinas kesehatan kan mengintervensi
balitanya kan yang dilahirkan itu, dia memantau
berapa lingkar kepalanya, berapa berat
badannya, tinggi badannya. Tentunya kan pasti
persepsi dan versi kita berbeda. Mereka
mengintervensi balitanya, kita mengintervensi
orang tuanya kan. Mengcegah ibunya, berikan
asi ekslusif, makan makanan bergizi supaya bayi
atau calon bayimu juga dapat makanan bergizi
supaya tidak stunting. Kalau kesehatan kan beda
lagi, minumki obat tablet tambah darah
misalnya pada saat lahir. Tapi saya kira
semuanya nyambungji, tujuannya kan satuji
memang untuk mencegah bayi ini menjadi
stunting seperti itu. Apalagi kan dengan
hadirnya juga balai pelayanan gizi terpadu, itu
saya kira suatu gebrakan yang luar biasa untuk
Bantaeng karena satu-satunya itu.

27

Apakah ada pengawasan yang
dilakukan
masing-masing

saat
stakeholder
melakukan tugasnya? (2.3.d)

pada

Iya ada, bahkan yang mengawasi kita kan dari
atas ya, dari bina bangda, dari bappeda provinsi
itu ke TPPS kabupaten. Untuk yang di bawah
kanya kita juga TPPS Kabupaten secara tim itu
juga mengawasi ke bawah sampai ke desa
malah karena TPPS itu sampai ke desa. TPK
yang saya katakan tadi itu bagian dari TPPS
juga. Jadi bagian terbawah dari TPK yaitu TPK
desa/kelurahan melaporkan ke TPK kecamatan,
kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi,
provinsi ke pusat. Nah desa/kelurahan inilah
paling bawahnya itu TPK (Tim Pendamping
Keluarga). Jadi memang secara berjenjang dek
alur kerjanya.

719
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Berapa lama  waktu

yang

Kita tetap sama dengan target nasional tahun
2024, insyaallah. Itukan kita di target nasional

28 | ditetapkan untuk mencapai target | jf 14 persen pada tahun 2024. Jadi itukan harus
penurunan  stunting di  Kab. | di turunkan lagi ke perencanaan pembangunan
Bantaeng? (3.4.d) daerabh, tetap kita juga tetap di tahun 2024.

Dari mana sumber anggaran yang

29 digunakan  dalam  melakukan ) )
penanggulangan  stunting i Sumber anggaran itu ada dari APBN dan APBD
Kabupaten Bantaeng? Apakah
dana tersebut mencukupi? (3.4.b)

Saya melihat, kan kita ada juga grup TPPS yah,
ketua TPPS disini kemudian bapak bupati
selaku pembina/penanggungjawab itu memang
semuanya  serba  segera. Jadi  gaya
pemimpinannya itu santai tapi pasti, maksudnya
semua tahapan, semua aksi itu betul-betul harus
kita laksanakan secara tepat sasaran, tepat
waktu seperti itu gaya kepemimpinan yang saya
Bagaimana gaya kepemimpinan lihat. Meskipun bukan melalui rapat pertemuan
yang diterapkan oleh ketua tim tetapi ada grup sebagai tempat berkomunikasi
30 d .o | dan berinteraksi dengan para pihak yang
alam melakukan kolaborasi? .

termasuk dalam TPPS itu.

(3.a)
Kalau  pengambilan  keputusannya tetap
musyawarah karena kan kita juga dipantau dari
kemendagri, dari bappeda provinsi kemudian
mereka ini kan statusnya sebagai fasilitator jadi
tetap jika ada masukan dari fasilitator
dirapatkan lagi, disitulah diambil
keputusan-keputusan ~ yang = sifatnya itu
berdasarkan hasil musyawarah.

. . . Kann ada wadah rapat-rapat koordinasi,
Bagaimana sikap pemimpin jika | pioconva di situ di pecahkan dicarikan solusi
31 | terdapat stakeholder yang lalai

dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya?

untuk memecahkan masalah itu. Secara berkala
kan ada rapat koordinasi oleh pimpinan daerah
apalagi kalau di TPPS itu tadi.

8/9
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AFBMN

Balita. ibuy hamil, remaja putri dan calon pengantin
Most of he People Don'l Understand

Wice-regent

Thers isn't any

Wice-regent
Troubleshonting in fomams

The target for 2024 is the stunling rate of 24%

Belive

Quick in responding (o cases

Cammunity Institulions

Frvate

Mot engugh

Bound in the Decree of the Regent

A discussion room is avalable

Keputusan Bupati Banlaeng tentang Pembentukan TPPS
Conduct gulreach in Lhe cormmunity

Membentuk Tim Percepatan Penuranan Stunting

Frovide reinforcament duning coordination meelings

There are several stakeholders working nat as expected
Kurang menjaga kebargihan

There is shame

Walk well peacefully

Theie is supervision

Paranting 1000 HPK

Bound by Decree of the Regent

It is writien in SK TFPS

Mutual respect

Farrming a Toddler Family Developrment Group
Stunting Reduction Acceleration Tearm

Cading Densgity

setiap rapat koordinasi yang

diketuai oleh itu tadi pimpinan, beda kan kalau
bentuk motivasinya susah digambarkan. Tapi

yang jelas ya namanya kalau sudah intervensi
pimpinan mau dia bentuknya motivasi atau

bedalah motivasinya dibandingkan para kita-kita
ini yang kepala dinas, jadi saya kira kalau
perintah ya pasti kita jalankan.

Bentuk motivasinya itu tadi bahwa selalu ada

penguatan di

Bagaimana bentuk motivasi yang | Bupati, Wakil Bupati yang mengetuai ya pasti
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HASIL WAWANCARA 7

Nama Informan : Anugrah Budiyanto

Umur : 31 Tahun
Pendidikan  : S2
Jabatan : Analis Perencana Pengendalian dan Evaluasi Bappeda
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu 1 14.57 wita
Tempat : Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No Pertanyaan Hasil Wawancara
Kalau stunting kan tidak semuanya penduduk
tau mengenai stunting, terus juga pendidikannya
. kan yang namanya daerah-daerah kecil kan
| | Bagaimana pengetahl}an . rendah, itu sementara fokusnya di situ. Dan
masyarakat mengenai stunting? sebenarnya sudah ada juga beberapa SK Bupati
(1.1.d) mengenai lokus penetapan lokasi stunting di
Kab. Bantaeng yang sementara di kerjakan.
Dengan adanya stunting di masyarakat tentunya
banyak dampak di rasakan, pertama tumbuh
kembang pada anak yang tidak seperti biasanya,
lebih pendek dibandingkan anak seusianya.
Apa saja dampak yang dirasakan | Kedua dari dampak sosial yaitu adanya rasa
2 | oleh masyarakat dengan adanya malu karena badan anaknya yang tidak ideal,
keluarga yang mengalami terus juga berdampak pada tingkat pemaha'man
ing? (1.2.5), (3.3.0) anak di sekolah yang menurun, menghasilkan
stunting? (1.2.5), (3.3. persepsi bahwa anaknya bodohlah. Kemudian
juga kedepannya akan berpengaruh pada angka
kemiskinan yang meningkat.
3 | Masalah apa saja yang terjadi di | Yang pertama masalah itu pemahaman stunting

masyarakat sehingga anak-anak
mengalami stunting? (1.1.a)

masih konservatif. Misalnya anaknya itu lebih di
beri susu formula kan lebih praktis bagi mereka,
terus yang kedua terkait dengan kompliksitas
empasi yang diberikan pada anak, kan mereka
juga tidak paham gizi apa saja yang dibutuhkan
untuk mendukung pertumbuhan pada anaknya,
yang ketiga juga masalah pemberian kaplet
tambah darah wuntuk ibu-ibu, kebanyakan
mereka di kasih tapi mereka nda minum mereka
tidak tau seberapa penting kondisi anemia,
seberapa bahaya kondisi animea ketika terjadi
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pada ibu hamil.

Upaya apa yang dilakukan dalam

Di sini kami berkoordinasi bersama banyak
SKPD di Kabupaten Bantaeng dalam
memberikan penyuluhan-penyuluhan / edukasi
kepada masyarakat terkait pemenuhan gizi
mereka, memberikan pemahaman terkait makna

mengatasi  masalah  tersebut? h
stunting yang sebenarnya karena banyak

(1.2.¢) > . .
persepsi yang salah di masyarakat mengenai
stunting.

Data stunting, ftahun  2020: Kalau data SSGI kita di Kabupaten Bantaeng

11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa
angka tersebut tidak stabil, dalam
artian kadang naik kadang turun?
(1.2.a)

sebenarnya menurun. Kemarin sempat naik di
tahun 2021 itu saat terjadi pandemi, itukan
hampir semua seluruh daerah di Indonesia itu
mengalami kenaikan 28 lebih kemarin. Tapi
untuk tahun 2022 itu kita datanya turun sekitar
0,6 persen kalau tidak salah data SSGIL.

Bagaimana proses kolaborasi
yang dilakukan Pemerintah Kab.
Bantaeng  dalam  percepatan

penurunan stunting?

Kolaborasi kita berlajan lintas sektor. Kemarin
kita punya salah satu aplikasi webmon (web
monitoring) dari bangda dimana dari 29
indikator utama penanganan stunting itu sudah
di tentukan dinasnya, dinas apa saja yang
bertanggungjawab terhadap indikator tersebut.
terus dari itu dasarnya kita lakukan pertemuan
pengisian data terkait dengan penanganan
stunting, kebanyak yang intensif itu kebanyakan
Dinas Kesehatan. Adapun yang misalnya kayak
semacam indikator yang bersifat subway saja,
misalnya kan PU kan dia tidak secara lagsung
intervensi tapi dia bisa menyediakan jamban
sehat, terus juga air bersih. Nah itu yang di
kolaborasikan jadi ketika ada lokus yang
stuntingnya banyak kita kenali masalahnya,
kalau mereka kekurangan air bersih kita arahkan
ke Dinas PU, kita arahkan kesana. Biasanya
membangun SPA (Sistem Pembangunan Air
Minum) terus membangun juga Jamban atau
misalnya kita di satu lokus itu sudah di
intervensi sama Dinas Kesehatan tetapi ternyata
pemahaman mereka terhadap lugru Itu biasanya
kita arahkan ke KB sebagai penyuluh KB itu
menyuluh stunting di situ.

2/8
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Siapa yang bertanggung jawab
dalam proses yang
dilakukan di Kab. Bantaeng,
apakah ada tim khusus yang
dibentuk? (3.1.c¢)

kolaborasi

Kita punya SK Penanganan Stunting yang
ketuanya itu pak wakil bupati, jadi terkait
dengan misalnya ada komunikasi yang nda jalan
kebanyakan melapor ke wakil bupati.

Siapa yang mengambil keputusan
dalam menentukan program yang
akan

dijalankan dalam

penanggulangan stunting? (1.4.c)

Keputusan di ambil berdasarkan musyawarah
bersama yang di adakan dalam forum pertemuan
ataupun diskusi bersama instansi terkait.

Apa perbedaan peran dan fungsi
UPTD Gizi
Percepatan Penurunan Stunting
(PPS) Kab. Bantaeng?

antara dan Tim

Bappeda wakil ketua dalam tim percepatan
penurunan stunting.

10

Apakah disediakan ruang diskusi
bersama para stakeholder yang
terlibat dalam membahas program
tersebut? (1.3.a)

Ada, kita punya rembuk stunting tingkat
kabupaten, rembuk stunting tingkat desa, dan
sekarang ini rencana tahun ini juga
direncanakan ~ rembuk  stunting  tingkat
kecamatan, di sinilah bentuk kolaborasi ini
dilaksanakan, semua elemen masyarakat
dilibatkan untuk mengajukan aspirasi usulannya
terkait dengan stunting.

11

Bagaimana proses diskusi yang
dilakukan?,  apakah
dengan damai? (1.3.b)

berjalan

Sejauh ini diskusi yang dilakukan sesuai dengan
prosedur karena tiap pertemuan telah di
tentukan topik yang akan di bahas jadi tiap
pertemuan masing-masing OPD menyiapkan
data untuk di bahas. Misalnya terjadi perbedaan
data maka pada saat itu juga diberikan solusi
terkait masalah yang ada.

12

Mengapa anda ingin terlibat
ini? apakah

sekadar pemenuhan tugas dari

dalam kolaborasi

atasan atau ada hal yang lain?
(1.1.c)

Itu tadi kami terikat dalam SK Bupati dan juga
beberapa peraturan lainnya misalnya surat
edaran permendagri no. 400 tahun 2022

3/8
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13

Apakah ada landasan hukum yang
dibentuk mengatur
jalanannya kolaborasi? (3.1.a)

untuk

Surat Keputusan Bupati Bantaeng No 71 tahun
2019

14

Apakah ada MoU atau perjanjian
kerjasama dengan para
stakeholder? (3.1.5)

Kalau kerja sama secara resmi belum ada kalau
yang terkait stunting dengan CSR, tapi biasanya
perusahaan menawarkan dengan CSR ada
beberapa yang kita tawarkan terkait penanganan
stunting.

15

Bagaimana bentuk komitmen
yang  dilakukan para
stakeholder yang terlibat dalam

dari

kolaborasi?

Komitmen, sebenarnya kita itu kan sudah ada
dalam SK kan yah jadi semua stakeholder yang
terlibat itu masing-masing terikat dengan
tanggung jawab. Dan yang kedua juga kita
punya surat edaran permendagri (mentreri
dalam negeri) nomor 400 tahun 2022 terkait
dengan pemetaan program kegiatan dan sub
kegiatan ~ yang  mendukung  percepatan
penurunan stunting. Jadi penurunan stunting kan
ada beberapa indikator dan beberapa OPD yang
terlibat itu sudah di tentukan sub indikator apa
yang terdapat dalam APBD yang menjadi
tanggung jawab masing-masing OPD tersebut.
Misalnya kayak indikatornya terkait dengan
remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah
darah itu terikat di dinas kesehatan dengan sub
kegiatan misalnya pengolahan pelayanan
kesehatan gizi masyarakat. Jadi ada beberapa
dinas memang yang sudah terikat komitmen dan
memang SK Bupati ketika di terbitkan juga
bersifat mengikat.

16

Siapa saja aktor yang terlibat
dalam kolaborasi? Apakah ada
swasta, lembaga
pendidikan, dan media? Apa saja

dari  pihak

perannya?

Swasta iya, kita kolaborasi juga dengan CSR
CSR ada beberapa yang kayak di PT. Huadi juga
mereka fokus di arahkan untuk membantu
jamban schat, ada juga beberapa kayak
pemberian pelatihan kepada masyarakat ataupun
bantuan-bantuan kepada anak-anak yang terkena
stunting.

17

Menurut anda,
SDM / stakeholder yang saat ini
terlibat
mencapat tujuan kolaborasi yang
telah ditetapkan? (3.4.a)

apakah jumlah

telah memadai untuk

Untuk sekarang sebenarnya sudah cukup
walaupun sebenarnya belum maksimal karena
terlihat dari penurunan angka stunting kan nda
signifikan walaupun turun tapi nda signifikan.
Harapnnya kedepan kolaborasinya semakin kuat
jadi  semua stakeholder itu  betul-betul
menjalankan tanggung jawabnya, jadi tidak
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hanya bagus di data tapi fakta di lapangan
betul-betul membuktikan bahwa memang
tanggung jawabnya itu dilaksanakan dengan
baik.

Apa saja peran dan tanggung

Kalau Bappeda lebih ke monitoring dan
evaluasinya. Yang kedua juga terkait dengan
koordinasi. Jadi pusat koordinasi itu ada di
Bappeda. Kalau misalnya ada indikator yang
tidak jalan, Bappaeda yang melakukan kordinasi
ke dinas terkait kenapa indikatornya nda jalan.

18 | jawab anda dalam kolaborasi ini? Terus misa}nya ketersediaan data indikator
tersebut  tidak  terdapat, Bappeda yang
(.1.4) melakukan koordinasi ke dinas tersebut. jadi
sebenarnya itu kebanyakan mengevaluasi saja,
jadi di aplikasi webmon itu Bappeda sebagai
admin. Jadi kalau misalnya ada satu yang tidak
terisi datanya langsung koordinasi ke dinas
terkait agar melakukan pengisian.
Fasilitas apa saja yang disedikan | Kalau untuk monitoringnya website. Tapi kalau
oleh (instansi anda / berbagai misalnya yang lebih ke teknis sebenarnya lebih
19 stakeholder) dalam ke Dinas kesehatan, Dinas KB, mereka yang
. . jauh lebih paham terkait dengan penurunan
penanggulangan stunting di Kab. .
stuntingnya.
Bantaeng? (3.4.c)
Program apa yang dijalankan oleh
20 | instansi anda dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng?
. Siapa yang menjadi target sasaran gPD terkait. Dinas kese‘hatan, KB karena tugas
da program tersebut? .appec.1a kan nda langsung ke masyarakatnya
pada progt: dia lebih ke OPD terkait.
22 | Bagaimana kinerja para | Kalau kinerjanya sih sebenarnya sudah baik
stakeholder yang terlibat? karena setiap Bappeda minta data, datanya
Apakah  mereka  menjalankan | tersedia walaupun ada beberapa OPD yang

tugasnya sesuai prosedur?

atau ada pihak yang kurang
proaktif  dalam  menjalankan
tugasnya? (2.1 )

terlambat memasukkan tapi biasanya satu dua
kali permintaan itu data bisa tersedia. Yang
kedua juga kan anggarannya walaupun tidak
melekat ke Bappeda, melekat di dinas kesehatan
tahun lalu, tahun ini melekat di dinas KB.
Tahun lalu pengalaman kami dinas kesehatan
yang memfasilitasi, dia mengundang semua
OPD terkait dan di situ kita melakukan
pengisian dan menindaklanjuti masalah-masalah
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apa yang di hadapi.

Saya rasa iya, walapun ada ego sektoral tapi kan
tindakan prevalensi stunting tidak bisa
terlaksana kalau misalnya ego sektoralnya masih

besar. Makanya forum-forum itu sering
. . dilaksanakan, terus rapat-rapat juga sering
Apakzh MasiNg-masing | 4jlaksanakan, itu juga untuk membangun kerja
23 | stakeholder memiliki rasa saling sama, rasa tanggung jawab. Itu juga biasanya
percaya  diantara  stakeholder | kan kita hadirkan beberapa kepala dinas yang
lainnya yang terlibat? (2.1_) mampu  meningkatkan  moralnya,  terus
memberikan masukan-masukan terhadap
penanganan stunting dan juga memberikan
semangat-semangat untuk keberhasilan
penaganan stunting.
Miss komunikasi untuk saat ini ada beberapa
misalnya kayak Dinas Pertanian, sebenarnya
mereka ada di dalam surat edaran tersebut. surat
edaran tersebut kan baru terbit tahun ini. jadi
dinas pertanian merasa tidak memiliki tanggung
| jawab padahal dia punya tanggung jawab di
24 Apakah pernah terjadi | sa]ah satu indikator. Ini yang walapun sudah di
misskomunikasi ketika melakukan | sampaikan dia tetap menganggap bahwa tidak
kolaborasi? punya kegiatan yang berkaitan dengan
penanganan stunting. Nah ini yang mungkin
untuk tahun ini surat edaran itu yang menjadi
pegangan kami supaya semua OPD yang terkait
itu merasa bahwa dia punya tanggung jawab di
indikator tersebut.
Apakah pernah terjadi masalah
dalam proses kolaborai yang
55 tengah dijalankan? Masa}ah, sejauh ini belum tf:r]adl magalah'bergt,
Kalau boleh tau Masalah apa me.sklpun ego sek.toral ma51h afia tapi ketika itu
. . terjadi langsung di selesaikan di forum.
saja  dan  bagaimana  cara
mengatasinya?
26 | Bagaimana sikap stakeholder jika | Di forum kita lebih mengedepankan aspek

memiliki perbedaan pendapat
dengan stakeholder lain? Apakah
mereka saling menghormati?
(2.2.h)

musyawarah. Jadi miaslnya ada perbedaan data
antara dinas KB dan dinas kesehatan di
lapangan. Biasanya kan data penyuluh KB
berbeda dengan data petugas posyandu. Ini yang
ketika di hadapkan biasanya berbeda. Biasanya
di forum itu kita pake musyawarah terus
menentukan. Biasanya sebenarnya cuman
gara-gara indikatornya yang berbeda sehingga
terdapat perbedaan data. Misalnya kalau setelah
musyawarah di tentukan indikator-indikator
yang menjadi standar acuannya biasanya
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terselesaikan, jadi aspek musyawarahnya yang
kita perkuat.

Apakah ada pengawasan yang

dilakukan pada saat | Ada Pengawasan, kami (Bappeda) yang
27 . . melakukan tanggung jawab dalam mengawasi
masing-masing stakeholder . . . .
semua instansi yang terlibat dalam kolaborasi.
melakukan tugasnya? (2.3.d)
Stunting itu apa yah, tidak ada batas waktu
sebenarnya karena orang hamil kan tiap waktu,
tidak berhenti ketika misalnya stunting sudah
angka 0 terus prevalensi stunting sudah berhenti,
tidak. Prevalensi stunting bakal terus ada
sampai, walapun target nasional di tahun 2024
Berapa  lama  waktu  yang itu 14 persen, tapi stunting itu apa yah, bahkan
28 | ditetapkan untuk mencapai target | menurut beberapa pakar itu butuh waktu
penurunan  stunting di  Kab. | sepuluh, dua puluh tahun untuk menurunkan
Bantaeng? (3.4.d) angka tersebut. dan tidak boleh berhenti sampai
di situ. Pemberian pemahaman kepada remaja
putri, terus ibu hamil, terus ibu menyusui itu
tetap terus berjalan. Jadi saya pikir tidak ada
batas waktu sih kalau misalnya mauki angka
prevalensi stunting terus menurun.
Parl mana sumber anggaran yang Kalau untuk keseluhan kita punya sumber dana
29 digunakan  dalam  melakukan | pAK non fisik dari pusat, kita punya dana
penanggulangan  stunting  di | APBD tingkat II dari Provinsi Sulawesi Selatan,
Kabupaten Bantaeng? Apakah | dan kita juga pake APBD Kabupaten Bantaeng.
dana tersebut mencukupi? (3.4.b)
30 Bapak responsif, dan bertanggung jawab, terus

Bagaimana gaya kepemimpinan
yang diterapkan oleh ketua tim
dalam  melakukan

(3.a)

kolaborasi?

beliau peka terhadap apa yang terjadi di
lapangan, dan beliau juga selalu memberikan
motivasi-motivasi kepada petugas-petugas yang
ada di lapangan. Karena jujur menangani
stunting kan berat, tidak bisa cuma di berikan
tablet tambah darah stunting selesai, tidak. Jadi
itu harus terus berjalan dan itu tugas berat,
makanya pembangunan moral dari pimpinan
juga sangat penting. Yang kedua juga terkait
degan kepekaan beliau terhadap insentif-insentif
terhadap petugas yang ada dilapangan juga
sudah mencukupi. Walaupun misalnya, kita akui
belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari
karena keterbatasan anggaran tapi beliau selalu
mendorong agar pemberian sarana, karena salah
satu komunitas KPM itu di berikan sarana HP
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misalnya terkait dengan pengisian datanya,
diberikan kartu data. Jadi intinya beliau punya
tanggung jawab besar terhadap penanganan
stunting.

31

Bagaimana sikap pemimpin jika
terdapat stakeholder yang lalai
dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya?

Kalau untuk saat ini kami belum menemukan
ada OPD yang lalai dalam menjalankan
tugasnya, tapi kalau misalnya ada OPD yang
tidak mengisi data misalnya. Kan Bappeda yang
melakukan evaluasi, jadi kami melaporan
kedalam sebuah grub, kami punya grup wa
TPPS Bantaeng dimana berisikan semua
anggota termasuk beliau sebagai pimpinan. Dan
beliau langsung respon dengan menghubungi
kepala dinasnya, mengapa datanya masih
kosong (misalnya) mohon segera menunjuk
operatornya untuk mengisi data.

32

Bagaimana bentuk motivasi yang
diberikan kepada para stakeholder
agar semangat
menjalankan tugasnya?

mereka dalam

Motivasi, kami sering di beri motivasi pada saat
dilakukan pertemuan-pertemuan, rapat ataupun
diskusi bersama OPD terkait.
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HASIL WAWANCARA 8

Nama Informan : Aidil Akbar, S.Sos
Umur : 57 Tahun
Pendidikan  : S1

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Bantaeng
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu :15.10 wita
Tempat : Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng
No Pertanyaan Hasil Wawancara

Masayarakat umum kan biasanya taunya itu
kurang gizi, padahal itu kan stunting yang
selama ini dia kira itu hanya kurang gizi kalau
stunting, anak-anak balita yang terutama untuk
sasarannya yang selama ini dia anggap stunting
itu.

Bagaimana pengetahuan
masyarakat mengenai stunting?
(1.1.d)

Apa saja dampak yang dirasakan
2 | oleh masyarakat dengan adanya
keluarga yang mengalami
stunting? (1.2.b), (3.3.a)

Kesehatannya yang tidak stabil, badan anaknya
yang pendek, berat badannya kurus.

Masalah apa saja yang terjadi di
3 | masyrakat anak-anak

mengalami stunting? (1.1.a)

sehingga Itu kekurangan gizi, dan pola makannya.

Bagaimana kita mengedukasi masyarakat
supaya gemar makan ikan. Pengelolaan ikannya.
Karena dianggap masyarakat itu, jaman-jaman
dahulu itu bahwa banyak makan ikan itu
dianggap cacingan orang.

Upaya apa yang dilakukan dalam
mengatasi
1.2.0)

masalah  tersebut?
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Data  stunting, tahun 2020:
11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa
angka tersebut tidak stabil, dalam
artian kadang naik kadang turun?
(1.2.a)

Kalau datanya itu ada di dinas kesehatan, dia
yang lebih tau, coba tanyakan kesana.

Bagaimana proses kolaborasi
yang dilakukan Pemerintah Kab.
Bantaeng  dalam  percepatan

penurunan stunting?

Kita ada memang forum itu, ada dia peran
kerjasama antar OPD di sana tentang
penanganan stunting itu. Ada dinas kesehatan,
ada bappeda, pendidikan, perdagangan, sama
depak juga, PU, memang kita ada forum itu.

Siapa yang bertanggung jawab
dalam proses yang
dilakukan di Kab. Bantaeng,
apakah ada tim khusus yang
dibentuk? (3.1.¢)

kolaborasi

Dinas kesehatan

Siapa yang mengambil keputusan
dalam menentukan program yang
dalam

akan dijalankan

penanggulangan stunting? (1.4.c)

Dilakukan secara berdasarkan

dalam forum

musyawarah

Apa perbedaan peran dan fungsi
UPTD Gizi
Percepatan Penurunan Stunting
(PPS) Kab. Bantaeng?

antara dan Tim

10

Apakah disediakan ruang diskusi
bersama para stakeholder yang
terlibat dalam membahas program
tersebut? (1.3.a)

Iya ada, minimal itu pertriwulan.
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11

Bagaimana proses diskusi yang

Baik, sesuai dengan agenda yang di susun

12

dilakukan?, apakah  berjalan
dengan damai? (1.3.b)
Mengapa anda ingin terlibat

dalam kolaborasi ini? apakah
sekadar pemenuhan tugas dari
atasan atau ada hal yang lain?

(1.1.c)

Tuntutan tugas dan tanggung jawab kami

13

Apakah ada landasan hukum yang
dibentuk
jalanannya kolaborasi? (3.1.a)

untuk mengatur

Ada Sknya itu, coba kita cari di ... yang jelas
ada itu karena kita itu masuk semua OPD itu
ada SK. Jadi coba kita cari SK nya itu di Dinas
Kesehatan atau Pusat Penanggulangan Gizi.

14

Apakah ada MoU atau perjanjian
kerjasama dengan para
stakeholder? (3.1.b)

Ada, di forumnya itu hari ada perjanjian kerja
samanya. Terus wilayah-wilayah kerja juga
termasuk kita OPD itu di beri tanggungjawab
untuk pembinaan di wilayah di mana saja dalam
OPD-OPD itu. Kalau kita Dinas Perikanan dua
desa di kasi tanggung jawab, di Bontolojong
sama Bontomarannu kecamaten uluere.

15

Bagaimana bentuk komitmen
yang  dilakukan para
stakeholder yang terlibat dalam
kolaborasi?

dari

Itu tadi ada bentuk perjanjian kerja sama yang di
sepakati

16

Siapa saja aktor yang terlibat
dalam kolaborasi? Apakah ada
swasta, lembaga
pendidikan, dan media? Apa saja

dari  pihak

perannya?

LSM kalau nda salah dengan organisasi wanita
kalau nda salah juga.
Lembaga masyarakat

3/6
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Menurut anda, apakah jumlah

SDM / stakeholder yang saat ini

Kalau dibilang cukup ya tidak cukup karena
masih ada pasti itu keamanan makanya semua di

17 | terlibat telah memadai untuk | grahkan. Karena makin banyak stakeholder yang
mencapat tujuan kolaborasi yang | terlibat ~tambah  bagus  penanggulangan
telah ditetapkan? (3.4.a) stuntingnya.

Apa saja peran dan tanggung | Ity dalam bentuknya ada pemberian gizi

18 | jawab anda dalam kolaborasi ini? | masyarakat yang berbentuk olahan-olahan dari
3.1.d) ikan.

Fasilitas apa saja yang disedikan

19 oleh (instansi anda / berbagai ) i
stakeholder) dalam Pemberian paket olahan perikanan
penanggulangan stunting di Kab.

Bantaeng? (3.4.¢)
Kalau kita yang program nasional itu ada dua,
bulan mutu sama gemar ikan. Kalau gemar ikan
itu berupa pemberian paket olahan perikanan,
olahan ikan semua, peruntukannya untuk Ibu
hamil, anak balita, sama yang rawan stunting.
Ttu kita tahun lalu dapat 500 paket.
Untuk program nasional dari KKP, Kementerian
Program apa yang dijalankan oleh Perikanan itu kerja sama dengan anggota dewa

20 | instansi anda dalam | DPRRI, Pak Azikin. 1 ) ]
penanggulangan stunting di Kab. Tems kalau bulal} mutu itu pake.tnya 1tg daglpg
Bantacng? ikan beku segar, itu program dari PKK juga, itu

paketnya 1000 paket, jadi itu langsung ikannya
bukan olahan.

Tahun 2021 kemarin itu ada paket khusus untuk
stunting itu ada 150 paket. Kalau itu kita kerja
sama dengan pusat penanggulangan gizi di
lumpangan. Kita minta data-data kurang gizi,
gizi buruk.

51 | Siapa yang menjadi target sasaran | Target sasarnnya itu 500 KK, balita, ibu-ibu

pada program tersebut?

hamil dan lansia.
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Bagaimana kinerja para | Kinerja mereka baik karena semua bekerja
stakeholder yang terlibat? sesuai dengan tupoksinya, semua wewenang
Apakah  mereka  menjalankan | yang diberikan kepada tiap OPD. Kalau kita di
22 tugasnya sesuai prosedur? sini melakukan penanganan gizinya, kondisi
atau ada pihak yang kurang | masyarakat. Ada juga yang kerja masalah
proaktif ~ dalam  menjalankan | keamanannya, jadi kolaborasi baik diantara
tugasnya? (2.1_) OPD kita saling membantu, saling mendukung.
Apakah masing-masing o
23 | stakcholder memiliki rasa saling Iyg percaya, karena kami sall'ng membantu sama
percaya  diantara  stakeholder lain sesuai dengan tugas masing-masing
lainnya yang terlibat? (2.1_)
24 Apakah pernah terjadi |
misskomunikasi ketika melakukan | 11dak pernah
kolaborasi?
Apakah pernah terjadi masalah
dalam proses kolaborai yang
25 tengah dijalankan? Tidak terlaluji, paling masalah waktu apalah, itu
Kalau boleh tau Masalah apa | saja kalau masalah besar itu kita tidak adaji.
saja  dan  bagaimana  cara
mengatasinya?
Bagaimana sikap stakeholder jika
56 | memiliki  perbedaan  pendapat | .y cjecaikan di forum diskusi.
dengan stakeholder lain? Apakah | . .
. ., | Diselesaikan dengan musyawarah
mereka saling menghormati?
(2.2.b)
Pengawasan dari stakeholder koordinator ada
Apakah ada pengawasan yang | qari dinas lain. Sebagai koordinator kan yang
27 dilakukan pada saat | melihat OPD yang terlibat, di kasi tanggung
masing-masing stakeholder | jawab untuk melihat stakheholder lain. Itu akan

melakukan tugasnya? (2.3.d)

di evaluasi sama pimpinan.
Ada

5/6

fusuag] Fupony

B0 ABLSIH pue Buliep]

pawicy

aul) Auliom g

pueisiapun Luoy ajdosd au Jo 1sop

UCnsInadng s1aiay |

148G SR uepeling

uabyfieu ae oy SBpogsers ol Bulues e o

FLUNIULIOD BUY U YIRS NG 13NpuU;y

yfinous oy

SOLDEU 1o 00D BULNE B0 R pladid

JERED L 19S Usa 100 sey 1aBie) ay )

sa5e0 ) Bupuadsan U yang

LGl Sl 1o jeswgynd

SUONILISL) ALuruLnD

anjag

w40 yimoal [exsfyd Byl uo aausny)|

winiop Bl W uoheRgep Aq Bunosay

uuebuad uoied uep nd elewa) ey ng eleg

uawssifie yoleistdoud Jo wag) pasibe ue 512y

uslugsiBe [2ninu ua pases

N84
anwyag

ampadad 0 Buiplonse ooy

yEUE UnZe ejod

SH)NGSUdSEY PUE SaNNQ JO SpUeag

BIQRITAR S LIOC] LCISSNISID

gabeyied Agysy passaocd o voslaoid

2001 LIS

now

A



Berapa lama  waktu

yang

Targetnya untuk penaggulangannya itu tidak ada

28 | ditetapkan untuk mencapai target | target; kita tidak diberikan, kalau untuk
penurunan  stunting di Kab, | S25arannya itu kita bagaimana mencegah
" | stunting.
Bantaeng? (3.4.d) stanting
Dari mana sumber anggaran yang
29 digunakan  dalam  melakukan | gajay kita di perikanan ada yang dana APBN,

penanggulangan
Kabupaten Bantaeng?

stunting  di
Apakah
dana tersebut mencukupi? (3.4.b)

DAUD

30

Bagaimana gaya kepemimpinan
yang diterapkan oleh ketua tim
dalam  melakukan kolaborasi?

(.a)

Cepat dalam merespon kasus atau jika ada
kendala di lapangan schingga kita langsung
bekerja.

31

Bagaimana sikap pemimpin jika
terdapat stakeholder yang lalai
dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya?

Biasanya kita ditegur langsung untuk dapat
melaksanakan tugas. Biasanya ada evaluasi
pertiwulan itu, minimal tiga bulan sekali untuk
melihat sampai dimana kinerja OPD itu yang di
berikan tanggung jawab.

32

Bagaimana bentuk motivasi yang
diberikan kepada para stakeholder
dalam

agar mereka

menjalankan tugasnya?

semangat

Sudah baik, termasuk pendanaan juga sudah
meningkat karena penganggarannya itu sudah
diberikan kepada masing-masing OPD.
Memberikan motivasi pada saat pertemuan
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HASIL WAWANCARA 9

Nama Informan : Drs. Siti Aminah

Umur

: 56 Tahun

Pendidikan  : S1

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Bantaeng
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu :16.20 wita
Tempat : Rumah informan (J1. Raya lanto Kab. Bantaeng)
No Pertanyaan Hasil Wawancara

Bagaimana pengetahuan
masyarakat mengenai stunting?
(1.1.d)

Nah inimi kolaborasi ki semua SKPD
menyampaikan tentang stunting. Jadi stunting
pada dasarnya itu boleh di kata mungkin dia ada
genetiknya memang di situ, atau mungkin
karena kekurangan dia di ekonominya. Jadi ada
dua itu yang mendukung utama kalau stunting.

Apa saja dampak yang dirasakan

angka tersebut tidak stabil, dalam
artian kadang naik kadang turun?
(1.2.a)

2 | oleh masyarakat dengan adanya Kesehatannya  selalu  terganggu, terjadi
keluarga yang mengalami penurunan dalam kemampuan berpikirnya.
stunting? (1.2.b), (3.3.a)

Masalah apa saja yang terjadi di .
3 | masyarakat schingga anak-anak Ada  karena  faktor  genetiknya, = dan
. . perekonomian keluarganya
mengalami stunting? (1.1.a)
Saya kira semua itu tidak terlepas dari
. sosialisasi kita semua SKPD menyampaikan

4 Upaya apa yang dilakukan dalam | yenada masyarakat tentang stunting. Karena
mengatasi  masalah  tersebut? | sekarang itu lagi yang di kedepankan tentang
(1.2.¢) stunting dan miskin ekstrim, dua itu yang

sedang di gencar pak bupati.
Data  stunting, tahun 2020:
11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
5 | tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa

Datanya bisa kita cari di Dinas Kesehatan
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Bagaimana proses kolaborasi
yang dilakukan Pemerintah Kab.
Bantaeng  dalam  percepatan

penurunan stunting?

Saya kira proses kerja sama tentu tidak bisaki
keluar dari tugas pokok dan fungsi kita
masing-masing. Kalau saya stunting itu sudah di
anggap disabilitas, penyandang cacat. Jadi kalau
saya memerlukan alat bantu ataukah kebutuhan
dasarnya. Semacam ituji saya yang di berikan.
Strunting itu tidak terlepas dari dinas kesehatan
karena itu genetiknya seseorang.

Siapa yang bertanggung jawab
dalam proses yang
dilakukan di Kab. Bantaeng,
apakah ada tim khusus yang
dibentuk? (3.1.¢)

kolaborasi

Dinas kesehatan. Untuk fungsional yang di
depan itu bertanggung jawab dinas keschatan,
tapi tidak menutup kemungkinan kolaborasi
untuk kita semua SKPD dalam menangani
tentang stunting.

Siapa yang mengambil keputusan
dalam menentukan program yang
dalam

akan dijalankan

penanggulangan stunting? (1.4.c)

Kalau untuk pengambilan keputusan itu, kalau
saya di dinas sosial semua tidak terlepas dari
Baku Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi ketika
sudah ada data terpadu itu baru bisa di berikan
bantuan, jadi saya kira untuk pengambilan
keputusan termasuk kitalah semua di dinas
berembuk bagaimana penanganannya.

Apa perbedaan peran dan fungsi
UPTD Gizi
Percepatan Penurunan Stunting
(PPS) Kab. Bantaeng?

antara dan Tim

10

Apakah disediakan ruang diskusi
bersama para stakeholder yang
terlibat dalam membahas program
tersebut? (1.3.a)

selalu
lakukan

kesehatan
ketika  di

Iya ada, Dinas
mengkoordinasikan
rapat-rapat

11

Bagaimana proses diskusi yang
dilakukan?,  apakah
dengan damai? (1.3.b)

berjalan

Iya, diskusi berjalan dengan lancar berdasarkan
koordinasi dari dinas kesehatan

12

terlibat
ini? apakah

Mengapa anda ingin
dalam  kolaborasi
sekadar pemenuhan tugas dari
atasan atau ada hal yang lain?

(1.1.c)

Kami terikat oleh SK Bupati, dan kami juga ada
tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas
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Apakah ada landasan hukum yang

13 Ada SK Bupati Bantaeng No 71 tahun 2019
dibentuk untuk mengatur | yang di bentuk
jalanannya kolaborasi? (3.1.a)
Lo Terkait dengan stunting tidak ada, kecuali kalau
14 Apz.ikah ada MoU atau perjanjian | qarj SKPD masing-masing itu sudah bekerja
kerjasama dengan para | samaki untuk menangani stunting dan
stakeholder? (3.1.b) kemiskinan ekstrim.
Bagaimana bentuk komitmen
15 | yang  dilakukan  dari  para Komitmen kita melalfsanakan tugas dan fungsi
stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan stunting
kolaborasi?
Siapa saja aktor yang terlibat
dalam kolaborasi? Apakah ada
16 | dari pihak swasta, lembaga Bi.as.anya dari pihak swasta itu dana, tapi selama
pendidikan, dan media? Apa saja ini tidak ada.
perannya?
Menurut anda, apakah jumlah
SD M / stakeholder yang' saat ini Iya cukup dan mereka menjalankan tugasnya
17 | terlibat telah memadai untuk | dengan baik sehingga kolaborasi berjalan
mencapat tujuan kolaborasi yang | dengan baik
telah ditetapkan? (3.4.a)
18 | Apa saja peran dan tanggung | Kalau saya itu dalam penanganan stunting itu

jawab anda dalam kolaborasi ini?
(3.1.d)

semacam apa kira-kira bantuan di berikan oleh
penderita stunting, seperti ada kebutuhan
dasarnya, itu yang di usulkan ke kementerian.
Alhamdulillah kementerian sekarang cepat
karena begitu ada laporan dia turun asesment
setelah itu dia tanya kira-kira apa kebutuhannya
setelah itu dia kirim lagi ke kementerian
kemudian turunmi bantuannya. Jadi itu kan
sudah di anggap cacatmi itu, sudah disabilitas
kalau stunting. Jadi saya paling penangannya itu
kebutuhan dasarnya, kemudian kira-kira apa
kedepannya.
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Kemudian saya kan ada dana APBD ku itu
untuk disabilitas, lanjut usia dengan anak itu
berkaitan mi semua dengan stunting. Jadi di kasi
kebutuhan dasar tapi masuk ke rekeningnya,
jadi pendamping mi itu nanti, di dinas kesehatan

kan ada fasilitator, nah fasilitator desa
kelurahanmi  itu  tanyaki apa kira-kira
kebutuhannya, di temanimi pergi belanja

sebanyak 200 ribu perbulan selama setahun jika
anggaran berjalan terus.

19

Fasilitas apa saja yang disedikan
oleh (instansi anda / berbagai
stakeholder) dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng? (3.4.c)

Itu tadi, sebagai pendampingan di masyarakat
melihat apa yang di butuhkan masyarakat

20

Program apa yang dijalankan oleh

instansi anda dalam
penanggulangan stunting di Kab.

Bantaeng?

Kalau saya programku ini itumi di baik tuntas.
Di baik tuntas ini itumi pemenuhan kebutuhan
dasar disabilitas kemudian lanjut usia dan anak.
Itumi yang di berikan semacam dana sebanyak
200 ribu perbulan, jadi nanti setelah di cairkan
uvangnya itu di  dampingi fasilitator
membelanjakan apa-apa yang dibutuhkan untuk
penerima manfaat.

21

Siapa yang menjadi target sasaran
pada program tersebut?

Disabilitas, lansia, dan anak

22

Bagaimana kinerja
stakeholder yang terlibat?
Apakah  mereka  menjalankan
tugasnya sesuai prosedur?

atau ada pihak yang kurang
proaktif ~ dalam  menjalankan
tugasnya? (2.1_)

para

Saya kira insyaallah orang yang bertugas untuk
menangani  stunting masing-masing punya
programnya kedepan untuk mengurangi stunting
tersebut karena itu memang termasuk program
kita bagaimana mengurangi stunting dan
kemiskinan ekstrim, insyaallah.

23

Apakah
stakeholder memiliki rasa saling
stakeholder
lainnya yang terlibat? (2.1_)

masing-masing

percaya  diantara

Iya saya rasa kita semua percaya karena semua
OPD  melakukan tugas dan fungsinya
masing-masing

4/6
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24

Apakah
misskomunikasi ketika melakukan

pernah terjadi

kolaborasi?

Tidak pernah

25

Apakah pernah terjadi masalah
dalam proses yang
tengah dijalankan?

Kalau boleh tau Masalah apa

kolaborai

saja  dan  bagaimana  cara

mengatasinya?

Saya kira tidak ada masalah, lancar-lancar kalau
koordinasi kita dengan instansi yang terkait
alhamdulillah

26

Bagaimana sikap stakeholder jika
memiliki perbedaan pendapat
dengan stakeholder lain? Apakah
mereka saling menghormati?
(2.2.h)

Kalau selama ini untuk itu jarang sih, boleh di
kata tidak ada yang tidak sesuai dengan
pemikiran kita. Artinya untuk penanganan ini
termasuk  masuk di tugas pokok kita
masing-masing. Seperti saya di dinas sosial
tugas pokok dan fungsinya kepada stunting apa,
dinas kesehatan apa.. jadi dia bergerak di tugas
pokok dan fungsi masing-masing.

Saling menghargai

27

Apakah ada pengawasan yang
dilakukan pada saat
masing-masing stakeholder
melakukan tugasnya? (2.3.d)

Iya ada pengawasan, jadi terkait dengan
pengawasan  itu  bagaimana  eksistensi
desa/kelurahan melaporkan hal-hal stunting ke
SKPD, karena nanti ketika terkait dengan
tupoksi dinas sosial itu yang kita turun tinjau.

28

Berapa lama  waktu  yang
ditetapkan untuk mencapai target
penurunan  stunting di  Kab.

Bantaeng? (3.4.d)

Kita sesuai dengan target pusat

29

Dari mana sumber anggaran yang
digunakan
penanggulangan  stunting  di
Kabupaten Bantaeng? Apakah
dana tersebut mencukupi? (3.4.b)

dalam  melakukan

Kalau saya untuk stunting APBD dan ada dari
APBN kementerian. APBN kementerian itu
semacam itumi turun asesment apa kira-kira
kebutuhannya, memperbaiki kesejahteraannya
seperti dia beternak, berjualan dan kebutuhan
dasarnya.

APBN, APBD

30

Bagaimana gaya kepemimpinan
yang diterapkan oleh ketua tim
dalam  melakukan

(.a)

kolaborasi?

Bersikap tegas, selalu memberikan kita arahan
dan motivasi untuk menjalankan tugas dan
fungsing masing-masing OPD

5/6

fusuag] Fupony

MY BSOS

148G SR uepeling

L]

—

Jaadsa) (enng

e ———

uslugsiBe [2ninu ua pases

pueisiapun Luoy ajdosd au Jo 1sop

aul) Buliom e

FLUNIULIOD BUY U YIRS NG 13NpuU;y

NEdY
agdv

Ucnsinadng si2iay |

2001 LIS

uabyfieu are aum sBpogsers ol Bulues g o

fue Lus auay)

[T

SOLDEW uoNeU oD BULNE WBUISIo R Spladid

yfnousy

anjag

Juafiay syl o a21da0] syl ul punog

BIQRITAR S LIOC] LCISSNISID

ampadad 0 Buiplonse ooy

uapya Ja A e Guopyl peseansag

SUtIUny pui S2INp Mo fAueD

BBIEN|2Y LUOUOYE LEBPEDY]

SH)NGSUdSEY PUE SaNNQ JO SpUeag

GLO? unyel |2 opy Guseluey nedng Ws

g pF 40 #Es BUNUNS ayl 5| p202 10y 1e0ie) oy

WELE LUBP 'BISUE| ' SENIGESI]

SLONIUNS PUE SS1ng o AueD

A



Carry nul Duties and Funclions

Dizabilitas, lansia, dan anak

The target for 20024 is the stunling rate of 24%
SK Bupati Bantaeng No 71 tahun 2015
Demands of Dubes and Respans
Keadaan gkenomi keluaiga

Carry oul duties and functions

Decreased thinking ability of children

Gio according to proced e

A discussion room is avalable

Bound in the Decree of the Regent

Belive

Engugh

Provide reinforcement dunng coordination meelings

Firm
—

Therg isn't any

CGiva a warning 10 stakehglders who are negligent

Health Ctfice

Theie is supervision

AFBD

AFBMN

Candugt gutreach in the community
all working fine

Most of he People Don'l Understand
Based on mutual agreement

Mutual respect

Berjalan lintas sekior
Sooal Office
Cading Densgity

Itu tadi saya kira selama ini semua OPD
melakukan tugas nya dengan baik, meskipun
kadang ada yang terlambat mengumpulkan data
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No Pertanyaan Hasil Wawancara |
1 Jadi stunting itu artinya proses gagal tumbuhnya
Bagaimana pengetahuan anak-anak diakibatkan karena mal nutrisi. Jadi
masyarakat mengenai stunting? | persoalan mal nutrisi berarti kekurangan gizi,
(1.1.d) kekurangan gizi bukan berarti tidak ada bahan

makanan, belum tentu tidak ada bahan makanan,
boleh juga karena kurang pengetahuan mengola
tentang makanan itu sendiri. Berangkat dari sini
kita sudah memberikan sosialisasi, jadi terkait
dengan instansi yang terkait, sosialisasi terus
berjalan jadi mereka sudah mengetahui. Dengan
bahasa sederhana kita bilang kalau ada anak-anak
yang terlambat pertumbuhan, terlambat tinggi
badan, terlambat khususnya penangkapan otak,
hati-hati. Jadi untuk mencegah itu kasi makanki ‘
anakta makanan bergizi dengan bahasa-bahasa ‘\
seperti itu alhamdulillah karena dari dulu
Bantaeng itu kita sudah kolaborasi, mulai tingkat

Buunls puBlsiapup) SEH 8008

bawah apalagi tingkat atas. Misalnya posyandu
itu semua masuk, kesehatan masuk, KB masuk,
kami masuk dalam hal kesejahteraan pangan

diberi penyegaran terkait sayur sehat. Jadi |
alhamdulillah kalau masalah pengetahuan boleh

dikata sudah merata, tapi nda seratus persen yah ‘
tapi merata. Bukan barang asing lagi di tengah
mereka. Bahasanya di sederhanakan. Stunting itu
kalau bahas daerahnya “punna niak anakta
nasawalai bicarayya, tinggi badanna kecilki di
banding dengan yang lain, apalagi punna
assikolami misalna na ngura na dongo kamma ini
anakku, hati-hati itu mengarah kesana. Tapi
sebelum itu terjadi makanki yang bergizi karena
kalau tidak bergiziki apalagi kalau minumki baru

e o Jaon
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tidak mau makan ikan, makan apa anakta
sinampe” bahasa-bahasa begitu. Jadi kalau
pengetahuan saya anggap sudah tersosialisasikan.

Apa saja dampak yang dirasakan
oleh masyarakat dengan adanya
keluarga yang  mengalami
stunting? (1.2.b), (3.3.a)

Dampak yang timbul itu pastinya berpengaruh
pada pertumbuhan fisik anak, postur badannya
lebih pendek dibandingkan anak lain yang
seumuran, juga lambatnya otak anak schingga
menyebabkan anak bodoh. Itulah beberapa
dampak yang di timbulkan stunting ini.

Masalah apa saja yang terjadi di
masyarakat sehingga anak-anak
mengalami stunting? (1.1.a)

Masalah yang terjadi itu, kan ada beberapa
macam indikator stunting yah. Sekarang kita mau
kalau sudah ada masuk satu dari kesembilan ini
maka dikatakan berpotensi stunting nah kita
keroyok. Jadi masalahnya ini adalah masyarakat
terkadang belum tau cara makan yang sehat, dia
lebih senang makan yang instan dibanding
dengan sumber daya yang ada disekitarnya
akhirnya itu persoalannya. Kurang mengetahui
tentang makanan yang sehat, lebih memilih
makanan yang saji/instan karena merasa gaya
hidup juga kalau makan indomie lebih kerena
dibanding makan sayur, itu yang saya liat, yang
saya cermati yang berpotensi kearah stunting
biasanya begitu. Kita cermati mendekatkan,
memberikan pengetahuan kalau mie itu sama
dengan makan nasi. Lebih baik makan ki sayur
kelor. Kemudian kita kasi contoh, di buatkan
bubur manado pake kelor. Jadi itu
permasalahannya lebih memilih makanan instan.
Masyarakat kurang mengetahu tentang makanan
sehat

Upaya apa yang dilakukan dalam

mengatasi masalah  tersebut?

(1.2.¢)

Kita sudah melakukan pendekatan kepada
masyarakat, jadi kita menyentuh masyarakat
secara halus dengan menggunakan pendekatan
langsung  memberikan  contoh, bagaimana
mengelola makanan yang bernutrisi supaya
mereka bisa secara langsung membuat sekaligus
memberikan pemahaman mengenai kebutuhan
nutrisi dalam tubuh.
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Data stunting, tahun 2020:
11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa
angka tidak stabil,
dalam artian kadang naik kadang
turun? (1.2.a)

tersebut

Itu tadi indikator ada sembilan, yang menentukan
gejala stunting itu dinas kesehatan ya. Kemarin
kan pernah di katakan Bantaeng itu tidak ada
stuntingnya tapi setelah kita perkecil karena kita
tidak mau terlena dengan data bahwa tidak ada
stunting nah di carilah indikator stunting ada
berapa. Ada yang tidak terpenuhi salah satu saja
dari sembilan itu maka di katakan berpotensi.
Jadi setelah di intervensi kita mengeroyok. Pada
saat ada penanganan itu menurun.

Bagaimana proses kolaborasi
yang dilakukan Pemerintah Kab.
Bantaeng
penurunan stunting?

dalam  percepatan

Kan kita sekarang ada yang namanya ini.. karena
kecerdasan dinas kesehatan dengan dinas KB kita
ada dana dari  kementerian  kesehatan
dibangunlah itu gedung penanggulangan gizi
terpadu yang ada di lumpangan, UPTD Gizi. Di
situ ada memang pokjanya penanganan stunting
di ketuai oleh ibu bupati. PKK masuk, peran
PKK sangat besar, kenapa karena inikan rata-rata
anak-anak stunting ini kan karena kurang
pemahaman, merasa lebih enak makan ini
dibanding yang sayur-sayur itu kan dari peran
ibu, nah makanya PKK masuk. Kalau PKK
bergerak kan semua sampai ke akar-akarnya. Jadi
ada tim punya kerjaan pertemuannya rutin,
tindakannya rutin jadi tidak menunggu adanya
kasus. Ada datanya dari kesehatan di keroyok itu,
semua dinas masuk kesitu. Dimana ada gejala di
situ kita genjot sayur dari kami. Pertanian juga
begitu desa mana yang bergejala di kirim kesitu
bibitnya apanya, dinas kesehatan lebih fokus lagi,
dan juga dinas KB.

Siapa yang bertanggung jawab
dalam proses kolaborasi yang
dilakukan di
apakah ada tim khusus yang
dibentuk? (3.1.¢)

Kab. Bantaeng,

Pimpinan tertinggi, bapak bupati di dukung oleh
ibu PKK, bapak sekda, semua mengeroyok, TNI
ada, polres juga ada, beda-beda nama saja tapi
tujuannya sama pencegahan.

Siapa yang mengambil
keputusan dalam menentukan
program yang akan dijalankan
dalam penanggulangan stunting?

(14.0)

Masing-masing dinas, karena kita
persoalan itu bukan hanya satu dinas.

merasa
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Apa perbedaan peran dan fungsi
antara UPTD Gizi
Percepatan Penurunan Stunting
(PPS) Kab. Bantaeng?

dan Tim

Iya ada program lain, cuman karena ini stunting
telah menjadi program nasional kita berupaya,
kalau ketahanan pangan kan pada dasarnya
mengeluarkan pangan yang sehat. Ini kita
tempatkan di lokasi stunting itu tapi tidak
menghalangi juga yang tidak stunting Cuma
porsinya yang berkaitan dengan stunting yang
lebih besar. Jadi pada dasarnya program
ketahanan pangan di porsikan di lokasi stunting.

10

Apakah disediakan ruang diskusi
bersama para stakeholder yang
terlibat membahas
program tersebut? (1.3.a)

dalam

Iya ada seperti yang saya bilang, pertemuan itu
diketuai oleh PKK. Kalau persoalan aksinya di
awal tahun itu sudah ada kita masukkan program
malah yang monitoring itu bappeda.

Paling lambat pertemuan itu dilakukan tiga bulan
sekali, sudah ada program kerja yang di lakukan.
Dan di dalam tiga bulan itu di laporkan program
apa yang telah berjalan.

11

Bagaimana proses diskusi yang
dilakukan?, apakah berjalan
dengan damai? (1.3.b)

Kami kan seringkali melakukan diskusi-diskusi
yang tertujuan untuk membahas
masalah-masalah yang di temukan di lapangan,
jika ada masalah di situlah di bahas sampai di
temukan solusinya. Jadi selama ini diskusi itu
berjalan dengan baik karena koordinasinya juga
lancar.

12

Mengapa anda terlibat
dalam kolaborasi ini? apakah

ingin

sekadar pemenuhan tugas dari
atasan atau ada hal yang lain?
(1.1.c)

Itu sudah tupoksi kami di dinas ketahanan
pangan, juga ada SK yang mengikat kami. Jadi
sudah tanggung jawab kami khususnya dalam
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Tuntutan tugas dan tanggungjawab

13

Apakah ada landasan hukum
yang dibentuk untuk mengatur
jalanannya kolaborasi? (3.1.a)

Ada SK Bupati Bantaeng No 71 tahun 2019 yang
di tandatangani oleh Bupati, di dalamnya hampir
semua dinas terlibat. Jadi kami harus ada satu
orang yang tangani, ketika misalnya di lakukan
rapat, nah di tunjuklah salah satu bidang
sehingga enak dia bikin program teknis, saya
selaku sekertaris tinggal memonitor. Disini kita
enak kolaborasinya karena sudah ada fortof dari
atas, kita menjabarkannya itu enak.

14

Apakah ada MoU atau perjanjian
kerjasama dengan para
stakeholder? (3.1.b)

Tentu, dalam hal ini kan tadinya itu persoalan
stunting itu diketuai oleh Dinas KB, ada dinas
KB yang bikinkan itu cari maki di sana. Jadi
perjanjian kerjasamanya dalam bentuk apa, itu
kita mendukung dalam melalui program. Jadi
setiap tahun kita di evaluasi. Jadi di dalam tim
tadi itu kita setor semua kegiatan-kegiatan.
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Ini contohnya saya punya sayur-sayur segar di
halaman

Komitmen itu tadi berdasarkan program kerja

Bagaimana bentuk komitmen teknis dimasukkan kedalam lokasi stunting
15 | yang dilakukan dari para dengan porsi yang lebih besar dibanding dengan
stakeholder yang terlibat dalam | desa yang tidak ada stuntingnya, jadi itu
kolaborasi? wujudnya.
Siapa saja aktor yang terlibat | Kalau swasta itu kurang tau yah, mungkin
dalam kolaborasi? Apakah ada bappeda yang bisa menjawab itu biasanya ada
16 | dari pihak swasta, lembaga dari lembaga-lembaga ini, lembaga masyarakat
L. . itu ada biasanya. Kalau saya biasa Cuma liat
pendidikan, dan media? Apa 7 ;
. orang nya tapi dia bawa dana juga cuman lupa
saja perannya? namanya.
Menurut anda, apakah jumlah
SDM / stakeholder yang saat ini
17 | terlibat telah memadai untuk | Iy2 .cu.kup, S}ldah .terjalin dan itu  sudah
mencapat tujuan kolaborasi yang menjadikan kerja PSS
telah ditetapkan? (3.4.a)
Menerapkan makanan sehat dengan cara
memanfaatkan pekarangan masyarakat dengan
menanam sayur,
karena kita tau hampir semua rumah punya
) pekarangan. Kita ajak dia untuk menyiapkan
Apa saja peran dan tanggung | makanan sehat, khususnya sayur-sayuran. Karena
I8 | jawab anda dalam kolaborasi | tidak terasa loh, itu sayuran kalau kita tidak
ini? (3.1.d) makan, kan kita butuhkan terkadang kalau kita
tidak siapkan itu bisa mal nutrisi. Jadi kalau
sudah ada di pekarangan secara tidak langsung
kan, tidak perlu keluar duit karena bibit tanaman
dari sini, bisa ajari orang menanam, bahkan ada
dananya.
19 Terkait dengan tanaman gizi yah, tanaman gizi

Fasilitas apa saja yang disedikan
oleh (instansi anda / berbagai
stakeholder) dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng? (3.4.¢)

itu penyediaan bibit sayur, bibit makanan lokal,
terkadang juga diberikan sarana penanamannya,
karena kan juga ada dana dari pusat ada dari
provinsi juga diberikan polibag nya seperti itu
sarana-sarana penanaman. Pupuk yang di
gunakan juga jangan yang anorganik tapi
organik, kita ajari masyarakat sehingga
prodak-prodak sayurnya beda dengan prodak
sayur yang ada di pasar. Kalau yang ada di
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pasarkan siapa tau menggunakan pupuk kimia.
Kita maksimalkan itu. Kita ajari juga bikin pupuk
organik karena itu memang tupoksi kami. Ada
stunting, tidak ada stunting itu topuksi tapi di
lokasi stunting itu porsinya lebih banyak.

Program apa yang dijalankan

20 |oleh instansi anda  dalam
penanggulangan stunting di Kab.
Bantaeng?
Itu  tadi meminimalkan  jumlah  yang
. Siapa yang menjadi target memungkinkan untuk stunting, menurunkan itu.

sasaran pada program tersebut?

Datanya kita sudah ambil dari dinas kesehatan
setelah itu langsung kita tempatkan.
Berdasarkan data dari Dinkes

Bagaimana kinerja para
stakeholder yang terlibat?
Apakah  mereka menjalankan
22 tugasnya sesuai prosedur? Cukup baik
atau ada pihak yang kurang
proaktif dalam  menjalankan
tugasnya? (2.1 )
Apakah masing-masing | Kami semua di sini kan saling berkolaborasi
23 | stakeholder memiliki rasa saling sehingga tentunya memiliki kepercayaan antara
percaya diantara  stakeholder yang lainnya.
. . Percaya
lainnya yang terlibat? (2.1_)
Tidak pernah karena seringkali di lakukan
Apakah pernah terjadi | pertemuan-pertemuan, dan tiap pertemuan itu
24 misskomunikasi ketika | seringkali di bahas mengenai tugas dan tanggung
‘o jawab masing-masing jadi misskomunikasi itu
melakukan kolaborasi? tidak terjadi.
Apakah pernah terjadi masalah
dalam ?roses kolaborai  yang Tidak karena itu tadi komunikasi berjalan lancar,
5 tengah dijalankan? adanya pertemuan-pertemuan rutin. Tidak ada

Kalau boleh tau Masalah apa

saja dan  bagaimana  cara

mengatasinya?

masalah karena koordinasi telah berjalan, itu
berkat pimpinan kita.
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26

Bagaimana sikap stakeholder
jika memiliki perbedaan
pendapat dengan stakeholder
lain? Apakah mereka saling

menghormati? (2.2.h)

Secara cepat di selesaikan dalam forum diskusi
melalui  musyawarah, pertemuan-pertemuan
bersama.

27

Apakah ada pengawasan yang
dilakukan pada saat
masing-masing stakeholder
melakukan tugasnya? (2.3.d)

Koordinator kegiatan itu Bappeda, karena tiap
tiga bulan tiga bulan ada laporan, progresnya
belum jalan, ada teguran. Pengawasnya ya
pimpinan langsung juga.

28

Berapa lama  waktu

yang
ditetapkan untuk mencapai target
penurunan stunting di  Kab.

Bantaeng? (3.4.d)

Sesuai dengan target yang di berikan oleh
kabupaten juga mengikuti target nasional

29

Dari

yang
melakukan

mana sumber anggaran

digunakan dalam
penanggulangan
stunting di Kabupaten Bantaeng?
Apakah dana

mencukupi? (3.4.b)

tersebut

APBD iya, dana provinsi iya, dan dana pusat.
Karena saya kan ada stunting tidak ada stunting
saya suruh menanam sayur contoh yah. Itu di
dukung oleh dana pusat, dana APBD sini. Jadi
kita pandai-pandai saja memanfaatkan peluang
itu. Kita berharap dalam satu tahun hampir
semua desa tersalurkan kalau tidak, yang tidak
stunting di belakangpi, yang stunting dulu dapat.

30

Bagaimana gaya kepemimpinan
yang diterapkan oleh ketua tim
dalam melakukan kolaborasi?

3.a)

Responsif jika terjadi masalah,
mengecek OPD yang terlibat.

seringkali

31

Bagaimana sikap pemimpin jika
terdapat stakeholder yang lalai
dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya?

Itulah tadi ada jalur-jalur komunikasi yang telah
di bangun oleh pemimpin melalui rapat
mingguan, ada namanya kopimoning, jadi dalam
kopimoning itu di tunjuk oleh bapak bupati,
wakil bupati, pak sekda. Di situ dikemukakan
karena semua ada, kepala dinas ada, pak camat
ada di situ. Jangankan terlambat satu tahun, satu
hari saja sudah dapat terbaca. Apalagi kalau
dengan adanya medsos, hp android semua bisa
diketahui.

Menegur langsung

718
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HASIL WAWANCARA 11

Nama Informan : Muhammad Sukri

Umur

: 50 tahun

Pendidikan  :S2

Jabatan : Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bantaeng
Hari/Tanggal : Jumat, 24 Februari 2023
Waktu :10.15 wita
Tempat : Kantor Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bantaeng
No Pertanyaan Hasil Wawancara

Bagaimana pengetahuan
masyarakat mengenai stunting?
(1.1.d)

Masyarakatnya sebagian besarnya kalau di sini
belum tau apa itu stunting, tapi kalau di jelaskan
bahwa adanya kurang gizi baru dia paham itu.

Apa saja dampak yang dirasakan

Anak menjadi kurus, tubuhnya pendek, atau

2 | oleh masyarakat dengan adanya kerdil. Itu semua terjadi karena banyak faktor.
keluarga yang mengalami Dimulai dari pola asuh ibu, lingkungan yang
kumubh, juga faktor sosial.
stunting? (1.2.), (3.3.a) LU, Juga Takior SoSg
BAB di sembarang tempat, dan gizi buruk.
Masalah apa saja yang terjadi di Sebenarnya banyak sekali faktornya juga tidak
3 | masyrakat schingga anak-anak adanya kegiatan-kegiatan penyuluhan air bersih
lami stuntine? (1.1 yang sesuai standar, kemudian sistem
mengalami stunting? (1.1.a) drainasenya buruk itu terjadi penumpukan air di
kamar mandi, itu semua faktornya sebenarnya.
Upaya apa yang dilakukan dalam | Kalau kita di sini menata kawasan karena kita
4 mengatasi masalah  tersebut? | PU1Y2 OPD ini bidang perumahan dan
(1.2.0) pemukiman kita menata kawasannya.

fusuag] Fupony

Ay esly UBENSE pug fuisnay

SLONIUNS PUE SS1ng o AueD

SUtIUny pui S2INp Mo fAueD

noab Anaid

uanslaedng gsiay |

SayuaLISY UBINEIS

SOLDEU 1o 00D BULNE B0 R pladid

sieden afiewsp pue peoy

BIQRITAR S LIOC] LCISSNISID

uabyfieu ae oy SBpogsers ol Bulues e o

g pE 40 #Es DUNUNS ayl §) 202 10y 1eie) oy

ueyisiaqay ebelusiy fukmy

iy
1abpng
yfnousy

148G SR uepeling

winiop Bl W uoneBgep Aq Bunosay

SH)NGSUdSEY PUE SaNNQ JO SpUeag

LNLUMY UESeMmEy

pueisiapun Luoy ajdosd au Jo 150

ampadad 0 Buiplonse ooy

2001 LIS

IRy 40 yimoal [exsfyd ayl uo aausng)|

sease [ellsmsa sheuey]

SHEA o

anjag

agdy
N84

1A



Data  stunting, tahun 2020:
11,04%, tahun 2021 : 14, 19 %,
tahun 2022 : 5,84 %. Mengapa
angka tersebut tidak stabil, dalam
artian kadang naik kadang turun?
(1.2.a)

Datanya itu ada sama dinas kesehatan, mereka
yang merekap data nya tiap tiga bulan.

Bagaimana proses kolaborasi
yang dilakukan Pemerintah Kab.
Bantaeng  dalam  percepatan

penurunan stunting?

Ada satu kawasan yang kita sasarkan, nah satu
kawasan itu di kolaborasi. Jadi di keroyok di
situ kegiatan. Sekarang ini kita memperhatikan
kawasannya jadi ketika ada kawasan kumuh itu
menuju ke stunting makanya kita cek daerah
situ.

Siapa yang bertanggung jawab
dalam proses kolaborasi yang
dilakukan di Kab. Bantaeng,
apakah ada tim khusus yang
dibentuk? (3.1.¢)

Sebenarnya kalau penanggung jawab ya Kita
semua sebenarnya karena ini kan menyangkut
masalah umum jadi sebenarnya pemerintahlah
yang bertanggung jawab. Pemerintah itukan dari
bupati, wakil bupati sampai ke struktur bawah,
jadi sebenarnya kita semua di lingkup
pemerintah.

Siapa yang mengambil keputusan
dalam menentukan program yang
dalam

akan dijalankan

penanggulangan stunting? (1.4.c)

Kalau dinas kesehatan kan sebagai koordinator,
artinya dia yang terdepan lah soal ini karena ini
kan terkait kesehatan anak kan.

Apa perbedaan peran dan fungsi
UPTD Gizi
Percepatan Penurunan Stunting
(PPS) Kab. Bantaeng?

antara dan Tim

10

Apakah disediakan ruang diskusi
bersama para stakeholder yang
terlibat dalam membahas program
tersebut? (1.3.a)

lya, itu hampir rutin kita adakan. Biasanya dinas
kesehatan yang mengundang karena dia salah
satu stakeholder yang terdepan jadi dia yang
mengundang, dia yang menginisiasi
pertemuanlah membahas soal stunting, sampai
sekarang ini sudah berapa persen yang di
tangani. Terkait infrastrukturnya nah itu semua
OPDmi. Misalnya ada satu yang kita sasar
dalam satu kawasan nah itu kita kolaborasi.

217
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11

Bagaimana proses diskusi yang
dilakukan?,  apakah
dengan damai? (1.3.b)

berjalan

Dilakukan sesuai prosedur. Kami hanya
menunggu undangan. Biasanya dinas kesechatan
yang mengundang kami ketika akan dilakukan
rapat-rapat

12

Mengapa anda

dalam kolaborasi

ingin terlibat
ini? apakah
sekadar pemenuhan tugas dari
atasan atau ada hal yang lain?
(1.1.¢)

Tuntutan tugas dan tanggungjawab pekerjaan,
karena kami memiliki tugas di bidang kawasan
perumahan. Karena biasanya kawasannya
kumubh di situ berpotensi stunting.

13

Apakah ada landasan hukum yang
dibentuk mengatur
jalanannya kolaborasi? (3.1.a)

untuk

Inikan program nasional kan, jadi landasan
hukumnya mungkin ada di kemenkes itu, coba
kita cari di kemenkes. Karena stunting itu
dimana-mana di singgung.

Ini juga bimbingan tadi tapi lagi-lagi pada satu
kawasan kumuh. Di situ peningkatan stunting
tinggi sekali, jadi kita perbaiki infrastrukturnya,
jalannya, drainasenya, kita perbaiki sanitasinya,
kita masukkan air minum, kita tatap perpipaan
air bersihnya. Jadi ada 7 juga indikatornya
kumubh terkait stunting.

14

Apakah ada MoU atau perjanjian
kerjasama dengan para
stakeholder? (3.1.b)

Kalau di sini kabupaten saya kurang tau kalau
pernah membentuk MOU yah, tapi mungkin
MOU antara pemerintah provinsi dan kabupaten
ada. Yang membuat MOU itu adalah bupati,
kemudian bupati ke gubernur, kemudian
provinsi lagi yang buat ke pusat. Jadi pelaporan
antara paling bawah ke tingkat paling atas. Jadi
mungkin seperti itu jalurnya.

15

Bagaimana bentuk komitmen
yang  dilakukan para
stakeholder yang terlibat dalam

dari

kolaborasi?

Komitmen itu sebenarnya terhadap pemerintah
pusat. Jadi tiap pertriulan ini itu dinas kesehatan
melaporkan ke provinsi bahwa kabupaten
bantaeng mengalami penurunan sekian persen,
nanti provinsi yang rangkum dari semua
kabupaten dilapokan ke kemeterian kesehatan.
Seperti itu mungkin jalurnya, karena kalau
terkait soal penurunan prevalensinya itu kan ada
di seblah dinas kesehatan kan. Kami hanya
memperbaiki yang tujuh indikator itu. Kalau
tujuh  indikator  itu  sudah  terpenuhi,
lingkungannya sudah bagus, asri, itu otomatis
terjadi penurunan. Karena ini kan sebenarnya
karena lingkungannya yang kotor. Kemudian
juga yang kedua itu rentan juga terjadi karena
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ketidakmampuan keluarganya untuk
memberikan asupan gizi yang baik, tapi kami di
sini lebih kepada perbaikan lingkungan saja.
Soal pemberian gizi itu mungkin dinas
kesehatan memberikan fasilitas kesehatan. Itu
mungkin.

Siapa saja aktor yang terlibat
dalam kolaborasi? Apakah ada

Perusda, PDAM, PT. Huadi. Minimal ada
16 | dari  pihak  swasta, lembaga | semacam.. jadi sebenarnya kolaborasi ini bukan
pendidikan, dan media? Apa saja | hanya di tingkat pemerintah.
perannya?
Menurut anda, apakah jumlah | Cukup saya rasa dek, sisa bagaimana Kkita
SDM / stakeholder yang saat ini | berupaya untuk meminta anggaran. Kita di sini
17 | terlibat telah memadai untuk | Kan anggarannya kecil sekali. Bantaeng itu kan
mencapat tujuan kolaborasi yang daerahny? keci.1 jadi minimal anggaran yang
. tersedia juga tidak sementara banyak yang di
telah ditetapkan? (3.4.a) biayai, bukan hanya stunting.
Penataan kawasan kita di sini, misalnya contoh
perbaikan jalan, perbaikan drenase. Jadi sistem
drenasenya itu kita upayakan supaya bagus,
Apa saja peran dan tanggung tidak ada air yang tergenang di situ yang bisa
18 | iawab anda dalam kolaborasi ini? membuat misalnya ada kerumunan-kerumunan
jawab anda da . ; i
nyamuk misalnya akhirnya terjadi yah
(3.1.d) macam-macamlah penyakit. Perbaikan rumabh,
perbaikan huniannya yang layak seperti itu. Jadi
kita di sini ada bantuan-bantuan reak-reak
rumabh juga.
Fasilitas apa saja yang disedikan K.a!au kami di §ini punya fasilitas sejbena.rnya. di
) ) ) sini salah satu itu anggaran. Itu paling vital itu.
19 oleh (instansi anda / berbagai Itu anggaran suatu yang bisa kita melakukan
stakeholder) dalam kegiatan. Karena ketika tidak ada anggaran kita
penanggulangan stunting di Kab. | sebenarnya tidak bisa melakukan kegiatan, jadi
Bantaeng? (3.4.¢) itu salah satu.
20 Ada salah satu program kita ini, pembentukan

Program apa yang dijalankan oleh

instansi anda dalam
penanggulangan stunting di Kab.

Bantaeng?

kelompok swadaya masyarakat pada
permukiman kumuh. Jadi satu kawasan kumuh
itu ada satu lembaga di situ baik itu lembaga
kelurahan maupun desa itu kita bina, kita kasi
dia pengetahuan tentang bagaimana nanti
menjaga itu lingkungannya. Kan di kawasan
kumuh itu kan nda mau tau, yang penting dia
bisa makan, bisa minum tapi dia tidak pelihara
lingkungannya. Nah inimi sebenarnya yang
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menyebabkan jadi kita kasi
pengetahuan-pengetahuan bagaimana
dampaknya  ketika ~ membuang  sampah

sembarangan, membersihkan saluranmu, itu
salah satu program kita sebenarnya. Banyaklah
di  sini  kalau program-program  untuk
pengentasan  stunting itu banyak sekali.
Kemudian ada juga dini sini perbaikan rumah
jadi layak huni beserta PSUnya, PSUnya itu
jalannya, drainase nya. Nah seperti itu. Itu salah
satu program Kkita.

Siapa yang menjadi target sasaran

Di sinikan kita ada 193 kawasan kumuh, ada

21 kurang lebih 12 titik di sini. Nah itulah
pada program tersebut? target-target kita untuk melakukan
pembenahan-pembenahan secara bertahap.
Sejak 2020 kayaknya itu, jadi kita di sini itu
hampir rata-rata semua kegiatan-kegiatan dalam
OPD itu kan sudah mengeroyok
Bagaimana kinerja para kawasan-kawasan yang butuh kan. Misalnya
stakeholder yang terlibat? kawas.an kun}uh VAL e butuh
Apakah  mereka  menjalankan perbalkan—Perbalkan .saluran. Itu sudah di
22 . keroyok itu. Hampir semua OPD sudah
tugasnya sesuai prosedur? .
atau ada pihak yang Kurang menangani Cuma. ada beberapa memang
proaktif dalam  menjalankan kepengngan-kepentlpgap dari oknum-oknum
2 2.1 itu. Ini yang harus diberikan bentuk pemahaman
tugasnya? (2.1.) supaya mereka menganggarkan itu melalui
pemerintah dan sasarannya kesana. Jadi hampir
semua infrastruktur itu ke sana semua itu. Ke
kawasan-kawasan kumuh semua.
Apakah masing-masing
23 | stakeholder memiliki rasa saling | [ya percaya karena kami melakukan tanggung
percaya  diantara  stakeholder jawab kami sesuai tugas yang diberikan
lainnya yang terlibat? (2.1_)
24 Apakah pernah terjadi

misskomunikasi ketika melakukan
kolaborasi?

Komunikasi selama ini berjalan dengan baik.
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Apakah pernah terjadi masalah
dalam proses kolaborai yang

tengah dijalankan?

Kalau masalah sih tidak, cuman di sini masih
ada ego  sektoral. Misalnya  mereka
menganggarkan kegiatan-kegiatan yang tidak

25 Kalau boleh tau Masalah apa berkaitan dengan stunting. Nah itu, jadi kita kasi
. L pengertian. Jadi penanganan stunting itu ada
sgja  dan  bagaimana  cara targetnya penurunan tiap tahun. Itu di 2024
mengatasinya? sebenarnya harus tuntas itu.
Baga¥ma.na sikap stakeholder jika Di selesaikan dalam rapat-rapat, karena rapat itu
memiliki perbedaan pendapat . . . .
26 | denean stakeholder lain? Apakah k'fm dllalfukan mtgnglf jadi ketika ada masalah
& . PaXAN | 4i celesaikan saat itu juga
mereka saling menghormati? g . Jus .
Diselesaikan dalam forum melalui musyawarah
(2.2.b)
Paling tinggi pengawasannya itu masyarakat.
tapi kan banyak di sini perangkat yang paham
toh. Lembaga-lembaga sosial, itu banyak sekali
yang mengawasi. Jadi pemerintah-pemerintah
Apakah ada pengawasan yang | ini dalah hal ini Bupati, wakil bupati, dan sekda
27 dilakukan pada saat | ini itu pengawasannya secara internal antara
masing-masing stakeholder | OPDnya. Tapi masyarakat di luar sana
melakukan tugasnya? (2.3.d) contohnya lembaga masyarakat itukan banyak
yang mengawasi, para wartawan. Dan memang
kita tau stunting ini program nasional. Jadi mau
tidak mau, suka tidak suka harus kita keroyok di
situ, harus kita laksanakan.
Secara nasional kan 2024 harus tuntas. Kita sih
disini, kalau kita mengikuti arahan nasional itu
Berapa  lama  waktu  yang tergantung sebenarnya. Kalau kita di berikan
28 | ditetapkan untuk mencapai target | angoaran yang cukup, difasilitasi semua itu
penurunan  stunting di  Kab. | mungkin bisa. Tapi kita optimis saja lah. Kita
Bantaeng? (3.4.d) harus mengikut karena ini anjuran dari
pemerintah pusat, harus kita ikuti kebijakannya.
Dari mana sumber anggaran yang
29 digunakan  dalam  melakukan )
penanggulangan  stunting  di Itu tadi APBN, APBD I, APBD II
Kabupaten Bantaeng? Apakah
dana tersebut mencukupi? (3.4.b)
. L Pemimpin tegaslah ketika misalnya ada OPD
Bagaimana gaya kepemlmpln?n yang lambat melaporkan datanya, itu langsung
30 | yang diterapkan oleh ketua tim | di hubungi langsung. Jika ditemukan ada

dalam melakukan kolaborasi?

(.a)

kesalahan data misalnya data tidak valid juga itu
di tegur langsung oleh pimpinan. Jadi secara
langsung dia yang mengarahkan kami.
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Bagaimana sikap pemimpin jika
terdapat stakeholder yang lalai
dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya?

Ya pasti kena hukumanlah. Artinya pemimpin
kan mengawasi OPD-OPDnya toh. Kalaupun
terkait dengan penangan tadi misalnya dia tidak
mau mengikuti kebijakan-kebijakan nasional itu
pasti akan dapat hukuman. Dan hukumannya
tidak main-main, tidak diberikan anggaran.
Karena anggaran ini kan harus tepat sasaran,
jadi program ini harus tepat sasaran.

32

Bagaimana bentuk motivasi yang
diberikan kepada para stakeholder
agar mereka semangat
menjalankan tugasnya?

dalam

Kalau motivasi ke OPD

Kan kita tiap senin setelah apel ada namanya
semacam  pertemuan-pertemuan lah. Jadi
sebelum di laksanakan kegiatan selama satu
minggu itu diadakan  pertemuan = rapat
memberikan kesempatan kepada OPD itu untuk
mengeluarkan apa kendalanya ketika melakukan
kegiatan. Jadi disitulah pemimpin memberikan
motivasi. Motivasi itukan tidak selamanya
berbentuk materi toh. Motivasi itu kan bisanya
memberikan mungkin rewardlah, janji-janjilah
ketika sukses seperti itu.
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RIWAYAT HIDUP

Sri Rahayu, lahir pada tanggal 04 November 1999 di
Kabupaten Bantaeng. la merupakan anak bungsu dari dua
bersaudara buah cinta dari pasangan bapak Jumaring,
S.Sos., MM dan ibu St. Maryam H. Penulis menyelesaikan
pendidikan di SD Inpres Teladan Kabupaten Bantaeng
pada tahun 2011. Kemudian Pada tahun 2014

menyelesaikan sekolah jenjang pertama di SMP Negeri 1 Bantaeng, lalu
melanjutkan pendidikan ke jenjang atas yakni di SMA Negeri 1 Bantaeng
dan selesai pada tahun 2017. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan
pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yakni di Universitas Muhammadiyah
Makassar dengan program studi S1 llmu Administrasi Negara Fakultas lImu
Sosial dan llmu Politik. Selanjutnya di tahun 2021, dengan motivasi belajar
yang masih tinggi, kembali melanjutkan pendidikannya di jenjang S2 pada
Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program studi Magister limu
Administrasi Publik.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan
berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir
tesis ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir tesis ini mampu
memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam
pengembangan disiplin llmu Administrasi Publik. Akhir kata penulis
mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya
tesis yang berjudul “Dinamika Collaborative Governance Dalam
Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bantaeng” dan berhasil
mempertanggungjawabkannya didepan penguji sehingga memperoleh
gelar M.A.P
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